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MUKADDIMAH AL-OAANUNIL ASAASY 


Oleh : 
Rais Akbar Jam'iyyah Nahdlatul Ulama 
KH. Muhammad Hasyim Asy'ari 


(Diterjemahkan oleh KH. A. Mustofa Bisri, Rembang) 
Menjelang Muktamar ke-27 NU 


Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Guran kepada hambaNya agar menjadi 
pemberi peringatan kepada sekalian umat dan menganugerahinya hikmat serta ilmu tentang 
sesuatu yang ia kehendaki. Dan barangsiapa di anugerahi hikmah,maka benar benar mendapat 
keberuntungan yang melimpah. 

Allah Ta'ala berfirman (yang artinya): 

“Wahai Nabi, aku utus engkau sebagai saksi, pemberi kabar gembira dan penyeru kepada 
(Agama) Allah serta sebagai pelita yang menyinari “ 

“Serulah ke jalan Tuhanmu dengan bijaksana, peringatan yang baik dan bantulah mereka 
dengan yang lebih baik. Sungguh Tuhanmulah yang mengetahui siapa yang sesat dari jalanNya. 
Dan Dia Maha mengetahui orang orang yang mendapat hidayah” 

“Maka berilah kabar gembira hamba-hambaKu yang mendengarkan perkataan dan 
mengikuti yang paling baik darinya. Merekalah orang orang yang diberi hidayah oleh Allah dan 
merekalah orang orang yang mempunyai akal.” 

“Dan katakanlah: Segala puji bagi Allah yang tak beranakan seorang anakpun, tak 
mempunyai sekutu penolong karena ketidak mampuan. Dan agungkanlah seagung-agungnya” 

“Dan sesungguhnya inilah jalanKu (AgamaKu ) yang lurus. Maka ikutilah Dia dan jangan 
ikuti berbagai jalan (yang lain) nanti akan mencerai-beraikan kamu dari jalanNya.Demikianlah 
Allah memerintahkan agar kami semua bertagwa “ 

“Wahai orang orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, serta Ulil amri di 
antara kamu, kemudian jika kamu berselisih dalam satu perkara, maka kembalikanlah perkara itu 
kepada Allah dan Rasul, kalau mau benar-benar beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Yang 
demikian itu lebih bagus dan lebih baik kesudahannya.” 

“Maka orang-orang yang beriman kepadaNya (Kepada Rasulullah) maka memuliakannya, 
membantunya dan mengikuti cahaya (Al-Our'an ) yang di turunkan kepadanya, mereka itulah 
orang orang yang beruntung.” 

“Dan orang orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Ansor ) pada berdoa : 
Ya Tuhan ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami beriman dan 
janganlah Engkau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman : Ya 
Tuhan kami sesungguhnya Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 

“Wahai manusia, sesungguhnya Aku telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan 
perempuan dan menjadikan kamu berbangsa bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. 
Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertagwa kepada 
Allah di antara kamu semua.” 

Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba hambaNya hanyalah Ulama. 

“Diantara orang orang yang mukmin ada orang orang yang menepati apa yang mereka 
janjikan kepada Allah, lalu di antara mereka ada yang gugur dan di antara mereka ada yang 
menunggu mereka sama sekali tidak pernah merubah (janjinya )” 

“Wahai orang-orang yang beriman, bertagwalah kamu kepada Allah dan beradalah kamu 
bersama orang orang yang jujur “ 

“Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku “ 

“Maka bertanyalah kamu kepada orang orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahuinya“ 

“Janganlah kami mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya“ 
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“Adapun orang-orang yang dalam hati mereka terdapat kecenderungan menyeleweng, 
maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mustasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah 
dan mencari cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui tagwilnya kecuali Allah. Sedang 
orang-orang yang mendalam ilmunya mereka mengatakan, “Kami beriman kepada ayat ayat yang 
mustasyabihat itu, semuanya dari sisi Tuhan kami” Dan orang-orang yang berakal saja yang dapat 
mengambil pelajaran (daripadanya ). 

“Barang siapa menentang Rasul setelah petunjuk yang jelas padanya dan dia mengikuti 
selain ajaran ajaran orang mukmin, maka Aku biarkan ia menguasai kesesatan yang telah 
dikuasainya (terus bergelimang dalam kesesatan ) dan Aku masukkan mereka keneraka Jahanam. 
Dan neraka Jahanam itu adalah seburuk buruknya tempat kembali. 

“Takutlah kamu semua akan fitnah yang benar-benar tidak hanya khusus menimpa orang 
orang dzalim di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah sangat dahsyat siksaNya” 

“Janganlah kamu bersandar kepada orang orang dzalim, maka kamu akan di sentuh api 
neraka .” 

“Wahai orang orang yang beriman, jagalah diri-diri kamu dan keluarga kamu dari api 
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, di atasnya berdiri Malaikat-malaikat yang 
kasar, keras dan tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang di perintahkanNya kepada 
mereka dan selalu mengerjakan apa yang di perintahkan kepada mereka. 

“Dan janganlah kamu seperti orang orang yang mengatakan “Kami mendengar”. Padahal 
mereka tidak mendengar.” 

“Sesungguhnya seburuk buruk makhluk melata, menurut Allah, ialah mereka yang pelak 
(tidak mau mendengar kebenaran) dan bisu (tidak mau bertanya dan menuturkan kebenaran ) yang 
tidak berfikir.” 

“Dan hendaklah ada di antara kamu, ada segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, 
menyuruh kepada yang makruf dan mencegah kemungkaran. Dan mereka itulah orang orang yang 
beruntung.” 

“Dan saling tolong-menolong kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan tagwa, janganlah 
tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertagwalah kamu kepada Allah, 
sesungguhnya Allah sangat dahsyat siksanya.” 

“Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kami dan kuatkanlah kesabaranmu serta 
berjaga-jagalah (menghadapi serangan musuh diperbatasan). Dan bertagwalah kepada Allah agar 
kamu mendapat keberuntungan.” 

“Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan janganlah 
kamu bercerai-berai, dan ingatlah ni” mat Allah yang dilimpahkan kepadamu ketika kamu dahulu 
bermusuhan lalu Allah merukunkan antara hati-hati kamu, kemudian kamupun (karena nikmatnya) 
menjadi orang-orang yang bersaudara.” 

“Dan janganlah kamu saling bertengkar, nanti kami jadi gentar dan hilang kekuatanmu dan 
tabahlah kamu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang tabah.”. 

“Sesungguhnya orang-orang itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua Saudaramu 
dan bertagwalah kepada Allah, supaya kamu dirahmati.” 

“Kalau mereka melakukan apa yang dinasehatkan kepada mereka, niscaya akan lebih 
baik bagi mereka dan memperkokoh (iman mereka). Dan kalau memang demikian, niscaya Aku 
anugerahkan kepada mereka pahala yang agung dan Aku tunjukan mereka jalan yang lempang.” 

“Dan orang-orang yang berjihad dalam (mencari) keridloanKu, pasti Aku tunjukan mereka 
kejalanKu, sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik,” 

“Sesungguhnya Allah dan Malaikat-malaikat bershalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang 
yang beriman bershalawatlah kamu untuknya dan bersalamlah dengan penuh penghormatan.” 

“Dan (apa yang ada disisi Allah lebih baik dan lebih kekal juga bagi) orang-orang yang 
mematuhi seruan Tuhan mereka, mendirikan shalat dan urusan mereka (mereka selesaikan) 
secara musyawarah anatara mereka serta terhadap sebagaian apa yang aku rizgikan, mereka 
menafakahannya.” 
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S... Dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka (Muhajirian dan Anshar) dengan baik, 
Allah ridla kepada mereka.” 

Amma ba'du 

Sesungguhnya pertemuan dan saling mengenal persatuan dan kekompakan adalah 
merupakan hal yang tidak seorangpun tidak mengetahui manfaatnya. Betapa tidak, Rasulullah 
SAW benar-benar telah bersabda yang artinya: 

“Tangan Allah bersama jama'ah. Apabila diantara jama'ah itu ada yang memencil sendiri, 
maka syaithanpun akan menerkamnya seperti serigala menerkam kambing.” 

“Allah Ridho kamu sekalian menyembahNya dan tidak menyekutukanNya dengan sesuatu 
apapun “ 

Kami sekalian berpegang teguh kepada tali (agama) Allah seluruhnya dan tidak bercerai 
berai, 

Kamu saling memperbaiki dengan orang yang di jadikan Allah sebagai pemimpin kamu. 

Dan Allah membenci bagi kamu, saling membantah, banyak tanya dan menyia- nyiakan 

harta benda” 

“Janganlah kamu saling dengki, saling menjerumuskan, saling bermusuhan, saling 
membenci dan janganlah sebagian kamu menjual atas kerugian jualan sebagian yang lain, dan 
jadilah kamu, hamba-hamba Allah, bersaudara” 

Suatu Umat bagaikan jasad lainnya, orang-orangnya ibarat anggota anggota tubuhnya, 
setiap anggota punya tugas dan perannya. Seperti di maklumi, manusia tidak dapat bermasyarakat, 
bercampur dengan yang lain, sebab seorangpun tak mungkin sendirian memenuhi segala kebutuhan- 
kebutuhannya. Dia mau tidak mau dipaksa bermasyarakat, berkumpul yang membawa kebaikan 
bagi umatnya dan menolak keburukan dan ancaman bahaya daripadanya 

Karena itu, persatuan, ikatan bathin satu dengan yang lain saling bantu menangani satu 
perkara dan seia-sekata adalah merupakan penyebab kebahagiaan yang terpenting dan faktor 
paling kuat bagi menciptakan persaudaraan dan kasih sayang . 

Beberapa banyak negara negara yang menjadi makmur, hamba-hamba menjadi pemimpin 
yang berkuasa, pembangunan merata, negeri-negeri menjadi maju, pemerintahan ditegakkan, 
jalan-jalan menjadi lancar, perhubungan menjadi ramai dan masih banyak manfaat lain dari hasil 
persatuan merupakan keutamaan yang paling besar dan merupakan sebab dan sarana paling ampuh. 

Rasulullah SAW telah mempersaudarakan sahabat-sahabatnya sehingga mereka (saling 
kasih, saling menyayangi dan saling menjaga hubungan ) tidak ubahnya satu jasad: apabila satu 
anggota tubuh mengeluh sakit seluruh jasad ikut merasa demam dan tidak dapat tidur. 

Itulah sebabnya mereka menang atas musuh mereka, kendati jumlah mereka sedikit. Mereka 
tundukkan raja-raja, mereka taklukan negeri negeri, mereka buka kota-kota, mereka bentangkan 
payung-payung kemakmuran, mereka bangun kerajaan-kerajaan dan mereka lancarkan jalan-jalan. 

Firman Allah SWT “ Wa aatainaahu min kulli sya'in sababa” 

“Dan Aku telah memberikan kepadanya jalan (untuk mencapai) segala sesuatu.” 

Benarlah kata penyair yang mengatakan dengan bagusnya 

“Berhimpunlah anak-anakku bila 

Kegentingan datang melanda, 

jangan bercerai-berai, sendiri-sendiri, 

cawan-cawan enggan pecah bila bersama 

ketika bercerai, 

satu-satu pecah berderai “ 

Sayidina Ali karamallahu wajhah berkata “ 

Dengan perpecahan tak ada satu kebaikan dikaruniakan Allah kepada seseorang baik dari 
orang-orang terdahulu maupun orang-orang yang datang belakangan “ 

Sebab, satukaumapabila hati-hati mereka berselisih dan hawanafsu merekamempermainkan 
mereka, maka mereka tidak akan melihat sesuatu tempatpun bagi kemaslahatan bersama. Mereka 
bukanlah bangsa yang bersatu tapi hanya individu- individu yang berkumpul dalam arti jasmani 
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belaka. Hati dan keinginan-keinginan mereka saling selisih. Engkau mengira mereka menjadi satu, 
padahal hati mereka berbeda-beda. 

Mereka telah menjadi seperti kata orang “Kambing-kambing yang berpencar an dipadang 
terbuka. Berbagai binatang buas telah mengepungnya. Kalau sementara mereka tetap selamat, 
mungkin karena binatang buas belum sampai kepada mereka (dan pasti suatu saat akan sampai 
kepada mereka), atau karena saling berebut, telah menyebabkan binatang-binatang buas itu saling 
berkelahi sendiri antara mereka. Lalu sebagian mengalahkan lain. Dan yang menangpun akan 
menjadi perampas dan yang kalah menjadi pencuri. Si kambingpun jatuh antara si perampas dan 
Si pencuri. 

Perpecahan adalah penyebab kelemahan, kekalahan dan kegagalan di sepanjang zaman. 
Bahkan pangkal kehancuran dan kemacetan, sumber keruntuhan dan kebinasaan, dan penyebab 
kehinaan dan kenistaan. 

Betapa banyak keluarga keluarga besar, semula hidup dalam keadaan makmur, rumah- 
rumah penuh dengan penghuni, sampai satu ketika kalajengking perpecahan merayapi mereka, 
bisanya menjalar meracuni hati mereka dan Syaithan pun melakukan perannya, mereka kocar- 
kacir tak karuan . Dan rumah-rumah mereka runtuh berantakan. 

Sahabat Ali Karamallahu Wajhah berkata dengan fasihnya: “Kebenaran dapat menjadi 
lemah karena perselisihan dan perpecahan dan kebathilan sebaliknya dapat menjadi kuat dengan 
persatuan dan kekompakkan.” 

Pendek kata siapa yang melihat pada cermin sejarah, membuka lembaran yang tidak sedikit 
dari ikhwal bangsa-bangsa dan pasang surut zaman serta apa saja yang terjadi pada mereka hingga 
pada saat saat kepunahannya, akan mengetahui bahwa kekayaan yang pernah menggelimang 
mereka, kebanggaan yang pernah mereka sandang, dan kemuliaan yang pernah menjadi perhiasan 
mereka, tidak lain adalah karena berkat apa yang secara kukuh mereka pegang, yaitu mereka 
bersatu dalam cita- cita, seia-sekata, searah setujuan, pikiran-pikiran mereka seiring. Maka inilah 
faktor paling kuat yang mengangkat martabat dan kedaulatan mereka, dan benteng paling kokoh 
bagi menjaga kekuatan dan keselamatan ajaran mereka. 

Musuh-musuh mereka tak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka, malahan menundukkan 
kepala, menghormati mereka karena wibawa mereka, dan merekapun mencapai tujuan-tujuan 
mereka dengan gemilang. 

Itulah bangsa yang mentarinya di jadikan Allah tak pernah terbenam senantiasa memancar 
gemilang, dan musuh-musuh mereka tak dapat mencapai sinarnya. 

Wahai Ulama dan para pemimpin yang bertagwa di kalangan Ahlussunah wal Jamaah dan 
keluarga mazhab imam empat Anda sekalian telah menimba ilmu-ilmu dari orang-orang sebelum 
anda, orang-orang sebelum anda menimba dari orang-orang sebelum mereka, dengan jalan sanad 
yang bersambung sampai kepada anda sekalian. Dan anda sekalian selalu meneliti dari siapa anda 
menimba ilmu agama anda itu. 

Maka dengan demikian, anda sekalian penjaga-penjaga ilmu dan pintu gerbang ilmu-ilmu 
itu. Rumah-rumah tidak dimasuki kecuali dari pintu-pintu siapa yang memasukinya tidak lewat 
pintunya, disebut pencuri. 

Sementara itu segolongan orang yang terjun kedalam lautan fitnah, memilih bid'ah dan 
bukan sunah-sunah Rasul dan kebanyakan orang mukmin yang benar hanya terpaku. Maka para 
ahli bid'ah itu seenaknya memutar balikkan kebenaran, memungkarkan makruf dan memakrufkan 
kemungkaran . 

Mereka mengajak kepada kitab Allah, padahal sedikitpun mereka tidak bertolak dari sana. 

Mereka tidak berhenti sampai disitu, malahan mereka mendirikan perkumpulan pada 
perilaku mereka tersebut. Maka kesesatanpun semakin jauh. Orang- orang yang malang pada 
memasuki perkumpulan itu. Mereka tidak mendengar sabda Rasulullah SAW. 

“Fandhuru “amman ta khuzuuna dienakum” 

“Maka lihatlah, dan telitilah dari siapa kamu menerima ajaran agamamu itu.” 

“Sesungguhnya menjelang hari Kiamat, muncul banyak pendusta.” 
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Janganlah kau menangisi agama ini bila ia berada dalam kekuasaan ahlinya. 
Tangisilah agama ini bila ia berada di dalam kekuasaan bukan ahlinya.” 

Tepat sekali sahabat Umar bin Khatab radliallahu “anhu ketika berkata “ Agama Islam 
hancur oleh perbuatan orang munafig dengan Al-Gur'an” 

Anda sekalian adalah orang-orang yang lurus yang dapat menghilangkan kepalsuan ahli 
kebathilan, penafsiran orang-orang yang bodoh dan penyelewengan orang-orang yang over acting, 
dengan hujjah Allah, Tuhan semesta alam, yang diwujudkan melalui lisan orang ia kehendaki. 

Dan Anda sekalian kelompok yang disebut dalam sabda Rasulullah SAW. “ Anda 
sekelompok dari umatku yang tak pernah bergeser selalu berdiri tegak diatas kebenaran, tak dapat 
dicederai oleh orang yang melawan mereka, hingga datang putusan Allah.” 

Marilah Anda semua dan segenap pengikut Anda dari golongan para fakir miskin, para 
hartawan, rakyat jelata dan orang-orang kuat, berbondong-bondong masuk jam'iyyah yang diberi 
nama “ Jam'iyyah Nahdlatul Ulama ini.” 

Masuklah dengan penuh kecintaan, kasih sayang, rukun, bersatu dan dengan ikatan jiwa 
raga. 

Ini adalah Jam'iyyah yang lurus, bersifat memperbaiki dan menyantuni. Ia manis terasa 
di mulut orang-orang yang baik dan bengkal (jawa kolod) ditenggorokan orang-orang yang tidak 
baik. Dalam hal ini hendaklah Anda sekalian saling mengingatkan dengan kerjasama yang baik, 
dengan petunjuk yang memuaskan dan ajakan memikat serta hujjah yang tak terbantah. 

Sampaikan secara terang-terangan apa yang diperintahkan Allah kepadamu, agar bid” ah- 
bid'ah terberantas dari semua orang. 

Rasulullah SAW bersabda : “Apabila fitnah-fitnah dan bid' ah-bid'ah muncul dan sahabat- 
sahabatku dicaci maki, maka hendaklah orang-orang alim menampilkan ilmunya. Barang siapa 
tidak berbuat begitu, maka dia akan terkena laknat Allah, laknat Malaikat dan semua orang.” 

Allah SWT telah berfirman : “ Wa taawanuu 'alalbirri wattagwa” 

“Dan saling tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan tagwa kepada 
Allah.” 

Sayyidina Ali karamahullahu wajhah berkata : “Tak seorangpun (betapapun lama ijtihadnya 
dalam amal) mencapai hakikat taat kepada Allah yang semestinya. Namun termasuk hak-hak Allah 
yang wajib atas hamba-hambanNya adalah nasehat dengan sekuat tenaga dan saling bantu dalam 
menegakkan kebernaran diantara mereka.” 

Tak seorangpun (betapapun tinggi kedudukannya dalam kebenaran, dan betapapun luhur 
derajat keutamaannya dalam agama), dapat melampaui kondisi membutuhkan pertolongan untuk 
memikul hak Allah yang di bebankan kepadanya. Dan tidak seorangpun (betapapun kerdil jiwanya 
dan pandangan-pandangan mata merendahkannya) melampaui kondisi dibutuhkan bantuannya 
dan dibantu untuk itu.” 

(Artinya tak seorangpun betapapun tinggi kedudukannya dan hebat dalam bidang agama 
dan kebenaran yang dapat lepas tidak membutuhkan bantuan dalam pelaksanaan kewajibannya 
terhadap Allah, dan tak seorangpun, betapapun rendahnya, tidak dibutuhkan bantuannya atau 
diberi bantuan dalam melaksanakan kewajibannya itu. Penty). 

Tolong-menolong atau saling bantu pangkal keterlibatan Umat-umat. 

Sebab kalau tidak ada tolong menolong, niscaya semangat dan kemauan akan lumpuh 
karena merasa tidak mampu mengejar cita cita. 

Barang siapa mau tolong-menolong dalam persoalan dunia dan akhiratnya, maka akan 
sempurnalah kebahagiannya, nyaman dan sentosa hidupnya. 

Sayyidina Ahmad bin Abdillah AS- Saggaf berkata : 

“Jam”iyyahiniadalah perhimpunan yangtelah menampakkantanda-tandamenggembirakan, 
daerah-daerah menyatu, bangunan-bangunannya telah berdiri tegak, lalu kemana kamu akan 
pergi?. Kemana ?. 

“Wahai orang orang yang berpaling, jadilah kamu orang0orang yang pertama, kalu tidak 
orang-orang yang menyusul masuk (Jam'iyyah ini). Jangan sampai ketinggalan, nanti suara 
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penggoncang akan menyerumu dengan goncangan-goncangan: 

“Mereka (orang-orang munafig itu) puas bahwa mereka ada bersama orang orang yang 
ketinggalan (tidak termasuk ikut serta memperjuangkan agama Allah). Hati mereka telah dikunci 
mati, maka merekapun tidak bisa mengerti. 

“Tiada yang merasa aman dari adzab Allah kecuali orang orang yang merugi” 

Ya Tuhan kami, Janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau 
memberi hidayah kepada kami, anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisiMu, sesungguhnya 
Engkau Maha Penganugerah. 

Ya Tuhan kami, Ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, hapuskanlah dari diri-diri kami 
kesalahan kesalahan kami dan wafatkan kami beserta orang orang yang berbakti. 

Ya Tuhan kami, karuniakanlah kami apa yang Engkau janjikan kepada kami melalui utusan- 
utusanMu dan jangan hinakan kami dari hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak pernah 
menyalahi janji. 
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BAB I 
NAMA, KEDUDUKAN DAN STATUS 


Pasal 1 
(1) Perkumpulan/Jam'iyah ini bernama Nahdlatul Ulama disingkat NU. 
(2) Nahdlatul Ulama didirikan oleh ulama pondok pesantren di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 
1344 H bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 M untuk waktu yang tak terbatas. 


Pasal 2 
Nahdlatul Ulama berkedudukan di Jakarta, Ibukota Negara Republik Indonesia yang merupakan 
tempat kedudukan Pengurus Besarnya. 


Pasal 3 
(1) Nahdlatul Ulama sebagai Badan Hukum Perkumpulan bergerak dalam bidang keagamaan, 
pendidikan, dan sosial. 
(2) Nahdlatul Ulama memiliki hak-hak secara hukum sebagai Badan Hukum Perkumpulan 
termasuk di dalamnya hak atas tanah dan aset-aset lainnya. 


BAB II 
PEDOMAN, AOIDAH DAN ASAS 


Pasal 4 
Nahdlatul Ulama berpedoman kepada Al-Our' an, As-Sunnah, Al-Ijma', dan Al-Oiyas. 


Pasal 5 
Nahdlatul Ulama beragidah Islam menurut faham Ahlusunnah wal Jama'ah dalam bidang agidah 
mengikuti madzhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi, dalam 
bidang figh mengikuti salah satu dari Madzhab Empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbal1): dan 
dalam bidang tasawuf mengikuti madzhab Imam al-Junaid al-Bagdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. 


Pasal 6 
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, Nahdlatul Ulama berasas kepada 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 


BAB III 
LAMBANG 


Pasal 7 
Lambang Nahdlatul Ulama berupa gambar bola dunia yang dilingkari tali tersimpul, dikitari oleh 
9 (sembilan) bintang, 5 (lima) bintang terletak melingkari di atas garis khatulistiwa yang terbesar 
di antaranya terletak di tengah atas, sedang 4 (empat) bintang lainnya terletak melingkar di bawah 
garis khatulistiwa, dengan tulisan NAHDLATUL ULAMA dalam huruf Arab yang melintang dari 
sebelah kanan bola dunia ke sebelah kiri, dan ada huruf “N” di bawah kiri dan “U” di bawah 
kanan,semua terlukis dengan warna putih di atas dasar hijau. 


BAB IV 
TUJUAN DAN USAHA 


Pasal 8 


(J0) Nahdlatul Ulama adalah perkumpulan/jam 'iyyah diniyyah islamiyyah ijtima 'iyyah (organisasi 
sosial keagamaan Islam) untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, 
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dan ketinggian harkat dan martabat manusia. 

(2) Tujuan Nahdlatul Ulama adalah berlakunya ajaran Islam yang menganut faham Ahlusunnah 
wal Jama'ah untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan, 
kesejahteraan umat dan demi terciptanya rahmat bagi semesta. 


Pasal 9 

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana Pasal 8 di atas, maka Nahdlatul Ulama melaksanakan 

usaha-usaha sebagai berikut: 

a. Di bidang agama, mengupayakan terlaksananya ajaran Islam yang menganut faham Ahlusunnah 
wal Jama'ah. 

b. Dibidangpendidikan,pengajarandankebudayaanmengupayakanterwujudnyapenyelenggaraan 
pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam 
untuk membina umat agar menjadi muslim yang takwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas 
dan terampil, serta berguna bagi agama, bangsa dan negara. 

c. Di bidang sosial, mengupayakan dan mendorong pemberdayaan di bidang kesehatan, 
kemaslahatan dan ketahanan keluarga, dan pendampingan masyarakat yang terpinggirkan 
(mustadl 'afin). 

d. Di bidang ekonomi, mengupayakan peningkatan pendapatan masyarakat dan lapangan kerja/ 
usaha untuk kemakmuran yang merata. 

e. Mengembangkan usaha-usaha lain melalui kerjasama dengan pihak dalam maupun luar negeri 
yang bermanfaat bagi masyarakat banyak guna terwujudnya Khairu Ummah. 

BAB V 
KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN 


Pasal 10 
(Jl) Keanggotaan Nahdlatul Ulama terdiri dari anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota 
kehormatan. 
(2) Ketentuan untuk menjadi anggota dan pemberhentian keanggotaan diatur dalam Anggaran 
Rumah Tangga. 


Pasal 11 
Ketentuan mengenai hak dan kewajiban anggota serta lain-lainnya diatur dalam Anggaran 
Rumah Tangga. 


BAB VI 
STRUKTUR DAN PERANGKAT ORGANISASI 


Pasal 12 
Struktur Organisasi Nahdlatul Ulama terdiri dari : 
1. Pengurus Besar. 
Pengurus Wilayah. 
Pengurus Cabang/Pengurus Cabang Istimewa. 
Pengurus Majelis Wakil Cabang. 
Pengurus Ranting. 
Pengurus Anak Ranting. 


OK Nat si 


Pasal 13 
Untuk melaksanakan tujuan dan usaha-usaha sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan 9, Nahdlatul 
Ulama membentuk perangkat organisasi yang meliputi: Lembaga, Badan Khusus dan Badan 
Otonom yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan organisasi Jam'iyah Nahdlatul 
Ulama. 
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BAB VII 
KEPENGURUSAN DAN MASA KHIDMAT 


Pasal 14 
(J) Kepengurusan Nahdlatul Ulama terdiri dari Mustasyar, Syuriyah dan Tanfidziyah. 
(2) Mustasyar adalah penasehat yang terdapat di Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus 

Cabang/ Pengurus Cabang Istimewa, dan pengurus Majelis Wakil Cabang. 
(3) Syuriyah adalah pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama. 

(4) Tanfidziyah adalah pelaksana. 
(5) Ketentuan mengenai susunan dan komposisi kepengurusan diatur dalam Anggaran Rumah 

Tangga. 

Pasal 15 
(Jl) Pengurus Besar Nadhlatul Ulama terdiri dari : 
a. Mustasyar Pengurus Besar. 
b. Pengurus Besar Harian Syuriyah. 
Pengurus Besar Lengkap Syuriyah. 
Pengurus Besar Harian Tanfidziyah. 
Pengurus Besar Lengkap Tanfidziyah. 

f. Pengurus Besar Pleno. 

(2) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama terdiri dari : 

a. Mustasyar Pengurus Wilayah. 

b. Pengurus Wilayah Harian Syuriyah. 

c. Pengurus Wilayah Lengkap Syuriyah. 

d. Pengurus Wilayah Harian Tanfidziyah. 

e. Pengurus Wilayah Lengkap Tanfidziyah. 

f. Pengurus Wilayah Pleno. 

(3) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama terdiri dari : 

a. Mustasyar Pengurus Cabang. 

b. Pengurus Cabang Harian Syuriyah. 

c. Pengurus Cabang Lengkap Syuriyah. 

d. Pengurus Cabang Harian Tanfidziyah. 

e. Pengurus Cabang Lengkap Tanfidziyah. 

f. Pengurus Cabang Pleno. 

(4) Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama terdiri dari: 

a. Mustasyar Pengurus Cabang. 

b. Pengurus Cabang Harian Syuriah. 

c. Pengurus Cabang Lengkap Syuriah. 

d. Pengurus Cabang Harian Tanfidziyah. 

e. Pengurus Cabang Lengkap Tanfidziyah. 

f. Pengurus Cabang Pleno. 

(5) Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama terdiri atas: 

a. Mustasyar Pengurus Majelis Wakil Cabang. 

b. Pengurus Majelis Wakil Cabang Harian Syuriyah. 
Pengurus Majelis Wakil Cabang Lengkap Syuriyah. 
Pengurus Majelis Wakil Cabang Harian Tanfidziyah. 
Pengurus Majelis Wakil Cabang Lengkap Tanfidziyah. 

f. Pengurus Majelis Wakil Cabang Pleno. 

(6) Pengurus Ranting Nadhlatul Ulama terdiri atas: 

a. Pengurus Ranting Harian Syuriyah. 

b. Pengurus Ranting Lengkap Syuriyah. 
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c. Pengurus Ranting Harian Tanfidziyah. 
d. Pengurus Ranting Lengkap Tanfidziyah. 
e. Pengurus Ranting Pleno. 
(7) Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama terdiri dari: 
a. Pengurus Anak Ranting Harian Syuriyah. 
b. Pengurus Anak Ranting Lengkap Syuriyah. 
c. Pengurus Anak Ranting Harian Tanfidziyah. 
d. Pengurus Anak Ranting Lengkap Tanfidziyah. 
e. Pengurus Anak Ranting Pleno. 
(8) Ketentuan mengenai susunan dan komposisi pengurus diatur dalam Anggaran Rumah 
Tangga. 


Pasal 16 
(1) Masa Khidmat Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 adalah lima tahun dalam 
satu periode di semua tingkatan, kecuali Pengurus Cabang Istimewa selama 2 (dua) tahun. 
(2) Masa jabatan pengurus Lembaga dan Badan Khusus disesuaikan dengan masa jabatan 
Pengurus Nahdlatul Ulama di tingkat masing-masing. 
(3) Masa Khidmat Ketua Umum Pengurus Badan Otonom adalah 2 (dua) periode, kecuali Ketua 
Umum Pengurus Badan Otonom yang berbasis usia adalah 1 (satu) periode. 


BAB VIII 
TUGAS DAN WEWENANG 


Pasal 17 
Mustasyar bertugas dan berwenang memberikan nasehat kepada Pengurus Nahdlatul Ulama 
menurut tingkatannya baik diminta ataupun tidak. 


Pasal 18 
Syuriyah bertugas dan berwenang membina dan mengawasi pelaksanaan keputusan-keputusan 
organisasi sesuai tingkatannya. 


Pasal 19 
Tanfidziyah mempunyai tugas dan wewenang menjalankan pelaksanaan keputusan-keputusan 
organisasi sesuai tingkatannya. 


Pasal 20 
Ketentuan tentang rincian wewenang dan tugas sesuai pasal 17, 18 dan 19 diatur lebih lanjut dalam 
Anggaran Rumah Tangga. 


BAB IX 
PERMUSYAWARATAN 


Pasal 21 
(J0) Permusyawaratan adalah suatu pertemuan yang dapat membuat keputusan dan ketetapan 
organisasi yang diikuti oleh struktur organisasi di bawahnya. 
(2) Permusyawaratan di lingkungan Nahdlatul Ulama meliputi Permusyawaratan Tingkat 
Nasional dan Permusyawaratan Tingkat Daerah. 


Pasal 22 


Permusyawaratan tingkat nasional yang dimaksud pada pasal 21 terdiri dari: 
a. Muktamar 
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b. Muktamar Luar Biasa 
c. Musyawarah Nasional Alim Ulama 
d. Konferensi Besar 


Pasal 23 
Permusyawaratan tingkat daerah yang dimaksud pada pasal 21 terdiri: 
a. Konferensi Wilayah 
. Musyawarah Kerja Wilayah 
Konferensi Cabang/Konferensi Cabang Instimewa 
Musyawarah Kerja Cabang/Musyawarah Kerja Cabang Istimewa 
Konferensi Majelis Wakil Cabang 
Musyawarah Kerja Majelis Wakil Cabang 
Musyawarah Ranting 
Musyawarah Kerja Ranting 
Musyawarah Anak Ranting 
Musyawarah Kerja Anak Ranting 
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Pasal 24 

(J) Permusyaratan di lingkungan Badan Otonom Nahdlatul Ulama meliputi permusyawaratan 
Tingkat Nasional dan Tingkat Daerah. 

(2) Permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini terdiri dari: 
a. Kongres 
b. Rapat kerja 

(3) Permusyawaratan Badan Otonom merujuk kepada dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran 
Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan-Peraturan Organisasi Nahdlatul Ulama dan Peraturan- 
Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. 

(4) Badan Otonom Harus meratifikasi hasil permusyawaratan Nahdlatul Ulama. 


Pasal 25 
Ketentuan lebih lanjut mengenai permusyawaratan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. 


BAB X 
RAPAT-RAPAT 


Pasal 26 
Rapat adalah suatu pertemuan yang dapat membuat keputusan dan ketetapan organisasi yang 
dilakukan di masing-masing tingkat kepengurusan. 


Pasal 27 
Rapat-rapat di lingkungan Nahdlatul Ulama terdiri dari: 
1. Rapat Kerja. 


Rapat Pleno. 
Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah. 
Rapat Harian Syuriyah. 


Rapat Harian Tanfidziyah. 
Rapat-rapat lain yang dianggap perlu. 
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Pasal 28 
Ketentuan lebih lanjut tentang rapat-rapat sebagaimana tersebut pada pasal 27 akan diatur dalam 
Anggaran Rumah Tangga. 
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BAB XI 
KEUANGAN DAN KEKAYAAN 


Pasal 29 
(1) Keuangan Nahdlatul Ulama digali dari sumber-sumber dana di lingkungan Nahdlatul Ulama, 
umat Islam, maupun sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat. 
(2) Sumber dana Nahdlatul Ulama diperoleh dari: 
a. Uang pangkal. 
b. Uang IP'anah Syahriyah 
c. Sumbangan 
d. Usaha-usaha lain yang halal. 
(3) Ketentuan penerimaan dan pemanfaatan keuangan yang termaktub dalam ayat 1 (satu) dan 
ayat 2 (dua) pasal ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. 


Pasal 30 
Kekayaan organisasi adalah inventaris dan aset Organisasi yang berupa harta benda bergerak dan 
atau harta benda tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai oleh Organisasi/Perkumpulan Nahdlatul 
Ulama. 


BAB XII 
PERUBAHAN 


Pasal 31 

(1) Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah oleh Keputusan Muktamar yang sah yang dihadiri 
sedikitnya dua pertiga dari jumlah pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang/Pengurus Cabang 
Istimewa yang sah dan sedikitnya disetujui oleh dua pertiga dari jumlah suara yang sah. 

(2) Dalam hal Muktamar yang dimaksud ayat 1(satu) Pasal ini tidak dapat diadakan karena tidak 
tercapai guorum, maka ditunda selambat-lambatnya 1 (satu) bulan dan selanjutnya dengan 
memenuhi syarat dan ketentuan yang sama Muktamar dapat dimulai dan dapat mengambil 
keputusan yang sah. 


BAB XIII 
PEMBUBARAN ORGANISASI 


Pasal 32 
(1) Pembubaran Perkumpulan/Jam'iyah Nahdlatul Ulama sebagai suatu organisasi hanya dapat 
dilakukan apabila mendapat persetujuan dari seluruh anggota dan pengurus di semua tingkatan. 
(2) Apabila Nahdlatul Ulama dibubarkan, maka segala kekayaannya diserahkan kepada organisasi 
atau badan amal yang sefaham dengan persetujuan dari seluruh anggota dan pengurus di semua 
tingkatan. 


BAB XIV 
PENUTUP 


Pasal 33 


Naskah “Khittah Nahdlatul Ulama” dan naskah “Pedoman, Akidah, dan Azaz Nahdlatul Ulama” 
merupakan bagian tak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini. 
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BAB I 
KEANGGOTAAN 


Pasal 1 

Keanggotaan Nahdlatul Ulama terdiri dari: 

a. Anggota biasa adalah setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam, baligh, dan 
menyatakan diri setia terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi. 

b. Anggota luar biasa, adalah setiap orang yang beragama Islam, baligh, menyetujui akidah, asas 
dan tujuan Nahdlatul Ulama namun yang bersangkutan bukan warga negara Indonesia. 

c. Anggota kehormatan adalah setiap orang yang bukan anggota biasa atau anggota luar biasa 
yang dinyatakan telah berjasa kepada Nahdlatul Ulama dan ditetapkan dalam keputusan 
Pengurus Besar. 


BAB II 
TATACARA PENERIMAAN DAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN 


Pasal 2 
(Jl) Anggota biasa diterima melalui Pengurus Anak Ranting dan atau Pengurus Ranting setempat. 
(2) Anggota biasa yang berdomisili di luar negeri diterima melalui Pengurus Cabang Istimewa. 
(3) Apabila tidak ada Pengurus Anak Ranting dan atau Pengurus Ranting di tempat tinggalnya 
maka pendaftaran anggota dilakukan di Ranting terdekat. 
(4) Anggota biasa disahkan oleh Pengurus Cabang. 


Pasal 3 
(Jl) Anggota luar biasa di dalam negeri diterima dan disahkan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul 
Ulama setempat. 
(2) Anggota luar biasa yang berdomisili di luar negeri diterima dan disahkan oleh Pengurus 
Cabang Istimewa setempat. 
(3) Apabila tidak ada Pengurus Cabang Istimewa di tempat tinggalnya maka penerimaan dan 
pengesahan dilakukan di Pengurus Cabang Istimewa terdekat. 


Pasal 4 
(Jl) Anggota kehormatan diusulkan oleh Pengurus Cabang, Pengurus Cabang Istimewa atau 
Pengurus Wilayah kepada Pengurus Besar. 
(2) Pengurus Besar menilai dan mempertimbangkan usulan sebagaimana tersebut dalam ayat 1 
pasal ini untuk memberikan persetujuan atau penolakan. 
(3) Dalam hal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memberikan persetujuan, maka kepada yang 
bersangkautan diberikan surat keputusan sebagai anggota kehormatan. 


Pasal 5 


(Jl) Seseorang dinyatakan berhenti dari keanggotaan Nahdlatul Ulama karena: 
a. Permintaan sendiri 
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b. 
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Diberhentikan 


(2) Seseorang berhenti karena permintaan sendiri mengajukan secara tertulis kepada Pengurus 
Anak Ranting dan atau Pengurus Ranting dimana dia terdaftar. 

Seseorang diberhentikan karena dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagai anggota 
atau melakukan perbuatan yang mencemarkan dan menodai nama baik Nahdlatul Ulama. 
Ketentuan mengenai prosedur penerimaan dan pemberhentian keanggotaan yang belum diatur, 
akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi. 
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BAB III 
KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA 


Pasal 6 


Anggota biasa berkewajiban: 


a. 


b. 


Menjaga dan mengamalkan Islam faham Ahlu Sunnah waljama'ah An-Nahdliyah. 
Mengembangkan nilai-nilai kebangsaan dan mempertahankan serta menegakkan prinsip 
bernegara NKRI. 


. Memupuk dan memelihara Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Wathoniyah dan Ukhuwah 


Basyariyah. 


d. Mempertahankan keutuhan keluarga dalam bidang agama, budaya dan tradisi. 


e. 


£ 


Setia dan bersungguh-sungguh mendukung dan membantu segala langkah organisasi serta 
bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diamanahkan kepadanya. 
Membayar i'anah yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. 


Anggota luar biasa dan anggota kehormatan berkewajiban menjaga nama baik organisasi, 
bersungguh-sungguh mendukung dan membantu segala langkah organisasi serta bertanggung 
jawab atas segala sesuatu yang diamanahkan kepadanya. 


Pasal 7 


(I) Anggota biasa berhak: 


(2) 


a. 


b. 


e. 


1g 


Mendapatkan pelayanan keagamaan. 
Mendapatkan pelayanan dasar dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, kesehatan, 
informasi yang sehat, perlindungan hukum dan keamanan. 


. Berpartisipasi dalam musyawarah, memilih dan dipilih menjadi pengurus atau menduduki 


jabatan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 


. Menjalankan tradisi dan adat-istiadat selama tidak bertentangan dengan ajaran Ahlu Sunnah 


waljama' ah An-Nahdliyah. 

Mendapatkan perlindungan diri dan keluarganya dari pengaruh paham-paham yang 
bertentangan dengan ajaran Ahlu Sunnah waljama' ah An-Nahdliyah. 

Mendapatkan Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama (KARTANU). 


Anggota luar biasa mempunyai hak sebagaimana hak anggota biasa kecuali hak memilih dan 
dipilih. 
(3) Anggota kehormatan mempunyai hak sebagaimana hak anggota luar biasa kecuali hak 


mendapatkan Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama (KARTANU). 


(4) Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa Nahdlatul Ulama tidak diperkenankan merangkap 


menjadi anggota organisasi sosial keagamaan lain yang mempunyai akidah, asas, dan tujuan 
yang berbeda atau merugikan Nahdlatul Ulama. 


BAB IV 
TINGKATAN KEPENGURUSAN 


Pasal 8 


Tingkatan kepengurusan dalam organisasi Nahdlatul Ulama terdiri dari: 
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Pengurus Besar (PB) untuk tingkat Nasional dan berkedudukan di Jakarta, Ibukota Negara. 
Pengurus Wilayah (PW) untuk tingkat Propinsi dan berkedudukan di wilayahnya. 
Pengurus Cabang (PC) untuk tingkat Kabupaten/Kota dan berkedudukan di wilayahnya. 
Pengurus Cabang Istimewa (PCI) untuk Luar Negeri dan berkedudukan di wilayah negara 
yang bersangkutan. 

e. Pengurus Majelis Wakil Cabang (MWCO )untuk tingkat Kecamatan dan berkedudukan di wilayahnya. 
f. Pengurus Ranting (PR) untuk tingkat Kelurahan/desa. 

g. Pengurus Anak Ranting (PAR) untuk kelompok dan atau suatu komunitas. 


LO» 


Pasal 9 

(Jl) Pembentukan Wilayah Nahdlatul Ulama diusulkan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama 
kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. 

(2) Pembentukan Wilayah diputuskan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melalui Rapat Harian 
Syuriyah dan Tanfidziyah. 

(3) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memberikan Surat Keputusan masa percobaan kepada 
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama. 

(4) Pengurus Besar mengeluarkan Surat Keputusan Penuh setelah melalui masa percobaan selama 
2 (dua) tahun. 

(5) Pengurus Wilayah berfungsi sebagai koordinator Cabang-cabang di daerahnya dan sebagai 
pelaksana Pengurus Besar untuk daerah yang bersangkutan. 


Pasal 10 

(1) Pembentukan Cabang Nahdlatul Ulama diusulkan oleh Pengurus Majelis Wakil Cabang 
melalui Pengurus Wilayah kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. 

(2) Pembentukan Cabang Nahdlatul Ulama diputuskan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 
melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah. 

(3) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memberikan Surat Keputusan masa percobaan kepada 
Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama. 

(4) Pengurus Besar mengeluarkan Surat Keputusan Penuh setelah melalui masa percobaan selama 
1 (satu) tahun. 

(5) Dalam hal-hal yang menyimpang dari ketentuan ayat (1) diatas disebabkan oleh besarnya 
jumlah penduduk dan luasnya daerah atau sulitnya komunikasi dan atau faktor kesejarahan, 
pembentukan Cabang diatur oleh kebijakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dengan 
memperhatikan prinsip kebersamaan dan kesatuan. 


Pasal 11 

(1) Pembentukan Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama dilakukan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atas 
permohonan sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) orang anggota. 

(2) Pembentukan Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama diputuskan oleh Pengurus Besar Nahdlatul 
Ulama melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah. 

(3) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memberikan Surat Keputusan masa percobaan kepada 
Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama. 

(4) Pengurus Besar mengeluarkan Surat Keputusan Penuh setelah melalui masa percobaan selama 
1 (satu) tahun. 


Pasal 12 
(1) Pembentukan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama diusulkan oleh Pengurus Ranting 
kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama. 
(2) Pembentukan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama diputuskan oleh Pengurus Cabang 
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Nahdlatul Ulama melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah. 

(3) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama memberikan Surat Keputusan masa percobaan kepada 
Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama. 

(4) Pengurus Cabang mengeluarkan Surat Keputusan Penuh setelah melalui masa percobaan 
selama 6 (enam) bulan. 


Pasal 13 

(Jl) Pembentukan Ranting Nahdlatul Ulama diusulkan oleh Pengurus Anak Ranting melalui 
Majelis Wakil Cabang kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama. 

(2) Pembentukan Ranting Nahdlatul Ulama diputuskan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama 
melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah. 

(3) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama memberikan Surat Keputusan masa percobaan kepada 
Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama. 

(4) Pengurus Cabang mengeluarkan Surat Keputusan Penuh setelah melalui masa percobaan 
selama 6 (enam) bulan. 


Pasal 14 

(Jl) Pembentukan Anak Ranting Nahdlatul Ulama dapat dilakukan jika terdapat sekurang- 
kurangnya 25 (dua puluh lima) anggota. 

(2) Pembentukan Anak Ranting Nahdlatul Ulama diusulkan oleh anggota melalui Ranting kepada 
Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama. 

(3) Pembentukan Anak Ranting Nahdlatul Ulama diputuskan oleh Pengurus Majelis Wakil Cabang 
Nahdlatul Ulama melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah. 

(4) Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama memberikan Surat Keputusan masa 
percobaan kepada Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama. 

(5) Pengurus Majelis Wakil Cabang mengeluarkan Surat Keputusan Penuh setelah melalui masa 
percobaan selama 3 (tiga) bulan. 


Pasal 15 
Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan kepengurusan Organisasi yang belum 
diatur, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi. 


BAB V 
PERANGKAT ORGANISASI 


Pasal 16 
Perangkat organisasi Nahdlatul Ulama terdiri dari: 
a. Lembaga. 
b. Badan Khusus 
c. Badan Otonom. 


Pasal 17 

(1) Lembaga adalah perangkat departementasi organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai 
pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan 
atau yang memerlukan penanganan khusus. 

(2) Ketua Lembaga ditunjuk langsung dan bertanggung jawab kepada pengurus Nahdlatul Ulama 
sesuai dengan tingkatannya. 

(3) Ketua Lembaga dapat diangkat untuk maksimal 2 (dua) kali masa jabatan. 

(4) Pembentukan dan penghapusan Lembaga ditetapkan melalui Rapat Harian Syuriyah dan 
Tanfidziyah pada masing-masing tingkat kepengurusan Nahdlatul Ulama. 
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(5) Pembentukan Lembaga di tingkat Wilayah, Cabang dan Cabang Istimewa, disesuaikan dengan 
kebutuhan penanganan program. 
(6) Lembaga meliputi : 


a. 


Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama disingkat LDNU, bertugas melaksanakan kebijakan 
Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan agama Islam yang menganut faham Ahlussunnah 
wal Jamaah. 


. Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama disingkat LP Maarif NU, bertugas 


melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dibidang pendidikan dan pengajaran formal. 
Rabithah Ma'ahid al Islamiyah Nahdlatul Ulama disingkat RMINU, bertugas melaksanakan 
kebijakan Nahdlatul Ulama dibidang pengembangan pondok pesantren dan pendidikan 
keagamaan. 

Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama disingkat LPNU bertugas melaksanakan 
kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan ekonomi warga Nahdlatul Ulama. 
Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama disingkat LPPNU, bertugas 
melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan dan pengelolaan 
pertanian, kehutanan dan Lingkungan Hidup. 

Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama disingkat LKKNU, bertugas 
melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang kesejahteraan keluarga, sosial dan 
kependudukan. 

Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Nahdlatul Ulama disingkat 
LAKPESDAM NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang 
pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia. 

Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama disingkat LPBHNU, bertugas 
melaksanakan pendampingan, penyuluhan, konsultasi, dan kajian kebijakan hukum. 
Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia Nahdlatul Ulama disingkat LESBUMI NU, 
bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dibidang pengembangan seni dan budaya. 
Lembaga Amil Zakat, Infag dan Shadagah Nahdlatul Ulama disingkat LAZISNU, bertugas 
menghimpun, mengelola dan mentasharufkan zakat dan shadagah kepada mustahignya. 
Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama disingkat LWPNU, bertugas mengurus, 
mengelola serta mengembangkan tanah dan bangunan serta harta benda wakaf lainnya 
milik Nahdlatul Ulama. 

Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama disingkat LBMNU, bertugas membahas 
masalah-masalah maudlu'iyah (tematik) dan wagi'iyah (aktual) yang akan menjadi 
Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. 


. Lembaga Ta'mir Masjid Nahdlatul Ulama disingkat LTMNU, bertugas melaksanakan 


kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan dan pemberdayaan Masjid. 
Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama disingkat LKNU, bertugas melaksanakan kebijakan 
Nahdlatul Ulama di bidang kesehatan 


. Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama, disingkat LFNU, bertugas mengelola masalah 


ru yah, hisab dan pengembangan Ilmu Falak. 

Lembaga Ta'lif wan Nasyr Nahdlatul Ulama, disingkat LTNNU, bertugas mengembangkan 
penulisan, penerjemahan dan penerbitan kitab/buku serta media informasi menurut faham 
Ahlussunnah wal Jamaah. 

Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama, disingkat LPTNU, bertugas mengembangkan 
pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama. 

Lembaga Penanggulangan Bencana Indonesia Nahdlatul Ulama disingkat LPBI NU, 
bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dalam Pencegahan dan Penanggulangan 
Bencana serta Eksplorasi Kelautan 


Pasal 18 


(J) Badan Otonom adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi melaksanakan 
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kebijakan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan 
beranggotakan perorangan. 

(2) Pembentukan dan pembubaran Badan Otonom diusulkan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 
ditetapkan dalam Konferensi Besar dan dikukuhkan dalam Muktamar. 

(3) Badan Otonom berkewajiban menyesuaikan dengan akidah, asas dan tujuan Nahdlatul Ulama. 

(4) Badan Otonom harus memberikan laporan perkembangan setiap tahun kepada Nahdlatul 
Ulama di semua tingkatan. 

(S5) Badan Otonom dikelompokkan dalam katagori Badan Otonom berbasis usia dan kelompok 
masyarakat tertentu, dan Badan Otonom berbasis profesi dan kekhususan lainnya. 

(6) Jenis Badan Otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu adalah: 


a. 


b. 


g. 


Muslimat Nahdlatul Ulama disingkat Muslimat NU untuk anggota perempuan Nahdlatul 
Ulama. 

Fatayat Nahdlatul Ulama disingkat Fatayat NU untuk anggota perempuan muda Nahdlatul 
Ulama berusia maksimal 40 (empat puluh) tahun. 

Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama disingkat GP Ansor NU untuk anggota laki-laki 
muda Nahdlatul Ulama yang maksimal 40 (empat puluh) tahun. 

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia disingkat PMII untuk mahasiswa Nahdlatul Ulama 
yang maksimal berusia 30 (tiga puluh) tahun. 

Korp Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri disingkat KOPRI NU untuk mahasiswi 
Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 30 (tiga puluh) tahun. 

Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama disingkat IPNU untuk pelajar dan santri laki-laki Nahdlatul 
Ulama yang maksimal berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun. 

Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama disingkat IPPNU untuk pelajar dan santri perempuan 
Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun. 


(7) Badan Otonom berbasis profesi dan kekhususan lainnya: 


a. 


b. 


Cc. 


g. 
hi: 


Jam' iyyah Ahli Tharigah Al-Mu 'tabarah An-Nahdliyyah disingkat JATMAN untuk anggota 
Nahdlatul Ulama pengamal tharekat yang mu 'tabar. 

Jam'iyyatul Gurra Wal Huffazh disingkat JOH untuk anggota Nahdlatul Ulama yang 
berprofesi Oori/Goriah dan Hafizh/Hafizhah. 

Ikatan Sarjana Nahdlalul Ulama disingkat ISNU adalah Badan Otonom yang berfungsi 
membantu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada kelompok sarjana dan kaum 
intelektual. 

Serikat Buruh Muslimin Indonesia disingkat SARBUMUSI untuk anggota Nahdlatul 
Ulama yang berprofesi sebagai buruh/karyawan/tenagakerja. 

Pagar Nusa untuk anggota Nahdlatul Ulama yang bergerak pada pengembangan seni bela 
diri. 

Persatuan Guru Nahdlatul Ulama disingkat PERGUNU untuk anggota Nahdlatul Ulama 
yang berprofesi sebagai guru dan atau ustadz. 

Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai 
nelayan. 

Ikatan Seni Hadrah Indonesia Nahdlatul Ulama disingkat ISHARINU untuk anggota 
Nahdlatul Ulama yang bergerak dalam pengembangan seni hadrah dan shalawat. 


(8) Ketentuan mengenai perangkat Organisasi yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dalam 
Peraturan Organisasi 


Pasal 19 


(0) Badan khusus adalah perangkat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang memiliki 
sruktur secara nasional berfungsi dalam pengelolaan, penyelenggaraan dan pengembangan 
kebijakan Nahdlatul Ulama berkaitan dengan bidang tertentu 

(2) Ketua Badan khusus ditunjuk langsung dan bertanggung jawab kepada Pengurus Besar 
Nahdlatul Ulama 
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(3) Ketua Badan Khusus dapat diangkat untuk maksimal 2 (dua) kali masa khidmat 

(4) Pembentukan dan penghapusan badan khusus ditetapkan melalui rapat harian syuriah dan 
tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 

(5) Pembentukan Badan khusus di tingkat wilayah diusulkan oleh pengurus wilayah, dan disahkan 
oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 

(6) Pembentukan Badan Khusus di tingkat cabang diusulkan oleh Pengurus Cabang dan disahkan 
oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 

(7) Ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan Badan Khusus akan diatur dalam Peraturan organisasi 


Pasal 20 
Pengurus Nahdlatul Ulama berkewajiban membina, mengayomi dan dapat mengambil tindakan 
organisatoris terhadap Lembaga, Badan Khusus dan Badan Otonom pada tingkat masing-masing. 


BAB VI 
SUSUNAN PENGURUS BESAR 


Pasal 21 
(J) Mustasyar Pengurus Besar terdiri dari beberapa orang sesuai dengan kebutuhan. 
(2) Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari Rais “Aam, Wakil Rais “Aam, beberapa Rais, Katib 
“Aam dan beberapa Katib. 
(3) Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus Harian Syuriyah dan A' wan. 


Pasal 22 
(Jl) Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, beberapa Ketua, 
Sekretaris Jenderal, beberapa Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan beberapa 
Bendahara. 
(2) Pengurus Lengkap Tanfidziyah terdiri dari Pengurus Harian Tanfidziyah, Ketua Lembaga 
Pusat dan Ketua Badan Khusus. 


Pasal 23 
Pengurus Pleno terdiri dari Mustasyar, Pengurus Lengkap Syuriyah, Pengurus Lengkap Tanfidziyah 
dan Ketua Umum Badan Otonom tingkat pusat. 


BAB VII 
SUSUNAN PENGURUS WILAYAH 


Pasal 24 
(Jl) Mustasyar Pengurus Wilayah terdiri dari beberapa orang sesuai dengan kebutuhan. 
(2) Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari Rais, beberapa Wakil Rais, Katib dan beberapa Wakil 
Katib. 
(3) Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus Harian Syuriyah dan A' wan. 


Pasal 25 
(1) Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa 
Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara. 
(2) Pengurus Lengkap Tanfidziyah terdiri atas Pengurus Harian Tanfidziyah, Ketua Lembaga 
tingkat Wilayah, dan Ketua Badan Khusus. 


Pasal 26 


Pengurus Pleno terdiri dari Mustasyar, pengurus Lengkap Syuriyah, pengurus Lengkap Tanfidziyah, 
Ketua Badan Otonom, dan Ketua Badan Khusus tingkat Wilayah. 


2. 30 5 


ANGGARAN RUMAH TANGGA 


BAB VIII 
SUSUNAN PENGURUS CABANG DAN PENGURUS CABANG ISTIMEWA 


Pasal 27 
(J) Mustasyar Pengurus Cabang dan Pengurus Cabang Istimewa terdiri dari beberapa orang sesuai 
dengan kebutuhan. 
(2) Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari Rais, beberapa Wakil Rais, Katib dan beberapa Wakil 
Katib. 
(3) Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus Harian Syuriyah dan A' wan. 


Pasal 28 
(1) Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa 
Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara. 
(2) Pengurus Lengkap Tanfidziyah terdiri atas Pengurus Harian Tanfidziyah, Ketua Lembaga di 
tingkat Cabang dan Ketua Badan Khusus Tingkat Cabang. 


Pasal 29 
Pengurus Pleno terdiri dari Mustasyar, Pengurus Lengkap Syuriyah, Pengurus Lengkap Tanfidziyah, 
Ketua Badan Otonom dan Ketua Badan Khusus Tingkat Cabang. 


BAB IX 
SUSUNAN PENGURUS MAJELIS WAKIL CABANG 


Pasal 30 
(J) Mustasyar Pengurus Majelis Wakil Cabang terdiri dari beberapa orang sesuai dengan kebutuhan. 
(2) Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari Rais, beberapa Wakil Rais, Katib dan beberapa Wakil 
Katib. 
(3) Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus Harian Syuriyah dan A' wan. 


Pasal 31 
Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil 
Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara. 


Pasal 32 
Pengurus Pleno terdiri dari Mustasyar, pengurus Lengkap Syuriyah, Pengurus Harian Tanfidziyah 
dan Ketua Badan Otonom tingkat Majelis Wakil Cabang. 


BAB X 
SUSUNAN PENGURUS RANTING 


Pasal 33 
(1) Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari Rais, beberapa Wakil Rais, Katib dan beberapa Wakil 
Katib. 
(2) Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus Harian Syuriyah dan A' wan. 


Pasal 34 


Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil 
Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara. 
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Pasal 35 
Pengurus Pleno terdiri dari pengurus Lengkap Syuriyah, pengurus Harian Tanfidziyah dan Ketua 
Badan Otonom tingkat ranting. 


BAB XI 
SUSUNAN PENGURUS ANAK RANTING 


Pasal 36 
(1) Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari Rais, beberapa Wakil Rais, Katib dan beberapa Wakil 
Katib. 
(2) Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus Harian Syuriyah dan A' wan. 


Pasal 37 
Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil 
Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara. 


BAB XII 
SUSUNAN PENGURUS BADAN OTONOM 


Pasal 38 
(J) Susunan kepengurusan Badan Otonom diatur dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah 
Tangga Badan Otonom. 


(2) Pengesahan susunan kepengurusan Badan Otonom atas dasar rekomendasi Pengurus NU 
sesuai tingkatannya masing-masing. 


BAB XIII 
SYARAT MENJADI PENGURUS 


Pasal 39 

(I) Untuk menjadi Pengurus Harian Anak Ranting Nahdlatul Ulama harus sudah terdaftar sebagai 

anggota Nahdlatul Ulama. 

(2) Untuk menjadi pengurus Ranting harus sudah menjadi Pengurus Anak Ranting dan/atau 

anggota aktif sekurang-kurangnya 2 tahun. 

(3) Untuk menjadi pengurus Majelis Wakil Cabang harus sudah pernah menjadi pengurus MWCNU 

atau Pengurus Badan Otonom atau Pengurus Harian Ranting. 

(4) Untuk menjadi Pengurus Cabang harus sudah pernah menjadi pengurus harian atau pengurus 
harian lembaga tingkat Cabang, dan/atau pengurus harian di tingkat MWC, dan/atau pengurus 
harian Badan Otonom tingkat cabang serta sudah pernah mengikuti pendidikan kaderisasi. 

(5) Untuk menjadi Pengurus Wilayah harus sudah pernah menjadi pengurus harian atau pengurus 
harian lembaga tingkat Wilayah, dan/atau pengurus harian di tingkat cabang, dan/atau pengurus 
harian badan Otonom tingkat wilayah serta sudah pernah mengikuti pendidikan kaderisasi. 

(6) Untuk menjadi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama harus sudah pernah menjadi pengurus harian 
atau pengurus harian lembaga PBNU, dan/atau pengurus harian di tingkat wilayah, dan/ 
atau pengurus harian badan Otonom tingkat pusat serta sudah pernah mengikuti pendidikan 
kaderisasi. 

(7) Terkait dengan persyaratan kaderisasi akan diberlakukan secara efektif tiga tahun setelah 
muktamar. 

(8) Ketentuan mengenai syarat menjadi pengurus yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dalam 
Peraturan Organisasi 
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BAB XIV 
PEMILIHAN DAN PENETAPAN PENGURUS 


Pasal 40 

(1) Pemilihan dan penetapan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sebagai berikut: 

a. Rais “Aam dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem Ahlul Halli 
wal “Agdi. 

b. Ahlul Halli wal “Agdi terdiri dari 9 orang ulama yang dipilih secara langsung oleh 
muktamirin. 

c. Kriteria ulama yang dipilih menjadi Ahlul Halli wal 'Agdi adalah sebagai berikut: 
beragidah ahlu'ssunnah wa al-jama”ah an-nahdiyah,bersikap adil, “alim, memiliki integritas 
moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang 
munadzdzim dan muharrik serta wara? dan zuhud. 

d. Wakil Rais “Aam ditunjuk oleh Rais Aam terpilih. 

e. Ketua Umum dipilih secara langsung oleh muktamirin melalui musyawarah mufakat atau 
pemungutan suara dalam Muktamar, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya 
secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan dari Rais “Aam terpilih. 

f. Wakil Ketua Umum ditunjuk oleh Ketua Umum terpilih. 

(2) Rais “Aam terpilih, Wakil Rais “Aam, Ketua Umum terpilih dan Wakil Ketua Umum bertugas 
melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa 
anggota mede formatur yang mewakili zona Indonesia bagian timur, Indonesia bagian tengah 
dan Indonesia bagian barat. 

(3) Mustasyar dan A'wan ditetapkan oleh Pengurus Harian Syuriyah. 

(4) Ketua Lembaga dan Badan Khusus ditetapkan oleh Pengurus Tanfidziyah. 

(S5) Pengurus Harian Tanfidziyah bersama Ketua Lembaga menyusun kelengkapan Pengurus 
Lembaga dan Badan Khusus. 


Pasal 41 
(J) Pemilihan dan penetapan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama sebagai berikut: 

a. Rais dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem ahlul halli wal 
“agdi. 

b. Ahlul halli wal “agdi terdiri dari 7 orang ulama yang dipilih secara langsung oleh Konferensi 
Wilayah. 

c. Kriteria ulama yang dipilih menjadi ahlul halli wal 'agdi adalah sebagai berikut: beragidah 
ahlu'ssunnah wa al-jama'ah al-nahdiyah,bersikap adil, “alim, memiliki integritas moral, 
tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang 
munadzdzim dan muharrik serta wara” dan zuhud. 

d. Ketua dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam 
Konferwil, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis 
dan mendapat persetujuan dari Rais terpilih. 

(2) Rais dan Ketua terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah 
dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona. 

(3) Ketua Lembaga ditetapkan oleh Pengurus Tanfidziyah. 

(4) Pengurus Harian Tanfidziyah bersama Ketua Lembaga menyusun kelengkapan Pengurus 

Harian Lembaga. 

(5) Pengurus Harian Tanfidziyah merekomendasikan pengurus Badan Khusus Tingkat Wilayah 
kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 


Pasal 42 


(J) Pemilihan dan penetapan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama sebagai berikut: 
a. Rais dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem ahlul halli wal “agdi. 
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b. Ahlul halli wal “agdi terdiri dari 5 orang ulama yang dipilih secara langsung oleh Konferensi 
Cabang. 

c. Kriteria ulama yang dipilih menjadi ahlul halli wal 'agdi adalah sebagai berikut: beragidah 
ahlu'ssunnah wa al-jama'ah al-nahdiyah, bersikap adil, “alim, memiliki integritas moral, 
tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang 
munadzdzim dan muharrik serta wara” dan zuhud. 

d. Ketua dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam 
Konfercab, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis 
dan mendapat persetujuan dari Rais terpilih. 

(2) Rais dan Ketua terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan 

Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona. 

(3) Ketua Lembaga ditetapkan oleh Pengurus Tanfidziyah. 
(4) Pengurus Harian Tanfidziyah bersama Ketua Lembaga menyusun kelengkapan Pengurus 

Harian Lembaga. 

(S5) Pengurus Harian Tanfidziyah merekomendasikan pengurus Badan Khusus Tingkat Cabang 
kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 


Pasal 43 
(J) Pemilihan dan penetapan Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama sebagai berikut: 

a. Rais dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem ahlul halli wal 
“agdi. 

b. Ahlul halli wal “agdi terdiri dari 5 orang ulama yang dipilih secara langsung oleh Konferensi 
Cabang. 

c. Kriteria ulama yang dipilih menjadi ahlul halli wal 'agdi adalah sebagai berikut: beragidah 
ahlu'ssunnah wa al-jama'ah al-nahdiyah, bersikap adil, “alim, memiliki integritas moral, 
tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang 
munadzdzim dan muharrik serta wara” dan zuhud. 

d. Ketua dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam 
Konferensi Cabang Istimewa, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya secara 
lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan dari Rais terpilih. 

(2) Rais dan Ketua terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah 
dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona. 

(3) Ketua Lembaga ditetapkan oleh Pengurus Tanfidziyah. 

(4) Pengurus Harian Tanfidziyah bersama Ketua Lembaga menyusun kelengkapan Pengurus 
Harian Lembaga. 

(5) Pengurus Harian Tanfidziyah merekomendasikan pengurus Badan Khusus Tingkat Cabang 
Istimewa kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 


Pasal 44 
(1) Pemilihan dan penetapan Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama sebagai berikut: 

a. Rais dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem ahlul halli wal 
“agdi. 

b. Ahlul halli wal “agdi terdiri dari 5 orang ulama yang dipilih secara langsung oleh Konferensi 
Majelis Wakil Cabang. 

c. Kriteria ulama yang dipilih menjadi ahlul halli wal 'agdi adalah sebagai berikut: beragidah 
ahlu'ssunnah wa al-jama'ah al-nahdiyah, bersikap adil, “alim, memiliki integritas moral, 
tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang 
munadzdzim dan muharrik serta wara” dan zuhud. 

d. Ketua dipilih secara langsung oleh Konferensi MWC melalui melalui musyawarah mufakat 
atau pemungutan suara dalam Konferensi MWC, dengan terlebih dahulu menyampaikan 
kesediaannya secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan dari Rais terpilih. 
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(2) Rais dan Ketua terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah 
dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona. 


Pasal 45 

(J) Pemilihan dan penetapan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama sebagai berikut: 

a. Rais dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem ahlul halli wal 
“agdi. 

b. Ahlul halli wal “agdi terdiri dari 5 orang ulama yang dipilih secara langsung oleh 
Musyawarah Ranting. 

c. Kriteria ulama yang dipilih menjadi ahlul halli wal 'agdi adalah sebagai berikut: beragidah 
ahlu'ssunnah wa al-jama'ah al-nahdiyah, bersikap adil, “alim, memiliki integritas moral, 
tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang 
munadzdzim dan muharrik serta wara? dan zuhud. 

(2) Ketua dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam 
Musyawarah Ranting dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya secara lisan atau 
tertulis dan mendapat persetujuan dari Rais terpilih. 

(3) Rais dan Ketua terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan 
Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang dipilih dari dan oleh 
peserta Musyawarah Ranting. 


Pasal 46 
(1) Pemilihan dan penetapan Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama sebagai berikut: 

a. Rais dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem ahlul halli wal 
“agdi. 

b. Ahlul halli wal “agdi terdiri dari 5 orang ulama yang dipilih secara langsung oleh 
Musyawarah Anggota. 

c. Kriteria ulama yang dipilih menjadi ahlul halli wal 'agdi adalah sebagai berikut: beragidah 
ahlu'ssunnah wa al-jama'ah al-nahdiyah, wara” dan zuhud, bersikap adil, “alim, memiliki 
integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih 
pemimpin. 

(1) Ketua dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam 
Musyawarah Anggota dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya secara lisan 
atau tertulis dan mendapat persetujuan dari Rais terpilih. 


(2) Rais dan Ketua terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan 
Tanfidziyah. 


Pasal 47 
Ketentuan mengenai pemilihan dan penetapan pengurus yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut 
dalam Peraturan Organisasi. 


BAB XV 
PENGISIAN JABATAN ANTAR WAKTU 


Pasal 48 
(1) Apabila Rais “Aam berhalangan tetap, maka Wakil Rais “Aam menjadi Pejabat Rais “Aam. 
(2) Apabila Wakil Rais “Aam berhalangan tetap, maka Rais “Aam atau Pejabat Rais “Aam 
menunjuk salah seorang Rais untuk menjadi Wakil Rais “Aam. 
(3) Apabila Rais “Aam dan Wakil Rais “Aam berhalangan tetap dalam waktu yang bersamaan, 
maka Rapat Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menetapkan Pejabat Rais Aam dan Pejabat 
Wakil Rais “Aam. 
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(4) Apabila Mustasyar, Rais Syuriyah, Katib “Aam, Katib, dan A'wan berhalangan tetap maka 
pengisiannya ditetapkan melalui rapat Pengurus Besar Harian Syuriyah dan disahkan dengan 
Surat Keputusan Pengurus Besar. 


Pasal 49 

(J) Apabila Ketua Umum berhalangan tetap, maka Wakil Ketua Umum menjadi Pejabat Ketua 
Umum. 

(2) Apabila Wakil Ketua Umum berhalangan tetap, maka Ketua Umum atau Pejabat Ketua Umum 
menunjuk salah seorang Ketua untuk menjadi Wakil Ketua Umum. 

(3) Apabila Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum berhalangan tetap dalam waktu yang bersamaan, 
maka Rapat Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menetapkan Pejabat Ketua Umum dan 
Pejabat Wakil Ketua Umum. 

(4) Apabila Ketua Tanfidziyah, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, 
dan Bendahara berhalangan tetap maka pengisiannya ditetapkan melalui Rapat Pengurus Besar 
Harian Tanfidziyah dan disahkan dengan Surat Keputusan Pengurus Besar. 

(5) Apabila Ketua Lembaga atau Ketua Badan Khusus berhalangan tetap maka pengisiannya 
diusulkan oleh Pengurus Harian Lembaga atau Ketua Badan Khusus yang bersangkutan, 
ditetapkan melalui Rapat Harian Tanfidziyah dan disahkan dengan Surat Keputusan Pengurus 
Besar. 

(6) Apabila anggota Pengurus Lembaga atau anggota Badan Khusus berhalangan tetap maka 
pengisiannya diusulkan oleh Pengurus Harian Lembaga atau Badan Khusus yang bersangkutan 
dan disahkan Pengurus Besar. 


Pasal 50 
Apabila Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, Pengurus Cabang Istimewa, Pengurus Majelis Wakil 
Cabang, Pengurus Ranting, dan Pengurus Anak Ranting berhalangan tetap maka proses pengisian 
jabatan tersebut disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam ketentuan sebagaimana 
tercantum dalam Pasal 48 dan 49 Anggaran Rumah Tangga ini. 


BAB XVI 
RANGKAP JABATAN 


Pasal 51 

(1) Jabatan pengurus Harian Nahdlatul Ulama tidak dapat dirangkap dengan: 

a. Jabatan pengurus harian pada semua tingkat kepengurusan Nahdlatul Ulama, dan atau 
b. Jabatan pengurus harian Lembagadan Badan Otonom, dan atau 

Jabatan Pengurus Harian Partai Politik, dan atau 

d. Jabatan Pengurus Harian Organisasi yang berafiliasi kepada Partai Politik, dan atau 

Jabatan Pengurus Harian Organisasi Kemasyarakatan yang bertentangan dengan prinsip- 

prinsip perjuangan dan tujuan Nahdlatul Ulama. 

(2) Jabatan Pengurus Harian Lembaga Nahdlatul Ulama tidak dapat dirangkap dengan Jabatan 
Pengurus Harian Lembaga lainnya dan Badan Khusus pada semua tingkat kepengurusan. 

(3) Jabatan Ketua Umum Badan Otonom Nahdlatul Ulama tidak dapat dirangkap dengan: 

a. Jabatan pengurus harian pada semua tingkat kepengurusan Badan Otonom lainnya, 
b. Jabatan Pengurus Harian Lembaga dan atau Badan Khusus, 

c. Jabatan Pengurus Harian Partai Politik, 

d. Jabatan Pengurus Harian Organisasi yang berafiliasi kepada Partai Politik. 

(4) Rais “Aam, Wakil Rais “Aam, Ketua Umum, dan Wakil Ketua Umum Pengurus Besar, Rais dan 
Ketua Pengurus Wilayah, Rais dan Ketua Pengurus Cabang tidak diperkenankan mencalonkan 
diri atau dicalonkan dalam pemilihan jabatan politik. 

(5) Yang disebut dengan Jabatan Politik dalam Anggaran Rumah Tangga ini adalah Jabatan 
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Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, 
Wakil Walikota, DPR RI, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. 

(6) Apabila Rais “Aam, Wakil Rais “Aam, Ketua Umum, dan Wakil Ketua Umum Pengurus Besar 
mencalonkan diri atau dicalonkan, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau 
diberhentikan. 

(7) Apabila Rais dan Ketua Pengurus Wilayah, Rais dan Ketua Pengurus Cabang mencalonkan 
diri atau dicalonkan, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan 
oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. 

(8) Ketentuan mengenai rangkap jabatan yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dalam 
Peraturan Organisasi 


BAB XVII 
PENGESAHAN DAN PEMBEKUAN PENGURUS 


Pasal 52 

(Jl) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama disahkan oleh Rais “Aam dan Ketua Umum. 

(2) Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang dan Pengurus Cabang Istimewa disahkan oleh Pengurus 
Besar Nahdlatul Ulama. 

(3) Pengurus Cabang disahkan oleh Pengurus Besar dengan rekomendasi Pengurus Wilayah. 

(4) Pengurus Majelis Wakil Cabang disahkan oleh Pengurus Cabang. 

(5) Pengurus Ranting disahkan oleh Pengurus Cabang dengan rekomendasi Pengurus Majelis 
Wakil Cabang. 

(6) Pengurus Anak Ranting disahkan oleh Pengurus Majelis Wakil Cabang dengan rekomendasi 
Pengurus Ranting. 


Pasal 53 
(1) Pengurus Harian Lembaga dan Badan Khusus ditetapkan dalam Rapat Harian Tanfidziyah dan 
disahkan dengan Surat Keputusan Pengurus Nahdlatul Ulama pada tingkatannya. 
(2) Pengurus Harian Badan Khusus disahkan dengan Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul 
Ulama. 
(3) Pengurus Lengkap Lembaga dan Badan Khusus disusun dan disahkan oleh Pengurus Harian 
Lembaga dan Badan Khusus yang bersangkutan. 


Pasal 54 
(1) Pengurus Harian Badan Otonom Pusat disahkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. 
(2) Pengurus Harian Badan Otonom di tingkat Wilayah dan Cabang disahkan oleh Pengurus 
tingkat pusat Badan Otonom yang bersangkutan, dengan rekomendasi dari Pengurus NU pada 
tingkatannya. 


Pasal 55 

(1) Pengurus Besar dapat membekukan Kepengurusan Wilayah, Kepengurusan Cabang dan 
Kepengurusan Cabang Istimewa melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah Pengurus 
Besar. 

(2) Pengurus Cabang dapat membekukan Kepengurusan Majelis Wakil Cabang dan Kepengurusan 
Ranting melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah Pengurus Cabang. 

(3) Pengurus Majelis Wakil Cabang dapat membekukan Kepengurusan Anak Ranting melalui 
Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah Majelis Wakil Cabang. 


Pasal 56 


Ketentuan mengenai pengesahan dan pembekuan pengurus serta tatacara pelantikan kepengurusan 
yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi 
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BAB XVII 
WEWENANG DAN TUGAS PENGURUS 


Pasal 57 
(1) Mustasyar bertugas memberikan arahan, pertimbangan dan atau nasehat diminta atau tidak 
baik secara perorangan maupun kolektif kepada Pengurus menurut tingkatannya. 
(2) Syuriyah bertugas merumuskan kebijakan umum organisasi, mengarahkan dan mengawasi 
Tanfidziyah serta melakukan konsolidasi Syuriyah pada tingkat dibawahnya. 
(3) Tanfidziyah bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan organisasi 
berdasarkan kebijakan umum organisasi yang ditetapkan oleh Muktamar dan Syuriyah. 


Pasal 58 
(1) Kewenangan Rais Aam adalah: 

a. Mengendalikan pelaksanaan kebijakan umum Organisasi. 

b. Mewakili Pengurus Besar Nahdlatul Ulama baik keluar maupun ke dalam yang menyangkut 
urusan keagamaan baik dalam bentuk konsultasi, koordinasi, maupun informasi. 

c. Bersama Ketua Umum mewakili Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam hal melakukan 
tindakan penerimaan, pengalihan, tukar-menukar, penjaminan, penyerahan wewenang 
penguasaan atau pengelolaan dan penyertaan usaha atas harta benda bergerak dan atau tidak 
bergerak milik atau yang dikuasai Nahdlatul Ulama dengan tidak mengurangi pembatasan 
yang diputuskan oleh Muktamar baik di dalam atau di luar pengadilan. 

d. Bersama Ketua Umum menandatangani keputusan-keputusan strategis Pengurus Besar 
Nahdlatul Ulama. 

e. Bersama Ketua Umum membatalkan keputusan perangkat organisasi yang bertentangan 
dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama. 

(2) Tugas Rais Aam adalah: 

a. Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan keputusan-keputusan Muktamar dan kebijakan 
umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. 

Memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi tugas-tugas di antara Pengurus Besar Syuriyah. 

c. Bersama Ketua Umum memimpin pelaksanaan Muktamar, Musyawarah Nasional 
Alim Ulama, Konferensi Besar, Rapat Kerja, Rapat Pleno, Rapat Harian Syuriyah dan 
Tanfidziyah. 

d. Memimpin Rapat Harian Syuriyah dan Rapat Pengurus Lengkap Syuriyah. 


Pasal 59 
(Jl) Kewenangan Wakil Rais “Aam adalah: 
a. Menjalankan kewenangan Rais “Aam apabila Rais “Aam berhalangan. 
b. Bersama Rais “Aam memimpin, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan umum 
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. 
(2) Tugas Wakil Rais “Aam adalah: 
a. Membantu tugas-tugas Rais “Aam. 
b. Mewakili Rais “Aam apabila berhalangan. 
c. Melaksanakan bidang tertentu yang ditetapkan oleh dan atau bersama Rais “Aam. 


Pasal 60 
(1) Kewenangan Rais adalah: 
a. Menjalankan wewenang Rais “Aam dan atau Wakil Rais “Aam ketika berhalangan 
b. Merumuskan pelaksanaan bidang khusus masing-masing. 
(2) Tugas Rais adalah: 
a. Membantu tugas-tugas Rais “Aam dan atau Wakil Rais “Aam 
b. Mewakili Rais “Aam dan atau Wakil Rais “Aam apabila berhalangan 
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c. Melaksanakan bidang khusus masing-masing. 


Pasal 61 
(J) Kewenangan Katib “Aam adalah: 
a. Merumuskan dan mengatur pengelolaan kekatiban Pengurus Besar Syuriyah. 
b. Bersama Rais “Aam, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal menandatangani keputusan- 
keputusan strategis Pengurus Besar. 
(2) Tugas Katib “Aam adalah: 
a. Membantu Rais “Aam, Wakil Rais “Aam dan Rais-Rais dalam menjalankan wewenang dan 
tugasnya. 
b. Merumuskan dan Mengatur manajemen administrasi Pengurus Besar Syuriah. 
c. Mengatur dan mengkoordinir pembagian tugas di antara Katib. 


Pasal 62 
(I) Katib mempunyai kewenangan sebagai berikut: 
a. Melaksanakan kewenangan Katib “Aam apabila berhalangan, 
b. Mendampingi Rais-rais sesuai bidang masing-masing. 
(2) Katib mempunyai tugas sebagai berikut: 
a. Membantu tugas Katib “Aam, 
b. Mewakili Katib “Aam apabila berhalangan, 
c. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan Katib “Aam. 


Pasal 63 
A' wan memberi masukan dan membantu pelaksanaan tugas Pengurus Besar Syuriyah. 


Pasal 64 
(1) Wewenang Ketua Umum adalah sebagai berikut: 

a. Mewakili Pengurus Besar Nahdlatul Ulama baik ke luar maupun ke dalam yang menyangkut 
pelaksanaan kebijakan organisasi dalam bentuk konsultasi, koordinasi maupun informasi. 

b. Merumuskan kebijakan khusus Organisasi. 

c. Bersama Rais “Aam mewakili Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam hal melakukan 
tindakan penerimaan, pengalihan, tukar-menukar, penjaminan, penyerahan wewenang 
penguasaan/ pengelolaan, dan penyertaan usaha atas harta benda bergerak dan atau tidak 
bergerak milik atau yang dikuasai Nahdlatul Ulama dengan tidak mengurangi pembatasan 
yang diputuskan oleh Muktamar baik di dalam atau di luar pengadilan. 

d. Bersama Rais “Aam menandatangani keputusan strategis organisasi Pengurus Besar 
Nahdlatul Ulama. 

e. Bersama Rais “Aam membatalkan keputusan perangkat organisasi yang bertentangan 
dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama. 

f. Bersama Rais/Katib dan Sekretaris Jenderal menandatangani surat-surat keputusan biasa 
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. 

(2) Tugas Ketua Umum adalah sebagai berikut: 

a. Memimpin, mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan keputusan-keputusan 
Muktamar dan kebijakan umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. 

b. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi tugas-tugas di antara Pengurus Besar 
Tanfidziyah. 

c. BersamaRais “Aam memimpin pelaksanaan Muktamar, Musyawarah NasionalAlim Ulama, 
Konferensi Besar, Rapat Kerja, Rapat Pleno, Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah. 

d. Memimpin Rapat Harian Tanfidziyah dan Rapat Pengurus Lengkap Tanfidziyah. 
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Pasal 65 
(l) Kewenangan Wakil Ketua Umum adalah: 
a. Menjalankan kewenangan Ketua Umum apabila berhalangan. 
b. Membantu Ketua Umum memimpin, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan 
umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. 
(2) Tugas Wakil Ketua Umum adalah: 
a. Membantu tugas-tugas Ketua Umum. 
b. Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan. 
c. Melaksanakan bidang tertentu yang ditetapkan oleh dan atau bersama Ketua Umum. 


Pasal 66 
(1) Kewenangan Ketua-ketua adalah: 
a. Menjalankan wewenang Ketua Umum dan atau Wakil Ketua Umum apabila berhalangan. 
b. Merumuskan dan menjalankan bidang khusus masing-masing. 
(2) Tugas Ketua-ketua adalah: 
a. Membantu tugas-tugas Ketua Umum. 
b. Menjalankan tugas-tugas Ketua Umum sesuai pembidangan yang ditetapkan. 


Pasal 67 
(Jl) Kewenangan Sekretaris Jenderal adalah: 
a. Merumuskan dan mengatur pengelolaan kesekretariatan Pengurus Besar Tanfidziyah. 
b. Merumuskan naskah rancangan peraturan, keputusan, dan pelaksanaan program Pengurus 
Besar Nahdlatul Ulama. 
c. Bersama Rais “Aam, Ketua Umum dan Katib “Aam menandatangani surat-surat keputusan 
strategis Pengurus Besar. 
(2) Tugas Sekretaris Jenderal adalah: 
a. Membantu Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan Ketua-ketua dalam menjalankan tugas 
dan wewenangnya. 
b. Merumuskan manajemen administrasi, memimpin dan mengkoordinasikan Sekretariat. 
c. Mengatur dan mengkoordinir pembagian tugas di antara Wakil Sekretaris Jenderal. 
d. Bersama Rais/Katib dan Ketua Umum menandatangani surat-surat keputusan biasa 
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 


Pasal 68 
(Jl) Kewenangan Wakil Sekretaris Jenderal adalah: 
a. Melaksanakan kewenangan Sekretaris Jenderal apabila berhalangan 
b. Mendampingi Ketua-Ketua sesuai bidang masing-masing. 
c. Bersama Rais/Katib dan Ketua Umum/Wakil Ketua Umum/Ketua menandatangani surat- 
surat biasa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 
(2) Tugas Wakil Sekretaris Jenderal adalah: 
a. Membantu tugas-tugas Sekretaris Jenderal. 
b. Mewakili Sekretaris Jenderal apabila berhalangan 
c. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan Sekretaris Jenderal. 


Pasal 69 
(l) Kewenangan Bendahara Umum adalah: 
a. Mengatur pengelolaan keuangan Pengurus Besar. 
b. Melakukan pembagian tugas kebendaharaan dengan bendahara. 
c. Bersama Ketua Umum menandatangani surat-surat penting Pengurus Besar yang berkaitan 
dengan keuangan. 
(2) Tugas Bendahara Umum adalah: 
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Mendapatkan sumber-sumber pendanaan organisasi,swx 

Merumuskan manajemen dan melakukan pencatatan keuangan dan asset, 

Membuat Standard Operating Procedure (SOP) keuangan, 
Menyusun dan merencanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Rutin, dan anggaran 
program pengembangan atau rintisan Pengurus Besar, 

Menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk kepentingan auditing keuangan. 
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Pasal 70 
(J) Prinsip-prinsip pokok tentang wewenang dan tugas pengurus sebagaimana diatur dalam 
pasal-pasal dalam bab ini berlaku secara mutatis mutandis (dengan sendirinya) untuk seluruh 
tingkat kepengurusan. 
(2) Ketentuan mengenai wewenang dan tugas pengurus yang belum diatur, akan diatur lebih 
lanjut dalam Peraturan Organisasi. 


BAB XIX 
KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS 


Pasal 71 
(J) Pengurus Nahdlatul Ulama berkewajiban: 
a. Menjaga dan menjalankan amanat dan ketentuan-ketentuan organisasi. 
b. Menjaga keutuhan organisasi kedalam maupun keluar. 
c. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis dalam permusyawaratan 
sesuai dengan tingkat kepengurusannya. 
(2) Pengurus Nahdlatul Ulama berhak: 
a. Menetapkan kebijakan, keputusan dan peraturan organisasi sepanjang tidak bertentangan 
dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 
b. Memberikan arahan dan dukungan teknis kepada Lembaga, Badan Khusus dan Badan 
Otonom untuk meningkatkan kinerjanya. 


BAB XX 
PERMUSYAWARATAN TINGKAT NASIONAL 


Pasal 72 
(1) Muktamar adalah forum permusyawaratan tertinggi di dalam organisasi Nahdlatul Ulama. 
(2) Muktamar membicarakan dan menetapkan: 
a. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang disampaikan secara 
tertulis: 
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, 
Garis-garis Besar Program Kerja Nahdlatul Ulama 5 (lima) tahun, 
Hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan, 
Rekomendasi Organisasi, 
Ahlul Halli Wal Agdi, 
Memilih Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. 
(3) Muktamar dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sekali dalam 
5 (lima) tahun. 
(4) Muktamar dihadiri oleh : 
a. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. 
b. Pengurus Wilayah. 
c. Pengurus Cabang/Cabang Istimewa. 
(5) Muktamar adalah sah apabila dihadiri oleh dua pertiga jumlah Wilayah dan Cabang/Cabang 
Istimewa yang sah. 
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Pasal 73 

(I) Muktamar Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila Rais ' Aam dan atau Ketua Umum Pengurus 
Besar melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 
Tangga. 

(2) Muktamar Luar Biasa dapat diselenggarakan atas usulan sekurang-kurangnya 50 persen plus 
satu dari jumlah Wilayah dan Cabang. 

(3) Muktamar Luar Biasa dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. 

(4) Ketentuan tentang peserta dan keabsahan Muktamar Luar Biasa merujuk kepada ketentuan 
Muktamar. 


Pasal 74 

(1) Musyawarah Nasional Alim Ulama merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah 
Muktamar yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar. 

(2) Musyawarah Nasional Alim Ulama membicarakan masalah-masalah keagamaan yang 
menyangkut kehidupan umat dan bangsa. 

(3) Musyawarah Nasional Alim Ulama dihadiri oleh anggota Pengurus Besar Pleno dan Pengurus 
Syuriyah Wilayah. 

(4) Musyawarah tersebut dapat mengundang Alim Ulama, pengasuh Pondok Pesantren dan 
Tenaga Ahli, baik dari dalam maupun dari luar Pengurus Nahdlatul Ulama sebagai peserta. 

(5) Musyawarah Nasional Alim Ulama juga dapat diselenggarakan atas permintaan sekurang- 
kurangnya separuh dari jumlah Wilayah yang sah. 

(6) Musyawarah Nasional Alim Ulama tidak dapat mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 
Tangga, keputusan Muktamar dan tidak memilih Pengurus baru. 

(7) Musyawarah Nasional Alim Ulama diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam masa 
jabatan Pengurus Besar. 


Pasal 75 

(1) Konferensi Besar merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Muktamar yang 
dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar. 

(2) Konferensi Besar membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Muktamar, mengkaji 
perkembangan dan memutuskan Peraturan Organisasi. 

(3) Konferensi Besar dihadiri oleh anggota Pleno Pengurus Besar dan Pengurus Wilayah. 

(4) Konferensi Besar tidak dapat mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, 
keputusan Muktamar dan tidak memilih Pengurus baru. 

(5) Konferensi Besar adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Wilayah. 

(6) Konferensi Besar diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam masa jabatan Pengurus 
Besar. 


Pasal 76 
Ketentuan mengenai permusyawaratan tingkat nasional yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut 
dalam Peraturan Organisasi 


BAB XXI 
PERMUSYAWARATAN TINGKAT DAERAH 


Pasal 77 
(J) Konferensi Wilayah adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat Wilayah. 
(2) Konferensi Wilayah membicarakan dan menetapkan: 
a. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama yang disampaikan 
secara tertulis, 
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Pokok-Pokok Program Kerja Wilayah 5 (lima) tahun merujuk kepada Garis-Garis Besar 
Program Kerja Nahdlatul Ulama, 
c. Hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan, 
d. Rekomendasi Organisasi, 
e. Ahlul Halli Wal Agdi, 
f. Memilih Ketua Pengurus Wilayah. 
(3) Konferensi Wilayah dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama 
sekali dalam 5 (lima) tahun. 
(4) Konferensi Wilayah dihadiri oleh : 
a. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama. 
b. Pengurus Cabang. 
(5) Untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan organisasi Konferensi Wilayah dapat 
dihadiri oleh Pengurus Majelis Wakil Cabang. 
(6) Konferensi Wilayah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Cabang di 
daerahnya. 


Pasal 78 

(1) Musyarawah Kerja Wilayah merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Konferensi 
Wilayah yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah. 

(2) Musyarawah Kerja Wilayah membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Konferensi 
Wilayah dan mengkaji perkembangan organisasi serta peranannya di tengah masyarakat. 

(3) Musyarawah Kerja Wilayah dihadiri oleh anggota Pleno Pengurus Wilayah dan Pengurus 
Cabang. 

(4) Musyarawah Kerja Wilayah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah Cabang. 

(S5) Musyarawah Kerja Wilayah diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam masa jabatan 
Pengurus Wilayah. 

(6) Musyawarah Kerja Wilayah tidak dapat melakukan pemilihan Pengurus. 


Pasal 79 
(J) Konferensi Cabang adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat Cabang 
(2) Konferensi Cabang membicarakan dan menetapkan: 
a. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama yang disampaikan 
secara tertulis. 
b. Pokok-Pokok Program Kerja 5 (lima) tahun merujuk kepada Pokok-Pokok Program Kerja 
Wilayah dan Garis-Garis Besar Program Kerja Nahdlatul Ulama, 
c. Hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan, 
d. Rekomendasi Organisasi, 
e. Ahlul Halli Wal Agdi, 
f. Memilih Ketua Pengurus Cabang. 
(3) Konferensi Cabang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama 
sekali dalam 5 (lima) tahun. 
(4) Konferensi Cabang dihadiri oleh : 
a. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama. 
b. Pengurus Majelis Wakil Cabang. 
(5) Untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan organisasi konferensi Cabang dapat 
dihadiri oleh Pengurus Ranting. 
(6) Konferensi Cabang sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Majelis 
Wakil Cabang di daerahnya. 


Pasal 80 
(1) Musyarawah Kerja Cabang merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Konferensi 
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Cabang yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Cabang. 

(2) Musyarawah Kerja Cabang membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Konferensi 
Cabang dan mengkaji perkembangan organisasi serta peranannya di tengah masyarakat. 

(3) Musyarawah Kerja Cabang dihadiri oleh anggota Pleno Pengurus Cabang dan Pengurus 
Majelis Wakil Cabang. 

(4) Musyarawah Kerja Cabang sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah 
Majelis Wakil Cabang. 

(5) Musyarawah Kerja Cabang diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam masa jabatan 
pengurus Cabang. 

(6) Musyawarah Kerja Cabang tidak dapat melakukan pemilihan Pengurus. 


Pasal 81 
(1) Konferensi Majelis Wakil Cabang adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat 
Majelis Wakil Cabang 
(2) Konferensi Majelis Wakil Cabang membicarakan dan menetapkan: 
a. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama yang 
disampaikan secara tertulis, 
b. Pokok-Pokok Program Kerja 5 (lima) tahun merujuk Pokok-Pokok Program Kerja 
Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang, 
c. Hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan pada umumnya, 
d. Rekomendasi Organisasi, 
e. Ahlul Halli Wal Agdi, 
f. Memilih Ketua Pengurus Majelis Wakil Cabang. 
(3) Konferensi Majelis Wakil Cabang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Majelis Wakil 
Cabang Nahdlatul Ulama sekali dalam 5 (lima) tahun. 
(4) Konferensi Majelis Wakil Cabang dihadiri oleh: 
a. Pengurus Majelis Wakil Cabang. 
b. Pengurus Ranting. 
(5) Untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan organisasi Konferensi Majelis Wakil 
Cabang dapat dihadiri oleh Pengurus Anak Ranting. 
(6) Konferensi Majelis Wakil Cabang sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari 
jumlah Ranting di daerahnya. 


Pasal 82 

(J) Musyarawah Kerja Majelis Wakil Cabang merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah 
Konferensi Majelis Wakil Cabang yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Majelis 
Wakil Cabang. 

(2) Musyarawah Kerja Majelis Wakil Cabang membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan 
Konferensi Majelis Wakil Cabang dan mengkaji perkembangan organisasi serta peranannya di 
tengah masyarakat. 

(3) Musyarawah Kerja Majelis Wakil Cabang dihadiri oleh anggota Pengurus Majelis Wakil 
Cabang Pleno dan Pengurus Ranting. 

(4) Musyarawah Kerja Majelis Wakil Cabang sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (setengah) 
jumlah peserta sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini. 

(5) Musyarawah Kerja Majelis Wakil Cabang diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 
masa jabatan pengurus Majelis Wakil Cabang. 

(6) Musyawarah Kerja Majelis Wakil Cabang tidak dapat melakukan pemilihan Pengurus. 


Pasal 83 


(1) Musyawarah Ranting adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat Ranting. 
(2) Musyawarah Ranting membicarakan dan menetapkan: 
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a. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama yang disampaikan 
secara tertulis 
b. Pokok-Pokok Program Kerja 5 (lima) tahun merujuk kepada Poko-Pokok Program Kerja 
Pengurus Cabang dan Majelis Wakil Cabang. 
c. Hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan. 
d. Rekomendasi Organisasi 
e. Ahlul Halli Wal Agdi 
f. Memilih Ketua Pengurus Ranting. 
(3) Musyawarah Ranting dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama 
sekali dalam 5 (lima) tahun. 
(4) Musyawarah Ranting dihadiri oleh : 
a. Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama. 
b. Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama. 
(5) Musyawarah Ranting sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anak 
Ranting di daerahnya. 


Pasal 84 

(1) Musyarawah Kerja Ranting merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Musyawarah 
Ranting yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Ranting. 

(2) Musyarawah Kerja Ranting membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Konferensi 
Ranting dan mengkaji perkembangan organisasi serta peranannya di tengah masyarakat. 

(3) Musyarawah Kerja Ranting dihadiri oleh anggota Pengurus Ranting Pleno dan utusan Pengurus 
Anak Ranting. 

(4) Musyarawah Kerja Ranting sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (setengah) jumlah peserta 
sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini. 

(5) Musyarawah Kerja Ranting diadakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam masa jabatan 
pengurus Ranting. 

(6) Musyawarah Kerja Ranting tidak dapat melakukan pemilihan Pengurus. 


Pasal 85 
(1) Musyawarah Anggota adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat Anak Ranting. 
(2) Musyawarah Anggota membicarakan dan menetapkan: 
a. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama yang disampaikan 
secara tertulis: 
b. Pokok-Pokok Program Kerja 5 (lima) tahun merujuk kepada Pokok-Pokok Program Kerja 
Pengurus Majelis Wakil Cabang dan Ranting, 
Hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan, 
Rekomendasi Organisasi, 
Ahlul Halli Wal Agdi, 
Memilih Ketua Pengurus Anak Ranting. 
(3) Miisyawarah Anggota dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Anak Ranting Nahdlatul 
Ulama sekali dalam 5 (lima) tahun. 
(4) Musyawarah Anggota dihadiri oleh : 
a. Pengurus Anak Ranting. 
b. Anggota Nahdlatul Ulama. 
(S5) Musyawarah Anggota sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota 
di wilayahnya. 


He An 


Pasal 86 
(1) Musyawarah Kerja Anggota merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Musyawarah 
Anggota yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Anak Ranting. 
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(2) Musyawarah Kerja Anggota membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Musyawarah 
Anggota dan mengkaji perkembangan organisasi serta peranannya di tengah masyarakat. 

(3) Musyawarah Kerja Anggota dihadiri oleh anggota Pleno Pengurus Anak Ranting. 

(4) Musyawarah Kerja Anggota sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota. 

(S5) Musyawarah Kerja Anggota diadakan sekurang-kurangnya lima kali dalam masa jabatan 
pengurus Anak Ranting. 

(6) Musyawarah Kerja Anggota tidak dapat melakukan pemilihan Pengurus. 


Pasal 87 
Ketentuan mengenai permusyawaratan tingkat daerah yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut 
dalam Peraturan Organisasi 


BAB XXII 
PERMUSYAWARATAN BADAN OTONOM 


Pasal 88 
Permusyawaratan Badan Otonom diatur tersendiri dan dimuat dalam Peraturan Dasar dan Peraturan 
Rumah Tangga Badan Otonom yang bersangkutan. 


BAB XXIII 
RAPAT-RAPAT 


Pasal 89 
(J0) Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh Pengurus Lengkap Syuriyah dan Tanfidziyah, Pengurus 
harian Lembaga dan Badan Khusus. 
(2) Rapat Kerja Nasional membicarakan perencanaan, penjabaran dan pengendalian operasional 
keputusan-keputusan Muktamar. 
(3) Rapat Kerja Nasional diadakan satu kali dalam setahun. 
(4) Rapat Kerja Nasional yang pertama diadakan selambat-lambatnya tiga bulan setelah Muktamar. 


Pasal 90 
(l) Rapat Pleno adalah rapat yang dihadiri oleh Mustasyar, Pengurus Lengkap Syuriyah, Pengurus 
Harian Tanfidziyah, Ketua Badan Khusus, Ketua Lembaga dan Ketua Badan Otonom. 
(2) Rapat Pleno diadakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali. 
(3) Rapat Pleno membicarakan pelaksanaan program kerja. 


Pasal 91 
(J) Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dihadiri oleh Pengurus Besar Harian Syuriyah dan 
Pengurus Besar Harian Tanfidziyah. 
(2) Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali. 
(3) Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah membahas kelembagaan Organisasi, pelaksanaan dan 
pengembangan program kerja. 


Pasal 92 
(1) Rapat Harian Syuriyah dihadiri oleh Pengurus Harian Syuriyah dengan mengikutsertakan 
Mustasyar. 
(2) Rapat Harian Syuriyah diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali. 
(3) Rapat Harian Syuriyah membahas kelembagaan Organisasi, pelaksanaan dan pengembangan 
program kerja. 
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Pasal 93 
(I) Rapat Harian Tanfidziyah dihadiri oleh Pengurus Harian Tanfidziyah. 
(2) Rapat Harian Tanfidziyah diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali. 
(3) Rapat Harian Tanfidziyah membahas kelembagaan Organisasi, pelaksanaan dan pengembangan 
program kerja. 


Pasal 94 
Rapat-rapat lain yang dianggap perlu adalah rapat-rapat yang diselenggarakan sewaktu-waktu 
sesuai dengan kebutuhan. 

Pasal 95 
Ketentuan mengenai rapat-rapat yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan 
Organisasi 


BAB XXIV 
KEUANGAN DAN KEKAYAAN 


Pasal 96 
Sumber keuangan Nahdlatul Ulama diperoleh dari: 

a. Uang pangkal adalah uang yang dibayar oleh seseorang pada saat mendaftarkan diri 
menjadi anggota. 

b. Uang i'anah syahriyah adalah uang yang dibayar anggota setiap bulan. 

c. Sumbangan adalah uang atau barang yang berupa hibah, hadiah dan sedekah yang diperoleh 
dari anggota Nahdlatul Ulama dan atau simpatisan yang tidak bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan. 

d. Usaha-usaha lain adalah badan-badan usaha Nahdlatul Ulama dan atau atas kerjasama 
dengan pihak lain. 


Pasal 97 

(J) Kekayaan Nahdlatul Ulama dan perangkat organisasinya berupa dana, harta benda bergerak 
dan atau harta benda tidak bergerak harus dicatatkan sebagai kekayaan organisasi Nahdlatul 
Ulama sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. 

(2) Perolehan, pengalihan, dan pengelolaan kekayaan serta penerimaan dan pengeluaran keuangan 
Nahdlatul Ulama diaudit setiap tahun oleh akuntan publik. 

(3) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dapat memberikan kuasa atau kewenangan secara tertulis 
kepada Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, Pengurus Cabang Istimewa, Pengurus Majelis 
Wakil Cabang, Lembaga, Badan Khusus, Badan Otonom dan atau Badan Usaha yang dibentuk 
untuk melakukan penguasaan dan atau pengelolaan kekayaan baik berupa harta benda bergerak 
dan atau harta benda tidak bergerak. 

(4) Segala kekayaan Nahdlatul Ulama baik yang dimiliki atau dikuasakan secara langsung atau 
tidak langsung kepada lembaga, Badan Khusus, badan otonom, badan usaha atau perorangan 
yang ditunjuk atau dikuasakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama hanya dapat dipergunakan 
untuk kepentingan dan kemanfaatan Nahdlatul Ulama dan atau Perangkat Organisasinya. 

(5) Kekayaan Nahdlatul Ulama yang berupa harta benda yang bergerak dan atau harta benda yang 
tidak bergerak tidak dapat dialihkan hak kepemilikannya dan atau menjaminkan kepada pihak 
lain kecuali atas persetujuan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. 

(6) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tidak dapat mengalihkan harta benda bergerak dan atau harta benda 
tidak bergerak yang diperoleh atau yang dibeli oleh perangkat organisasi NU tanpa persetujuan 
pengurus perangkat organisasi yang bersangkutan. 

(7) Apabila karena satu dan lain hal terjadi pembubaran atau penghapusan perangkat organisasi 


2 AF 5 


HASIL-HASIL MUKTAMAR NU KE-33 


NU maka seluruh harta bendanya menjadi milik Nahdlatul Ulama. 


Pasal 98 

(1) Uang pangkal dan uang i'anah syahriyah yang diterima dari anggota Nahdlatul Ulama 
digunakan untuk membiayai kegiatan organisasi/perkumpulan dan dimanfaatkan dengan 
perimbangan sebagai berikut: 

40”o untuk membiayai kegiatan Anak Ranting 

20”o untuk membiayai kegiatan Ranting. 

15Yo untuk membiayai kegiatan Majelis Wakil Cabang. 

10Yo untuk membiayai kegiatan Cabang/Cabang Istimewa. 

10Yo untuk membiayai kegiatan Wilayah. 

5Y9 untuk membiayai kegiatan Pusat. 

(2) Uang dan barang yang berasal dari sumbangan dan usaha-usaha lain dipergunakan untuk 
kepentingan organisasi/perkumpulan. 

(3) Kekayaan organisasi/perkumpulan yang berupa inventaris dan aset dipergunakan untuk 
kepentingan organisasi/perkumpulan. 
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Pasal 99 
Ketentuan mengenai keuangan dan kekayaan yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dalam 
Peraturan Organisasi 


BAB XXV 
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN 


Pasal 100 
(Jl) Pengurus Nahdlatul Ulama di setiap tingkatan membuat laporan pertanggungjawaban secara 
tertulis di akhir masa khidmatnya yang disampaikan dalam permusyawaratan tertinggi pada 
tingkatannya. 
(2) Laporan pertanggungjawaban Pengurus Nahdlatul Ulama memuat: 
a. Capaian pelaksanaan program yang telah diamanatkan oleh permusyawaratan tertinggi 
pada tingkatannya. 
b. Pengembangan kelembagaan Organisasi. 
c. Keuangan organisasi 
d. Inventaris dan aset organisasi. 


Pasal 101 
(Jl) Pengurus Besar menyampaikan laporan perkembangan organisasi secara berkala dalam 
Musyawarah Nasional Alim Ulama, Konferensi Besar, Rapat Kerja dan Rapat Pleno. 
(2) Pengurus Wilayah menyampaikan laporan perkembangan organisasi secara berkala kepada: 
a. Pengurus Besar. 
b. Musyawarah Kerja Wilayah dan Rapat Pleno 
(3) Pengurus Cabang menyampaikan laporan perkembangan organisasi secara berkala kepada: 
a. Pengurus Besar dan Pengurus Wilayah. 
b. Musyawarah Kerja Cabang dan Rapat Pleno. 
(4) Pengurus Majelis Wakil Cabang menyampaikan laporan perkembangan organisasi secara 
berkala kepada: 
a. Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang. 
b. Musyawarah Kerja Majelis Wakil Cabang dan Rapat Pleno. 
(5) Pengurus Ranting menyampaikan laporan perkembangan organisasi secara berkala kepada: 
a. Pengurus Cabang dan Pengurus Majelis Wakil Cabang. 
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b. Musyawarah Kerja Ranting dan Rapat Pleno. 
(6) Pengurus Anak Ranting menyampaikan laporan perkembangan organisasi secara berkala 
kepada Rapat Anggota, Pengurus Ranting dan Majelis Wakil Cabang. 


Pasal 102 
Pengurus Lembaga, Badan Khusus dan Badan Otonom menyampaikan laporan pelaksanaan 
program setiap akhir tahun kepada Pengurus Nahdlatul Ulama pada tingkatan masing-masing. 


Pasal 103 
Ketentuan mengenai laporan pertanggungjawaban yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut 
dalam Peraturan Organisasi 


BAB XXVI 
KETENTUAN PENUTUP 


Pasal 104 
(l) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur lebih 
lanjut dalam Peraturan Organisasi, Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan atau Surat 
Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. 
(2) Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat diubah dalam Muktamar. 
(3) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 


Jombang, 4 Agustus 2015 


KOMISI ORGANISASI 
Ketua : Dr. H. Aji Hermawan 
Wakil Ketua : Drs. H. Enceng Shobirin Najd 
Sekretaris : Dra. Hj. Lilis Nurul Husna 
Wakil Sekretaris : Drs. Adnan Anwar, M.Si 
Anggota : Andi Najmi Fuaidi 


Dra. Hj. Ida Fauziyah, M.Si 

Dra. Hj. Siti Aniroh Slamet Effendy 
Drs. KH. Miftah Fagih 

H. Imam Pituduh, SH, MH. 
Aminudin Ma'ruf 

Hisyam Said Budairi 

H. Arsul Sani 

Dr. H. Muhammad Agil Irham 
Muhammad Nahdhy 

Alfina Rahil Ashidigi 
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NAHDLATUL ULAMA 


I. ANALISIS EXTERNAL NU 
1.1. Nasional 
A. Kependudukan 


Berdasarkan sensus pada 2010, jumlah penduduk Indonesia sebesar 237,56 juta, padahal 
diprediksi hanya 232 juta (BPS, 2010), itu artinya Indonesia mengalami surplus sebesar 5,5 juta 
penduduk. Proyeksi BPS pada 2015 sebanyak 248 juta, tapi tercapai pada tahun 2012. Dari sisi 
perbandingan jenis kelamin, dalam empat tahun terakhir jumlah laki-laki lebih banyak dibanding 
perempuan yaitu pada 2010 jumlah laki-laki 119.630.913, perempuan 118.010.413, padatahun2011, 
laki-laki 121.413.414, perempuan 119.768.768, pada tahun 2012 laki-laki sebesar 123.222.475, 
perempuan 121.553.322, pada tahun 2013 laki-laki 125.058.484, perempuan 123.364.472 (Pusat 
Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2013). 


Dari sisi kelompok umur, penduduk usia produktif terutama pada kelompok umur 25- 
29 tahun dan 30-34 tahun, lebih banyak baik laki-laki maupun perempuan. Sementara jumlah 
kelompok penduduk usia tua juga cukup besar, terutama perempuan. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa usia harapan hidup semakin tinggi. Pada tahun 2012, Angka Harapan Hidup (AHH) 
Indonesia mencapai 69,87 tahun lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai AHH tahun 2011 
sebesar 69,65 tahun. Provinsi dengan nilai AHH tertinggi terdapat di DKI Jakarta dengan nilai 
73,49 dan DI Yogyakarta sebesar 73,33. Provinsi dengan nilai AHH terendah terdapat di Nusa 
Tenggara Barat sebesar 62,73 dan Kalimantan Selatan sebesar 64,52 (Pusat Data dan Informasi, 
Kemenkes RI, 2013). 


Estimasi kepadatan rata-rata penduduk di Indonesia sebesar 130 penduduk per km2. 
Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Pulau Jawa. Kepadatan penduduk terendah terdapat 
di Pulau Papua dan Kalimantan. Kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia terdapat di Provinsi 
DKI Jakarta sebesar 15.063 penduduk per km2, Jawa Barat sebesar 1.285 penduduk per km2, dan 
Banten sebesar 1.193 penduduk per km2. Kepadatan penduduk terendah di Indonesia terdapat 
di Provinsi Papua Barat sebesar 9 penduduk per km2, Papua sebesar 10 penduduk per km2 dan 
Kalimantan Tengah sebesar 15 penduduk per km2 (Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2013). 


Persebaran penduduk yang masih menumpuk di Pulau Jawa menunjukkan belum 
adanya pemerataan baik ketersediaan sumberdaya maupun akses pada sumber-sumber ekonomi, 
termasuk lapangan kerja. Ini menimbulkan ketimpangan pada pemenuhan tingkat kesejahteraan 
antara daerah-daerah di luar pulau Jawa dengan luar Jawa. Untuk pemerataan penduduk, perlu 
memperkuat kebijakan transmigrasi atau program memindahkan penduduk dari tempat yang padat 
ke tempat yang jarang penduduknya baik dilakukan atas bantuan pemerintah maupun keinginan 
sendiri, pemerataan lapangan kerja dengan mengembangkan industri, terutama untuk provinsi 
yang berada di luar Pulau Jawa. 


Dalam konteks pergeseran desa-kota, pertumbuhan ekonomi menggerakkan perubahan 
struktur ekonomi dari desa ke kota. Hasil Sensus Penduduk 2010 juga menunjukkan proporsi 
penduduk yang tinggal di kota semakin tinggi, di mana 49,8 penduduk Indonesia tinggal di kota. 
Diprediksi penduduk desa Indonesia tahun 2030 hanya tinggal 20”6 saja. Sementara itu jumlah 
penduduk perempuan Indonesia lebih banyak dari pria terbantahkan dari hasil Sensus Penduduk 
2010, meski beda tipis untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia penduduk pria lebih banyak 
(50,34”0) dari penduduk wanita. 
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Beberapa tahun ke depan merupakan tahun penting sebagai transisi dari masyarakat agraris 
menuju masyarakat indistri dan informasi. Tanda-tandanya sudah kelihatan, sekarang sebagian 
besar penduduk desa telah menggunakan handphone, bahkan anak mudanya sudah biasa berselancar 
di dunia dan bersosialisasi menggunakan media sosial. Penggunaan teknologi informasi baik di 
kota maupun desa mengalami pertumbuhan yang tinggi. 


Pada beberapa tahun mendatang, komposisi demografi penduduk Indonesia juga ditandai 
dengan banyaknya penduduk berusia antara 15-34 tahun, sebanyak 34,47 o atau hampir 82 juta 
penduduk. Paling tidak ada tiga alasan yang mendasarinya. Pertama, anak muda adalah sumber 
penting tenaga kerja produktif. Kedua, karakter muda yang suka mencoba hal baru dan kreatif 
merupakan sumber inovasi. Ketiga, anak muda merupaka salah satu sasaran pasar konsumtif 
terutama untuk indistri budaya popular (pop culture). 


Indonesia akan mengalami “bonus demografi” yaitu meningkatnya penduduk usia produktif 
dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif pada kurun waktu 2020-2030. Usia produktif 
merupaka fase kehidupan yang berada pada usia kerja dan usia subur, mulai 15-64 tahun. Namun, 
rasio ketergantungan penduduk Indonesia saat ini adalah 51,31. Angka ini menunjukkan bahwa 
pada setiap 100 orang usia produktif terhadap sekitar 51 orang usia tidak produktif (0-14 dan 65-). 
Rasio ketergantungan di daerah perkotaan adalah 46,69 sementara di daerah perdesaan 56,30. 
Artinya setiap 100 orang usia produktif menanggung 51 orang usia non-produktif. Sedangkan 
pada 2020-2030, Indonesia diprediksi memiliki 70 persen penduduk usia produktif dengan rasio 
ketergantungan turun menjaadi sekitar 44 sampai 48. 


Gambaran di atas menunjukkan bahwa dalam perkembangan kependudukan, Indonesia 
mengalami masalah yang perlu diatasi secara komprehensif, sistemik dan berkelanjutan: 


e Ledakan penduduk di Indonesia dengan peningkatan jumlah lebih besar dari jumlah prediksi 
berimplikasi pada meningkatnya penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, pakaian, papan, 
kesehatan, pendidikan, lapangan kerja dan sebagainya. Hal tersebut merupakan tantangan bagi 
bangsa Indonesia. Perlu peningkatan percepatan kebijakan untuk mengatur atau membatasi 
jumlah kelahiran, agar kelahiran dapat dikendalikan secara sistemik, agar terjadi kesermbangan 
antara jumlah pertumbuhan penduduk dengan jumlah ketersediaan layanan kesejahteraan dasar 
serta ketersediaan lapangan kerja yang memadai sehingga kualitas kesejahteraan penduduk 
makin meningkat. Pengendalian jumlah penduduk harus menjadi alternatif pembangunan 
kependudukan dengan menurunkan jumlah kelahiran melalui program keluarga berencana 
atau penundaan umur nikah pertama. 


e Saat ini perbandingan antara orang yang belum produktif dan tidak produktif (umur di bawah 
15 tahun dan umur 65 tahun ke atas) yang lebih banyak dibanding orang yang termasuk umur 
produktif (umur 15-64 tahun) menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung 
penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak 
produktif lagi. Hal tersebut merupakan tantangan yang harus direspon secara komprehensif. 


e Bonus demografi ini bisa merupakan keuntungan atau ancaman bagi Indonesia. Bonus 
demografi bisa menjadi keuntungan jika penduduk usia 15-64 tahun itu berkualitas dan 
produktif, sebaliknya akan menjadi ancaman jika penduduk usia 15-64 tahun itu tidak memiliki 
pengetahuan dan skill yang memadai sehinngga malah menjadi beban penduduk lainnya. 


B. Kesehatan 
a. Angka Kematian Ibu (AKI) 


Akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu secara nasional cenderung makin membaik, 
ditandai dengan meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan ibu. Ibu hamil yang memperoleh 
pelayanan antenatal cakupannya meningkat dari 92,70 pada tahun 2010 menjadi 95,2”6 pada tahun 
2013, persalinan yang ditolong tenaga kesehatan juga cakupannya meningkat dari 79,0Yo pada 
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tahun 2010 menjadi 86,9”6 pada tahun 2013 (Riskesdas, 2010: 2013). Namun Survei Demografi 
dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, angka kematian ibu (yang berkaitan dengan 
kehamilan, persalinan, dan nifas) sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup (KH), pada 2007 sebesar 
228/100.000 KH, pada1998-2002 sebesar 307/ 100.000 KH, pada 1993-1997 sebesar 334/100.000 
KH. Jika mengacu Millenium Development Goals (MDGs) tujuan ke-5 yaitu penurunan angka 
kematian anak Indonesia dinilai on the track, peningkatan kesehatan ibu, Indonesia jauh tertinggal, 
perlu kerja keras untuk mengejar pencapaian (Possible to achieve if some changes are made) 
sebagaimana indikator MDGs tersebut. Bandingkan dengan Malaysia 39, Filipina 170, Thailand 
44 per 100.000 kelahiran hidup (UNFPA. 2001. State of The World Population Report). Angka 
tersebut menunjukkan bahwa apa yang sudah dicapai selama 20 tahun dalam menurunkan AKI 
seperti jarum jam yang bergerak mundur, kembali ke kondisi tahun 90-an. 


Lima penyebab kematian ibu terbesar adalah perdarahan, hipertensi dalam kehamilan 
(HDK), infeksi, partus lama/macet dan abortus. Kematian ibu di Indonesia masih didominasi oleh 
tiga penyebab utama kematian yaitu perdarahan, hipertensi dalam kehamilan (HDK), dan infeksi. 
Faktor penyebab kematian ibu dikarenakan HDK proporsinya semakin meningkat, lebih dari 30Yo 
kematian ibu di Indonesia pada tahun 2010 disebabkan HDK, yang disebabkan perdarahan dan 
infeksi cenderung mengalami penurunan (Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2013). Upaya 
penurunan AKI selain mengatasi faktor penyebab langsung kematian ibu juga faktor penyebab 
tidak langsungnya seperti peningkatan kualitas kesehatan ibu, KB dan kesehatan reproduksi 
lainnya termasuk peningkatan pelayanan antenatal, penurunan kehamilan remaja serta peningkatan 
cakupan peserta aktif KB dan penurunan unmet need KB. Indikator-indikator tersebut sebagaimana 
disebutkan dalam tujuan MDGs yaitu akses universal terhadap kesehatan reproduksi. Selain itu, 
dalam konteks Indonesia di mana budaya patriarkhi dan infra stuktur yang tidak terawat faktor “4 
Terlalu” yaitu terlalu muda, terlalu sering, terlalu banyak dan terlalu tua yang sesungguhnya dapat 
diatasi dengan pelayanan KB. 


Faktor terlalu muda dalam kehamilan atau proses reproduksi dapat dilihat dari usia 
perkawinan pertama pada perempuan berusia 10-59 tahun, rata-rata berusia 20 tahun dan 
sebagian besar berusia 15-19 tahun sebanyak 41,96, bahkan berusia 10-14 tahun. Sementara usia 
menikah yang relatif sehat baik organ reproduksinya maupun kesiapan psikologis dan sosialnya 
(biopsikososial) berusia 20-24 tahun sebanyak 33.6 Yo (Riskesdas 2010). 


b. Angka Kematian Bayi dan Balita dan Gizi buruk 


Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, angka Kematian Neonatus 
(AKN) pada tahun 2012 sebesar 19 per 1000 kelahiran hidup menurun dari 20 per 1000 kelahiran 
hidup di tahun 2007 dan 23 per 1000 kelahiran hidup. Sementara angka kematian neonatal (0-28 
hari) memberi kontribusi terhadap 56Y6 kematian bayi (Riskesdas, pada tahun 2013). Jika mengacu 
Millenium Development Goals (MDGs) tujuan ke 4 (empat) yaitu penurunan angka kematian 
anak Indonesia dinilai on the track, berhasil menurunkan angka yang cukup signifikan. 


Adapun balita kurang gizi, 19,6yo balita kekurangan gizi yang terdiri dari 5,7”o balita dengan 
gizi buruk dan 13,9Yo berstatus gizi kurang, 4,50 balita dengan gizi lebih. Jika dibandingkan dengan 
angka prevalensi nasional tahun 2007 (18,4”o) dan tahun 2010 (17,9”o), prevalensi kekurangan 
gizi pada balita tahun 2013 terlihat meningkat. Balita kekurangan gizi tahun 2010 sebanyak 13,0Y6 
balita berstatus gizi kurang dan 4,9”6 berstatus gizi buruk. Perubahan terutama pada prevalensi gizi 
buruk yaitu dari 5,4”o tahun 2007, 4,9”6 pada tahun 2010, dan 5,746 tahun 2013. Kondisi tersebut 
berdampak pada balita pendek, terdapat 37,2”0 balita dengan tinggi badan di bawah normal pada 
tahun 2013, terdiri dari 18,0Yo balita sangat pendek dan 19,2”o balita pendek. Pada tahun 2013 
terjadi peningkatan persentase balita pendek dan sangat pendek dari 35,6Yo pada tahun 2010 naik 
menjadi 37,2”. Pada tahun 2013 prevalensi sangat pendek menunjukkan penurunan, dari 18,8 
Yo tahun 2007 dan 18,5Yo tahun 2010. Prevalensi pendek meningkat dari 18,0Yo pada tahun 2007 
menjadi 19,2”o pada tahun 2013 (Riskesdas, 2013). 
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€: Kekerasan terhadap perempuan dan anak 


Kekerasan terhadap anak jumlahnya cukup massif: sekitar 2,5 juta anak korban kekerasan 
baik fisik, psikis, seksual maupun sosial dan 4,5 juta anak dipekerjakan, sekitar 40.000 anak yang 
dieksploitasi secara seksual baik karena korban traficking maupun dilacurkan (dari berbagai 
sumber). Sementara data pengaduan masyarakat yang masuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia 
(KPAI) pada Data Kasus: Januari 2012 - Desember 2012 : 3613. Data Kasus: Januari 2013 — 
Desember, 4365 kasus. 


d. Anak dengan HIV/AIDS, Napza dan perokok anak 


Situasi yang lebih mengkhawatirkan adalah jumlah anak kecanduan rokok sekitar 20 juta 
orang dengan prevalensi usia anak merokok tahun 2009 antara 5 sampai 9 tahun atau rata-rata 7 
tahun. Tahun 2005 korban HIV/AIDS 150 orang, pada bulan maret 2010 telah menjadi 1.193 orang 
dari total 21.000 penderita HIV/Aids di Indonesia. Laporan MDGS Pemerintah Indonesia pada 
Sidang Umum PBB tanggal 24 September 2010, capaian APM Pendidikan Dasar baru mencapai 
80Ys, dan tingkat droup out sebesar 4 Yo. Remaja menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, 
psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) sekitar 700.000 kasus. 


C. Ekonomi 
a. Menyoal Kebijakan Ekonomi Nasional 


Sejatinya, UU dan kebijakan perekonomian berorientasi pada alokasi sumber-sumber daya 
ekonomi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Parahnya, pasca Amandemen Pasal 33 UUD 
1945, yang membolehkan swasta terutama asing menguasai hajat hidup orang banyak, hampir 
semua sektor strategis baik di sektor sumberdaya alam, pangan, perbankan, industri strategis 
sudah berada di tangan asing. Bahkan dengan leluasanya asing memiliki tanah. Tak ayal, terjadilah 
penguasaan asing atas tanah. Hal ini bisa dilihat bahwa setiap pembangunan gedung modern 
baik apartemen maupun mall oleh swasta asing di berbagai kawasan selalu disertai pelenyapan 
suatu komunitas yang tinggaldi kawasan tersebut. Kalau ini dibiarkan penduduk negeri ini akan 
tersingkir dan seluruh tanah dikuasai oleh kelompok asing. 


Ketika sistem liberal tidak membolehkan Negara menguasai sektor strategis, seperti pangan, 
energi, dan sumberdaya air termasuk sektor strategis lainnya, maka sepenuhnya diserahkan pada 
swasta yang menggunakan mekanisme pasar, sehingga terjadi monopoli dan harga tidak terkendali. 
Barang yang semestinya digunakan untuk melayani dan memenuhi kebutuhan rakyat dijadikan 
dagangan oleh swasta sehingga rakyat tidak terpenuhi hajat hidupnya. Hal itu juga mulai merambah 
di sektor jasa seperti bidang pendidikan, kesehatan dan transportasi yang mulai dimonopoli asing, 
sehingga semakin kurang layanan terhadap rakyat atau warga Negara yang seharusnya dijamin 
kebutuhan pokoknya. 


Kondisi demikian sudah melenceng jauh dari cita-cita awal pendirian bangsa ini. Oleh 
karena itu, penting bagi Nahdlatul Ulama untuk terus aktif memotori terjalinnya langkah-langkah 
konsolidasi-kebangsaan yang berorientasi pada penguatan dan pengukuhan kepentingan nasional 
serta berorientasi pada bertumpunya sendi-sendi perekonomian kepada kekuatan sendiri yang 
mampu menjamin bangsa Indonesia benar-benar berdaulat untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat. 


Kontruksi konkretnya adalah meniscayakan wujudnya pembangunan Indonesia, yaitu 
pembangunan ekonomi yang mengajak dan melibatkan seluas-luasnya pelaku ekonomi dengan 
pelaku (fa'il) utamanya adalah rakyat Indonesia.Tidak seperti apa yang terjadi selama ini: 
pembangunan di Indonesia, yaitu pembangunan oleh siapa saja di Indonesia di mana investor asing 
diundang untuk menggarap ladang-ladang ekonomi di berbagai sektor baik pertanian, perkebunan, 
pertambangan, dan lain-lain. Dan, syarat awal yang harus ditempuh adalah meluruskan kiblat 
pembangunan dengan kembali ke khittah ekonomi konstitusi. 
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b. Menyongsong Bonus Demografi 


Keberlimpahan penduduk usia kerja pada masa mendatang ini diharapkan mampu menjadi 
berkah pembangunan, karena dapat memacu pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi. 
Pada gilirannya, diharapkan keberlimpahan usia produktif ini berimbas pada meningkatkannya 
kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. 


Namun demikian, bonus demografi ini akan berdampak positif jika ditopang oleh beberapa 
faktor, antara lain: 


" Ketersedian lapangan kerja. 


Sampai saat ini,fakta menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum inklusif dan belum 
padat karya. Hal ini bisa dilihat dari meningkatnya ketimpangan distribusi kesejahteraan baik pada 
tingkat individu, antarwilayah, dan antarsektor ekonomi. Gini rasio naik, dari 0,32 pada 2004 
menjadi 0,413 pada 2013. Pembangunan juga masih memusat di Jawa dan Sumatera. Dua pulau 
tersebut menyumbang 81”o PDB nasional meninggalkan pulau-pulau yang lain. Pembangunan 
ditopang bukan oleh sektor penghasil barang yang padat karya (tradable), tetapi oleh sektor jasa 
dan keuangan yang padat modal (nontradable). 


Sektor pertanian, lapangan usaha penyerap tenaga kerja terbesar (sekitar 38 juta orang) terus 
terpuruk, hanya tumbuh 3,54Y6 pada 2013, jauh tertinggal dari pertumbuhan sektor pengangkutan 
dan komunikasi (10,19Y6), sektor keuangan, real estat, dan jasa perusahaan (7,56Y6), dan sektor 
konstruksi (6,576). 


Akibat dari pembangunan yang belum inklusif ini, desa dan pertanian yang menjadi basis 
Nahdliyin tetap menjadi sarang kemiskinan! Semakin banyak keluarga tani yang meninggalkan 
profesinya. Pada 2003, jumlah keluarga tani masih 31 juta, tetapi kemudian turun menjadi 26 
juta pada 2013. Dari jumlah yang sudah menyusut itu, dua pertiganya adalah petani gurem, yang 
menguasai kurang dari 0,2 hektar/KK.Dalam sepulauh tahun terakhir, jumlah rumah tangga tani 
yang hilang mencapai 5 juta keluarga akibat penyusutan lahan, hancurnya infrastruktur pertanian, 
dan minimnya hubungan pertanian dengan kesejahteraan. 


Nahdlatul Ulama menganggap pilihan kebijakan ekonomi pemerintah harus didorong ke 
arah pemerataan.Ekonomi harus didorong agar tumbuh di desa-desa dengan sekaligus meningkatkan 
sektor-sektor ekonomi yang pada karya (tradable). Pemerintah perlu menerjemahkan UU No.6 
tahun 2014 tentang Desa ke dalam bentuk kebijakan yang strategis untuk mentranformasikan warga 
desa yang selama ini apatis terhadap pembangunan serta memosisikan warga desa lebih kreatif dan 
independen terhadap birokrasi pemerintahan.Hal demikian berorientasi wujudnya solusi konkret 
bagi penyediakan lapangan pekerjaan untuk menampung 70yo penduduk usia produktif. 


Percepatan proses industrialisasi pertanian mutlak dilakukan, yaitu dengan menempuh 
sejumlah langkah yang dimulai dengan land reform (membagikan lahan pertanian dan mencetak 
sawah baru), meningkatkan produktivitas lahan, membenahi infrastruktur pedesaan, memperbaiki 
dan merevitalisasi infrastruktur irigasi, memproteksi harga pasca panen, memperbaiki infrastruktur 
pengangkutan untuk mengurangi biaya logistik, dan menekan impor pangan, terutama yang bisa 
dihasilkan sendiri di dalam negeri. 


Hal lain, yang perlu mendapatkan perhatian serius bagi penciptaan lapangan kerja baru 
adalah pemanfaatan potensi ekonomi kelautan. Dua pertiga dari luas wilayah NKRI adalah lautan, 
tetapi mainstream pembangunan nasional belum menunjukkan pemihakan sektor maritim. Oleh 
karenanya, potensi ekonomi kelautan mestidiberdayakan secara optimal agar bisa dikapitalisasi 
menjadi pintu gerbang kemakmuran bangsa. Termasuk di sini adalah potensi geopolitik maritim, 
mesti dikelola sebagai aset strategis karena selat-selat Indonesia adalah lalu lintas 40 perdagangan 
dunia. 


» Daya saing SDM yang kokoh, baik di tingkat nasional maupun internasional. 
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Bonus demografi akan menjadi berkah pembangunan jika didukung oleh ketersediaan 
SDM yang berkualitas. Faktanya, indeks pembangunan manusia atau human development index 
(HDI) Indonesia masih belum mendekati harapan. HDI Indonesia berada di urutan 111 dari 182 
negara di dunia, dan urutan 6 dari 10 negara ASEAN di bawah Filipina, Thailand, Malaysia, 
Brunei dan Singapura. 


Tingkat HDI ini terbukti dari belum kompetitifnya pekerja Indonesia di dunia kerja, baik 
di dalam maupun luar negeri. Sektor domestik alias pembantu masih menjadi pilihan bagi para 
TKI di luar negeri. Sementara di dalam negeri, peluang kerja dan posisi strategis didominasi oleh 
tenaga kerja asing. 


Permasalah pembangunan SDM ini harus segera diselesaikan, yaitu dengan cara 
memperbaiki kualitas modal manusia: mulai dari pendidikan, kesehatan, kemampuan komunikasi, 
serta penguasaan atas teknologi. Dalam jangka pendek, solusi yang bisa ditempuh adalah dengan 
peningkatan keterampilan kepada usia-produktif, utamanya dalam kerangka melahirkan individu- 
individu yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja baru. Dalam jangka panjang, pemerintah 
perlu membuat kebijakan proteksi agar aset-aset negara tidak dikuasai oleh para tenaga kerja asing. 


Ci Membangun Ekonomi Kerakyatan (Koperasi) 


Indonesia adalah negara kaya raya yang memiliki sumber daya alam begitu melimpah. 
Fatalnya, kekayaan alam ini belum bisa dimanfaatkan secara baik dan benar untuk sebesar- 
besarnya kemakmuran rakyat. Kiblat ekonomi liberal yang selama ini dianut oleh pemerintah telah 
terbukti tidak berhasil mengantarkan pemerataan kesejahteraan rakyat. Alih-alih, yang terjadi 
adalah kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi yang kian menajam, terkurasnya sumber 
daya alam, serta kerusakan lingkungan. 


Nahdlatul Ulama berkepentingan untuk mengembalikan mazhab ekonomi kepada rumusan 
awal para Founding Fathers sebagaimana telah dituangkan di dalam Pasal 33 UUD 1945: (1| 
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang 
produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh 
Negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara 
dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 


Kontruksi konkretnya adalah pemihakan negara pada sentra-sentra ekonomi rakyat yang 
ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Sebagaimana dilengkapi 
oleh Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34, peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan antara lain 
meliputi lima hal sebagai berikut: (1) mengembangkan koperasi (2) mengembangkan BUMN, 
(3) memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya bagi 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, (4) memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan 
pekerjaan dan penghidupan yang layak, (5) memelihara fakir miskin dan anak terlantar. 


d. Permodalan Ekonomi Rakyat 


Berdasar data Koperasi dan SIUP (Surat Ijin Usaha dan Perdagangan) di tahun 2013, pegiat 
ekonomi mikro di Indonesia mencapai 98,78 persen dengan omset 300 juta pertahun atau 25 juta 
per bulan. Jumlah yang besar ini memerlukan pemihakan yang lebih substantif dan berjangka 
panjang karena berdampak langsung pada pemerataan kesejahteraan rakyat. 


Oleh karenanya, pemihakan ekonomi rakyat harus berorientasi pada perubahan struktural, 
yaitu dengan cara memperkuat posisi dan peran ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional. 
Perubahan struktural ini meliputi proses perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, 
dari ekonomi lemah ke ekonomi yang tangguh, dari ketergantungan ke kemandirian. Perubahan 
struktural ini mensyarakatkan langkat-langkah dasar yang meliputi pengalokasian sumber daya, 
penguatan kelembagaan teknologi, dan pemberdayaan sumber daya manusia. 


Langkah-langkah dasar tersebut meliputi: pertama, memberi peluang atau akses yang lebih 
besar kepada aset produksi. Yang paling mendasar adalah akses pada permodalan untuk investasi 
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dan untuk kerja.Untuk mempermudah akses pelaku ekonomi kerakyatan terhadap lembaga 
keuangan, maka perlu dibentuk lembaga permodalan yang spesifik untuk penguatan ekonomi 
kerakyatan. 


Kedua, memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, ketiga, 
meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber 
daya manusia, keempat, kebijaksanaan pengembangan industri harus mengarah pada penguatan 
industri rakyat yang terkait dengan industri besar, kelima, kebijaksanaan ketenagakerjaan yang 
mendorong tumbuhnya tenaga kerja mandiri sebagai cikal bakal wirausaha baru, yang nantinya akan 
berkembang menjadi wirausaha kecil dan saling menunjang, keenam, pemerataan pembangunan 
antar daerah. 


D. Pendidikan 


Dewasa ini potret kualitas dan hasil pendidikan nasional kita semakin buram dan 
memprihatinkan. Pertama, sampai pada tahun 2014, pendidikan kita masih mengakibatkan 
tingginya prilaku korupsi. Hal ini karena pembentukan karakter tidak menjadi mainstream dalam 
sistem pendidikan kita. Di negeri ini, hampir seluruhnya koruptor adalah kaum terdidik. Kedua, 
menurut data BPS pada semester akhir tahun 2013, pendidikan kita telah menghasilkan 7 juta 
pengangguran terdidik. Ketiga, pendidikan kita juga menghasilkan sebanyak # 6.5 juta jiwa 
TKI untuk bekerja di sektor informal dan nonformal di luar negeri. Keempat, pendidikan kita 
tidak mampu mendorong generasi muda untuk berpikir pertanian dan kelautan sebagai sektor 
strategis pembangunan. Ini adalah akibat dari orientasi pendidikan yang salah arah, tidak selaras 
dengan visi ketahanan pangan nasional. Akibatnya, saat ini jumlah lahan pertanian yang dikelola 
masyarakat mengalami penyusutan ekstrim. Kelima, pendidikan kita ikut mendorong terjadinya 
tingkat kesenjangan yang tinggi antara penduduk miskin dan kaya. 


Keenam, sampai sejauh ini pendidikan kita juga masih mengalami kegagalan dalam 
menanamkan penghayatan norma pada diri peserta didik. Akhir-akhir ini, kita disuguhi oleh 
pemberitaan pelanggaran hukum dan norma, baik agama maupun susila yang dilakukan oleh 
para peserta didik. Kekerasan remaja, kasus norkoba, bahkan pergaulan bebas juga menjamur 
di kalangan peserta didik kita. Ketujuh, pendidikan kita tak mampu membendung kemerosotan 
kesetiakawanan antarwarga bangsa dan mengentalnya budaya instan. Kedelapan, di banyak tempat 
lembaga pendidikan telah berfungsi sebagai tempat pengkaderan gerakan Islam garis keras yang 
mengancam kohesititas kehidupan berbangsa dan bernegara. 


Sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, peran Nahdlatul Ulama sangat 
diharapkan oleh negara dan seluruh rakyat Indonesia, terutama dalam bidang pendidikan yang 
diyakini menjadi tulang punggung (backbone) pembangunan nasional. Dalam bidang pendidikan 
dasar dan menengah formal, Nahdlatul Ulama telah memiliki sekitar 13 ribu satuan pendidikan 
mulai tingkat MI/SD, MTs/SMP, dan MA/SMA/SMK yang tersebar di 33 provinsi dan tidak 
kurang dari 450 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Melalui satuan pendidikan tersebut Nahdlatul 
Ulama membangun jutaan sumberdaya manusia Indonesia, khususnya warga Nahdlatul Ulama. 


Atas dasar itu, dalam rangka meningkatkan sumberdaya manusia Indonesia melalui bidang 
pendidikan, Nahdlatul Ulama melihat ada beberapa isu strategis yang menjadi landasan empiris 
perumusan Visi Pendidikan Nahdlatul Ulama Tahun 2015-2026, yaitu: 


1. Kesenjangan Mutu Pendidikan 


Problem terbesar pendidikan di Indonesia saat ini adalah kesenjangan mutu. Satuan 
pendidikan yang berada di perkotaan memiliki infrastruktur yang lebih baik (bermutu) di banding 
satuan pendidikan yang ada di pedesaan/daerah. Begitupula dengan satuan pendidikan swasta, 
kebanyakan kondisinya rata-rata masih di bawah satuan pendidikan negeri. Kesenjangan mutu 
pendidikan ini mengakibatkan terjadinya tindak diskriminasi yang dialami peserta didik di 
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pedesaan dan di satuan pendidikan swasta. Akibatnya daya saing sumberdaya manusia Indonesia 
tidak merata. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa program pembangunan dan peningkatan 
sumberdaya manusia Indonesia belum terlalu efektif menjangkau daerah pedesaan. Disparitas 
pembangunan antara desa dan kota masih sangat kentara. Fenomena urbanisasi pemuda desa ke 
kota (urban area) menjadi bukti dispartas pembangunan tersebut. 


2. Peluang Bonus Demografi 


Pada kurun tahun 2010-2035, Indonesia telah diprediksi akan menikmati bonus demografi, 
dimana jumlah pendudukusiaproduktif (kaum muda) jauh lebih banyak dibandingusianon produktif 
(257 tahun). Artinya rasio ketergantungan penduduk Indoensia mengalami penurunan. McKinsey 
Global Institutute (September, 2012) memprediksi ekonomi Indonesia akan mengalahkan Jerman 
dan Inggris pada tahun 2030 dengan memanfaatkan keuntungan bonus demografi. Dengan catatan 
kondisi tersebut harus ditopang dengan sumberdaya manusia Indonesia yang handal dan berdaya 
saing tinggi. Terlebih, pada saat itu mayoritas negara-negara di Eropa, Amerika, dan sebagian Asia 
mengalami kondisi sebaliknya. Beberapa Negara seperti Tiongkok, Korea Selatan, Singapura, 
dan Thailand terlebih dahulu menikmati bonus demografi dan berhasil memperoleh keuntungan 
ekonomis dengan memanfaatkan menurunnya rasio ketergantungan tersebut. 


3. Tantangan MEA dan HDI SDM Indonesia 


Pada Desember 2015 ini Indonesia akan menerapkan secara penuh Masyarakat Ekonomi 
Asean (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC). MEA yang akan diberlakukan pada 
akhir tahun 2015 ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan 
pengembangan budaya dengan berpijak pada 4 pilar MEA, yaitu: a) terbentuknya pasar dan basis 
produksi tunggal: b) kawasan berdaya saing tinggi: c) kawasan dengan pembangunan ekonomi 
yang merata, dan d) integrasi dengan perekonomian dunia. 


Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar, penerapan MEA ini merupakan peluang 
sekaligus ancaman bagi bangsa Indonesia. Jika elemen bangsa Indonesia siap bersaing di tingkat 
regional, maka bukan tidak mungkin diaspora bangsa Indonesia akan massif di Negara-negara 
Asean. Namun begitupula sebaliknya. Jika kita mengacu pada data Human Development Index 
(HDI) Indonesia yang dirilis oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 
2014, maka diketahui bahwa HDI Indonesia berada di peringkat 108 dari 187 negara, atau masuk 
kategori mediun human development, kalah bersaing dengan SDM dari Brunei Darussalam, 
Malaysia, dan Thailand yang masuk kategori high human development. Bahkan, masih berdasarkan 
data yang sama, posisi SDM Indonesia berada 99 tingkat di bawah Singapura yang kualitas SDM- 
nya masuk kategori very high human development (peringkat 9). 


Dengan demikian, maka kualitas sumberdaya manudia Indonesia pada saat MEA 
dilaksanakan masih tertinggal dengan beberapa Negara tetangga di ASEAN tersebut. Hal ini 
berpotensi menjadikan Indonesia sekedar sebagai pemasok bahan baku bagi industrialisasi di 
kawasan ASEAN. Bahkan, di tengah kondisi bonus demografi, justeru Indonesia akan kebanjiran 
aliran tenaga kerja asing (TKA) yang menggerus keberadaan dan keterlibatan Tenaga Kerja 
Indonesia (TKI) dalam persaingan dalam negeri dan luar negeri. Untuk itu diperlukan program 
strategis yang memprioritaskan upaya peningkatan sumberdaya manusia Indonesia. 


4. Ancaman Paham Radikal Keagamaan 


Dewasa ini, perkembangan gerakan radikal yang mengatasnamakan Islam di Indonesia 
semakin massif. Bahkan beberapa lembaga pendidikan terindikasi sudah terinfiltrasi dan menjadi 
tempat persemaian paham tersebut. Hal ini menyadarkan kita bahwa sasaran dari gerakan Islam 
radikal tidak lagi hanya menyasar pada kalangan mahasiswa di perguruan tinggi, tapi juga sudah 
massif menyasar kalangan siswa yang notabene berada di pendidikan dasar dan menengah. 


Keberadaan gerakan Islam radikal yang berorientasi mewujudkan Negara Syariat Islam 
ini merupakan ancaman nyata bagi keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan 


- 58 - 


KOMISI PROGRAM 


Pancasila. Bahkan juga menjadi ancaman bagi kemajemukan bangsa Indonesia yang selama ini 
menjadi pondasi kestabilan sosial dan budaya di kalangan bangsa Indonesia. Dengan demikian 
maka perlu dilakukan upaya revitalisasi lembaga pendidikan sebagai penangkal gerakan radikal 
yang mengatasnamakan agama. 


Berpijak pada 4 (empat) isu strategis di atas, maka visi Nahdlatul Ulama dalam dunia 
pendidikan (dasar dan menengah) pada kurun tahun 2015-2026 adalah Mewujudkan Pendidikan 
yang Unggul untuk Membentuk Manusia Berkepribadian Indonesia dan Berdaya Saing 
Internasional. Adapun rumusan program strategis yang relevan dengan perwujudan visi tersebut 
dalam kurun tahun 2015-2026 sebagai berikut sesuai dengan urutan skala prioritas: 


1. Peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah 


Program prioritas pertama yang dilaksanakan dalam kurun tahun 2015-2026 adalah 
meningkatkan kapasitas elemen pendidikan yang ada di lingkungan Nahdlatul Ulama, terutama 
pada satuan pendidikan yang berada di pedesaan. Orientasi pengembangan kapasitas satuan 
pendidikan ini berpijak pada kondisi mutakhir yang berkembang baik di dalam negeri maupun 
luar negeri. Hal ini sejalan dengan penuntasan wajib belajar 12 tahun. 


2. Modernisasi Pengelolaan Pendidikan 


Perluasan akses harus dibarengi dengan peningkatan mutu pengelolaan melalui upaya 
proses modernisasi prngelolaan di lingkungan pendidikan Nahdlatul Ulama, terutama yang berada 
di daerah pedesaan. Program pengembangan kapasitas dan modernisasi satuan pendidikan ini dapat 
dilaksanakan dalam bentuk berbagai kegiatan, seperti: pelatihan, pendidikan, pendampingan, dan 
kegiatan pemberdayaan lain yang relevan. 


3. Peningkatan Layanan Pendidikan yang Bermutu 


Tujuan program ini adalah memberikan pelayanan pendidikan bermutu yang bisa diakses 
semua masyarakat. Program ini dicapai melalui program peningkatan mutu melalui penjaminan 
mutu, menciptakan system informasi manajemen terpadu berbasis teknologi. Hal ini memudahkan 
peserta didik dan masyarakat untuk meningkatkan peran serta dalam proses pengelolaan satuan 
pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama. 


4. Penguatan Pendidikan karakter Awaja dan Ke NU an 


Program ini diarahkan untuk memperkuat karakter peserta didik berhaluan ahlissunnah wal 
jamaah yang dijiwai nilai-nilai dasar NU. Pendidikan karakter Aswaja dan Ke NUan dilakukan 
melalui proses transformasi dan internalisasi, tidak sekedar pengajaran tentang Aswaja dank e-NU 
an. Pelaksanaannya disusun dalam kerangka sistem pendidikan Aswaja dan Ke-NU-an mencakup 
sub sistem pengembangan kurikulum, proses, tenaga pendidik dan evaluasi serta supervisinya. 


5. Pengembangan Infrastruktur 


Upaya ini diharapkan akan mewujudkan satuan pendidikan yang ditopang dengan 
infrastruktur memadai untuk mencetak sumberdaya manusia yang berdaya saing regional maupun 
internasional . Untuk itu dalam program ini ada 3 (tiga) kegiatan pokok yang perlu dilaksanakan, 
yaitu: 1. Pemetaan infrastruktur seluruh satuan pendidikan yang ada di lingkungan Nahdlatul 
Ulama, 2. Menentukan skala prioritas daerah dan satuan pendidikan yang akan digarap terlebih 
dahulu, dan 3. Melaksanakan treatment dalam bentuk advokasi kebijakan atau pendanaan bagi 
satuan pendidikan untuk meningkatkan daya saing satuan pendidikan. 


6. Peningkatan Daya Saing Regional 


Prioritas keempat program strategis pendidikan Nahdlatul Ulama adalah penyetaraan 
kompetensi sumberdaya manusia dengan bangsa-bangsa lain, khususnya di tingkat regional 
ASEAN, dan umumnya di tingkat internasional (global). Program ini dilaksanakan dalam bentuk 
penguatan keunggulan local berbasis budaya local agar mampu diangkat di kancah internasional. 
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Yaitu keunggulan berupa prestasi internasional namun tetap mengakar dalam budaya local. Melalui 
program ini diharapkan peserta didik yang dihasilkan memiliki kebanggaan dan kompetensi yang 
relevan dan unggul di tingkat internasional. 


E. Budaya dan Politik 
a. Kearifan Lokal yang Tergerus 


Kebudayaan Nusantara sedang terkena gelombang “tsunami” arus budaya global yang 
masuk melalui pintu keterbukaan informasi. Daya serap masyarakat terhadap budaya global ini 
cenderung lebih cepat, dibanding dengan budaya lokal. Buktinya, adanya perubahan gaya hidup 
yang dipengaruhi penggunaan teknologi informasi. Satu misal, budaya silaturrahim yang biasanya 
dilakukan melalui bertatap muka, kini posisinya digantikan melalui teknologi media sosial, seperti 
whatsapp, facebook, twitter, dan sejenisnya. 


Hal lain yang juga hengkang dari realitas di lingkungan kita adalah budaya gotong royong. 
Dulu, budaya ini mengakar kuat dalam tradisi Nusantara. Sekarang hanya tinggal kenangan, sebab 
masyarakat sibuk dengan ambisi individualismenya masing-masing, dan mengukur segalanya 
dengan upah. Di desa, dewasa ini sangat sulit menemukan budaya gotong royong yang dilakukan 
oleh warga. Padahal, budaya gotong royong dahulu begitu akrab didengar di perdesaan. 


Misalnya, orang desa yang hendak memperbaiki kandang hewan peliharaan, hanya butuh 
kentongan sebagai alat bunyi yang menandakan bahwa keluarga tersebut sedang butuh bantuan. 
Ketika kentongan tersebut berbunyi, warga datang berhamburan untuk membantu. Kemudian, 
mereka berbaur bersama. Begitu akrab dan bersemangat tanpa berharap upah. Sekarang, budaya 
seperti ini sudah tidak jelas rimbanya. 


Perubahan ini juga terjadi di budaya petani. Saat ini sangat jarang sekali kita melihat petani 
menggunakan kerbau untuk membajak sawahnya. Sawah didominasi oleh “kerbau bermesin” alias 
traktor tangan, yang menurut anggapan petani lebih praktis dan lebih cepat. Modernisasi dalam 
kurun waktu yang tidak telalu lama, telah mengubah prilaku petani, dan bahkan secara signifikan 
menurunkan populasi kerbau di dunia. 


Penetrasi budaya global ini harus disikapi dengan arif. Globalisasi dan modernisasi sangat 
diperlukan dan bermanfaat bagi kemajuan, namun kita tidak boleh lengah dan terlena karena 
era keterbukaan dan kebebasan itu juga menimbulkan pengaruh negatif. Menolak globalisasi 
bukanlah pilihan tepat, karena itu berarti menghambat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Tetapi, perlu kecerdasan dalam menjaring dan menyaring efek globalisasi. Kemajuan teknologi 
informasi dan komunikasi harus dapat dimanfaatkan sebagai pelestari dan pengembang nilai-nilai 
budaya lokal. Jika tidak, maka upaya-upaya pembangunan jati diri bangsa Indonesia, termasuk di 
dalamnya penghargaan pada nilai-nilai kebudayaan, solidaritas sosial, kekeluargaan, dan rasa cinta 
tanah air akan terasa semakin memudar. 


Karena itu, NU sebagai organisasi sosial keagamaan harus bisa memainkan perannya 
secara signifikan dalam rangka menjaga dan melestarikan kebudayaan Nusantara. Jangan sampai 
aset kebudayaan yang begitu banyak dimiliki Indonesia pada masa lalu, hilang ditelan globalisasi 
budaya. Negara kita dikenal dengan negara multikultural, kita tidak ingin julukan ini hanya manis 
di masa lalu, namun sekarang kita hanya gigit jari karena kelalaian dalam menjaga kebudayaan 
tersebut. Di tengah kemajuan teknologi yang berkembang begitu pesat, NU harus mampu 
memainkan perannya secara siginifikan di bidang kebudayaan. Agar aset-aset kekayaan bangsa 
Indonesia tidak tergerus oleh budaya global, yang notabene banyak dipengaruhi budaya-budaya 
Barat. Terutama menyangkut kerekatan relasi sosial antarsesama bangsa. 


b. Budaya Pragmatisme Politik 
Budaya politik nasional kita terperosok dalam dekapan kapitalis birokrat yang lahir dari 
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rahim-rahim pragmatisme tanpa martabat dan idealisme. Hal demikian membuat publik miris 
untuk berpikir tentang masa depan Republik ini. 


Program kerja, janji, dan gagasan yang diucapkan ketika hendak menjadi wakil rakyat 
selalu saja diingkari setelah mereka duduk di birokrasi pemerintahan. Semua yang digembar- 
gemborkan dalam kampanye, menjadi kata tanpa laku. Orientasi kebijakan mereka pun selalu saja 
berbeda jauh dengan apa yang telah diidealkan. Keberadaan politisi dalam struktur pemerintahan 
dewasa ini cenderung selalu menempatkan diri di atas masyarakat. Mereka juga sering merasa 
lebih penting menjadi abdi negara dan kekuasaan, daripada menjadi pelayan atau abdi rakyat. 
Posisi birokrasi acap kali tidak membumi, dan malah menjauh dari realitas keseharian masyarakat. 
Hal itulah, yang telah membuat praktik birokrasi hanya melahirkan kesewenangan, elitisme, 
apatisme, dan antikerakyatan. Hal lain, praktek politik uang para kandidat selama pemilu dan 
pilkada, sampai praktik jual beli keputusan pemimpin, seperti dalam jaringan para calo anggaran, 
menunjukkan kenyataan vulgar bahwa politik kita merosot menjadi barang dagang dalam pasar 
kuasa. 


Praktik-praktik kenegaraan direduksi menjadi praktik-praktik personal demi kepentingan 
personal pula. Mewabahlah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Saling curiga merajalela, hilanglah 
persaudaraan kebangsaan. Tiada kepastian hukum, etika bernegara dan berbangsa ambruk. Rakyat 
pun krisis kepercayaan terhadap negara, partai politik, dan lembaga-lembaga publik. 


Ini mengakibatkan ongkos politik sangat mahal. Namun, biaya politik yang jauh lebih 
mahal dan merusak adalah perilaku para elite yang melakukan praktik transaksi kepentingan dan 
korupsi politik. Ekstraksi kekayaan negara untuk kepentingan politik direguk dengan berbagai 
cara, misalnya dana rumah aspirasi, dana sosialisasi, dan sebagainya. 


Sebagai pemilik Republik, NU perlu terus mendorong terwujudnya sistem dan tata-laku 
politik yang bermartabat, yaitu tata-laku mendapatkan dan mengelola kekuasaan berdasarkan tata 
nilai ideal kehidupan di mana terkandung moralitas, norma, dan hukum. 


Fungsi terpenting politik bermartabat antara lain mengangkat harkat martabat bangsa 
melalui pemenuhan hak-hak dasar publik, seperti yang dirumuskan konstitusi negara. Setiap 
pribadi yang terlibat sebagai penyelenggara negara, semestinya menjadi penerjemah yang cerdas 
dan arif serta pelaksana amanat konstitusi yang konsisten. 


c. Lemahnya Penegakan Hukum 


Di tengah situasi seperti itu, penegakan hukum yang diharapkan dapat menjadi penyelamat, 
malah menjadi tanda tanya besar. Institusi penting penegak hukum negara ini, yaitu antara Komisi 
Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tampak tidak harmonis, 
bahkan keduanya saling serang. Dukungan publik pun terbelah, ada yang dukung KPK dan ada 
pula yang dukung Kepolisian. Jika dibiarkan, ini berpotensi meluluhlantakkan marwah penegak 
dan penegakan hukum itu sendiri. 


Selain mengalami masalah pada profesionalisme dan integritas, penegakan hukum di 
Indonesia juga dikenal superlelet. Jalur yang rumit, disertai syarat-syarat birokratis yang panjang, 
menciptakan situasi yang tidak kondusif bagi program penegakan hukum yang efisien dan efektif. 
Jika dirunut secara kronologis, penyebab lambannya program penegakan hukum, khususnya 
pada konteks pemberantasan kasus korupsi, terletak pada hampir semua jajaran institusi penegak 
hukum, dari pengadilan hingga jaksa, menjadi eksekutor. 


Satu hal yang menggambarkan lambannya hukum bekerja dapat dilihat dalam kasus di mana 
banyak koruptor telah divonis bersalah oleh pengadilan, tetapi mereka tidak mendekam di penjara gara- 
gara gagalnya jaksa melakukan eksekusi putusan pengadilan. Padahal eksekusi putusan pengadilan 
merupakan bagian tak terpisahkan dari rangkaian proses penegakan hukum yang pelaksanaannya 
bersifat wajib. Andai aparat penegak hukum lalai melaksanakan kewajiban eksekusi, mereka bisa 
dianggap telah melawan hukum karena mengabaikan perintah undang-undang. 
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Dalam pemantauan ICW selama kurun waktu 10 tahun terakhir, ditemukan 49 terpidana 
kasus korupsi yang tidak dapat dieksekusi putusannya karena berbagai sebab. Selain melarikan diri 
alias DPO, beberapa di antara mereka tetap bisa bebas karena lambannya jaksa dalam melakukan 
eksekusi, sekaligus karena Mahkamah Agung belum mengirim salinan putusan yang bersifat tetap 
(inkracht). Hal ini sebagaimana Undang-Undang KUHAP menyatakan dalam pasal 270, bahwa 
pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh 
jaksa, yang untuk itu panitera mengirim salinan surat putusan kepadanya. 


Akibat gagalnya eksekusi putusan pengadilan dalam kasus korupsi tidak terbatas pada 
hilangnya kesempatan bagi pelaku korupsi untuk menjalani hukuman badan sebagai sebuah risiko 
yang harus ditanggung karena melakukan pidana korupsi, namun juga pupusnya peluang bagi 
negara untuk memaksimalkan penyelamatan keuangan negara. 


Pasalnya, vonis pengadilan dalam kasus korupsi sebagian besar berkaitan dengan dua hal, 
yakni vonis kurungan penjara dan pembayaran denda serta biaya pengganti kejahatan korupsi 
yang nilainya setara dengan jumlah uang yang telah dikorupsi oleh pelaku. Jika pelaku korupsi 
gagal dieksekusi, secara otomatis biaya pengganti dan dendanya juga luput dari eksekusi. 


Jika keadaan semacam ini dimintakan pertanggungjawabannya kepada penegak hukum, 
mereka akan saling lempar tanggung jawab. Kejaksaan akan menyalahkan MA yang lamban dalam 
mengirim salinan putusan. Demikian pula, MA akan menyalahkan kejaksaan karena tidak buru- 
buru melakukan eksekusi putusan. Tentu kebiasaan semacam ini tidak positif, terutama karena 
agenda pemberantasan korupsi telah menjadi kesepakatan nasional, yang semestinya menjadi 
komitmen bersama seluruh aparat penegak hukum. 


Bisa dikatakan, antara kejaksaan dan MA serta jajaran pengadilan di tingkat pertama 
memiliki porsi kesalahan yang hampir sepadan dalam hal eksekusi. Pada tingkat kejaksaan, 
agenda eksekusi putusan pengadilan tidak dicantumkan sebagai salah satu tolok ukur kinerja 
dalam pemberantasan korupsi. Kejaksaan masih berkutat pada jumlah perkara yang berhasil 
disidik dan dituntut, serta jumlah penyelamatan keuangan negara, tetapi tidak menyebutkan sama 
sekali jumlah kasus korupsi yang berhasil dieksekusi berdasarkan putusan pengadilan. 


Akibatnya, agenda pemberantasan korupsi yang seharusnya berujung pada eksekusi atas 
pelaku yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan menjadi antiklimaks. Seakan-akan, ketika jaksa 
sudah berhasil menyelesaikan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, maka penanganan 
kasus korupsi dianggap final. Sekadar mengingatkan, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Pasal 30 ayat (1) huruf b, dinyatakan 
bahwa salah satu tugas dan wewenang jaksa adalah melaksanakan penetapan hakim dan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 


Pada tingkat MA dan pengadilan tingkat pertama, soal yang membuat eksekusi menjadi 
lamban adalah karena proses penyusunan salinan putusan pengadilan berlangsung sangat lama. 
Dalam hitungan waktu, perjalanan salinan putusan dari MA ke pengadilan pertama hingga ke 
kejaksaan setempat yang akan mengeksekusi putusan dapat berlangsung berbulan-bulan hingga 
tahunan. 


Padahal dalam Surat Edaran MA Nomor 2 Tahun 2010, yang kemudian diperbarui menjadi 
SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang penyampaian salinan dan petikan putusan, dibatasi, paling 
lambat 14 hari kerja sejak putusan dibacakan, pengadilan harus menyerahkan salinan putusan. 
Namun, kenyataannya, meskipun sudah diatur sedemikian rupa, perjalanan salinan putusan dari 
pengadilan ke pihak terkait tetap seperti jalannya siput. 


Kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan dan harus segera dibenahi. Jika tidak, maka 
kulturalnya adalah masyarakat apatis terhadap nilai-nilai kebaikan karena ternyata keburukan yang 
terbukti jaya. Terjadilah keputusasaan kolektif atas cita-cita hidup yang ideal. Negara yang korup 
dan manipulatif terhadap nilai-nilai cenderung mendidik masyarakat bermental instan, egoistis, 
dan materialistis. Masyarakat pun menganggap nilai yang benar adalah nilai yang menguntungkan 
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dalam jangka pendek. Sikap pragmatis itu mendorong masyarakat meyakini kekerasan sebagai 
pilihan untuk menyelesaikan persoalan. Masyarakat berderap-derap melakukan demi bertahan 
hidup. Negara kehilangan martabat karena mangkir dalam berbagai persoalan publik. Negara telah 
kehilangan watak solider dan menjadi soliter (terasing dan menyendiri) karena kuasa kapital. 


EF. Lingkungan Hidup 


Pembangunan dan industrialisasi sebagai jawaban untuk mempermudah dan mempercepat 
persediaan segala jenis kebutuhan hidup manusia ternyata menyertakan dampak negatif yang 
luar biasa, yaitu berupa kerusakan alam atau lingkungan. Kerusakan di tingkat lokal seperti 
banjir, longsor, erosi pantai, intrusi air laut, pencemaran air tanah pemukiman, tanah menjadi 
tidak produktif: di tingkat nasional seperti kekeringan, pencemaran air sungai, kebakaran hutan, 
pencemaran minyak lepas pantai, dan di tingkat global seperti pemanasan global, penipisan lapisan 
ozon, hujan asam, desertifikasi, penurunan keanekaragaman hayati, pencemaran limbah B3, 
mengancam dan membahayakan kelangsungan hidup kita sendiri. Ini menjadi tantangan bersama 
seluruh umat manusia untuk merumuskan kembali kebijakan pembangunan dan industrialisasi 
yang ramah lingkungan dan di seluruh tingkatan: lokal, nasional, dan global. 


Kerusakan alam ini sama artinya dengan rusak dan hilangnya potens-potensi pembangunan, 
baik itu yang bersifat sosial, ekonomi, budaya, maupun keamanan. Contoh kasus, kerusakan 
hutan menjadikan Indonesia kehilangan beragam hewan dan tumbuhan yang selama ini menjadi 
kebanggaan bangsa. Lebih dari itu, hutan juga merupakan sumber kehidupan bagi sebagian rakyat. 
Hutan merupakan tempat penyedia makanan, penyedia obat-obatan serta menjadi tempat hidup 
bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Hilangnya hutan menyebabkan hilangnya sumber makanan 
dan obat-obatan. Hal ini berarti seiring dengan meningkatnya kerusakan hutan, maka semakin 
tingginya tingkat kemiskinan rakyat. Lebih dari itu, sebagian masyarakat miskin di Indonesia hidup 
berdampingan dengan hutan. Dengan kata lain, pembangunan dan industrialisasi yang ditujukan 
untuk kemaslahatan alih-alih yang terjadi adalah pemiskinan dan kian meningkatnya kemiskinan. 


Nahdlatul Ulama sebagai salah satu pemilik sekaligus pendiri bangsa ini bertanggung 
jawab untuk mengawal terwujudnya pembangunan dan industrialisai yang ramah lingkungan di 
negeri ini, yaitu pola pembangunan dan industrialisasi yang menjamin keberlanjutan lingkungan 
dan menjamin semakin sejahteranya rakyat Indonesia. 


G. Kehidupan Beragama-Berbangsa 


Merebaknya paham keagamaan transnasional di Indonesia sangat meresahkan masyarakat. 
Kelompok ekstrimis ada yang secara terang-terangan menolak Pancasila dan NKRI, ada pula 
yang menuduh kelompok keagamaan lain dengan tuduhan sesat, bid'ah, kurafat, syirik dan kafir. 
Kondisi ini menjadi ancaman serius bagi keharmonisan kehidupan beragama dan berbangsa. 


Pada zaman orde baru, ideologi ekstrimis sulit masuk dan berkembang di Indonesia, karena 
Pemerintah sangat ketat menjaga munculnya paham-paham yang dianggap dapat mengganggu 
stabilitas negara. Sejak era reformasi, atas nama kebebasan paham ekstrimisme berjubah agama 
sangat leluasa masuk di Indonesia. Berbagai kelompok keagamaan bermunculan, termasuk 
kelompok berjubah agama yang memiliki tujuan mengubah Negara Pancasila menjadi Khalifah 
Islam. Muncul pula kelompok ekstrimis yang pernah mengikuti pelatihan di Afganistan dan Moro. 
Selain itu, juga muncul kelompok radikal dari mahasiswa yang kuliah di Timur Tengah khususnya 
Arab Saudi dan mahasiswa yang kuliah di lembaga pendidikan yang didirikan oleh pihak Arab 
Saudi. Setelah selesai kuliah mereka getol menyebarkan ajaran Wahabi yang mudah menuduh 
bid'ah, syirik dan kafir. Kelompok radikal di Indonesia dapat dipetakan karakteristiknya menjadi 
beberapa kelompok: 
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1. Kelompok Takfiri 


Kelompok ini termasuk kelompok paling ekstrim. Kelompok ini paling mudah menganggap 
kelompok lain yang tidak sejalan dengan label kafir. Jika sudah kafir maka halal darahnya 
untuk dibunuh. Ideologi takfiri bersumber dari ajaran Wahabi yang berkembang di Arab Saudi. 


2. Kelompok Jihadi 


Ideologi takfiri menjadi pemicu lahirnya kelompok jihadi. Kelompok ini menganggap sistem 
Negara yang tidak menerapkan syariah Islam dianggap sebagai sistem kafir dan thogut. 
Kelompok ini melakukan gerakan jihad dengan kekuatan fisik terhadap Negara-negara yang 
dianggap sebagai musuhnya. Mereka melakukan teror dengan mengebom fasilitas umum dan 
penyerangan terhadap aparat kepolisian. Kelompok ini memiliki jaringan dengan gerakan 
radikal di Timur Tengah seperti ISIS dan al-Gaidah. 


3. Kelompok Siyasi 


Kelompok ini termasuk kelompok berideologi transnasional yang bergerak melalui jalur 
politik. Kelompok ini mendirikan partai politik dengan menggunakan simbol-simbol Islam. 
Kelompok Siyasi juga mendirikan ormas yang tujuannya mendirikan Khilafah Islam. Selain 
itu, kelompok ini juga melakukan rekrutmen kepada pelajar sekolah menengah atas dan 
perguruan tinggi. 


4. Kelompok Salafi 


Kelompok ini paling getol menyebarkan ajaran Wahabi yang mudah menuduh kelompok 
lain sebagai pelaku bid'ah, syirik dan khurafat. Kelompok ini sering melakukan penguasaan 
Masjid-masjid perkantoran untuk menyebarkan ideologinya. Mereka menganggap bid'ah 
kegiatan keagamaan seperti Maulud Nabi dan Isra” Mi'raj. Mereka menuduh orang yang ziarah 
kubur sebagai penyembah kuburan. Kelompok ini dalam penyebaran ajarannya menggunakan 
bebragai media baik media cetak, sosial media, radio maupun TV. 


Kehadiran kelompok-kelompok radikal ini sangat meresahkan masyarakat baik di 
perkotaan maupun di pedesaan. Pergerakan kelompok radikal yang anti Pancasila dapat menjadi 
ancaman bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, gerakan kelompok radikal 
menjadi tantangan bagi Pemerintah, aparat keamanan dan ormas-ormas yang setia pada NKRI. 
Dalam beberapa bulan terakhir terjadi beberapa peristiwa terkait gerakan radikalisme yang perlu 
diwaspadai khususnya bagi warga Nahdliyyin. 


Pertama, dampak radikalisme global telah menyeret warga Indonesia ikut bergabung dengan 
ISIS. Menurut pengamat teroris Sidney Jones, warga Negara Indonesia yang telah bergabung 
dengan ISIS sekitar 200-300 orang, sementara yang tewas dalam medan perang pada bulan Maret 
dan April 2015 ada 38 orang. Tentu hal ini sangat menyedihkan dan mengkhawatirkan bagi semua 
pihak. Jika tidak ada upaya preventif dari Pemerintah secara serius maka akan semakin bertambah 
banyak warga Indonesia yang bergabung dengan ISIS. 


Kedua, ada Warga Negara Indonesia yang bergabung dengan ISIS dan telah mendapatkan 
pelatihan militer di Suriah. Jika mereka balik ke Indonesia maka dipastikan akan memperjuangkan 
ideologinya yang membahayakan NKRI. Ketiga, kelompok keagamaan yang anti Pancasila telah 
berkembang di Indonesia. Karena itu, seharusnya ada tindakan tegas dari Pemerintah terhadap 
kelompok-kelompok keagamaan yang anti Pancasila. Keempat, kelompok-kelompok radikal 
semakin intensif melakukan penyesatan terhadap kelompok-kelompok tarekat di daerah-daerah. 
Di sini diperlukan tindakan perlindungan terhadap berbagai tarekat yang disesatkan. 


Kelima, kelompok radikal melalui ustadz-ustadznya sangat massif menyebarkan ajaran 
Wahabi dan sudah menyerang tradisi Nahdliyyin seperti tahlilan, yasinan, peringatan Maulid Nabi, 
peringata Isra” Mi'raj. Mereka sudah menggunakan media seperti TV, radio dan media sosial. 


Keenam, kelompok radikal telah memiliki sistem rekruitmen mulai dari sekolah umum 
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melalui kegiatan rohis, menguasai masjid-masjid perkantoran hingga kaderisasi melalui organisasi 
kampus. Mereka memberikan doktrin ajaran garis keras, eklusif dan anti Pancasila. Hal ini jika 
dibiarkan maka akan menjadi bom waktu yang sangat membahayakan masa depan NKRI. 


Ketujuh, banyaknya buku karya ulama aswaja yang direduksi oleh kelompok salafi-wahabi 
dengan cara membuang teks dan menjelaskan teks sesuai dengan ideologinya. Misalnya, Maktabah 
Syamilah sudah diedit sesuai dengan faham wahabi, kitab Riyadus Sholihin ditahgig dan disyarahi 
oleh Utsaimin yang berfaham wahabi, dan lain-lain. 


Dari fakta-fakta di atas maka sudah seharusnya PBNU menyiapkan strategi kolektif yang 
kordinasikan bersama Banom dan lembaga-lembaga untuk menghadapi tantangan kelompok 
radikal. Jika tidak maka ancaman kelompok radikal semakin nyata akan mengoyak keutuhan 
NKRI. Anak-anak muda NU yang gerah dengan merebaknya kelompok radikal di media sosial 
telah melakukan perlawanan terhadap mereka. Jika perlawanan terhadap kelompok radikal dapat 
dikordinasikan dengan baik di semua lini mulai dari Banom, Lembaga dan kepengurusan NU 
dari pusat hingga daerah maka akan menjadi benteng tangguh untuk menjaga tradisi Nahdliyyin 
dan keutuhan NKRI. Teringat magalah, al-haggu bila nidhamin yaghlibuhu al-batil bi-nidham 
artinya kebenaran yang tidak terorganisir dengan baik maka akana dikalahkan oleh kebatilan yang 
diorganisir dengan baik. 


1.2. Internasional 
A. Konflik Internasional 


Pergesaran politik dunia akibat gelombang globalisasi memberi dampak besar bagi dunia 
Islam. Arab Spring (musim semi radikalisme) yang lebih tepat disebut sebagai Arab disarter 
(bencana Arab) yang digerakkan kelompok Islam radikal, menimpa hampir semua Negara Timur 
Tengah maupun Asia Tengah, yang berakibat tergusurnya kekuatan Islam Ahlussunnah wal 
Jamaah, mulai dari Libiya, Sudan, Mesir, Tunisia, Yaman, Lebanon, Irak dan Syiria. Demikin juga 
kawasan Asia Tengah dan Asia Selatan seperti Afghanistan, Tajikistan, dan Uzbekistan. 


Gelombang itu juga merambah ke kawasan Asia Selatan seperti Pakistan dan Bangladesh 
termasuk India. Kekuatau ideologi salafi Wahabi, Ikhwanul Muslimin, termasuk ISIS mulai 
medominasi kawasan itu, sehingga negeri itu diwarnai dengan berbagai ketegangan, kekerasan 
yang berujung pada peperangan. Sebaliknya kelompok Ahlussunah wal Jamaah yang selama ini 
berperan sebagai penjaga keseimbangan di kawasan itu semakin terpinggirkan, sehingga tidak 
bisa mengambil peran. Hanya Ahlussunah wal Jamaah di Indonesia yang cukup kokoh, karena 
diorganisai secara ketat dan rapi dalam organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Kekuatan ini tidak hanya 
berhasil menjaga Aswaja, tetapi juga berhasil menjaga stabilitas sosila dan politik di kawasan Asia 
Tenggara. 


Saat ini para tokoh dan ulama Ahlussunnah wal Jamaah dunia sangat berharap Nahdlatul 
Ulama tampil sebagai penopang Ahlussunah wal Jamaah dunia. Mereka juga mulai belajar 
mengenai strategi mengorganisasikan Ahlussunah wal Jamaah sebagai sebuah kekuatan sosial. 
Selain itu peran historis NU sebagai penyelamatan kebangsaan bermazhab di Haramain, serta 
menyelamatkan Makam Nabi dalam Komite Hijaz 1926 mulai diperhitungkan kembali. Mereka 
berharap saat ini ketika Timur Tengah mengalami krisis, NU bisa mengambil perannya kembali 
di kancah dunia. Melihat harapan Dunia Islam yang sedemikian besar pada NU ini, tidak ada lain 
bagi NU untuk menjalankan amanah besar masyarakat dunia. 


Oleh karena itu, perlu agenda mendesak untuk solusi masalah dan jalan keluar secara damai 
dan produktif bagi para pihak yang terlibat, di antaranya: 


e NU perlu mendesak negara-negara muslim yang terlibat konflik tidak melakukan intervensi 
dan ikut campur tangan urusan dalam negeri negara lain. Juga negara tidak dapat dibenarkan. 
baik secara sendiri maupun secara bersama melakukan provokasi dan/atau tindakan militer 


EN 


HASIL-HASIL MUKTAMAR NU KE-33 


terhadap negara lain, sesuai prinsip Dasasila Bandung, Gerakan Non Blok, dan Prinsip 
anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI). Kecuali dibenarkan menurut ketentuan hukum 
internasional dan/atau berdasarkan mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). NU mengajak 
negara-negara muslim dan para pihak yang terlibat konflik untuk segera duduk berunding 
melakukan resolusi konflik dan rekonsiliasi sosial. 


e NU mendesak negara-negara muslim dan para pihak yang terlibat konflik untuk mengefektifkan 
solusi masalah dan jalan keluar secara damai. NU mendesak OKI untuk serius dan aktif 
memediasi konflik secara damai, baik konflik antar negara maupun konflik horizontal. Untuk 
itu, dibutuhkan institusi permanen dalam OKI dan organisasi-organisasi Islam lainnya institusi 
khusus untuk menangani berbagai konflik melalui mediasi, resolusi, dan rekonsiliasi. 


B. Gerakan Lintas-Batas Negara 


Semakin berkembangnya gerakan lintas-batas negara (transnational movement) yang 
membawa, mengatasnamakan dan/atau membajak nama Islam hakekatnya adalah suatu petualangan 
politik praktis tanpa strategi. Hakekatnya kelompok ini adalah gerakan sempalan (splinter groups) 
yang lepas dan terpisah dari arus utama ummat (mainstream/aamatul ummah). Gerakan sempalan 
ini memiliki karakteristik ajaran yang ekstrim keras (tathorruf), berlebih-lebihan (ghuluw), 
tertutup, dan intoleran. Gerakan ini menuntut monoloyalitas penuh, hijrah dan memisahkan diri 
secara sosial, mengafirkan orang diluar kelompoknya (takfiri), dan mendistorsi makna jihad 
menjadi semata perang dan membunuh (gotl/gital). Gerakan ekstrimis transnasional ini memiliki 
agenda politik pragmatis, sempit, dan tanpa strategi masa depan. Bahkan gerakan yang sering 
membawa nama Islam ini justeru sering merugikan perjuangan umat dan mencemarkan nama baik 
Islam secara keseluruhan. 


Sebagai pemilik sah NKRI, NU perlu mendorong pemerintah dan organisasi Islam (jamiyah) 
untuk terus memperkuat dan mengkonsolidasikan mainstream umat (jama'atul ummah aammah) 
sebagai kekuatan moderasi (ummatan wasatho). Konsolidasi dapat dilakukan oleh pemerintah dan 
organisasi Islam, baik secara sendiri maupun secara bersama, dalam bentuk kegiatan, antara lain: 


e Memperkuat kewaspadaan dan daya tolak ummat terhadap segala bentuk radikalisme ekstrim 
dan terorisme, 


e Melakukan pencegahan dini terhadap segala bentuk potensi konflik yang dapat menjadi lahan 
subur dan berkembang-biaknyaradikalisme ekstrim dan terorisme, 


e Mengefektifkan usaha-usaha deradikalisasi melalui pembinaan dan treatmen khususserta 
menyiapkan bahan-bahan pendukungnya, 


e Memperkuat sinergi kegiatan dan penguatan programmelalui kerjasama antarpemerintah 
dengan organisasi Islam, 


e Membangun aliansi dan kerjasama internasional untuk menangkal segala bentuk radikalisme 
ekstrim, terorisme, dan ancaman kekerasan yang mengatas-namakan Islam dan kaum muslimin. 


C. Meningkatnya Propaganda Anti-Aswaja 


Pada beberapa tahun terakhir, propaganda anti Aswaja melalui fitnah insinuatif yang tidak 
benar dan menyesatkan semakin menguat. Fitnah dan tuduhan ini terus meningkat dan berkembang 
melalui berbagai media. Fitnah dan tuduhan itu mulai dari tingkat ajaran (akidah, syariah, dan 
tasawuf) dan kebudayaan. Pada tingkat ajaran, fitnah dan tuduhan bahwa Aswaja an-Nahdliyah 
adalah faham yang menyimpang dari ajaran Islam yang benar, dan kaum Nahdliyyin sebagai 
ahli bid'ah yang sesat dan menyesatkan (ahlu zaighi wal bida' dan dhollun mudhillun). Pada 
tingkat kebudayaan, tuduhannya bahwa kaum nahdliyin adalah tradisional yang belum mendapat 
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sentuhan modern, symbol kemunduran, dan tidak dapat mendorong kemajuan. Fitnah dan tuduhan 
ini ditebarkan melalui berbagai media dengan sumber yang beraneka ragam. 


Berbagai fitnah tersebut perlu dijawab secara progresif dengan langkah-langkah yang 
sistematis, antara lain: 


e# Perlu merekonstruksi kembali teologi Aswaja an-Nahdliyah untuk merespon dan memenuhi 
kebutuhan dunia baru di masa depan, baik dari segi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi. 


e Melakukan boosting mengangkat Aswaja an-Nahdliyah sebagai ikon Islam rahmatan lil 
alamien melalui kerjasama dengan berbagai jaringan media nasional maupun internasional, 


e Menyiapkan barisan khusus yang rapi dan berdisiplin dengan kemampuan ilmu dan agama 
yang tinggi. Barisan ini penting untuk menjawab dan mengimbangi kritik dan serangan 
terhadap Aswaja an-Nahdliyah, 


e Memperkuat konsolidasi dakwah ajaran Aswaja an-Nahdliyah sebagai ajaran Islam rahmatan 
lil alamien yang terbuka, inklusif, dan toleran sebagaimana diteladankan oleh Nabi Besar 
Muhammad SAW: 


e Membangun citra positif Aswaja dan kaum nahdliyyin menjadi pelopor gerakan juru damai 
Islam pemberi rahmat bagi alam semesta (rahmatan lil alamien) dengan dakwah melalui 
komunikasi visual yangpositif diberbagai media massa, baik cetak maupun elektronik. 


II. ANALISIS INTERNAL NU 
2.1. Nilai-Nilai Perjuangan Kemasyarakatan dan Kebangsaan 
A. Landasan Berfikir dan Bertindak 


NU, sebagai organisasi massa besar, hidup dalam konteks nasional dan global. Oleh 
karenanya, NU harus dapat menyesuaikan tuntutan zaman namun tidak kehilangan jati dirinya. 
NU perlu kian memantapkan landasan cara berfikir dan bersikap yang mampu menjawab 
perkembangan permasalahan umat. Landasan berfikir, bersikap, dan bertindak bagi warga NU 
yang harus tercermin dalam tingkah laku perorangan maupun organisasi serta dalam setiap proses 
pengambilan keputusan. Ini berarti bahwa pikiran, sikap, dan tindakan warga NU, baik secara 
perorangan maupun organisatoris harus berdasarkan atas khittah Nahdliyah ini. Adanya Khittah 
NU dimaksudkan untuk mengetahui jati diri NU yang sesungguhnya. 


Dengan landasan ini, NU akan dapat diterima semua kalangan masyarakat sebagai cermin 
Islam rahmatan lil alamin. Landasan berfikir dan bertindak warga NU sebagai berikut, 


1. Tawasuth dan I tidal (moderat dan teguh) 


Memilih sikap tengah yang tidak ekstrim (tatharruf) kanan atau kiri. Sikap tengah-tengah 
disertai keteguhan hati dalam memegang prinsip, dengan demikian bersikap tengah bukan 
berarti tidak punya prinsip. Landasan bersikap dan bertindak lurus dalam konteks membangun 
serta menghindari segala bentuk pendekatan yang bersifat tatharruf (ekstrim). Nahdlatul Ulama 
dengan sikap dasar ini akan selalu menjadi kelompok panutan yang bisa ngemong dan luwes 
kepada semua golongan. 


2. Tasamuh (Toleran) 


NU menganggap perbedaan adalah keniscayaan. Tidak ada yang salah dengan beda. Fakta 
keanekaragaman agama maupun budaya yang ada dalam kehidupan sosial, adalah sabda alam 
atau kehendak Allah untuk mendinamisir kehidupan menuju kesempurnaan ciptaan.Menyikapi 
perbedaanlah yang sering menimbulkan masalah. Karena itu NU dalam menyikapi perbedaan 
menjadikan tasamuh sebagai landasan. Sikap toleran terhadap perbedaan, baik dalam masalah 
keagamaan, terutama dalam hal-hal yang bersifat furu' atau menjadi masalah khilafiyah, dan 
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dalam masalah khilafiyah itu sendiri, serta dalam masalah kemasyarakatan dan kebudayaan. 
Sikap toleran menuntut adanya upaya mencari titik-temu, bukan titik-beda. Berangkat dari 
titik-temu tersebut kemudian dikembangkan persaudaraan (ukhuwwah), baik persaudaraan 
seagama, sebangsa, maupun semanusia. 


3. Tawazun (seimbang) 


Landasan sikap seimbang diterapkan dalam semua bidang. Seimbang dalam penggunaan 
wahyu dan akal dalam memahami teks keagamaan. Sikap seimbang dalam berkhidmah, 
menyerasikan kepada Allah Swt., khidmah sesama manusia, serta kepada lingkungan hidupnya. 
Menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini dan masa mendatang. Juga menjaga 
keseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban sebaga individu, masyarakat, warga Negara dan 
pergaulan dunia. Dengan landasan keseimbangan ini tidak boleh bersikap berlebihan dalam 
satu sisi dan mengabaikan pertimbangan lainnya. 


4. Amar Ma 'ruf Nahi Munkar 


Landasan sikap ini berarti selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan baik, berguna 
dan bermanfaat bagi kehidupan bersama, serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat 
menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan. Prinsip nahi munkar di NU dilakukan 
secara makruf, dalam kerangka tetap menjaga harkat dan martabat kemanusiaan. Di mulai 
dari diri, hal yang kecil, lingkungan dekat, menjauh dan sekarang juga. Kedua sendi amar 
makruf dan nahi munkar ini mutlak diperlukan untuk menopang kebahagiaan lahiriah dan 
bathiniyah dapat tercapai. 


B. Mabadi Khoiri Ummah 


Mabadi Khairi Ummah merupakan langkah mendasar pembentukan umat terbaik. Mabadi 
Khairi Ummah sebagai gerakan yang dilakukan NU untuk pembentukan “umat terbaik” (Khairi 
Ummah) yaitu suatu umat yang mampu melaksanakan tugas-tugas membangun peradaban 
di muka bumi dalam kerangka terwujudnya tata kehidupan yang diridlai Allah SWT. sesuai 
dengan cita-cita NU. Tatanan kehidupan yang memiliki kepakaan tinggi terhadap kondisi 
diri dan lingkungan dengan membudayakan amar makruf nahi munkar. Amar makruf dan nahi 
munkar di NU diupayakan untuk bersama-sama membangun peradaban menuju ridla Allah SWT 
yanga didasari rasa tarahum bainahum (saling mengasihi diantara sesama). Nahi munkar, adalah 
menolak dan mencegah segala hal yang dapat merugikan, merusak dan merendahkan, nilai-nilai 
kehidupan. Prinsip dasar ini bagi warga NU -baik sebagai individu maupun organisasi- dijadikan 
dasar pijakan dan memberikan arah tindakan dalam menyikapi semua persoalan baik organisatoris 
maupun bermasyarakat, bangsa dan bernegara. Karena itu implementasinya harus dilembagakan 
dalam sistem tindakan yang operasional. Prinsip dasar yang melandasinya disebut “Mabadi 
Khairi Ummah”. 


1. As-Shidgu (Jujur) 


Prinsip dasar ini mengandung arti kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan 
keterbukaan. Hal ini menunjukkan bahwa sikap dan tindakan NU harus melalui seleksi ketat dan 
lolos dari aspek kejujuaran. Kejujuran dalam niat, ucapan, tindakan dan keyakinan. Kejujuran 
dalam niat untuk memastikan apa yang dilakukan didorong oleh niat yang baik untuk mencapai 
ridIa Allah SWT (ihklas). Jujur dalam ucapan memastikan apa yang ucapkan sesuai dengan 
niat dan dilakukan dengan cara yang baik. Kejujuran/kebenaran adalah satunya kata dengan 
perbuatan, ucapan dengan pikiran. Apa yang diucapkan sama dengan yang di batin. Jujur dalam 
hal ini berarti tidak plinplan dan tidak dengan sengaja memutarbalikkan fakta atau memberikan 
informasi yang menyesatkan. Dan tentu saja jujur pada diri sendiri. 


Dengan prinsip dasar ini pula seseorang harus menghindar dari, berbohong, manipulasi 
fakta dan data, licik, berfikir jahat, menginginkan kejahatan, bermaksud jahat sekalipun dengan 
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melakukan kebaikan. Kejujuran juga menghendaki tidak adanya sifat pragmatis mengabaikan 
prisnip, apalagi mengorbankan kepentingan umat demi kepentingan sendiri. 


2. Al-Amanah wal-Wafa bil “Ahd (Amanah dan menepati janji) 


Butir ini memuat dua istilah yang saling terkait, yakni al-amanah dan al-wafa' bil 'ahdi. 
Prinsip amanah lebih umum meliputi semua tugas, tanggung jawab dan wewenang yang harus 
dilaksanakan, baik ada perjanjian maupun tidak. Sedang al-wafa”' bil 'ahdi hanya berkaitan dengan 
perjanjian. Kedua istilah ini digabungkan untuk memperoleh satu kesatuan pengertian yang 
meliputi: dapat dipercaya, setia dan tepat janji. Dapat dipercaya adalah sifat yang diletakkan 
pada seseorang yang dapat melaksanakan semua tugas, tangggungjawab dan wewenang 
yang dimilikinya, baik yang bersifat diniyah maupun ijtima'iyyah. Dengan sifat ini orang 
menghindar dari segala bentuk pembiaran, pengabaian tugas dan tanggungjawab serta penyalah- 
gunaan wewenang dan jabatan. Tugas dan tanggung jawab baik sebagai pribadi maupun pemegang 
suatu jabatan. Karena pada hakekatnya setiap manusia adalah pemimpin. 


Sifat dapat dipercaya, setia, komitmen, dan dedikasi terhadap tugas serta menepati janji 
menjamin integritas pribadi dalam menjalankan tanggungjawab dan wewenang. Sedangkan al- 
amanah wal wafa bil 'ahdi itu sendiri, bersama-sama dengan ash-shidgu, secara umum menjadi 
ukuran kredibilitas yang tinggi di hadapan pihak lain: satu syarat penting dalam membangun 
berbagai kerjasama. 


3. Al- Adalah (bersikap adil) 


Bersikap adil (al-“adalah) mengandung pengertian obyektif, proposional dan taat asas. 
Butir ini mengharuskan orang berpegang kepada kebenaran obyektif dan menempatkan segala 
sesuatu pada tempatnya secara proposional. Sentimen pribadi, emosi, dan kepentingan egosentris 
tidak boleh menjauh dari bersikap adil. Baik adil kepada diri sendiri, maupun orang lain, organisasi 
maupun kelompok. Penyimpangan terhadap sikap adil akan dapat menjerumuskan seseorang 
kepada kesalahan fatal dalam mengambil sikap terhadap suatu persolan. 


Kekacauan tatanan kehidupan rusak disebabkan karena ketiadaan siakap adil ini. Perlakuan 
yang tidak sama di depan hukum, hukum diperlakukan tajam kepada orang bawah tumpul ke atas. 
Hukum dijalankan menurut kepentingan orang yang berkuasa. Kepercayaan public kepada hukum 
menurun, masyarakatpun main hakim sendiri. Tatanan kehidupan menjadi berantakan. 


Sikap adil juga diperlukan dalam menyikapi perbedaan, konflik, dan perselisihan di antara 
beberapa pihak. Potensi kekacauan bisa dikendalikan dengan sikap adil. 


Buntutnya sudah tentu adalah kekeliruan bertindak yang bukan saja tidak menyelesaikan 
masalah, tetapi bahkan menambah-nambah keruwetan. Lebih-lebih jika persolan menyangkut 
perselisihan atau pertentangan di antara berbagai pihak. Dengan sikap obyektif dan proporsional 
distorsi semacam ini dapat dihindarkan. 


Implikasi lain dari al-'adalah adalah kesetiaan kepada aturan main (correct), rasionalitas 
dan kejernihan berfikir. Dalam perbuatan keputusan, termasuk dalam alokasi sumberdaya dan tugas 
(the right man on the right place). “Kebijakan” memang sering kali diperlukan dalam mengangani 
masalah-masalah tertentu. Tetapi semuanya harus tetap di atas landasan (asas) bertindak yang 
disepakati bersama. 


4. At-Ta 'awun (gotong royong) 


At-ta'awun merupakan sendi utama dalam tata kehidupan masyarakat: manusia tidak dapat 
hidup sendiri tanpa bantuan pihak lain. Pengertia ta'awun meliputi tolong menolong, setia 
kawan dan gotong royong dalam kebaikan dan tagwa. Imam al-Mawardi mengaitkan 
pengertia al-birr (kebaikan) dengan kerelaan manusia dan tagwa dengan ridla Allah SWT. 
Memperoleh keduanya berarti memperoleh kebahagiaan yang sempurna. Ta'awun juga 
mengandung pengertian timbal balik dari masing-masing pihak untuk memberi dan menerima. 
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Oleh karena itu, sikap ta'awun mendorong setiap orang untuk berusaha dan bersikap kreatif 
agar dapat memiliki sesuatu yang dapat disumbangkan kepada orang lain dan kepada 
kepentingan bersama. 


“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 
jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada 
Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (OS. Al-Maidah (5|: 2) 


5. Istigamah (konsisten) 


Istigamah mengandung pengertian ajeg-jejeg, berkesinambungan, dan berkelanjutan. Ajeg- 
jejeg artinya tetap dan tidak bergeser dari jalur (tharigah) sesuai dengan ketentuan Allah SWT 
dan rasul-Nya, tuntunan yang diberikan oleh salafus shalih dan aturan main serta rencana-rencana 
yang disepakati bersama. Perwujudan orang yang istigamah adalah orang yang selalu konsisten 
baik dalam kondisa apapun. Dalam keadaan susah, gembira tetap menampilkan orang baik secara 
adat maupun syara”. Kesinambungan artinya keterkaitan antara satu kegiatan dengan kegaiatan 
yang lain dan antara satu periode dengan periode yang lain sehingga kesemuanya merupakan satu 
kesatuan yang tak terpisahkan dan saling menopang seperti sebuah bangunan. 


Sedangkan makna berkelanjutan adalah bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut 
merupakan proses yang berlangsung terus-menerus tanpa mengalami kemandekan, merupakan 
suatu proses maju, bukannya berjalan di tempat. 


2.2. Kekuatan NU 


Sebagai pendiri republik, NU memiliki kekuatan endogen yang terinternasilasi dan 
terbentuk oleh proses waktu dan sejarah, terutama kontribusinya didalam mempertahankan 
dan loyalitasnya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena loyalitas dan 
kesetiannya itu NU mendapatkan dukungan yang luar biasa dari masyarakat. Tak heran hingga hari 
ini masyarakat muslim yang mengasosiakan diri sebagai bagian dari atau jamaah NU jumlahnya 
masih sangat dominan. 


Jumlah massa NU diperkirakan 85 juta jiwa tersebar seluruh Indonesia di bawah 
kepengurusan 33 wilayah dan 400 cabang serta ribuan anak cabang dan ranting, serta yang bernaung 
pada 7 Pengurus Cabang Istimewa NU di luar negeri: Saudi Arabia, Mesir, Syiria, Sudan, Inggris, 
Malaysia dan Australia/New Zealand merupakan potensi bangsa yang sangat besar. 


Menurut Hasil exit poll Lembaga Pollser yang kredibel dan ternama di Indonesia, seperti 
LP3ES, Lembaga Survey Indonesia (LSI), Lingkaran Survey Indonesia, dan Kompas pada pemilu 
tahun 2009 dengan sampel rata-rata 10000 sampel, dengan jangkauan Nasional (Nationwide) 
memperlihatkan data bahwa jumlah warga NU berada pada rentang 424 dari tolal jumlah pemilih 
170 juta , maka jumlah warga NU setara dengan kurang lebih 85 juta, sementara jumlah warga 
Muhammadiyah berada pada rentang 9”o, setara dengan kurang lebih 16 Juta. 


Kesimpulan yang bisa diambil dari data di atas, menggambarkan bahwa sebagian besar 
masyarakat muslim di Indonesia masih menjadikan organisasi keagamaan sebagai sumber rujukan 
dan sumber pegangan dalam kehidupan beragama, berbangsa bernegara. 


Disamping kekuatan dari sisi jumlah pengikut, NU juga memiliki kekuatan sejarah, 
yaitu sebagai salah ormas pendiri (muasis) republik. Kondisi inilah yang menyebabkan posisi 
kelembagaan NU baik dari sisi politik, budaya, maupun agama, sangatlah kokoh. NU muncul 
sebagai pusat keseimbangan strategis, yang mampu menopang paham keagamaan Ahlussunah 
wal Jamaah maupun paham kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Adalah 
sangat wajar banyak kalangan strategis di level nasional maupun internasional menganggap 
NU sebagi The Pillar Of The Nation, pilar penyangga bangsa. Posisi NU mampu memperkecil 
ruang gerak kelompok al-Mutassiddun, kelompok yang menghendaki Indonesia menjadi negara 


2 TN 


KOMISI PROGRAM 


daulah Islamiyah dengan syaraiat Islam sebagai landasan dasar hukuman nasional, dan kelompok- 
kelompok al-mutasyahilun, kelompok yang menghendaki Indonesiasi menjadi negara sekuler 
murni dengan menafikan unsur agama dalam penyelenggaraan negara dan bangsa. 


NU juga memiliki kekuatan organisasi yang terstruktur dari Pusat hingga desa-desa/ 
ranting. Juga memiliki 21 Pengurus Cabang Istimewa (PCI) di luar negeri. Struktur NU dari semua 
tingkatan ini, memiliki derajat legitimasi yang kuat karena dilakukan pergantian kepengurusan 
secara periodik, sesuai dengan aturan AD/ART NU. Keberadaan struktur diperkuat dengan 
pusat pelayanan pendidikan, kesehatan, maupun sosial, termasuk eksistensi ribuan pesantren, 
yang merupakan sumber mata air pengetahuan dan memiliki pengaruh besar dalam membentuk 
watak keberagamaan yang tawasut, tasamuh, dan tawazun di mana telah berlangsung berabad- 
abad. Tidak saja sebagai kekuatan agama, pesantren juga menjadi sentrum gerakan budaya, yang 
mengakomodasikan antar budaya Islam dengan budaya nusantara. NU memayungi secara kultural 
lembaga pendidikan pesantren, sebagai basis NU yang tetap eksis mempertahankan khasanah 
keilmuan NU dan kemandirian ekonomi, politik dan kebudayaan. 


Kekuatan lainnya adalah berkembangnya pemikiran segar dan maju di kalangan generasi 
muda NU yang tetap berpijak kepada tradisi keilmuan NU. Wacana HAM, anti korupsi, pluralisme 
dan demokrasi yang dikembangkan NU telah memperoleh simpati dan dukungan dari semua pihak. 
NU dikenal sebagai kekuatan moderat yang dapat memayungi serta melindungi hak-hak kaum 
minoritas. Hal ini membawa dukungan dari jaringan agama dan kelompok masyarakat lainnya 
kepada NU. 


Sebagai organisasi, NU mempunyai pengalaman sosial politik yang panjang sejalan 
dengan perkembangan politik, sosial dan kenegaraan di Indonesia sebelum kemerdekaan hingga 
saat ini. NU memiliki komitmen kebangsaan yang kuat yang akan membuka peluang kerjasama 
dengan pihak lain untuk terus membangun Indonesia menuju cita-cita kemerdekaan. Lebih dari itu, 
organisasi NU sudah diperhitungkan di kancah nasional dan juga internasional. Pola keberagamaan 
Islam ala NU telah menjadi rujukan kelslaman global. 


2.3. Capaian Program 


PBNU masa khidmad 2010-2015 telah melaksanakan beberapa program yang dapat 
dilaporkan sebagai berikut: 


1. Nahdlatul Ulama sebagai ormas Islam yang berfaham Ahlussunah wal Jamaah, telah bergerak 
cepat melakukan aksi penyadaran, baik di ranah struktural maupun kultural dalam bentuk 
dakwah dan penguatan faham ke-NU-an serta menjaga keutuhan NKRI. Hal ini dilakukan 
untuk mengatasi maraknya ideologi keagamaan radikal yang dilakukan oleh kelompok- 
kelompok tertentu, dalam beberapa tahun terakhir, sudah dirasakan sangat mengkhawatirkan 
terhadap keberagamaan dan keutuhan NKRI. 


2. Memfasilitasi beasiswa pendidikan ke luar negeri, mulai dari S1, S2, hingga S3. Hingga tahun 
2015, sedikitnya 300 kader muda NU telah menerima beasiswa pendidikan ke luar negeri ke 
beberapa Negara: Australia 10 mahasiswa, Amerika Serikat 5 mahasiswa, Rusia 50 mahasiswa, 
Maroko 30 mahasiswa, Sudan 20 mahasiswa, serta puluhan mahasiswa ke Mesir dan Negara- 
negara lainnya. Semua mahasiswa tersebut mendapatkan beasiswa gratis untuk belajar sampai 
mendapatkan apa yang dicita-citakannya. 


3. Memberikan beasiswa kepada pelajar dari luar negeri untuk mempelajari Islam Nusantara, 
yaitu 40 orang dari Pattani, Thailand, dan 20 orang dari Afghanistan. 


4. Membangun sistem pengelolaan aset dan menertibkan administrasi asset-aset yang dimiliki 
Nahdlatul Ulama, khususnya tanah dan bangunan . Untuk itu telah dibentuk Lembaga 
Pengembangan Aset Nahdlatul Ulama dan telah bekerja dengan hasil yang menggembirakan. 
Beberapa asset NU yang sudah berhasil dikembalikan atas nama NU dengan badan hukum 


Er Na 


HASIL-HASIL MUKTAMAR NU KE-33 


Perkumpulan diantaranya : 

a. Rumah Sakit Islam (RSI) Surabaya 

b. Rumah Sakit Islam (RSI) Demak 

c. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Tuban 

d. Sertifikat tanah gedung PBNU 

e. Sertifkat tanah Parung (STAINU) 

f. Tanah Kawi-Kawi di Jakarta Pusat (sedang dalam proses sertifikasi). 


5. PBNU telah berhasil memperjuangkan keluarnya ijin operasi sejumlah Perguruan Tinggi 
Nahdlatul Ulama (PTNU) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Jumlah PTNU 
yang telah keluar ijin operasinya itu sebanyak 23 PTNU dengan rincian sebagai berikut: 


a) 11 PTNU telah mendapatkan izin dari Kemendikbud RI yang semuanya masih dalam 
bentuk penguasaan pihak Yayasan, 


b) 12 PTNU sudah dalam berbentuk Badan Perkumpulan NU. 


Kebijakan PBNU tentang PTNU yaitu, “seluruh PTNU yang proses perijinannya lewat PBNU 
harus berbentuk badan hukum perkumpulan NU, bukan dalam bentuk yayasan yang berujung 
pada kepemilikan pribadi. 


6. Melakukan kordinasi, konsolidasi dan memberikan bimbingan tehnik kepada Rumah Sakit 
NU, di antaranya Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama (RSI NU) Demak dan Tuban. PBNU 
juga memfasilitasi tersalurkannya bantuan alat kesehatan dari pihak luar, di antaranya untuk 
RSI Kajen, Pati, Jawa Tengah. 


7. Merintis kerjasama dengan pihak terkait baik di dalam maupun luar negeri, antara lain: 


a. Penandatanganan nota kesepahaman kerjasama dengan beberapa badan usaha, baik milik 
daerah maupun milik Negara, pelaku usaha swasta (Bumi Hijau Lestari, Bank Mandiri, 
Bank BRI, PT. XL Axiata), 


b. Penandatanganan nota kesepahaman kerjasama dengan Pembangunan Buku Hijau Holdings 
Sdn. Bhd., Malaysia, dan Pemerintah Republik Sudan, di bidang pengembangbiakan ternak 
sapi, serta pemotongan dan pemasaran daging: 


c. Penandatanganan nota kesepahaman dengan Komunitas Muslim China di bidang 
pengawasan dan pemberian label halal yang diproduksi dan dipasarkan oleh Indonesia dan 
China. 


8. Terlibat dalam upaya perdamaian yaitu: 


a. PBNU menjadi peserta aktif dalam Global Peace Convention yang diselenggarakan oleh 
Global Peace Foundation di Jerman, Italia, Korea Selatan, dan Belgia. Melalui program ini 
PBNU mempromosikan Islam Ahlussunah wal Jamaah ke dunia internasional, termasuk ke 
komunitas non muslim dari berbagai negara. 


b. PBNU yang bersama Pemerintah Republik Turki menjadi motor utama bagi negara- 
negara berpenduduk muslim di dunia dalam upaya mencari solusi perdamaian Afghanistan 
sekarang dan di masa mendatang. PBNU mempromosikan Islam Ahlussunah wal Jamaah 
yang mengedepankan ajaran Tasamuh, Tawasuth, dan Tawazun untuk terciptanya 
perdamaian, antara lain dalam program Multaga Sufi di Indonesia dan Turki, serta seminar 
dan forum konsultasi di Afghanistan. Saat ini telah berdiri Nahdlotul Ulama Afganistan 
(NUA) dan terbentuk jaringan sufi Internasional. 


c. PBNU melakukan inisiatif perdamaian untuk masyarakat di wilayah konflik yaitu desa 
Karanggayam Kecamatan Omben dan desa Bluuran Kecamatan Karang Penang Kabupaten 
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Sampang. Melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat diantranya, memberikan bantuan 
dana untuk infrastruktur pendidikan di empat pesantren, optimalisasi fungsi masjid dari 
dan oleh masyarakat setempat serta berbagai kegiatan untuk mewujudkan inklusi sosial. 


Melaksanakan program pengkaderan untuk katagori Kader Penggerak NU dan Kader Struktural 
(Penggerak Ranting) tingkat nasional dan daerah. Pelaksanaan pengkaderan ini Pendidikan 
Kader Penggerak NU (PKPNU). Kegiatan tersebut sudah berlangsung 12 angkatan di tingkat 
Nasional dan 87 angkatan tingkat Daerah dengan keseluruhan peserta sebanyak 2430 kader. 
Pengkaderan yang penyelenggaranya adalah PP Lakpesdam NU katagorinya yaitu Pelatihan 
Penggerak Ranting (PPR). Kegiatan tersebut telah dilaksanakan di Pusat dan di Daerah 
sebanyak 7 kali dengan peserta 210 orang. PP Lakpesdam NU menyelenggarakan pengkaderan 
katagori Kader Keulamaan melalui Program Pengembangan Wawasan Keulamaan (PPWK) 
dilaksanakan di Pusat dan Daerah sebanyak 4 kali dengan peserta 120 orang. Pengkaderan 
katagori PKPNU ini bertemali erat dengan bentuk kewasapadaan NU untuk menjaga tetap 
tangguhnya eksistensi doktrin Ahlu Sunnah waljamaah ala Nahdlatul Ulama sebagai main 
stream ajaran Islam nasional (bahkan internasional), ataupun untuk menjaga tetap tegaknya 
ideologi nasional dan eksisnya NKRI. Pengkaderan katagori PPR terkait erat dengan ikhtiar 
membangun gerakan NU dari bawah untuk penguatan organisasi dan pemberayaan warga. 
Pengkaderan katagori kader keulamaan terkait erat dengan penyaiapan calon pimpinan Syuriah 
NU di daerah. 


Mengembangkan dan mendorong perekoniman jama'ah NU melalui induk koperasi NU 
Syirkah Muawanah agar kuat dan mandiri dalam bentuk: 


- Merintis dan memperkuat kelompok kegiatan ekonomi warga NU baik yang berbadan 
hukum koperasi maupun non keperasi, dengan memberikan dukungan manajemen 
kelembagaan, capacity bulding maupun pinjaman financial tanpa agunan dengan sistem 
mudhorobah:, 


- Mendirikan dan memperkuat Asosiasi Petambak Garam NU, asosiasi ini telah melakukan 
serangkaian kegiatan capacity building untuk anggotanya , advokasi ke pemerintah terkait 
impor garam, 


- Perhimpunan saudargar NU, telah menyelenggarakan berbagai expo hasil usaha bidang 
industri ( kerjaninan, makanan, teknologi dll, ) berbagai kelompok jama'ah NU. 


Melakukan pengembangan teknologi informasi untuk menyebarluaskan ajaran Aswaja NU 
sekaligus menangkal aliran Islam garis keras yang menyerang ideologi, ajaran maupun amaliah 
NU. Juga dimaksudkan untuk mempublikasikan berbagai program serta kegiatan PBNU dan 
lembaga, lajnah, dan banom NU di NU on line (pernah mendapatkan ranking I website ormas di 
Indonesia dari ALEXA) serta Radiao NU maupun masing-masing lembaga, lajnah dan banom. 


Pengembangan media cetak oleh berbagai lembaga dan banom, di antaranya: Jurnal Taswirul 
Afkar, Risalah NU, jurnal Ma'arif, dan lain-lain. 


Melakukan labelisasi ribuan masjid NU dan telah menjangkau ribuan Ta' mir Masjid (DKM/ 
Dewan Kesejahteraan Masjid) serta mendistribusikan secara gratis belasan ribu kaleng 
GISMAS (Gerakan Infak Sedekah Memakmurkan Masjid dan Masyarakat) dalam rangka 
upaya pemandirian ummat melalui masjid dan reposisi masjid menjadi sebagai pelayan jamaah. 


2.4. Pembenahan Ke Depan 


Sebagai organisasi besar NU masih perlu untuk terus berbenah memperbaiki diri di berbagai 


hal, antara lain: 


Kesenjangan yang signifikan antara pelaksanaan program dengan program dasar yang telah 
dirumuskan dalam Muktamar NU. Hal tersebut disebabkan oleh lemahnyasikap profesionalitas, 
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akuntabilitas, dan lemahnya manajemen organisasi maupun program. Mekanisme organisasi 
dalam rangka konsolidasi-koordinasi-sinergisme Lembaga, Lajnah dan Banom belum juga 
berjalan dengan baik. 


Sistem rekruitmen kepengurusan NU tidak berbasis pada pengembangan kemampuan sebagai 
fungsionaris NU dalam proses kaderisasi dan tidak tepatnya cara rekrutmen pengurus. 
Akibatnya, sering terjadi penempatan personel pengurus tidak pada tempatnya, kepengurusan 
tidak berjalan, serta terjadi intrusi ideologi dan penyusupan pengurus oleh kelompok-kelompok 
anti aswaja. 


Untuk melaksanakan semua program-programnya, NU tidak memiliki sumber dana yang 
cukup yang dapat diperoleh secara terencana, karena sistem penggalian dana (fund rising) 
tidak berkembang dan kurang memperoleh perhatian secara maksimal. 


Sistem kaderisasi di semua level kepengurusan NU belum berjalan secara berjenjang, sistematis, 
dan berkelanjutan. 


Aset NU belum terkelola secara optimal dalam penggunaannya dan kurangnya tenaga 
profesional yang mampu mengembangkannya. 


PBNU belum memiliki database terkait pengurus di semua tingkatan, jamaah dan aset-asetnya, 
baik fisik maupun non fisik. 


ITI. VISI/CITA-CITA NU 


Menjadi Jam'iyah diniyah Islamiyah ijtima'iyah yang memperjuangkan tegaknya ajaran Islam 
Ahlussunnah wal Jamaah an Nahdliyyah, mewujudkan kemaslahatan masyarakat, kemajuan 
Bangsa, kesejahteraan, keadilan dan kemandirian khususnya warga NU serta terciptanya rahmat 
bagi semesta, dalam wadah Negara Kesatuan Reprublik Indonesia yang berasaskan Pancasila. 


TV. MISI 


1. 


Mengembangkan gerakan penyebaran Islam Ahlusussnnah wal Jama'ah an Nahdliyyah untuk 
mewujudkan ummat yang memiliki karakter Tawassuth (moderat), Tawazun (simbang) dan 
Ptidal (tegak lurus), Tasamuh (Tolearan). 


2. Mengembangkan beragam khidmah bagi jama'ah NU guna meningkatkan kualitas SDM NU 
dan kesejahteraannya serta untuk kemandirian jamiayah NU. 

3. Mempengaruhi para pemutus kebijakan maupun Undang Undang agar produk kebijakan 
maupun UU yang dihasilkan berpihak kepada kepentingan masyarakat dalam upaya 
mewujudkan kesejahteraan rasa keadilan. 

V. TUJUAN 

1. Terbentuknya karakter pada jama'ah NU yang mencerminkan nilai-nilai Tawassuth (moderat), 
Tawazun (seimbang) dan Tasamuh (toleran), dalam cara berfikir, bersikap dan bertindak dalam 
kehidupan sehari-hari baik dalam urusan keagamaan maupun duniawi. 

2. Terbangunnya jami' yah maupun jama'ah NU yang memiliki kemandirian bidang ekonomi, 
sosial dan politik. 

3. Menguatnya peran, fungsi dan menjemen kelembagaan/organsisasi NU dan manajemen sistem 
informasi NU di semua tingkatan untuk mencapai visi dan misi NU. 

4. Meningkatnya jaringan dan kerjasama NU dengan berbagai pihak yang berkepentingan di 


dalam maupun luar negeri. 
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VI. PROGRAM DASAR, ARAH DAN HASIL YANG DIHARAPKAN 
6.1. Program Penguatan dan Penyebaran ajaran Aswaja 


Nahdlatul Ulama saat ini menghadapi masalah sangat kompleks termasuk ancaman terhadap 
ideologi/paham/ajaran yang diyakini dan dianut oleh warga/jamaah NU. Berbagai kelompok 
aliran ideologi Islam transnasional memandang sesat terhadap praktek tradisi dan amaliah NU 
yang selama ini dilakukan oleh warga NU, juga terhadap beberapa pokok ajaran dan akidah Islam 
Aswaja yang dianut NU. Berbagai cara yang dilakukan untuk menyerangan parkatek amaliah 
maupun ajaran NU tersebut diantaranya melalui media cetak maupun elektronik, diskusi maupun 
seminar-seminar dan kegiatan dakwah lainnya. Dampak dari gerakan yang mengatasnamakan 
pemurnian ajaran Islam tersebut, membuat warga nahdliyyin resah bahkan ragu terhadap apa yang 
selama ini dilakukan. Kegamangan, keraguan dan bahkan beberapa di antara warga meninggalkan 
amalaih NU dan ajaran Islam Aswaja selain karena faktor dari luar juga faktor dari diri mereka 
sendiri yaitu kurangnya pemahaman tentang dasar-dasar praktek tradisi ataupun amaliah NU 
demikian juga tentang Islam Aswaja. Yang demikian juga karena kurangnya bimbingan dari para 
pemimpin, tokoh maupun pengurus NU kepada mereka. 


Untuk itu menjadi prioritas bagi NU sebagai jam'iyah agar menguatkan kembali 
pemahaman kepada warga NU terhadap dasar-dasar rujukan tradisi dan amaliah NU, sekaligus 
menyebarluaskan ajaran Islam Ahlussunnah wal jama'ah (Aswaja). Karena Islam Ahlussunnah 
Wal Jama'ah (Aswaja) paham keagamaan yang dianut oleh NU merupakan bentuk ajaran Islam 
yang telah diwariskan dari generasi ke generasi melalui jalur sanad yang sah dan terpercaya sampai 
kapada Rosulullah. Karena itu NU memandang bahwa paham Ahlussunnah Wal Jama'ah secara 
subtantif adalah apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah beserta para sahabatnya serta pengikutnya. 


NU dengan paham Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah menempatkan posisinya sebagai jalan 
tengah yang berada dua ekstrim yaitu ekstrim “agliy dan ekstrim nagliy. Karena itu karakter dalam 
Aswaja yang harus diterjemahkan secara oprasional dalam kehidupan sehari-hari yaitu, Tawassuth 
(moderat), Tawazun (seimbang), Ptidal (tegak lurus) dan Tasamuh (toleran), untuk menghindari 
sikap extrim baik dalam kehidupan keagamaan maupun dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. 


Penguatan tentang Aswaja di lingkungan internal NU ditujukan bagi para pengurus 
NU, kader maupun jama'ah NU di seluruh penjuru tanah air termasuk mereka yang berada 
di daerah terpencil maupun daerah transmigrasi. Hal ini dimaksudkan untuk membangun 
kesamaan pemahaman tentang nilai-nilai perjuangan yang terkandung dalam paham Aswaja dan 
menjadikannya sebagai landasan berorganisasi di lingkungan NU. 


Penyebaran Aswaja juga perlu dilakukan eksternal NU, ditujukan kepada pihak-pihak 
diluar NU baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Penyebaran Aswaja ini dimaksudkan 
untuk memperluas dan memperbanyak masyarakat yang pada dirinya tumbuh dan berkembang 
karakter dalam cara berfikir, bersikap dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari atas dasar 
nilai-nilai, Tawassuth (moderat), Tawazun (seimbang) dan Tasamuh (toleran), dalam rangka 
mewujudkan perdamaian, ketentraman sesama ummat dalam kehidupan bermasyarakat maupun 
bernegara serta berbangsa. 


Penguatan dan penyebarluasan Aswaja dapat dikembangkan melalaui berbagai program 
baik yang secara khusus untuk itu maupun menjadi bagian dari program tertentu, seperti program 
Pendidikan formal di madrasah/sekolah/perguruan tinggi, kadersasi, pemberdayaan masyarakat, 
kegiatan diskusi, seminar/workshop, saresehan tingkat nasional, regional maupun internasional 
dan kegiatan dakwah lainnya. Penguatan dan Penyebarluasan aswaja dapat juga di lakukan dengan 
mengembangkan berbagai media baik media elektronik (On line , TV, Radio ) maupun media 
cetak seperti jurnal, majalah maupun buletin, buklet, buku saku, dll. 


Hasil yang diharapkan 


1. Tersusun standarisasi materi Aswaja yang secara resmi dikeluarkan oleh PBNU sebagai acuan 
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penyampaian materi Aswaja baik untuk kalangan internal NU maupun masyarakat luas. 


2. Seluruh jama'ah NU memiliki pemahaman yang sama tentang Aswaja sebagai ideologi dan 
metode dalam memahamai ajaran Islam. 


3. Seluruh jama'ah NU memiliki karakter yang mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam 
Aswaja (Tawassut/Moderat, Tawazun/seimbang, Tasamuh'toleran), yang dipraktekkan dalam 
kehidupan bermasyarakat maupun bernegara dan berbangsa dan dalam rangka mewujudkan 
masyarakat yang mutammaddin yaitu saling kenal mengenal, saling memahami, saling 
percaya, saling menolong, dan tanggung-jawab. 


4. Sebagian besar masyarakat bisa menjadikan nilai-nilai Aswaja sebagai ajaran untuk menuntun 
kehidupan mereka sehari hari dalam bermasyarakat, bernegara dan berbangsa . 


5. Semua warga atau jama'ah NU mendapat informasi, pengetahuan dan pemahaman yang 
benar tentang Aswaja, secara berkelanjutan, melalui berbagai kegiatan seperti, pendidikan 
di madrasah/ sekolah/ pesantren/ perguruan tinggi, Pusat pendidikan & informasi Aswaja, 
pengajian di majlis taklim/ majlis tahlil/ majlis lailatul ijtima', diskusi, seminar, media 
elektronik-website, twitter, TV, Radio / cetak-buku utama, buku saku, jurnal, bulletin, brosur, 
maupun kegiatan dakwah NU lainnya. 


6. Lahirnya sejumlah da'i Aswaja di setiap PCNU (melalui pendidikan/pelatihan khusus yang 
diselenggarakan untuk itu), yang mampu mentransformasikan ajaran dan nilai-nilai Islam 
Aswaja secara profesional kepada jama'ah NU maupun masyarakat luas, di wilayah kerja 
PCNU masing-masing maupun di daerah transmigrasi/daerah terpencil lain di sekitarnya. 


7. Tumbuhnya kesadaran warga NU untuk melestarikan dan mengembangkan kesenian bernuansa 
keagamaan sebagai bagian dari media dakwah Islam Aswaja dalam upaya mewujudkan dan 
memperkuat peradaban masyarakat. 


6.2. Program Pengembangan Kualitas SDM NU 


Nahdlatul Ulama (NU) memiliki peran yang besar dalam memberikan arah dan sekaligus 
menjalankan peran dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, kenegaraan dan kebangsaan. Berbagai 
pengalaman dan keberhasilan yang telah dicapai oleh para pendiri maupun para pimpinan NU 
sejak periode awal sampai saat ini telah memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam menata 
kehidupan sosial, politik, ekonomi, budaya, hankam. Ini semua menjadi bukti nyata bagaimana 
peran tersebut telah dilakukan. 


Seiring dengan berbagai perkembangan perubahan tatanan sosial, ekonomi, politik 
dan budaya dewasa ini, tuntutan yang mesti dijawab oleh NU sebagai Jam'iyah yaitu apakah 
sumber daya manusia NU sebagai asset, sebagai modal sosial dan pelaku utama Jam'iyah telah 
juga disiapkan, dikonsolidasikan menjadi sebuah kekuatan yang memiliki daya saing untuk 
menggerakkan Jam'iyyah maupun Jama'ah NU dan untuk terus menjalankan perannya tersebut. 


NU sebagai Jam'iyyah maupun Jama'ah sangat diperhitungkan oleh komponen bangsa ini 
dalam mendorong perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk tercapainya kehidupan berbangsa 
dan bernegera sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945. 


Kebutuhan akan sumber Daya Manusia yang memiliki intergitas individu, integritas 
kelompok atau organisasi dan integritas sosial merupakan aset yang dapat menjadi penggerak 
organisasi NU di semua tingkatan, mutlak dibutuhkan dan itu dapat dicapai salah satunya 
melalui program kaderisasi yang berkelanjutan, bersifat massif dengan konsep yang jelas dan 
pelaksanaannya didukung tenaga professional. 


Pada bagian lain, sejalan dengan perkembangan dan perubahan kehidupan sosial dan 
tuntutan SDM yang diharapkan bisa mengisi peluang perubahan tersebut, maka NU juga 
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harus memberikan perhatian yang besar kepada upaya menyiapkan SDM-nya melalui lembaga 
pendidikan. 


Karena itu pengembangan sumber daya manusia merupakan bagian penting dari ikhtiar 
yang harus dilakukan oleh organsiasi termasuk NU sebagai jam'iyah diniyah Islamiyah ijtima'iyah 
secara terencana dan terus menerus. Pengembangan sumberdaya manusia di lingkungan NU 
sekaligus dimaksudkan untuk membangun warga/jama'ah NU yang sehat secara jasmani, rohani 
dan sehat secara sosial agar bisa mengoptimalkan aktualisasi potensi, kecerdasan dan ketrampilan 
maupun profesinya masing-masing baik untuk berkhidmat kepada NU, maupun kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara lebih luas. 


Ruang lingkup program Pengembangan kualitas Sumber daya Manusia NU berkaitan 
langsung dengan hal-hal berikut, 


1. Pendidikan 


Pendidikan dimaksudkan sebagai ikhtiar untuk membangun karakter manusia Asawaja 
yakni memiliki cara berfikir, bersikap dan bertindak sesuai dengan ajaran maupun nilai-nilai 
Aswaja. Pendidikan juga dimaksudkan untuk melahirkan manusia yang berkepribadian Indonesia, 
berakhlak mulai, cerdas, trampilan berguna bagi kemaslahatan diri, keluarga dan ummat. 


Penyelenggaraan pendidikan formal maupun non formal di lingkungan NU di bawah 
satu atap yaitu badan yang didirikan untuk pengembangan, pengelolaan, penyelenggaran dan 
atau pendirian lembaga pendidikan. Badan tersebut memiliki struktur dari pusat, wilayah sampai 
tingkat cabang. Badan tersebut juga bertanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum, 
standarisasi manajemen, mengembangkan insfratruktur dan meningkatkan pelayanan pendidikan 
yang bermutu. 


Seluruh penyelenggaraan dan pendirian pendidikan di lingkungan NU berada dalam satu 
payung hukum yaitu Perkumpulan NU. Adapun pendidikan dimaksud terdiri dari: 


e Pendidikan formal yang diselenggarakan di madrasah/sekolah/pondok psantren baik kejuruan 
maupun yang umum mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. 


e Pendidikan non formal atau informal seperti melalui pondok pesantren , Raodlotul Atfal (RA), 
PAUD, majlis-majlis taklim, diskusi, kursus ketrampilan, pelatihan dll. 


Hasil yang diharapkan 


1.1. Terbentuk manusia yang memiiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Ajaran Islam 
Ahlussunnah Wal jam'ah dan sesuai dengan nilai-nilai dari Mabadi khoiro Ummah. 


12. Meningkatnya kualitas proses belajar mengajar di semua tingkatan pendidikan yang 
diselenggarakan oleh NU. 


1.3. Meningkatnya jumlah peserta belajar/peserta didik setiap tahun ajaran baru di semua 
tingkatan pendidikan yang diselenggarakan oleh NU. 


14. Terbentuknya Badan Penyelenggara Pendidikan (BPP) Ma'arif NU. Struktur organisasinya 
mulai di tingkat pusat, wilayah, sampai tingkat Cabang. 


1.5. Berdirinya lembaga pendidikan perguruan tinggi di propinsi/ wilayah NU seluruh 
Indonesia, sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. 


1.6. Berdirinya lembaga pendidikan formal untuk sekolah umum maupun kejuruan juga 
lembaga pendidikan madrasah, dan pendidikan non formal, yang diinisiasi oleh Badan 
Penyelenggara Pendidikan (BPP) - Ma'arif NU, sekurangya setiap tahun sebanyak 5-10 
unit sekolah/madrasah (formal dan non formal) di semua tingkatan propinsi/Wilyah, 
kabupaten/Cabang, kecamatan/MWC dan desa/Ranting. 
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1.7. Tersedianya dan didistribusikannya beasiswa bagi peserta belajar/peserta didik yang 
berprestasi dan tidak mampu secara finansial, utuk semua jenis dan tingkatan pendidikan 
yang diselenggarakan oleh BPP-Ma'arif NU. 


1.8. Meningkatkan fasilitas penyelenggaraan pendidikan yang dikelola oleh badan yang 
ditunjuk untuk itu, untuk mememberikan kesempatan kepada warga memperoleh 
pelayanan pendidikan yang berkualitas. 


1.9 Tumbuhnya kesadaran warga NU terhadap budaya'tradisi lokal yang tidak bertentangan 
dengan ajaran Islam Aswaja sebagai bagian dari tata kehidupan sosial kamasyarakatan 
yang mesti dilestarikan dan dikembangkan dalam upaya memperkuat peradaban 
masyarakat. 


2. Kaderisasi 


Pengembangan sumber daya manusia di lingkungan NU melalui kaderisasi bagi seluruh 
jama'ah yang berada di struktur organisasi NU maupun non struktur. Dilakukan secara formal 
maupun non formal berkelanjutan dan berjenjang. 


Pengembangan sumber daya manusia NU, berorientasi pada pengenalan diri manusai secara 
padu antara aspek subyektivitas dan obyektivitas. Pengembangan aspek obyektifitas harus mampu 
membangkitkan semangat melawan dan mengubah keadaan yang tidak diinginkan menjadi realitas 
yang diidealkan. Sedangkan pengembangan aspek subyektifitas harus mampu membangkitkan 
semangat untuk memperbaharui peran sesuai dengan realitas yang diedialkan tadi. Kedua aspek 
tersebut merupakan satu kesatuan gerak saling mengisi dan melengkapi . Obyektifitas berkaitan 
dengan tindakan (aksi), subyektifitas terkait dengan pemikiran (refleksi). Daur aksi refleksi akan 
terus berulang dan daripadanya akan melahirkan kesadaran baru yang bersifat manusiawi guna 
mengubah keadaan di lingkungan NU. 


Kaderisasi di lingkungan NU melalui: 
e Pendidikan kader yang meliputi: 


a. Kader struktural NU, yaitu bagi pengurus NU di semua tingkatan (mulai dari tingkat 
PBNU sampai dengan Ranting), Pengurus Lembaga, Lajnah dan pengurus Banom untuk 
meningkatkan kapasitas mereka dalam memimpin, meggerakkan warga dan mengelola 
organisasi/kelembagaan NU. 


b. Kader Keulamaan, yaitu menyiapkan calon para syuria NU di semua tingkatan 
kepengurusan NU, baik dari lingkungan pesantren maupun luar pesantren, diharapkan 
daripadanya lahir ulama-ulama muda yang siap menjadi syuariah NU 


c. Kader Penggerak NU, yaitu kader NU yang memiliki tugas khusus memperkuat, 
mengamankan, mempertahankan dan mentransformasikan nilai-nilai perjuangan dan 
ideologi NU sebagai jiwa dan perekat dalam menggerakkan NU dan dalam menggerakan 
warga dalam menjalankan kehidupan keagamaan, sosial, berbagsa dan bernegara untuk 
tegaknya Islam Aswaja. 


d. Kader Fungsional, yaitu menyiapkan kader yang memiliki fungsi, tugas dan tanggung 
jawab sebagai: 


"» Pelatih/fasilititator/instruktur, dalam kegiatan pelatihan maupun pendidikan untuk 
kaderisasi. 


» Peneliti, yang diharapkan bisa menangani penelitihan yang diselenggarakan di 
lingkungan NU. 


» Team leader untuk kegiatan Bahtsul Masail. 
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" Team leader untuk menyelenggarakan & melakukan rukyatul hilal. 


» Pendamping / Community Organizer / penyuluh masayarakat / Pemberdayaan 
masyarakat ( berbagai sektor). 


Kader Profesional, yaitu kader NU yang disiapkan bisa memasuki posisi tertentu yang 
berada di eksekutif, legislatif , yudikatif, perguruan tinggi maupun di perusahaan negara, 
baik di tingkat Nasional maupun Daerah. 


e Mempromosikan, menempatkan dan atau memfasilitasi kader NU dalam berbagai peluang 
posisi di dalam maupun di luar NU, di tingkat nasional maupun daerah dan desa. Hal ini 
diharapkan agar terjadi mobilitas horisontal maupun vertikal bagi para kader NU di semua 
tingkatan organisasi NU. 


Hasil yang diharapkan 


2.1 Meningkatnya kinerja para pengurus NU, lembaga, lajnah, dan pengurus banom di semua 


2. 


23. 


24. 


20, 


tingkatan organisasi NU dalam menggerakkan dan mengelola organsiasi/kelembagaan 
NU, dalam berkhidmat kepada jama'ah NU, sesuai dengan mandat, fungsi dan perannya, 
tugas dan tanggung jawabnya masing-masing untuk mewujudkan Visi dan Misi NU. 


Tersusun konsep menyeluruh tentang kaderisasi, sebagai penyempurnaan atas konsep 
kaderisasi yang sudah di disusun dan ditetapkan oleh rapat pleno I PBNU serta di sahkan 
oleh PBNU periode 2010-2015. 


Berdiri pusat pendidikan dan pelatihan tingkat Nasional yang dikelola secara profesional 
oleh Lembaga yang mendapatkan mandat untuk menyelenggarakan kaderisasi dan 
melahirkan jenis-jenis kader terdiri dari kader, Struktural (termasuk kader Penggerak 
Ranting), Keulamaan, Penggerak NU, Fungsional dan kader Profesional. Pusat Pendidikan 
dan pelatihan dimaksud merupakan bagian tak terpisahkan dari tugas dan tangungjawab 
NU dalam kaderisasi di NU 


Lahirnya para kader terlatih yang mampu menjalankan peran, fungsi, tugas dan tanggung 
jawabnya secara profesional sesuai dengan katagori keder masing-masing. Yaitu secara 
keseluruhan akan dilahirkan kader struktural, kader keulamaan, kader penggerak NU, 
kader fungsional (sebagai pelatih/instruktur pelatihan/pendidikan) relawan pendamping 
desa, team leader penyelenggara Bahtsul Masail, team pemantau rukyat hilal. 


Terselenggaranya penyelenggaraan kaderisasi di masing-masing perangkat organisasi 
NU di semua tingkatan secara terencana dan berkelanjutan, sesuai dengan kebutuhannya 
masing-masing dengan mengacu pada konsep kaderisasi yang berlaku di NU. 


3. Pendidikan Politik Warga/Jam'ah NU 


Terjadinya reformasi dan perubahan sistem politik di Indonesia tidak lepas dari kondisi 


global yang mendesakkan itu dan respon yang laurbiasa semua komponen bangsa untuk melakukan 
perubahan. Tuntutan perubahan dari masa sebelumnya ke masa reformasi tak terelakkan dan 
kareannya sekarang ini mengalami perubahan yang mendasar di berbagai bidang. Telah terjadi 
amandemen UU dasar 45, serta bermunculan berbagai UU maupun kebijakan yang baru. Peran- 
peran masyarakat sipil dalam berbagai proses pembangunan menjadi faktor penting, terlibat dalam 
proses perencanaan maupun pengawalan pelaksanaannya. Misalnya sistem desentralisasi dengan 
kebijakan UU nomor 22 tahun 1999 dan kemudian direvisi menjadi UU nomor 32 tahun 2004 
tentang pemerintahan daerah. Kebijakan tersebut telah memungkinkan terbukanya ruang baru bagi 
masyarakat maupun warga untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan terlibat dalam 
pengambilan keputusan kebijakan publik. Terjadi perubahan konsep partisipasi masyarakat yaitu 
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dari pemberian kesempatan oleh negara menjadi hak, sebagian bagian dari hak asasi manusia. 
Partisipasi tidak lagi dimaknai keterlibatan di luar institusi pemerintahan tetapi juga dalam 
mekanisme internal pemerintahan.Partisipasi di bidang politik tidak saja diartikakan partisipasi 
dalam lima tahunan sekali dalam penyelenggaraan Pemilu/Pilkada, tetapi sudah bisa dilakukan 
dalam proses penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan sehari-hari. Sejak reformasi 
bergulir, berbagai prakarsa warga/masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan kebijakan 
publik sudah berjalan. Dengan keterlibatan warga/masyarakat tersebut diharapkan UU maupun 
kebijakan yang dibuat akan lebih berorientasi kepada kepentingan keadilan dan kesejahteraan 
masyarakat dan pro kelompok rakyat miskin maupun kelompok perempuan dan kelompok 
marginal lainnya. 


Kesadaran terhadap hal-hal tersebut itulah perlu dibangun di kalangan warga jama'ah. 
Karena sesungguhnya NU sebagai jama'ah maupun sebagai jamiyah merupakan salah satu 
komponen bangsa yang senantiasa mendorong negara untuk memberikan perhatian dan pemihakan 
kepada kelompok masyarakat yang termarjinalkan, masyarakat ter eksklusi maupun masyarakat 
miskin (al-Mustad! afien). 


Hasil yang diharapkan 


3.1 Tumbuhnya kesadaran bagi warga/jama'ah NU tentang posisi NU sebagai salah satu 
komponen bangsa sebagai pendiri dan pengawal NKRI yang berlandaskan pada azas 
Pancasila, untuk senantiasa dikawal diamankan dari ancaman kelompok-kelompok 
radikal yang ingin mengganti dalam bentuk lain. 


3.2. Tumbuhnya kesadaran para pengurus maupun warga/jama'ah NU tentang pentingnya 
terlibat dalam proses pembangunan mulai dari tingkat bawah (desa/kelurahan) sampai 
tigkat nasional, baik terlibat dalam tahapan prerencanaan maupun pengawasan dalam 
pelaksanaannya. Diharapkan seluruh ranting NU se Indonesia yang diwakili oleh unsur 
pengurus maupun warga/jama'ah NU bisa menjadi bagian dari kegiatan penyusunan 
perencanaan pembangunan desa/keluruhan dan bisa melakukan pengawalan terhadap 
pelaksanaannya. 


3.3. Tumbunya kesadaran para pengurus maupun warga/jama'ah NU untuk senantiasa 
mengkritisi maupun mengusulkan baru UU maupun kebijakan terkait dengan pembangunan 
bidang keagamaan, ekonomi, sosial, hukum dan politik serta budaya di tingkat Nasional 
maupun daerah agar UU maupunkebijakan tersebut mencerminkan pemihakan atas 
keadilan maupun kesejahteraan masyarakat dan juga tidak sesuai dengan prinsip-prinsi 
dasar yang dikembangkan oleh NU dalam pengelolaan bidang keagamaan, ekonomi, 
sosial, hukum dan politik serta budaya. 


4. Pelayanan kesehatan 


Penyiapan SDM yang berkualitas mesti dilakukan sejak dini agar selalu sehat jasmani 
dan sehat rohani. Layanan kesehatan dimaksudkan untuk menjamin keadaan setiap orang 
dapat memperoleh derajat kesehatan yang memungkikannya hidup produktif secara sosial dan 
ekonomi. Indikator pelayanan kesehatan dapat dilihat dari membaiknya indikator kesehatan 
seperti, penurunan angka kematian bayi, balita dan ibu melahirkan, meningkatnya harapan hidup, 
menurunnya angka kesakitan dan berbagai penyakit menular dll. 


Penguatan SDM yang berkualitas di lingkungan NU melalui pengembangan pelayanan 
kesehatan dapat diwujudkan melalaui : pelayanan kesehatan di tingkat basis/warga, pusat pelayanan 
kesehatan dalam bentuk Rumah sakit, Klinik maupun Balai Pengobatan. Memperhatikan tumbuh 
dan berkembangnya pengelolaan, penyelenggaraan dan atau pendirian Rumah sakit, Klinik dan 
balai pengobatan di lingkungan NU maka, sudah saatnya ada badan pengelola kesehatan NU. 


- 80 - 


KOMISI PROGRAM 


Badan tersebut memiliki struktur organisasi di tingkat pusat, wilayah dan cabang NU serta 
bertanggung jawab langsung kepada PBNU. Bentuk kelembagaannya terdiri dari badan pengurus 
dan pelaksana . Badan pengurus ditunjuk dan dingkat oleh PBNU dengan periode masa jabatan 
sama dengan PBNU. Badan pelaksana (Bxecutive), yang bekerja secara profesional direkrut 
dan ditetapkan oleh badan pengurus. Badan Penyelenggara Bidang Kesehatan Nahdlatul Ulama 
(BPBK-NU) akan melakukan standarisasi bidang pengelolaan/manajemen, pelayanan kesehatan, 
peningkatan kualitas tenaga medis dan pengembangan pelayanan sesuai dengan perkembangan 
pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat. Pelayanan kesehatan untuk warga NU 
maupun masyarakat luas terjangkau dan berkualitas sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab 
NU untuk berkhidmat kedapa jama'ahnya maupun masyarakat luas, sesuai dengan prinsip dasar 
dan kode etik yang dikembangkan oleh NU. 


Hasil yang diharapkan 


4.1 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan di semua pelayanan kesehatan NU baik yang 
berbasis masyarakat, maupun pusat pelayanan kesehatan (RS, Klinik, Balai Pengobatan 
Rumah Bersalin), sesuai dengan prosedur dan ketentuan pelayanan yang ada. 


4.2. Berdiri Badan Penyelenggara Bidang Kesehatan Nahdlatul Ulama (BPBK-NU), struktur 
organisasinya di tingkat pusat, wilayah, sampai tingkat Cabang. 


4.3. Berdiri Pusat-pusat pelayanan kesehatan di kota/Kabupaten/PCNU di seluruh Indonesai 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan NU setempat yang diinisiasi oleh 
BPBK-NU, yang mampu memberikan kemudahan bagi warga NU maupun masyarakat 
luas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau. Diharapkan bisa dirikan 
pusat pelayanan berbasis komunitas (pedesaan/Keluahan) setap tahun didirikan pusat- 
pusat pelayanan di tingkat kota/kabupaten oleh PCNU maupun bersama dengan PBNU 
sendiri. 


4.4. Tumbuhnya kemampuan pusat-pusat pelayanan kesehatan NU melalui berbagai pelayanan 
maupun kegiatan untuk berkontribusi dalam upaya mengurangi masalah kesehatan di 
masyarakat di antaranya, kematian ibu melahirkan dan anak yang dilahirkan, penyebaran 
penyakit infeksi menular, masalah-masalah kesehatan reproduksi perempuan maupun 
laki-laki, dll. 


4.5. Tersedianya berbagai macam alat medis yang sesuai dengan kebutuhan klien/Pasien 
dan perkembangan ilmu serta teknologi bidang kesehatan, juga tersedia dan tercukupi 
fasilitas lainnya pada pusat-pusat pelayanan kesehtan NU sesuai dengan katagori/kelas 
pusat pelayanan kesehatan masing-masing. 


6.3 Peningkatan Kesejahteraan dan Keadilan Warga 


Ikhtiar mewujudkan visi maupun cita-cita NU terkait dengan Kesejahteraan dan Rasa Keadilan 
bagi jama'ah NU menjadi bagian utama yang masti di perjuangkan oleh para pemimpin maupun 
pengurus NU. Tercapainya tingkat kesejahteraan yang tinggi dikalangan jam'ah NU melalui berbagai 
program yang dikembangkan oleh NU pada dasarnya juga akan memandirikan NU sebagai jam'iyah 
maupun sebagai jama'ah. Dari sisi latarbelakang profesi, para jama'ah NU ada di berbagai profesi 
diantaranya, pedagang (formal dan informal), pengusaha (di bidang jasa maupun non jasa), buruh 
(sektor formal maupun informal di dalam maupun di luar negeri), pegawai (negri maupun swasta), 
konsultan, guru (swasta maupu negeri), ABRI, politisi, nelayan dan petani. Profesi sebagai petani 
merupakan bagian besar dari jama'ah NU. Bagi generasi muda NU yang hidup di desa profesi sebagai 
petani tersebut cenderung ditinggalkan dan lebih memilih pergi ke kota untuk menekuni profesi 
yang baru sama sekali atau melanjutkan profesinya yang sewaktu di desa juga ditekuni yaitu sebagai 
tukang bangunan dll. Masalahnya bagaimana NU bisa memberikan perhatian kepada para jama'ah 
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NU dengan profesinya masing-masing itu, mendorong meningkatkan taraf kesejehtaraan maupun rasa 
keadilan bagi jama'ah NU . Berbagai bidang/sektor yang bisa digunakan sebagai titik masuk untuk 
mewujudkan kesejahteraan dan rasa keadilan warga/jama'ah di antaranya ialah bidang perekonomian, 
ketenagakerjaan, dan perlindungan hukum. 


1. Sektor Perekonomian 


Memperhatikan masalah-masalah terkait dengan kebijakan maupun praktek kegiatan 
ekonomi sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelum ini, maka orentasi pengembangan 
perekonomian NU melalui berbagai progam aksi maupun advokasi kedepan hendaknya, pertama, 
bertumpu pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat/warga, melibatkan partisipasi pelaku 
ekonomi yaitu masyarakat/warga dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya. 
Kedua, ditujukan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat/warga. 
Ketiga, memihak kepada orang miskin, marjinal dan mereka yang tereksklusi terstigma karena 
agama maupun kepercayaannya. Keempat, mendayagunakan sumber daya manusia yang ada 
secara optimal untuk menjawab melimpahnya tenaga kerja yang tidak bisa masuk dalam pasarkerja, 
tetapi tidak untuk mengekploitasi. Kelima, tidak melakukan kerusakan lingkungan, serta tidak 
berlebih-lebihan memanfaatkan sumberdaya alam dan menjaga keberlangsungannya. Keenam, 
mengantisipasi terjadinya bonus demografi (2010-2035) dengan mendorong kepada pihak-pihak 
pengambil kebijakan, agar bonus demografi dimanfaatkan secara optimal bukan malah menjadi 
petaka bauat bangsa ini. Ketujuh, menumbuhkan keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan 
pemerataan kesejahteraan. 


Perhatian pengembangan sektor pertanian dan perikanan hendaknya menjadi utama 
karena secara demografis sebagian besar waga/jama'ah NU berada di pedesaan, daerah terpencil 
maupun wilayah transmigrasi. Apalagi dengan diberlakukannya UU nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa. Tanpa mengesampingkan sektor ekonomi lain yang berkembang di perkotaan khususnya 
sektor informal karena secara demografis telah terjadi migrasi penduduk dari desa ke kota secara 
signifikan yang didalamnya banyak juga warga/jama'ah NU. 


Dari sisi pengelola maupun pelaku perekonomian dilingkunan NU mesti berpegang teguh 
pada prinsip dasar membangun manuasia unggul atau “Mabadi Khaira Ummah” (As-Shidgu/jujur, 
Al-Amanah wal wafa bil “Ahd/amanah dan menepati janji, Al Adalah/ bersikap adil, Ataawun/ 
gotong royong. tolong menolong, Istigomah/ Konsisten. 


Sudah saatnya NU memperkuat jejaring internal pelaku ekonomi kalangan warga/jama'ah 
NU baik berdasarkan domisili (antar kota, antar propinsi, antar pulau) maupun jenis usaha ekonomi 
yang di kembangkan, baik secara individu maupun berkelompok. Jejaring tersebut dimaksudkan 
untuk saling memperkuat usaha masing-masing maupun secara bersama didang produksi, 
distribusi maupun pemasaran, permodalan dan manajemen menuju terwujudnya perekonomian 
NU yang kuat dan mandiri. 


Seluruh program perekonomian di lingkungan NU akan efektif dengan berdasarkan 
prinsip-prinsip sebagaimana yang disebut diatas jika didukung dengan kelembagaan yang kuat. 
Kelembagaan yang dimaksud ialah sebuah Badan Penyelenggara Perekonomian NU (BPP-NU) 
yang dibentuk untuk itu. 


Hasil yang diharapkan 
1.1 Terbentuknya Badan Penyelenggara Perekonomian — NU (BPP-NU) yang berkedudukan 
di pusat dan memiliki struktur organisasi sampai di tingkat Kab/kota/cabang NU. 


1.2. Tumbuhnya kesadaran dan praktek melakukan wiraswasta, mengembangkan agroindustri, 
pertanian, perikanan, perkebunan bagi warga/jama' ah NU khususnya kaum mudanya untuk 
membangun perekonemian yang kuat dan mandiri mewujudkan tingkat kesejahteraan 
yang lebih baik. 
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1.3. Warga/Jama'ah NU dapat memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah maupun 
swasta untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengembangkan usaha produktif 
kreatif, seperti bekerjasama dengan kementrian tenaga kerja untuk mengoptimalkan 
pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK) dan, dengan perusahaan swasta untuk job 
training. 


1.4. Terjadinya perubahan kebijakan Negara di sektor perekonomian yang tidak pro kepada 
orang miskin, kelompok ekonomi bawah dan menengah yang berdampak pada timbulnya 
rasa ketidakadilan, terhambatnya perkembangan usaha produktif mereka. 


1.5. Terwujudnya kebijakan pemerintah untuk memberikan fasilitas permodalan bagi UKM 
melalui lembaga keuangan khusus atau unit kerja khusus di lembaga keuangan yang sudah 
ada bagi warga/Jama'ah NU maupun masyarakat luas, untuk mewujudkan perekonomian 
yang kuat dan mandiri. 


1.6. Terbentuk dan berfungsinya kelompok usah produktif maupun UKM warga/jama'ah NU 
di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten dalam bentuk koperasi maupun non koperasi 
dalam berbagai sektor perekonomian yang dikembangkan oleh warga/jama'ah NU, 
sehingga bisa mengakses permodalan serta dukungan manajemen, dan capacity building 
dari Induk Koperasi NU (Syirkah Muawanah), dalam upaya meningkatkan kesejahteraan 
anggota kelompok usaha produktif khususnya dan warga/jama'ah NU umumnya. 


1.7. Terjadinya jejaring antar pelaku ekonomi dikalangan warga/jama'ah NU dalam wadah 
Perhimpunan Saudagar NU, baik berdasarkan domisili (antar kota, antar propinsi, antar 
pulau) maupun jenis usaha ekonomi yang dikembangkan, untuk saling memperkuat 
usaha masing-masing maupun secara bersama di bidang produksi, distribusi maupun 
pemasaran, permodalan dan manajemen menuju terwujudnya perekonomian NU yang 
kuat dan mandiri. 


2. Ketenagakerjaan 


Bagian yang masih belum mendapat perhatian yang otimal dari NU ialah terhadap SDM 
yang masuk dalam lapangan kerja sebagai buruh perusahaan swasta maupun BUMN, baik yang 
berada di dalam maupun diluar negeri (Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Wanita) termasuk 
tenaga kerja di sektor informal sebagai pembantu rumah tangga (PRT). Para SDM NU tersebut 
sebagian besar adalah berasal dari desa-desa yang juga mayoritas dari keluarga warga/Jama'ah 
NU. Dengan bekerja sebagai buruh mereka bisa memberikan kesejahteraan bukan saja untuk 
anggota keluarga inti tetapi juga anggota keluarga besarnya. Pada beberapa TKI/TK W/PRT 
bahkan bisa membantu tumbuhnya kemandirian ekonomi keluarganya baik saat mereka masih 
berkerja maupun sesudah habis masa kotrak kerjanya. Demikian juga dengan para tenaga kerja/ 
buruh yang bekerja di dalam negeri. Masalahnya masih banyak para tenaga kerja yang juga adalah 
warga/jama'ah NU belum sepenuhnya mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja karena berbagai 
faktor baik internal perusahaan, peraturan/kebijakan ketenaga kerjaan maupun faktor internal 
tenaga kerjanya itu sendiri. Dampak dari itu semua masih banyak di antara tenaga kerja tersebut 
belum mendapatkan/belum bisa menikmati kesejahteraan sebagaimana mestinya. Bahkan banyak 
di antara mereka mendapat perlakuan tidak adil. 


Para buruh yang juga adalah warga/jama' ah NU yang tersebar dari beberparegional kawasan 
industri, perlu mendapatkan perhatian dan dukungan NU untuk melakukan perubahan dalam 
upaya mewujudkan kesejahteraan dan rasa keadilan sebagaimana layaknya yang harus dinikmati. 
Karena itu perhatian yang besar terhadap SDM NU yang berada dalam sektor ketenagakerjaan 
akan memberikan kontribusi terhadap membaiknya angka Indek Pembangunan Manusia (IPM) 
Indonesia. 
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Hasil yang diharapkan 


2.1. Tumbuhnya pemahaman dan kesadaran para tenagakerja/buruh dari warga /jama'ah NU 
terhadap hak-haknya serta kewajibannya ditempat kerja mereka masing- masing sehingga 
dapat memperjuangkan pemenuhan hak-hak mereka mencapai sebagaimana semestinya 


2.2. Terkonsolidasikannya para tenaga perkerja/buruh dari warga/jama'ah NU yang tersebar di 
beberapa regioal kawasan industri maupun pusat-pusat perusahaan pelayanan jasa baik yang 
di dalam maupun di luar negeri dalam satu wadah organisasi buruh yang dinaungi oleh NU. 


2.3. Berkembangnya organisasi buruh warga/jama'ah NU dan mampu memperjuangkan 
dan melindungi hak-hak sebagai buruh baik di sektor formal maupun informal, baik 
mereka yang ada di dalam maupun luar negeri, sesuai dengan aturan yang ada. Organisasi 
dimaksudkan mampu menjadi fasilitator antara buruh dengan pemerintah dan pimpinan 
perusahaan maupun pengusaha serta majikannya dalam upaya mewujudkan kesejahteraan 
maupun rasa keadilan bagi para buruh dan keluarganya. 


3. Pendidikan dan perlindungan Hukum 


Pemberdayaan Warga/jama'ah NU di bidang hukum diharapkan bisa berdampak pada 
tumbuhnya kesadaran hukum di antara mereka. Pengetahuan yang cukup tentang hak-hak maupun 
kewajiban sebagai warga masyarakat terkait dengan masalah-masalah hukum yang mereka hadapi 
sangat diperlukan. Mereka juga memerlukan perlindungan hukum manakala sedang bermasalah 
hukum. Pengetahuan yang memadai atas aspek hukum akan juga memberikan percaya diri dalam 
mengahadapi masalah hukum yang menimpanya. Dengan perlindungan hukum yang diberikan 
oleh pihak yang berwenang bisa memberikan ketentraman, ketenangan jika warga/jama'ah NU 
mendapatkan masalah hukum di tempat kerjanya maupun perkara hukum yang lainnya. Oleh 
karenanya dengan pendidikan dan perlindungan hukum diharapkan para warga/jama'ah NU untuk 
memperkuat kemampuan mereka yang lemah dalam mengubah nasib dan memperoleh hak-hak 
mereka karena tumbuhnya kepercayaan diri dalam mengelola hidup dan menolak pendekatan 
kekuasaan, menolak faham serba negara maupun serba penguasa dalam kehidupan bermasyarakat. 
Itu semua merupakan pintu menuju terwujudnya kesejahteraan dan rasa keadilan bagi mereka. 


Hasil yang diharapkan 


3.1. Tumbuhnya pemahaman dan kesadaran hukum bagi warga/jama'ah NU sehingga 
memahami hak-haknya sebagai warga negara. 


3.2 Setiap warga/jama'ah NU yang sedang bermasalah dengan hukum mendapatkan bantuan 
hukum dari NU agar bisa memperoleh rasa keadilan atas keputusan masalahnya. 


3.3. Terselenggaranya kajian kritis terhadap berbagai UU, kebijakan maupun peraturan yang 
tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat bahkan cenderung merugikan bagi masyarakat 
termasuk warga/jama'ah NU. Kajian menjadi bahan advokasi kepada pihak pemangku 
kepentingan maupun bahan judicial review di MK, dalam rangka memperjuangkan 
hak-hak masyarakat yang bisa menjadi pintu masuk untuk mewujudkan kesejahteraan 
maupun rasa keadilan. 


3.4 Terjadinya jejaring di antara lembaga bantuan hukum yang dimiliki oleh warga/jama'ah 
NU dengan lembaga Advokasi dan bantuan hukum NU di semua tingkatan organisasi 
NU untuk saling mendukung, tukar informasi dan pengalaman serta meningkatkan 
kapasitas dalam berbagai aspek. Melakukan kerja bersama melakukan penyuluhan serta 
pendidikan dan bantuan hukum, advokasi dll. kepada warga/jama'ah NU sebagai pintu 
masuk untuk tumbuhnya keasadaran hukum maupun rasa keadilan warga NU (termasuk 
buruh, perempuan dan anak, petani dan nelayan, dan warga rentan lain). 
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6.4. Penguatan Organisasi, kelembagaan dan Jaringan 


Menjadikan NU jam'iyah diniyah Islamiyah wa ijtima'iyah adalah sebagai wadah untuk 
mencapai visi maupun cita-cita NU secara lebih efektif . Melalui wadah itu bisa dilakukan 
penataan kelembagaan, organisasi dan program sehingga menjadikan NU sebagai jamiyah 
yang kuat, efektif dan mandiri dalam berkhidmat kepada warga/jama'ah NU. Semua perangkat 
organisasi yang dibutuhkan sudah dibentuk, dasar-dasar berorganisasi sudah dirumuskan dalam 
Anggaran Dasar/Anggaran Rumah tangga dengan turunannnya yang berupa Pedoman Organisasi 
dan Pedoman Administrasi. Berbagai kebijakan operasional terkait dengan aspek kelembagaan, 
program, keungan dan aset juga sudah dirumuskan. Berbagai rekomendasi kritis terhadap masalah 
kenegaraan dan kebangsaan dan sosial kemasyarakatan juga setiap Muktamar maupun Munas 
Ulama” dan Kombes telah rumuskan, disepakati bahkan dipublikasikan disampaikan kepada 
pemangku kepentingan yang terkait langsung. 


Masalahnya ialah berbagai perangkat, kebijakan, rekomendasi hasil Muktamar maupun 
Munas Ulama dan Kombes selama ini belum berjalan optimal sebagai yang diharapkan. Karena 
itu perlu dilakukan langkah-langkah pembenahan, penguatan, pembinaan dan pengawasan secara 
berkelanjutan. Harapannya kedepan semua yang sudah di sepakati ditetapkan harus bisa ditaati 
dan dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan mandat, fungsi, peran dan tanggung jawab 
serta tugas masing-masing unit/komponen organisasi di semua tingkatan organisasi NU di bidang 
masing-masing harus bisa lebih dioptimalkan, sehingga organisasi NU bisa berjalan efektif, efisien 
dan berkelanjutan. 


Seiring pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, informasi dan teknologi 
serta SDM NU yang memiliki beragam latar pendidikan maupun karir, maka sudah saatnya NU 
sebagai Jamiyah bisa memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, informasi dan tehnologi 
tersebut dalam menggerakkan organisasi serta memberikan kesempatan kepada SDM NU untuk 
berkontribusi dalam ikhtiar mewujudkan visi maupun cita-cita NU. 


Sebagai organisasi Islam yang besar NU tidak akan bisa bekerja sendiri dalam mewujudkan 
visi maupun misinya. Mengembangkan jejaring dan kerjasama dengan berbagai komponen 
organisasi sosial di dalam maupun di luar negeri, organisasi profit maupun pemerintah adalah 
sesuatu keniscayaan, dengan tetap berpegang teguh pada prinsip utama dalam membangun jaringan 
maupun kerjasama sebagaimana yang disepakati dan ditetapkan dilungkungan NU. 


Persoalan ketersediaan dana yang memadahi untuk berbagai keperluan kegiatan organisasi 
maupun program selama ini dirasakan masih menjadi problem besar dan sangat mengganggu 
kemajuan berbagai bidang di lingkungan NU di semua tingkatan organisasi. Tetapi beberapa 
Cabang NU ternyata mampu melakukan penataan di bidang mobilisasi SDM maupun dana dalam 
menjawab persoalan kebutuhan dana. Karena itu sudah saatnya kedepan penanganan mobilisasi 
sumber daya untuk membangun kemandirian NU di semua tingkatan organisasi NU mesti lebih 
profesional dan lebih diintensifkan. 


Beberapa komponen yang perlu mendapat penanganan secara terencana dan berkelanjutan 
dalam bidang ini antara lain, Penataan ulang lembaga maupun lajnah sebagai departemen atau 
perangkat NU disesuaikan dengan kebutuhan NU. Kordinasi dan sinkronisasi kerja-kerja perangkat 
organiasi NU. Mengefektifkan komunikasi, informasi, kordinasi PBNU dengan jajaran organisasi 
di bawahnya. Optimalisasi mobilisasi sumber daya serta mengembangkan dan memperkuat 
jaringan maupun kerjasama dengan pihak-pihak di dalam maupun diluar negeri. 


Hasil yang diharapkan 


1. Terciptanya penegakan pelaksanaan AD/ART, PO, PA dan Kebijakan NU di semua tingkatan 
organisasi NU bagi Pengurus maupun warga/jama'ah NU. Untuk ini fungis pengawasan yang 
melekat pada Syuriah NU perlu lebih ditingkatkan dan diefektifkan. Perlu ada kejelasan siapa 
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penanggung jawabnya di antara para syuriah NU untuk melakukan fungsi tersebut. 


Terjadinya kordinasi yang berkelanjutan dilaksanakan secara periodik antara Lembaga, Lajnah 
juga Banom dengan pengurus NU di semua tingkatan organisasi NU agar terjadi sinkronisasi, 
evaluasi dan bimbingan serta saran-saran terhadap perencanaan maupun pelaksanaan program 
atau kegiatan Lembaga, Lajnah Banom. 


Terbangunnya budaya organisasi di lingkungan Kepengurusan NU, Lembaga, Lajnah dan 
Banom di semua tingkatan organisasi NU, yang mendukung terciptanya kerja yang terencana, 
efektif , efisien, dalam suasana kerja yang menyenangkan dan sesuai dengan nilai “Mabadi” 
Khaira Ummah”. 


Berlakunya model perencanaan di lingkungan NU yang mengikat untuk semua jajaran di 
semua tingkatan organisasi NU. Perencanaan dimaksud adalah sebagai berikut: 


- Perencanaan jangka Panjang (untuk masa sepuluh tahun), yang dirumuskan, ditetapkan 
dan disahkan oleh forum Muktamar NU, tentang Program Dasar NU. 


- Perencanaan Prioritas Program (untuk jangka waktu lima tahun), yang dirumuskan, 
ditetapkan dan disahkan oleh Forum Rapat Pimpinan Terbatas di tingkat PBNU (Pengurus 
harian Syuriah dan tanfidziah) melibatkan Ketua dan Sekretaris pengurus Lembaga/ 
Lajnah, Banom dan Pengurus (KetuatSekretaris) Wilayah NU, sebagai jabaran dari 
program dasar 10 tahun. Waktunya segera setelah susunan kepengurusan PBNU maupun 
Lembaga, Lajnah dilantik. 


- Perencanaan Tahunan yang dirumuskan, ditetapkan dan disahkan dalam forum Rapat 
Pengurus NU (Pengurus Harian Tanfidziyah) dan Ketua serta Sekretaris Pengurus 
Lembaga, Lanjah dan Banom di semua tingkatan organsiasi NU, dilaksanakan setiap 
sekali. 


Terumuskannya kebijakan dan konsep mobilisasi sumber daya NU, yang bisa menjadi acuan 
untuk diterapkan di semua tingkatan organisasi NU. Sehingga kegiatan mobilisasi sumber 
daya khususnya sumber dana bisa lebih optimal, terkordinasi secara baik, tidak tumpang 
tindih, dan tidak terkesan saling berebut antar komponen organisasi NU, hasil mobilisasi dana 
dikelola dan terdistribusikan sesuai dengan aturan yang ada. 


Terbangunnya sistem dan manajemen keuangan NU yang bisa dipakai untuk semua perangkat 
NU di semua level organsiasi NU sesuai dengan kebutuhan masing-masing. 


Berkembangnya sistem dan media informasi, komunikasi (elektronik maupun cetak) di lingkungan 
NU dengan memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menjamin hal-hal berikut: 


- Efektifitas penyebaran informasi tentang sikap ataupun pandangan NU dalam merespon 
kebijakan, peristiwa, kondisi maupun masalah yang ada di masyarakat. 


- Komunikasi organisasi dari PBNU kejajaran organisasi di bawahnya dan sebaliknya bisa 
berjalan lancara, efektif dan efisien. 


-  Terpublikasikannya pelaksanaan program maupun kegiatan organisasi di lingkungan NU 
oleh PBNU secara reguler dalam bentuk Laporan Tahunan yang termasuk di dalamnya 
publikasi tentang neraca keuangan yang sudah teraudit. 


-  Teridentifikasi pengurus maupun warga/jama'ah NU dalam data base yang bisa 
dimanfaatkan untuk pengenembangan SDM, maupun kebutuhan organisasi lainnya. 


Tercipta dan meningkatnya jaringan kerja NU dengan pihak-pihak pemangku kepentingan baik 
yang ada di dalam maupun diluar negeri untuk membangun kesepahaman, kerjasama, sharing 
dan persahabatan dengan menumbuhkan saling percaya satu sama lain guna mewujudkan 
kepentingan bersama untuk kemaslahatan ummat, bangsa dan negara. 


Aset-aset NU terkelola dengan baik, benar dan profesional. 
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VII. REKOMENDASI 
7.1. Membentuk Badan Khusus (BK): 
d0) Nama BK 
a. Badan Pelaksana Bidang Kesehatan NU (BPBK-NU), 
b. Badan Penyelenggara Pendidikan NU (BP2-NU) 
c. Badan Perekonomian NU (BPNU) 
(2) Ketentuan Badan : 
a. Struktur organisasi : di tingkat pusat, wilayah, dan Cabang. 
b. Kelembagaan terdiri dari : Dewan pengurus dan Eksekutip 


c. Pembentukan Dewan Pengurus: di pusat ditunjuk dan ditetapkan oleh PBNU, di 
wilayah ditunjuk oleh PWNU dan ditetapkan oleh PBNU, di Cabang ditunjuk oleh 
PCNU dan ditetapkan oleh PBNU, 


d. Pembentukan Eksekutif oleh Dewan Pengurus Badan Khusus di masing-masing 


tingkatan melalui rekrutmen secara profesional sesuai kebutuhan tingkatan Badan 
khusus. 


e. Ruang lingkup tanggung jawab : Penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan 
atau pendirian masing-masing bidang tugas Badan Khusus yaitu 


-  BPBKNU: Menangani Rumah Sakit, Klinik, Balai Pengobatan, Rumah Bersalin, 


pelayaan pencegahan , tindakan dan rehabilitasi dan melakukan advokasi bidang 
kesehatan. 


- BP2NU : Menangani Lembaga Pendidikan formal dan non formal 
Pendidikan Formal : SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, dan Perguruan Tinggi 
Pendidikan non formal : PAUD dan TPA 


- BP2NU : Menangani Lembaga ekonomi berbasis komunitas, Induk kooperasi 
NU, kooperasi NU, BMT-NU, Himpunan Saudagar NU, Asosiasi perekonomian 
tertentu. 


7.2. PBNU perlu membuat kebijakan affirmatif tentang Program dan penguatan organisasi 
maupun kelembagaan untuk PWNU maupun PCNU yang ada di luar Jawa dan daerah 
tujuan migrasi pendudukan, dalam ikhtiar percepatan pengembangan NU diwilayah tersebut. 


AN Yan 
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Komisi Program : 


Ketua 

Wakil Ketua 
Sekretaris 

W. Sekretaris 


Anggota 


: H. Yahya Ma'shum 

: H. Hanif Saha Ghafur 

: H. Helmy Faishal zaini 
: Amir Ma'ruf 


: KH. Abdul Manan A. Ghani 


H. Mansur Syairozi 

H. Arifin Djunaedi 

H. Amin Haedari 

H. Mardini 

H. Mustholihin Majid 
H. Ali Abdillah/KH. Abdul Mu'thi Nur Hadi 
Sukitman Sujatmiko 
Hj. Maria Ulfah Anshor 
H. Nurul Yagin 
Syarifuddin Rauf 
Imam Bukhori 

Deny Hamdani 

Ali Sobirin 
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BAHTSUL MASAIL 
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HASIL-HASIL MUKTAMAR NU KE-33 


1. HUKUM MENGINGKARI JANJI BAGI PEMIMPIN PEMERINTAHAN 
Deskripsi : 


Dalam ajaran Islam, meminta jabatan merupakan hal yang tercela, lebih-lebih bagi orang yang 
tidak mempunyai kapabilitas yang memadai, karena jabatan merupakan amanah yang pasti 
dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Swt. Namun, karena sifat ambisius dan rasa cinta 
kepada jabatan ajaran agama tersebut banyak diabaikan. 


Faktanya, untuk tujuan mendulang suara rakyat dalam masa kampanye para calon pemimpin 
pemerintahan baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif seringkali mengumbar beragam janji yang 
menggiurkan. Setelah jabatan itu tercapai, karena berbagai sebab belum tentu pemimpin pemerintahan 
itu mampu untuk menepati janji-janjinya, padahal janji adalah hutang yang harus ditepati. 


Sementara itu tidak ada mekanisme formal dari suatu institusi resmi yang mampu menagih janji- 
janji tersebut. Karena itu, acapkali rakyat pemilih merasa kecewa sehingga enggan menaatinya, 
padahal Islam mengajarkan agar pemimpin wajib ditaati. 


Pertanyaan: 


1. Bagaimana status dan hukumjanji yang disampaikan oleh pemimpin pada saat pencalonan 
untuk menjadi pejabat publik, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif ? 


2. Bagaimana hukum mengingkari janji-janji tersebut? 


3. Bagaimana hukum tidak menaati pemimpin yang tidak menepati janji? 


Jawaban : 


1. Status janji yang disampaikan oleh calon pemimpin pemerintahan / pejabat publik, baik 
eksekutif, legistatif maupun yudikatif dalam istilah figh ada yang masuk kategori al- 
wa du(memberikan harapan baik) dan ada yang masuk kategori al- ahdu (komitmen). 


Adapun hukumnya dapat diperinci sebagai berikut : 


a. Apabilajanji itu berkaitan dengan tugas jabatannya sebagai pemimpin rakyat baik yangberkaitan 
dengan program dan maupum pengalokasian dana, sedangkan ia menduga kuat bakal mampu 
merealisasikannya maka hukumnya mubah (boleh). Sebaliknya jika ia menduga kuat tidak 
akan mampu untuk merealisasikannya maka hukumnya haram (tidak boleh). 


b. Jika yang dijanjikan tersebut dari dana pribadi dan diberikan sebagai imbalan agar ia 
dipilih maka hukumnya haram, karena masuk dalam kategori janji riswah. 


2. Apabila janji-janjinya tersebut sesuai dengan tugasnya dan tidak menyalahi prosedur maka 
wajib ditepati. 


3. Pemimpin yang tidak menepati janji harus diingatkan meskipun, selama menjadi pemimpin 
yang sah tetap harus ditaati. 


Referensi : 


1. Tafsir al-Thabari 
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2. HUKUM ASURANSI BPJS 


Deskripsi : 


BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) adalah badan hukum 
yang dibentuk dengan Undang-Undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial yang 
ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan 
bagi seluruh rakyat Indonesia. 


BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan (dahulu bernama Jamsostek) merupakan 
program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada 
tanggal 31 Desember 2013. Untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 
2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2014. BPJS Kesehatan 
sebelumnya bernama Askes (Asuransi Kesehatan), yang dikelola oleh PT Askes Indonesia 
(Persero), namun sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Askes Indonesia berubah 
menjadi BPJS Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2014. 


Adapun azas asuransi BPJS adalah kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia. Dengan prinsip : kegotong-royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, 
akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan wajib dan dana amanat. Dan program-programnya, meliputi 
: jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan 
kematian. 


Setiap warga negara Indonesia dan warga asing yang sudah berdiam di Indonesia selama 
minimal enam bulan wajib menjadi anggota BPJS. Ini sesuai pasal 14 UU BPJS. Setiap perusahaan 
wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota BPJS. Sedangkan orang atau keluarga yang tidak 
bekerja pada perusahaan wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarganya pada BPJS. Setiap 
peserta BPJS akan ditarik iuran yang besarnya ditentukan kemudian. Sedangkan bagi warga 
miskin, iuran BPJS ditanggung pemerintah melalui program Bantuan Iuran. 


Adapun iuran peserta yang bukan pekerja adalah sebesar : Rp.25.500 , Rp.42.500 ,dan 
Rp.59.500 sesuai dengan kelasnya masing- masing 


Adapun bagi anggota yang terlambat membayar iuran, maka : Keterlambatan pembayaran 
Turan untuk Pekerja Penerima Upah dikenakan denda administratif sebesar 2”6 (dua persen) per 
bulan dari total ruran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan, yang dibayarkan 
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bersamaan dengan total iuran yang tertunggak oleh Pemberi Kerja. 


BPJS berwewenang menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka pendek dan 
jangka panjang. Investasi bertujuan untuk pengembangan aset, tentunya dengan ketentuan yang 
disepakati. Instrumen investasi dana dialokasikan di berbagai lini, diantaranya : saham di bursa 
efek, real estate, tanah, bangunan dan alokasi investasi lainya. 


Pertanyaan: 

1. Bagaimana hukum setoran BPJS di bank konvensional ? 

2. Apakah konsep Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS sesuai dengan syariah Islam? 

3. Bolehkah pemerintah mewajibkan keikutsertaan rakyat pada program BPJS ? 

4. Apakah boleh pemerintah menerapkan denda kepada peserta atas keterlambatan membayar 
juran yang di sepakati ? 

5. Bagaimana hukum investasi dana yang di lakaminukan oleh BPJS di berbagai sektor ? 

Jawaban : 

1. Selama inidana BPJSdisetorkan di bank konvensional, dalam Keputusan Muktamar NU 
tentang hukum bank konvensional hukumnya khilaf : halal, mubah, syubhat. Sehingga 
sebaiknya dana BPJS tersebut disetorkan di bank syari'ah. 

2. BPJS sesuai dengan syariat islam dan masuk dalam agad taawun 

3. Pemerintah boleh mewajibkan kepada semua warga negara mengikuti program BPJS, 
dengan catatan bagi yang miskin biaya ditanggung oleh pemerintah. 

4. Boleh bagi yang mampu membayar 

5. Pada dasarnya investasi di perbolehkan demi memenuhi kebutuhan dana kesehatan, namun 
jika investasi pada sektor yang jelas haramnya atau masih diragukan kehalalannya maka 
hukumnya haram. 
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3. PEMBAKARAN DAN PENENGGELAMAN KAPAL ASING YANG MELANGGAR 
HUKUM 


Deskripsi : 


Akhir-akhir ini pemerintah gencar mengamankan kedaulatan hukum di wilayah laut NKRI, 
salah satunya dengan menangkap kapal asing yang mencuri ikan, bahkan membakar dan 
menenggelamkannya. 


Berdasarkan UU No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan, pemerintah diberi kewenangan untuk 
memberi hukuman bagi pihak yang nyata-nyata mengambil ikan secara illegal. 


Adapun hukumannya berdasarkan ringan atau beratnya pelanggaran yang dilakukan berdasarkan 
UU No. 45 Tahun 2009, meliputi, penyitaan, penjara, denda, pembakaran dan atau penenggelaman. 


Hal ini dilakukan untuk penegakan hukum, memberikan efek jera dan menjamin kedaulatan NKRI. 


Pertanyaan : 


1. Apakah hukum membakar dan menenggelamkan kapal asing yang tertangkap telah 
melanggar hukum di wilayah NKRI? 


2. Bagaimana jika penenggelaman dan pembakaran kapal tersebut diganti dengan bentuk 
hukuman yang lain? 


Jawaban : 


1. Hukum membakar dan menenggelamkan kapal asing yang tertangkap telah melanggar hukum 
di wilayah NKRI apabila dipandang mashlahah maka hukumnya mubah (boleh) dalam rangka 
untuk menjaga kedaulatan NKRI. 


2. Penenggelaman dan pembakaran kapal asing yang telah melanggar hukum negara RI dan jelas- 
jelas menurunkan harkat-martabat bangsa Indonesia bisa dikategorikan sebagai ta 'zir. Dan 
ta 'zir tersebut bisa diganti dengan hukuman lain sepanjang memiliki mashlahah “ammah. 
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Ska Kenang Haa jo Ol Raga! 3 Jae Vig Aka YI J3 ya layar lela (ole Lala Ray SIM ps3 
Ang ArogBY! low! Jar uya gt La Ang 3 oalg LM Uas 3 gal Opa aa in ag AI 
ae Kon 
Tera! la 3 ENI Led SIP AAN le Dadi pake Il (S5 delay Rais df dus dala 
Jang BS PUS AHY An pegi Oky! JA Ragi Ron) ola 3 INI Lal op Jia Ri 
Jl esnpd A3 gril LIL R33 Gada af Le SF IE de RAOLAY Ray gala pn 
NAN Io al DLAYI Ja Rb ola 3 LAS olga Aap dal 3 SIP SIA de Sl 
Cm BAN AA Hr ng JALAN dg Alan ra Jd ya LAU, ABI Rela aa Ras ola 3 
ALAN MAAN Galarg yA! yah Lae SI aa Ala eng Ra Lele am II pl Ela em 
Crianlg Mamah AS Ke BY Lead UT SI AAA IS de Sila Al SLALU HL AUSI le 
Anom eka Se J3 da el US Lal ig Al 

11. Al-Figh al-Islami wa Adillatuh 
(GAN IA) adat alay ata 
Be IS IS AA Loyang Op OT alira Aga JS 3 pig Dlagidll OgB Remi) aaag 
Sala! 3 Aga ab Ta ika Galialg Letig ABI Anton SIS Laga pilar ya Wall al 
2gaon alel aan Jas AN! pa G3 UE KAN! paBYI siy ena! ds 
SPA Abal Pi ya s3 SUS IP dag SUN AB Yla eka 2) Ala oya Rela Soal 
WI PN raaBYI Sgp SE Ola JS en CA Aa cl 3 

12. Al-Figh al-Islami wa Adillatuh 


MO IN ny 5 dag ALA akal 


Jla de ds Raka Jana pad U AYI Je mala JW IU apl LV 1JUU padi 
Asa 3 Karin ISU gia nya Oi nail yah onsalig Isa yaah Sada Lag cl 
Mn AI SlaM BI ya A8 IN Lp AieLg ajal Jie pelag tele AI la AM Iga, 
AN 3 deg at BA Jing (Il BIS DJI Sl aga KASI ala Jl jas adera «(Jel 
Gagasan JUN Doakan! OI T0pEg Sop JB yag 1 2S 0gSg 4 adil Ah Fla SAI DIM Lapas 
Lake IVaka Vla RI Hala JS 3 Jake aa SUS bla 

13. Al-Figh al-Islami wa Adillatuh 


(M1O pe 7 — dag AOLAYI Aa 
mai anag JW Ah pall OUnlad 3S Ai tiga al ye Sa JW In nyali gan 
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Fang! Las penjd Cl A12 GUA Jl ya ee lah yA Tej ya Aas Ji Je JW Jl 
AHY EV) #AABN eny LS JW Ca Il Cetamild SU oleh OT Y cad) SM on 
CL Il SU dsb Of cela Hoyadale gal JB ep Lan aa Al Ja net Urakh! uya 
AN OUnkuII do ylas Lalg A20buakl opa Sp Lo Il Ahn Kama ya Gaal UM codus Menag 
onlorg Sila ya Lalab jas jalang JUN Can Lay OT AS JUN em Illaal YI 3S V8 laa! 
AAA Ba kuman yA Jlaa VI PLesa canyLaS ya E- 

14. Ihya “Ulumuddin, juz. 2, hal. 167 


VM elu ga el 


Osis be Dl go 33 Hal SOE ola 3 Gel pr OUslul mali 25 Ob 
NN 2d Naa aya JUS Ol Jet (cela Jl Ogkoga 3 Mal GL! 9 Uguanng 
AA GAS Ane CB LI Sg pa) lea Ca ba Il patas Y UNI Ilahi yaw ps 
Uijgor Lila .Lnagag Dgnng AI Slysr Jaja SIN Je uni SUV Tor SAS pal MIS Ag 3 
SE ema Ja Ja adah SARI dong el Ain Ran SAT Uang PUSYI SL aU SUS 
VI Ike SDP yeh Lee color Lah. anti La Layu jer Lila Lauk INI 5 jak DG NI 
BY ali Y pbb lo Oo oi 


15. Al-Ahkam al-Sulthaniyah, juz. 1, hal. 377 
ON pe Ny Alek! II 


as 9 OLI js Ie Lara Ar Sk RL Pa 3 eJEI uh 
ES YG MAY oa 313 SAE 3 pa Ja Sebab an SI RAS : Ola 
ana LNG IS IA AN Ka 
AK Ga mang PE ts Ia La Jaa al ga Saha. Ega 
SI 3 pay Cr al JI Ada AA USA 3 Gap 
OKE Jp lega SAE IS Ie AP Gal adit Je gda sA8G OI ee 
« Aj) Bd A 43 fe Blah Ad 3 22 GA & OB Ag Dra Sp « Syah» ae KA 
K3 SEL Ulas ajP Ia Sa NE abs 2 Jo OX BALI GA SI: Iu J6 

LI 3 3 Ah ea 2 Tag teluaah 9 ONE Dp Uh AG LA 


16. Fath al-Wahhab, Juz. 2, hal. 289 
WAY II y— —UGI 


BUS Yg ct An Y 3 ds ni eka al yag Ae ya Ge 3) (Jah) 
Al do) Alady (oyajaBi OgilE GNU) MAT PLT Jd ad VI CL W Ing LS UU 
Ad Il di Ui IST olga (BLS Yg Leah Am V araah 1) topan TI Ela olay (akug ale 

SE GP pRI D3) ya) Bolang 09 AA aa Kemang AI ab 3 Karin SAS 
J(JE) Gol Sila GUSI ALL ALVI 3 0yLg telan maa S9 ABI LL Y UII 
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ABU GUS ah Ata A39 Gama Banana Y (SI yel Keman yA Aasana Yg nya! Eps A8 dl 
SA Aly Andi Albi abu lt 3 S3 Ih Ig ya Lakn Spko GUS UI) 
cra Yasa IL Sladlg ngak! Uraallg JubEl 3 DUSI Haag AI BSM ga 
d279 Io gnig na Hal 3 HS aa Ba (LP Pu) AN call dang Ola, 
Gg Luang Iobal Duta Lor (alah Setor) Rb GIA ASU Tanya JB pul 2D Log 
Allan tai Ul adal Ikat AI 3S lari 
17. Bughyah al-Mustarsyidin, hal. 142 

Yel PAS pimmod | daku 
4 La SU doel jbr pu23 Ul dia pak d OS oya Sian sa Lab ng Bi AKA 3 HA 
OLS AN oaah mill 2 Ola si us 3 Sman Ol ML Na aza Uya 
Slalu SI pig Ungkapan gl Seidl peang OLS ea 3 Sole JL Y Ol beyia all Ela Lo 
Al SIS Kannada Wp La Gym aa Vla Or Jae II 

18. Al-Figh “ala al-Madzahib al-Arba'ah, juz. 5, hal. 407 


Va 9 yel 2d! dn hadi ha aa 


IS pena dg Ain Slangg JA IS Lesi oya ae Aeon JS US Joss OLS Wtalg oles 
Ore Ng app Yo FP da3 JI Lemon Ol AKG di Jos YI aka Jl uya Jae Jl Lenny Ot 
SAB ap IS Se g amb US Oypd Bin Ol pelma JSI Lia dil olinag pil! ya JA), 
K3 ah ol I—NY Leg Yg 38 H3 YG dnwgs,a US on Bi ol on 9 for OS glgaw 


ana 8 SadHA im II) plg GSVL ES Rep OB Ogeb Gel Dj Ol ag Ela Y 
deng CAN aja 2p2 eng Kai 3 
19.  Fatawiy al-Ramliy, juz. 3, hal. 13 


YA yg ISI sd! dad! Gali 


BP eU Lab Abgp ob OY AA apl poli Jas ya Bol cape Las (Jam) 
JB Jam da peang ola Laga IBI eabee yd Ata ab Jas dilan JPN 
Jab IA ya Gajah ay Jab dileo pE3 S5 AG Ale Abay AJI Janag (3 polis Jana 
(Dee) Sa Hili La Uang dia pat dala JSI Hy dls jug F3 ala SI 
ale onjai Selly ag Elda pall past Alb de AS Ia) LSM SY ade P4 Ml 


INA ya Ala JSg Ig A3 Uillan deru ali La paw2ng dia Aming danang Als JII ig 
Han do orap da ET GA AL Tila ja FU) Tam 
PAS and Lag Il NI Iga Gg Tape jl Deh 4 ya nga Gi SL 
LAN cant 9 dp ag daAN AP Tan Y Tea JT Pb GB 

Al. rd Wil jg 
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20. Tuhfah al-Muhtaj, juz. 6, hal. 21 
CNN yo red jdi Tpual! Ato 


Ja pion Kamang Jain OS Oylor 2 Ola (Gala le ASIA C3) SIN ya (Ag JS Shan) 
Sola ASK Ai 3 (SAS Ob) Ad aloe Yono SUS oya AM OY ap KEL pki Il ole luka 
saynaki ypUS ya LAS Ula di Ap OS bg WB gl Unle3 Ain Wp Le (1702) 

21. Ihya “Ulumuddin 


hg! LSI el ls AYY — ON OP UI adl adl ala slr! 


PAS Along Yg AYI 3 xp Ae Y Ol gang All UR AA de meri dab 3 mah ol LI 
AI Ox Yg Jis oya» JL 2 9 SAN Olg A15 Stama Ab SNI Sol Ola ob 02x Na 
Ba Ian Oi pa Ang pa adl Le DL2 Ha Ja God rebel SAI Kemana 
OP BN LS Sg pa BN Ig lal BA ya Sets YI ai gag Had Jl AL Sial 
—awng Kaghig AAN dad Hang UUS A3 pa Lebajb cap ON) Ugal pai | Of Dasa al Ang 
Lp AL ly Asal GS dilay yad fine gl PE BNI JI Iga orng dit Jl JL ISI Lal 
A2 a33 AN OS yg dandi Kap de Baja 3 Sa Rap AP Y OBB ed BII JI Jagad 
AB ag NY OS Oly ole Iilag Layu Alb agniag Gladi ASolg yag! JUs Les Jari yg Gaga 
ain mami Ol Aa yald Layu SG Ol Al AAN dala Jang Ain 3 ama OS gang 1 SLS 
OB Ulama! da Opa S3 5 IU Bawa EL IIS Ceng adil gb Tor Jb ya AP dia 
DS 0S dayak NI 2 CI 3 Jenk AA lor Dag png Jr ra Jr 3 103 
PI AH de Sg PU ae OI Regina eka! 072 Os LI pel Oi alel pel 3 al 
Ala Apr de dag Lah ed SY 23 le ol Lag SM alel yag adal VI Ras ob Jl dg 
OP Ml pr Oleh jamal 13 Ob JB Ol Il REI SEN NG IL M3 GH os P5 jl 
JP Ogloga Le dlgal Bll3 guna Uggyeta Lah SI mango 3 meal Bb clali 
lead ae Ja Eli pakai Y USI9 Ella ia 3 Lens SU & ppbdl ag 3 WS Ul del selai 
SA Ji Bi Op V AoL BAE pedal SUS Ag AS dor Sah Jas J3 adl Sg,b j3 
Spion VI org ol ata Ra be Lana PLSYI AL ALAN SUS Lijgor Lala Uragag 29219 Hall Ula Jaja 
Lis ba LB paosel) Lai Layan jer Leg das IN an j3 SB Vai pad Eau al Jali ha asa 
Vajin US JIN real 3 Jaka Jadi! OSG UYI malai Y pbb Ale OT OT VI Jl DU 3g 
Olga Ola Lg LS Again om pari Sal Rang ENY pe Jl dor Ba Ld Hong 
AN 9 Pad Jl Ae Bata adal pAYI la SI yg angan yag LJU Gnag Label JI Jas 
0gb yA 9 IU san 3 Lagian Jl Jam Y Obb Ola LP Le Aga ca Ie Sa Bl ai 
Atasi ale Sal) Jl Jasa DB Big Usa y0 9 pel JI dor Sy Mala AYI lo si us 

leyra II as eleL Angs AA 

22. Al-Hawiy li al-Fatawiy 


YA yo JIN syal Ll Soil Call 
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Jd ata Tekarg Kadi gal J3 (ANN ea dad Ilang La Joel oya AYU OA Ge ash Lging 
Ion JAS A9 Seal Bole ea Ui Oya ISI Ill OA INI jigar cap OS le 
Ae SAI Ig Jt lala AYI 3 Laut Ig 0 d9 SAI Jab Unud AI 
AI PA ISI dngan Raluktaah bgl pena dg del ata WI yaah Ad Ol Upin dog s2 
AS yag Leglo Lea! oogio La das add paling bad Raga AAN Ae Ad Ol Leiag gk Gm Aa, 

Al al ad CA Las Jail 


23.  Al-Mausu'ah al-Fighiyah al-Kuwaitiyah 
(NYI AN ap — Inn Ag is gagal 


kiai ge 6 jilor PJ Jae jadi OT 1 ito al maka 3 PI 51 JUL nya Raga rbu 
Jl ya Ol 2 d0 Cg A3 Siang al Lal AS ya SS SI MAL OI ba l£ YAA 
Ber JW Ineb ad da 33 Yg 1 combat! J9 Foelaaa Ah Si OL jiler GL JW 
SL Kadaa Gel. jpR 3 KAA AI Ag doll LE aa G JUN le nya jt 
hnya? pablya S3 AS 2S 4 JB JW ISU pdl 3 Op pl JB AB Cas age 3 
Oi 3 Yi JB Blah Pada Oa os MIL Jaw 1 alga 3 39 0 JUL Led yu 
OS glgas 6 SUS Jia jga! Slaalg Olissl 3 B9. Ab SAI ya OS II Cg Bukan 
KA Jika La de Olinjilg Ll ella: JEg 6 HI Geni al Adllng «Iga al D3 SUS 
S9 BE Ob al Ao! AHM Gsm Y WA el Sil3. AW Lo tik Sarang 
pp! OY KABUT al JW Ine ayal A4 Abd Au0g Ups Lg Abaalla Uendoia 1 Cole ul 
Blu JUL apa! Ol : VE aa rta Rao Gal Wil. aa 
sb Sala al 4 Angan pak gl ADUh gl de OS JUL aya JL aa! #laiag NI 
dong & cal Vj Saka IU Ja oya Udi mo Ulat OT yag — Aorlo 2 JW ae - 
aa pda Olah Ila del 3 Y SY £ dl aan at 
OH la Ssoe 3 Jaka La onlaig . apl Lal dong Tla de ayady WS asi 
SMAN AU all mel AlaYI SJ Ia Kogan» Tae ISI el og ha Ht aa Ui 
doabeakl Ah Coy Land JW Ia Sam OI SN Ob «ding oya Lungise jo SI la: 
24. Ma'alim al-Gurbah 

|) IRI BAU Kamp dilas Si! alas 

al Jalu) SI Ane aa Jg3 yag AI day SULA as Films Ilga VI 3 adl Lala (Jha) 
B9 eS oil lay Jla2 Sini ajal Bg Jas HAL JUSI 3 JA deng epag ya de Kan 
Oon YP Al GPS ur ALA Jalialy Ad dagis dll jab Doitay ata Kai BSN JP ya 
UB Lena oyag Lapri ala Ia Lallasi oa Ugal Ki ASLI AYI oa ema IS) JB) il oi 
Abg Bl or Ana OT Sa A33 (AP lab SIN al lay Saja oya Raja dll at, Lada 
Al AyAlU sUayay Der, Sl ya) Isis YAI Jaan cm” J3 Ana lako J3 Jong cal del 
la GT Il AB (Say Ag ALaYI soya La Iikng Konmoed COLI Kla Lama oU9 (adl 
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SIS 053 Liga Ud BU yag Ol Uang) AI Jgany Lesiawoi Rambo op SAS LA Ju ol 
Jsbia ag Anlak Cal) II SUS Jad OT Ill IlalI JB JUL ISS lelah Gl asi —agarg dl 
ca dg PEN NAS y AN Saung aj 3 SUS Ja Ag lonj adl Las Gl Sal S3 Old 
jbr Rol SU Jia Ole2oel Ill CS Isl , Bapa plladly prjl JI dor SS 9 Ana 

REI SY SUS S0 db) Seet aya Ugaa Nila US OP &W3 Jin al 


4. PEMAKZULAN (PEMBERHENTIAN) PEMIMPIN 
Deskripsi : 


Ulama sepakat, bahwa wajib hukumnya taat kepada pemimpin selama ia menjalankan amanatnya 
dan tidak boleh memberhentikannya tanpa alasan yang dibenarkan. Permasalahan muncul 
ketika seorang pemimpin seperti presiden, gubenrnur atau bupati dipilih dengan basis dukungan 
suara terbanyak. Apalagi dukungan suara terbanya dianggap segala-galanya. Anggapan seperti 
ini berpotensi menimbulkan ketidak satabilan politik dan pemerintahan. Sebagaimana yang 
sering terjadi di masyarakat, kesalahan sedikit seorang pemimpin digunakan alasan untuk upaya 
memberhentikan kepemimpinannya. Atau sebaliknya pemimipin yang melakukan kesalahan besar, 
oleh karena mempunyai dukungan politik dan suara yang besar tetap dipertahankan. 


Oleh karena kepentingan politiknya , lawan politik yang mengandalkan dukungan suara 
banyak, begitu mudah menjatuhkan pemerintahan. Akhirnya pemimpinpun merasa tidak tenang 
menjalankan pemerintahan hanya karena kurang dukungan politik. Sekalipun secara hukum apa 
yang dilakukan sudah benar. Bahkan kesalahan masa lampau yang sudah diputuskan pengadilan- 
pun bisa diungkit untuk dijadikan alasan pemberhentian. Kasus penggunaan fasilitas negara untuk 
kampanye, penggunaan program sosial pemerintah untuk menggalang dukungan pribadi, kasus 
pribadi yang tidak berkait langsung dengan pemerintahan, dan sebagainya dijadikan alasan untuk 
pemberhentian. 


Karena kepentingan politik pula, pemimpin yang banyak melakukan kesalahan hanya karena 
mendapatkan dukungan suara terbanyak, sulit diberhentikan karena proses pemberhentiannya 
harus melalui tahapan aturan main, di mana suara terbanyaklah yang akan menentukan layak atau 
tidak sang pemimpin untuk diberhentikan. 


Hal seperti ini terjadi baik pad akepemimpinan di tingkat pusat ,propinsi dan daerah. Satu sisi 
bisa membuat pemimpin hati-hati, tapi di sisi lain pemimpin yang lalim merasa tenang karena 
mendapat dukungan kuat sekalipun mengabaikan kebenaran. 


Pertanyaan : 
1. Apa sebab-sebab pemimpin boleh diberhentikan? 


2. Jika seorang pemimpin telah melakukan hal-hal yang menyebabkan ia bisa diberhentikan, 
bagaimana proses tahapan pemberhentiannya? 


Jawaban : 


1. Mayoritas ulama berpendapat bahwa tidak ada penyebab yang menjadikan pemimpin dapat 
diberhentikan kecuali jika nyata-nyata melanggar konstitusi, 


2. Apabila telah terbukti dan ditetapkan secara hukum pemimpin maka boleh dima'zulkan 
dengan cara: 


a. direkomendasikan untuk mengundurkan diri 


b. apabila tidak mau mengundurkan diri dan juga tidak mau bertaubat maka bisa 
dima'zulkan dengan aturan yang konstitusional selama tidak menimbulkan madharrat 
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yang lebih besar. 


Apabila pemimpin telah terbukti dan ditetapkan secara hukum melakukan hal-hal yang 
menyebabkan dapat diberhentikan maka. proses tahapan pemberhentiannya sesuai dengan 
tahapan konstitusi yang ada. 


Referensi : 
1. Raudhah al Thalibin, Juz VIII, hlm. 369-370 


Ineleillina penak Je tamil blesa)gt era aga mna Da bebe ENY “da0 JI 
HA 900 pekan lela VI 6 gini eta pad it Jl LPS y2 yagaygliwakual ye 
JteaJE Ye Iyan #GWlaosea OLI» lerbis ge Ian emil aong paid le laga 

Dyimdggitani gehggondil abi yele elaralil 1 (Sglnlai PI cold 38 pe Lai tan asal 

| Gongllataai 1 Isi YES AA Ira LLagi Leoegllas Ylaihe Judasl cakil ge Jonas 

2 At OLI age gen Ye als Song men UNS JB rabun luka YA 
Aeleb9. Ailittu Lin Yg PL gae tama Ya) 
Apes” Il yi Yel YA em rini UI 2 AL YUL Years Rana 
2 KA Val lagad ge JS TAS Ling Tesis gi Sal : SHU NE 0gb ge pal lemas 
Vig IR VoJle luta Langattad gt Olla gt pem at 2 Ya ye goo gn LI age Ja 
SE EA nb ba belaian 
SEL gor pdlo LagiaLakuke 929405 Lixulka YLajhcaLa Yuelg) 152 3G Lalat Jeng LL lane 3 J3 
Moe SUL Bait menloangikala Yugi ra pr Laga Agak YA, LK ra lt jai tatanan Urea Yep 
Sleep pedRALa ita ytan Ya Wear gapen 2, peka LAN ye RE SA gama UI 
DE gr gema At tatakan, pllManyak El bait png AI YAA Ian al 
VEteelaL Yaoi gvdtalah key g3e Igor makna uni LelytataLab Jaya 
Gain Vena Vote adain YUlega Misal 5g Lp YNA le geatakahuks en 
INA eye tmg UlALA Li yan Yo 2 Ca gomeataLah2g yan al ak SSI ge laa ina nh Laghu 
Meitagon JAMU Jlht yon YEL kenal YA nd Ju La 

2. Al-Mawagif 
EN — Wigall DLS 


Gol deret dad Jl dal ol Ula Leela Lea drag dai ab US LS sal yaa 
Oia 
3. Syarh al-Nawawiy “ala Shahih Muslim 


hama po As ag TA 


abah II Laglral JWBg DU gl Mary gala jala Ligor Ciag lus g del AI alun Al Iyan Ol) 
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UI Rawana 3 A55 Y dil ASLI Eno U Filan Ills ( Bajakl 3 Ab UI Anona 3 As Y 
As Je Nila Ol Ja Lenjla OLS Jaa #Elnsal li Ja sa YI ulas alah (SAI Nala Baal 3 LA 
de J8 JLN oya Jang il Urus (all dala 3 JB NY Sri Ilang sopan Halal op Al 
da dala LE laka (RAI gg Jl Leah Ill d Lagatleo JI) lan y Ale Sl oa Api and Al 
Lage» g) gia Opor, Y al RilakI dala lara Reli aga Hand! lilag ongll aka 4 Ale AI 
Ig ah ya MASA (Olag AB Al Uya (SAS Lonlap LAS G3 OT) ) plan y dala Al aan Ap 
ASIL SLIM, VAUS LAS Uhlirag Lagah dogite UJI) Lelalesang 3g gk belas Gema lna (39 
GELI Y EyAd mag la AI yaa uya digadas (SI Ollap Ab HA ja #0 gang ala La 
SILAYI del oya digalai LAS ISA segan 3 OLY ena Tenan Ng 823 3 op 3N 
Alan al lg le HA Up AS ea SEL Ig ole 09 SU SUS sal, Taka 
Sya Vai ind Jani A3 S3 La gag Lap AS A83 CnlUB Aang pil Olg rada 
Sunil, OUakudi 

4. Mausu'ah al Figh al-Islami, Juz 5, hlm. 331 
padi! Dakag ya IS) dai alay Jas Of Lah 1 SNI 1 Jiliag Bas ala Jd all gl pprlali plaYI Je Aha, 
diaykg BA SAIL ALAYI II adal JA Jai pain Ol #ASl LabgaI gal Sania BU slel ala Je 
JT Sada DUS le ju Y Ol bayia AS Alang JS one MLAI le mol UB Lao Ala ALA Aa 
alan! Ehing KAI Jona— oya SUS Anang Uh Ileilly Sinande Sp ALA! dorlaa Yg Le) gen Sakndkl oya 
SAI db Hlan 


5. ADVOKAT DALAM TINJAUAN FIOH 
Deskripsi : 


Setiap orang yang mempunyai masalah hukum baik terkait hukum pidana maupun hukum perdata 
dapat menggunakan jasa advokat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik 
konsultasi maupun litigasi (pendampingan di persidangan), dan atas jasa hukum yang diberikan 
dia berhak atas honor, terkadang ditambah bonus, yang disepakati sebelumnya. 


Advokat yang mendampingi klien berkewajiban memastikan bahwa proses hukum yang dijalani 
oleh kliennya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian kliennya akan 
mendapatkan keadilan atas proses tersebut. 


Dalam beberapa kasus, baik perkara pidana maupun perdata, advokat bertindak melampui 
kewenangannya semata-mata untuk memenangkan kliennya. Seperti menyodorkan bukti-bukti 
palsu, mengarahkan saksi-saksi untuk berbohong, dan lainnya. Apalagi, kebenaran perkara pidana 
didasarkan pada kebenaran materiil, dan kebenaran perkara perdata hanya didasarkan pada bukti- 
bukti formal. 


Pada saat pemerintah dan masyarakat berjihad memberantas korupsi dan narkoba, justru ada 
sebagian advokat dengan berdasar asas praduga tak bersalah berusaha membela matian-matian 
untuk membebaskannya dari jerat hukum, sekalipun dengan cara-cara yang sesungguhnya 
melanggar hukum. 
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Pertanyaan : 


1. 


Bagaimana hukum seorang advokat yang menggunakan segala cara demi memenangkan 
kliennya?. Misalnya, dalam perkara perdata dimana pelaku yang memiliki KTP atau sertifikat 
tanah yang secara bukti formal benar akan tetapi sejatinya salah. 


Apa hukum honor advokat yang membela klien yang terduga salah, seperti kasus korupsi atau narkoba? 


Jawaban : 


1. 


Hukum seorang advokat yang menggunakan segala cara demi memenangkan kliennya adalah 
haram. Karena beberapa alasan, diantaranya, menghalangi pihak lain untuk mendapatkan 
haknya, terdapat unsur manipulasi, atau membantu kedzaliman. 


Pada dasarnya hukum honor advokat adalah halal. Adapun jika advokat tersebut dalam rangka 
membela klien yang terduga salah maka diperinci (tafshil) sebagai berikut: Apabila ia yakin 
atau punya dugaan kuat bahwa upayanya adalah untuk menegakkan keadilan maka hukum 
honornya halal. Dan apabila ia yakin atau punya dugaan bahwa upayanya untuk melawan 
keadilan maka hukumnya haram. 


Referensi : 


1. 


Is'ad al-Rafig 
Aa LSI! el jl 831 : 0 SI sll GAJI Saat 


Aaja Sekanda gb ya JS Hope LS dg SAI (ai GAN Ie ag Up Aniag d US sal) La (3) 
Key AS de 8 ag lama yag 1 Ala Ag ena LAS PLS ya yang Lead IU. ey ya Lanang 
AA pal JBS entagh pel Lea La Ja MLS pp peng Aa AI elo AI Jguay ob JB dl 
Ca Leola ata GA elirtanl bag Uya IVA Gg Uya AN ad canag Kal ya dl ya cal pad 33 
IIS pa AU Kang Selai I menal Sal BAG 3g 1 INA JB 2 Ja aa 
Oimag Jd a33 jati cat gais Ol pay dit Joey Manan ya Oylorlg olga Lilo mai oa tel HUUS 
KELAS JUS ya Lah key cola 3 dala La Ag Lele Ola A0 on Lal tadi akal AYI 
J5 SL Aib Il di Dylan oya Jo 93 MaSLAE Elle ja Audy BNI dala Ala) Sg 3 
A3 male peka 3 JB yag ja STA Saman 3 Jp la yag JPU GPS yag Jeng 
OY S3 opa id Ola pb yag JUL ee323 JII Jl Bae lala Jeng cal LILIN Aen, A KL 

AN lola naa Ja uya JPNN ES Ae RAI Ol yg M9 thonla2 Bakanka pgddel RAI S5 3 


Al-Taisir bi-Syarh al-Jami' al-Shaghir 
IKAN Abad Tris mi! 


PA Adi AIM ON Wa Gosiang Lagorlo CSI (JL Plug M3 La adi LAS oa) 
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ld & &M59 Lead A2 Jla Lou Na 
3. Shahih al-Bukhariy 


La BA Sa pa GI da dd Toga ate 
KG 5 sel Ia Ia Eat SAN EU JAN gadi yak ba sh AN 
4. Fath al-Bariy Syarh Shahih al-Bukhariy 


DE au CA MUI 


Ing Y dl BIL Balap SU Ag Ala CAN Hilmi Any Ad 4 dg Vla Cepot oya Ol ag 
AN Jl Oi 19 SI Ing KAK alas BL SMS aa Ra PUT AN Ula eU 3 
SI Gal EV all Sby ALAN 3 Um mag So Jadi agpng ya Anya Jie 


6. EKSPLOITASI ALAM SECARA BERLEBIHAN 
Deskripsi : 


Indonesia adalah salah satu negara yang diberi anugerah oleh Allah SWT., berupa sumberdaya alam 
yang melimpah, sehingga hampir semua koorporasi tambang dan gas internasional melakukan 
bisnis ekplorasinya. 


Di satu sisi bisnis tersebut menguntungkan rakyat Indonesia, sedangkan di sisi lain menimbulkan 
kerusakan lingkungan alam yang luar biasa dampaknya. 


Sebagai contoh nyata mengenai rusaknya alam kita, di kepulauan Riau kita melihat dimana-mana 
bertebaran lubang galian bekas tambang bauksit dan yang lain-lain. Di Kalimantan kita bisa 
menyaksikan ribuan hektar tanah terlantar bekas kerukan batubara.Di Papua kita menyaksikan 
kubangan raksasa menganga bekas penambangan emas.Di Aceh dengan jelas kita saksikan lahan 
bekas produksi minyak dan gas yang terbengkalai, serta masih banyak lagi lahan yang rusak karena 
eksplorasi sumberdaya alam. Kerusakan tersebut antara lain karena lemahnya kontrol Pemerintah, 
selain karena ketidak pedulian terhadap AMDAL. 


Sejauh ini batasan etis eksplorasi sumberdaya alam telah banyak diabaikan. Pengusaha melakukan 
eksplorasi bahkan pada batas-batas tertentu telah melakukan eksploitasi tanpa mempertimbangkan 
visi pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). 


Ekploitasi dilakukan hanya mempertimbangkan kepentingan ekonomi semata, seakan-akan tidak 
ada lagi manusia yang akan hidup setelah masa eksploitasi berakhir. Pencemaran udara tidak 
diperhitungkan, rusaknya alam tidak dipikirkan, hancurnya tatanan musim dengan pancaroba 
berkepanjangan dan matinya segala biota, flora dan fauna dianggap sebagai konsekuensi yang 
wajar-wajar saja dari sebuah pertumbuhan ekonomi. 


Pertanyaan: 


1. Bagaimana hukum melakukan eksploitasi kekayaan alam secara legal, tetapi membahayakan lingkungan? 
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2. Bagaimana hukum aparat pemerintah terkait yang memberikan ijin penambangan yang 
berdampak pada kerusakan alam? 

3. Bagaimana seharusnya sikap masyarakatyang melihat perusakan alam akibat penambangan? 

Jawaban : 

1. Eksploitasi kekayaan alam yang berlebihan sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan 
hukumnya adalah haram. 

2. Pemberian ijin eksploitasi oleh aparat pemerintah yang berdampak pada kerusakan alam yang 
tidak bisa diperbaiki lagi maka hukumnya haram jika disengaja. 

3. Sikap yang dilakukan oleh masyarakat adalah wajib amar ma'ruf nahi munkar sesuai 


kemampuannya. 


Referensi : 


1. 


Tafsir al-Raziy, juz. 7, hal. 146 
(KA PI OI oi 
2 Oldlan dadg | PO AG 2 SA laekmdi Yg P1 dls JB 
Kam Igukanis Yg Ola | rol AKG GIA Tgekandi Yg d2 Adab 1 Ia! Wlnodi 
Olga Sladlg € sAS aladag Jail asi IlaBI eya all AD Je € KPI 3 
Had dladlg « Asadlg ASIL ObaYI dludlg 0 Jali agengg AB andy muak 
DS mad! Dp Kemang Ugal! HLenB9 0 DAH Cuamag KP gg UII CS @NABYI Km 
An Ylg Ilga Yg Gong! 1 Leni ola AR Lu Arema lai OY M3s « 
Ody! Ola ale Jleal 08 war | Ipda Yg j1 dg. Jgially Oto, 
Jgksd « ddluoly Asta amar ya meal ati dgn Dki leaf ya mall 
kanopi! pad Ola (BILA cpat 
LENBYI AS dig Tapal pln (3 KI Oi de Jas RV oa : As Saad 
Lamad jual! a01 ls BABY! jgn os Ja Lele Lusi Ualerg Ol: Jadid Ida oh ISI 
Load Ala dal Ja SAI papa de Vig OI ds Keb Lanaii 
BA BA Kg 3 AB JW p mad DUSI BUSUI dls, 
Bell III Oi ds Jas HL ada OLI BEN TA Hae Lb, 
He AI LI La Jaa SIS AYI OS Lal Asi Lag Sc Jpg HL LM, 
KAV juan! (BD JII Oi ole Jai Lesi RL ola (3 AS da Al Sei 
Keaeng AI Sala ayat LAI MEI JI AL ASP peran US aka Ch Sl . da pdl 
BI SU CA ola Boga BL UB HUNI Eerludli ya SUS3 La 
Mena! amar HPN Os Als HI odlag « Jedl Sldl 8 ENI Oi as is 
« Ualinod Byaia Leladakd BASA SPIN Aiallaa oren Uda ya Baerlg JS9 « Aa pl 
Hlagand! Sila Ca Uel3 Sg gear ASI UI ds Jusg 
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Al-Figh al-Islamiy wa adillatuhu 
sala NYI akal 
Iis Anak Al OLI Jansal 15! Hous ya alasi 4 ro Lap II Bas 
Anunya ASI Oak Kemmba pm Mad AS Ui S3 Cdna A59 pinod! doelugad! 
bae lgi pal OST alga cad Taka SUS oya ia clgaglag gl Kadin Ba pall 
ole Sad! Jp midi de Iealg Pbb gi Garuda Lele gi Cisarua 
(8) ani 0334 Gp! Jlanst OI laka leg (N) KolaP Yg ep No 1 eekuag dala AI 
AN app Ale AP jl UPI yabll ya Abi Laila yag calo yup Ale Aj 
bai prima! yaa gk gi Gp lo yup ya Abi jl dpl erlo kelas ya 
Akan Gd! Iloriaal OS YG Langsa gi JBI ) mali OLS ISI 
Ii elo di Ipa AJB D JEadI Aga jga Ang pil! pb ASLI log 
DA Vika Jab US cilgitn ob Al Ugita LIST sig clgiyolaa DG Lg OI 
ipukanal Helena! CI 3d Jiya 33 ya dala gang sad! IG 2m Bella 
daan ASUS! OY 6 (Ny SLAN Uknng WEI ye9 Llgaill 32 Lg dadi gag :ale 
PU FI AA Hb 3 AI Sapu! lai lelalg Sl 
lemes gulai YG cilakadlg Badal Ikat gl KAI gi Olaally JSI 8 Hakka! 
Wioal to9 pita 
ipelamallg Jual Indord Ang pia! Inpledl ASUS (3 Jeadl Dgdl H4 WAS 
Oean9 ay J3 Hull Llasg Cell aa g a Ao & duel & gl gas cdnlali 
Ga UN yag ASUS LSI Gegana oya Tenan LoS cal 2 dl dlamsal cast II 
Madi slr Jl BULE Alah DASI ole Tag Oo Oi Jati ASI dg 
DISS (If) Las Jals Ganga AB3 wa Lpilowo oya Lepas gl Cara play Laddpn 
(£) peslemali Halal! doulamad! Janu 3 WS 
Aneka dia palang Paru ASUS AU) ega DL AYI dg Oi selai Aas Aoi yag 
kai Uh dl Alya Kerta AYI da Alb UM yglaoua Taat Ojg lens La Temnd Cam 
PAN Jo Lets) (Sup PI Jaly Jong! Ips 1 gado Vga Gaal 
SI AL Ae! JB Bp gag Oo Goal Gg7 LS Ng SAN SPI Kawi 
Ae Jl YI 
ce ala dl 8 PUJI Marta (0 la ASI 8 AI dg Jera Alia gyag 
OS9 Ly Jen (Oam ai) dai OB Da yg Bams OS» :JB di 
JW pekarg Aek AI Celan AI Ogany AI HIS al KEB cp Alal3 y0 Je 
alta Lg dad "JB 0 2 cAna3G " gangl JB ca ca 1 Jodi lal AI Iga 
19 ASLI II ea 3 clan Cdi B3 AJI Iga! SEJB ab kl 
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AS akun kale AI ap Cal OT de Jika La dibndI ska (AB (N) Wale JB ad 
(NP Yg orP NI Bgir s sll $ aa 39 pena! ASLI 2 pen 
Hat Do 1JB akang dls AN ae A1 Iga Oi an Aa Pimp ad ang (N) 
be (LSI de Andal! de AINI & A3. (YP) Keyllar BA Ya UI Ole jr 

Andal! das D9 mal 


ANA INN) ontel pad — Koba asal 

CI P3 peti leg La BLS Wana Want Prev Lena 3 Lal! (ASASI Luo ( 
Jndkeandip pisa! (LoB) Lang Lt Lavkegdonlun 13 WILJUSU ad pda gatel dadi Y guna 3 
#edika HUNI enond pn SAS m2 el Ulidklasil (Lalgy — Udin gililasial 
Ibaleki Pe GH gais La pe gua ge nil! geka wal LI power Lis Lola gor 
Safir 2 pisa 2 SIS BI putuod Ligue Lu lounge Is Lokal Uowonllit onani 
IioleoLunndukdlrnn ye Lis Samais Ls LpUBI podo yesworkeeuoku genre Lema UI 
SEE UL genI Mann Giat gen ounndoke Ud kg or Ludaiag jepelbeitaomtaN gs pel aril 
Jk il bagi Ma Lai ga Lryoukeretl eren nara YA Serai SS ng gek Ll 
hama kaleng lega 


AN yo SEN UT 
ba : 33 — 


elgA 1, 303 — Kian TAPE: nye No 2 IU 134 — 


Ita La nm Apa yedetds Kana Pat 
Mo MLS, Aa Pajero EA 


HUKUM ALIH FUNGSI LAHAN 


Deskripsi : 


Indonesia adalah salah satu negara yang diyakini akan mendulang puncak bonus demografi pada 
tahun 2017-2019. Bonus demografi akan terwujud jika ada perpaduan produktif antara jumlah 


penduduk yang melimpah dengan pengembangan kapasitas sumberdaya manusia yang optimal. 


Mengkonversi jumlah penduduk yang melimpah menjadi bonus demografi tentu saja bukan 
hal yang sederhana, konversi ini tentu saja projek raksasa yang membutuhkan segala upaya. 
Ketersediaan infrastruktur menjadi hal yang tidak mungkin dihindari. Infrastruktur adalah syarat 
mutlak untuk melakukan percepatan ekonomi, pembangunan sektor industri maupun untuk 


ketersediaan pemukiman. 


- 120 - 


KOMISI BAHTSUL MASAIL 


Pembangunan infrastruktur ini akan sangat dimungkinkan menjadi penyebab hilangnya lahan 
produktif yang selama ini menjadi tempat masyarakat kecil menggantungkan nasibnya. Atas nama 
kebutuhan infrastruktur yang mendesak, sawah, ladang, tambak alam bahkan hutan lindung telah 
dialih fungsikan. Diatas lahan-lahan produktif tersebut dibangun pabrik, ruko, apartemen dan alih 
fungsi lain yang menggesar posisi pemilik lahan menjadi masyarakat miskin tanpa kepemilikan. 


Lebih jauh dari itu, para investor kemudian berlomba membeli tanah untuk dijadikan alat investasi 
karena harganya yang terus melangit. Kegiatan investasi tanah ini tidak jarang berakibat ekstrim, 
yaitu meminggirkan pemilik awal disatu sisi, serta menterlantarkan tanah produktif karena 
menunggu lonjakan harga disisi yang lain. 


Dampak dari alih fungsi yang mulai terasa saat ini adalah tingginya impor pangan karena 
ketersediaan dalam negeri yang terbatas, tingginya angka pengangguran karena minimnya lahan 
garapan, dan semakin tingginya tingkat ketergantungan masyarakat kecil dan negara pada pasar 
global. 


Pertanyaan : 


1. Bagaimana hukum mengalih fungsikan lahan produktif seperti lahan pertanian atau ladang 
menjadi perumahan, perkantoran atau pabrik, sehingga menyebabkan penurunan produktifitas 
masyrakat dan berkurangnya hasil produksi pangan? 


2. Bagaimana hukumnya membeli lahan produktif untuk dialih fungsikan untuk pembangunan 
infrastruktur? 


3. Dalam kasus lain, bagaimana jika pihak investor menelantarkan tanah Negara sampai bertahun- 
bertahun, kemudian ditempati warga sampai turun temurun. Dalam kasus ini, siapakah yang 
lebih berhak atas lahan tersebut, warga yang menguasai tanah tersebut apa pihak pemodal 
yang secara legal memiliki surat resminya? 


Jawaban : 


1. Mengalihfungsikan lahan produktif seperti lahan pertanian atau ladang menjadi perumahan, 
perkantoran atau pabrik yang diyakini berdampak madlarrah “ammah (yang nyata) pada 
perekonomian hukumnya haram. 


2. Membeli lahan produktif untuk dialihfungsikan menjadi infrastruktur hukumnya adalah 
boleh. Hanya saja, kalau hal itu diyakini (nyata-nyata)akan menimbulkan dlarar “ammah 
maka pemerintah wajib melarangnya. 


3. Yang berhak atas tanah tersebut adalah negara. Karenanya negara atau pemerintah memiliki 
kewenangan menyerahkan pengelolaannya kepada pihak yang dipandang lebih berhak 
berdasarkan kemaslahatan. 


Dengan catatan: Pemerintah memberikan batasan tentang penelantaran yang berdasarkan 
prinsip kemashlahatan. Menurut imam Abu Hanifah 


Referensi : 
1. Al-Majmu', juz. 15, hal. 227 


ON el Nyi 
Sg RE dang Geri di am aj dasi telng dale AN ale adl ON) ja oa Sg 
Sets Us yag mla3lg pajl asi S LO Cngg baya Ig lm aa oglesl JUi3 cal 
anang aAt SPL jo SUS ya Uni PLAY dabel yag Les AI nb) Aaj op Tallalg belasy 


- 121 - 


HASIL-HASIL MUKTAMAR NU KE-33 


SAS US tel Gl lo AlaYI gUsih OY USS La 3 mas 
IS ep JP MIS ya PST Uas ILY dil| le La VI SMS oya mai Yg € pemilih 
BA 4S ya Cool 

Hawasyi al-Syirwaniy, Juz. 6, hal. 224 
GC IT aa Se 


UE il 3 Na PI el EASY OI Ah FUI Lal mata) 1Ala 
SB ab de Jatah Oya Hal OS jg LN GUSI Jaa oya pa 
S3 Jarag JAN FUEL ana3 S3 Lele Jail gi Amally NN bab Lead! dor 
Lk Baja Irian 2SUN PUSYI OLS Esa Aoelakk 338 UE) F3 Ol malah Ale las 
PAS Aam al Ain ah Bolon gl Tao ya AN OM II 

Al-Majmu?, Juz. 15, hal. 217 
VM Pl Ny 


JLN yaalg Cole Jl Hagamis el Aaliap oole 3 1 NI 3 Ab al al IR (3) 
JS Uaa JS Ul am JPNN BOT 5G Ja yag Sole SU S3 ee lal 
Hirup eb3 Ugjiitg ya jl Lg teh Ogan! Let ale Sala! Soga C3 LA jk ya 
Ale AI de gi Gal OS pole AI we yag Oles Cb Amal Jab leb3 Opa jl 
SP 3 (Ale IS ya 3 Oya Lets dg ad s3 melaaat ll Tan d La II Ie oya) peka 
Let ATA Jaeng leh Ogan Leto Ia! Jani tisadla Uaia (Salad Ona em ja Ata 
SU JB Ig “Akad ya lala 13 PLS SUSU pol Ae Jae 3 Ogpisg Hand 
3 Rd) JB ST GLS Atas 1 UP hat al Cp DAS (Wal ya) waw ls 
Ola (3 — Laga SS dai UB (3 Og ping yaR TAI Weh Oya 0 ma 
SY Rindl pp JAR Nia Jadi 8 dls e3Uiily delonsall Jiag uya WAS me USUS — OLS 
CS SIA 3 ILY 
SE le dede nb de Nia ad mala SU gel ia AA Ono J3 
Adly OLS Ola capf al al Aa yAA3 Dadu OS Ob clgia Lgila A33 3 ad Tb rnalI 
Loe Uya lay (Lely Aa AI ) JB pelang dala AI lo al oo tan UE Jab ui 
Hawasyi al-Syirwanty, Juz. 5, hal. 201 
OT elo yah Se 
Ap Ilalg dg BUSI ae Agan Ji Sole Jar V 02 Jas js asli Jan d) 1Aaa 
Uh kimlh no Sl jbr CE Gaaik Sh TI ag Ol ane Ob AL ola Bob ds 
LSI id 3 pai SI ey Jaloaig DEVI Sdh GNU oh ya dpl ag ol Jala 
JEY pe Jt Hg El ah Aih UL UD SY 3 on ee 33 La Ol 
ln sols 
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Fatawi al-Azhar, juz. 7, hal. 79 
VW PIA ga 


ab Yg W A39 mand OUnludI Usih Ad oeog SL UI Ga S3 SI — JS) oya Labu 
SA gas LS JW ad JAN A3) ss oa CIA DLS ye jus PUSYI Ol Je ana Abg, 
SL ep kal jul, Bo de ll JW cad Ups oli aa Lerrls A Jame Ob alga 
AAN Ol de Jap IE Aa AN AS Teng IP ALI DLS Ali Am AG bal 
5) Ambaek cal Lam JUN Jar LS. Lgi) Salad dong le JUL og oa YAN bu OI 
| Pel HI 3 JW j2 os BPN 
Al-Hawiy al-Kabir karya al-Mawardiy, juz. 7, hal. 1244 

GNI VY ny ng. — 
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Sp 9S gd yaa ok la 6 Aj. 
JAE Ab Jan 3 KE Ha A5 Yg «Up 553 nd, 3 Hah Os 
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SAN Data 3 Haag 5 4 nb Gk Ip ad ak Data aa SK s5 
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Tag aa « An Au gs Alas 1013 OS SB « bah Je say aa Jak Si 
sn Wa Ja Pa jak Yu Ul Alan op sal jo 5 
An aa Lal sa in Bal das ga HAN JP saka ag Ia ka CR 
2 3 BASA CN adal ga dia GG Ala OA Je 5 Ur 3 
KI SE Abi 4 S5 | Ja: Op 15 « Gara 233 3BY Als & & ssi : | Hani di 
AAA Jaa AS Jas seb UU Alan AKA Yg alat BU KIE 3 a Asl 
A3 bs Ja 6 SAS) SAN ALAN de SN Te: Dg Jp «kia opa Ha W SL 3 
IA AN MA YK Sita SG Jadi Jaa Is LI Ii 

Al-Hawiy al-Kabir karya al-Mawardiy, juz. 7, hal. 1225 

CI IV ena 
In 9 SES Ibra g ae HARU Ea gag PAN SA Aa Je 3 gas 
Apar Sf aa bai AA Ol « aa ale Cop R5, A3 baskaa 5s 
Wati Uas 2 Gg an alas GS AG Sang Ny ne leluasa 2 
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IE 35 OB Alia JSI ek 9 SUS Jas GI - H3 AI Gang - rep 


« 
SEN j3 Sei ta SAB — alas ala W de) - s3 SN: As Ya WU3 
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Hawasyi al-Syirwanyy, Juz. 9, hal. 12 
Ml Ay ep Sl 
CA JAS Lem OS D3 eyasan d ALI OSh deni Robah La km jl J3 Ob Gal dls 
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PANITIA NASIONAL 
MUKTAMAR KE-33 NAHDLATUL ULAMA 
TAHUN 2015 


KATA PENGANTAR 


al esa (IS UYgag Uas Cola, ats YI Sl Na AN II kl 5 S3 Ie 
JB ABI sale Ie AN AE Al dls AI JB Lord Ag dl Olah Ha on elu, 
An UI Web Ag lada 9 #elag Ale dl lo AI Iga 


Alhamdulillah, segala puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt, karena atas ridlo 
dan hidayah-Nya Muktamar NU ke-33 berhasil terselenggara dengan sukses dan menghasilkan 
sejumlah keputusan penting bagi masa depan NU maupun masyarakat Indonesia. Sebagaimana 
sudah banyak diketahui, Muktamar NU memiliki dua peran, pertama, merupakan momentum 
untuk menata dan memajukan NU. Kedua, sebagai medium perumusan gagasan, sikap, dan 
kebijakan NU terhadap berbagai permasalahan dan tantangan global yang sedang dialami warga 
Nahdliyyin khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Dilihat dari ruang lingkup peranan 
yang ingin dilakukan NU adalah bermanfaat bagi warga jam'iyah Nahdliyah, umat Islam, bangsa 
Indonesia serta umat manusia secara kesuluruhan guna terwujudnya Islam rahmatan lil 'alamien. 

Bangsa Indonesia mempunyai komitmen yang kuat menjadikan agama sebagai bagian 
penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjadi landasan etik, moral dan spiritual 
pembangunan. Dalam sila pertama Pancasila terkandung penegasan bahwa ketuhanan Yang Maha 
Esa merupakan salah satu tiang pokok dalam kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu adalah 
suatu kemestian bahwa seluruh tata perundang-undangan, peraturan baik pusat maupun daerah 
semuanya mengacu kepada sila pertama dan selanjutnya berlanjut kepada keempat sila berikutnya. 

Sejumlah peraturan perundang-undangan dalam bidang yang menyangkut hajat hidup 
orang banyak termasuk yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan yang ada saat ini, belum 
sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat, baik dalam hal nilai dan norma hukum yang 
terdapat di dalam kebijakan tersebut. Selain itu, kurang atau belum adanya peraturan teknis yang 
mengatur kebijakan tersebut. Atau dari sisi lain, sekalipun sudah ada peraturan maupun perundang- 
undangannya namun terdapat kelemahan pada implementasinya. Di balik itu, terdapat persoalan 
penting yang dipandang merupakan bagian dari upaya jaminan kelangsungan dari keutuhan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia namun belum dibuat perundang-undangannya yaitu upaya 
memberikan perlindungan terhadap umat beragama. 

Atas dasar itu, Komisi Bahsul Masail ad-Diniyah al-Ganuniyah Muktamar ke-33 Nahdlatul 
Ulama melakukan berbagai kajian kritis terhadap beberapa kebijakan yang telah ditetapkan 
pemerintah baik dalam bentuk Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan 


Menteri, ataupun Peraturan Pemerintah Daerah (Perda). Komisi Bahtsul Masail ad-Diniyah al- 
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Gonuniyah adalah merupakan forum dalam Muktamar NU, yang diberi kewenangan untuk 
mengkaji berbagai persoalan peraturan perundangan terkait persoalan kehidupan keagamaan, 
yang selama ini dianggap masih memiliki kekurangan/ kelemahan dalam menjawab kebutuhan 
masyarakat. Ada tujuh persoalan yang dikaji dalam Muktamar kali ini yaitu (1) Perlindungan 
Umat Beragama Melalui Undang-Undang (2) Pelaksanaan pendidikan agama di sekolah (sebagai 
pelaksanaan PP No.55/2007) (3) Penyelenggaraan Pilkada yang murah dan berkualitas (4) 
Pemanfaatan Sumberdaya Alam Untuk Kesejahteraan Rakyat (5) Memperpendek Masa Tunggu 
Calon Jamaah Haji dan pengelolaan keuangan haji (6) Perlindungan TKI dan pencatatan nikah 
bagi mereka yang beragama Islam, dan (7) Perbaikan pengelolaan BPJS Kesehatan yang sesuai 
dengan tuntutan syariah.. 

Penetapan tema-tema tersebut hingga diputuskannya melalui serangkaian peroses yaitu, 
pertama, inventarisasi masalah, proses ini dilakukan melalui dua jalur, yaitu usulan dari pengurus 
wilayah NU dan usulan panitia. Di sini panitia menginventarisir beberapa kebijakan yang selama 
memiliki sejumlah kelemahan di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan 
budaya. Kedua, peroses seleksi, yaitu dengan melakukan pembahasan mendalam, serangkaian 
diskusi dilakukan dengan mengundang pihak-pihak yang berkompeten dan ekspert untuk melihat 
sejauhmana urgensi dan relevansi permasalahan tersebut untuk di bahas dalam Muktamar. Ketiga, 
penyusunan draft bahtsul masail, untuk mendeskripsikan permasalahan yang memenuhi kriteria 
akademik, panitia menyusun draft bahtsul masail dengan sitematika sebagai berikut: latar belakang, 
permasalahan, tujuan, analisis, kesimpulan/ rekomendasi, dan rencana aksi. Keempat, pengajuan ke 
Panitia Steering Committee (SC) Muktamar untuk memperoleh persetujuan pembahasan sejumlah 
tema-tema dalam Komisi Bahtsul Masail Diniyah Gonuniyah. Kelima, pembahasan dalam Komisi 
Bahtsul Masail Diniyah Gonuniyah Muktamar NU ke-33 di Pesantren Tambak Beras Jombang 
Jawa Timur. Keenam, pengesahan hasil komisi oleh pleno Muktamar. 

Pembahasan yang dilakukan dalam Komisi Bahtsul Masail ad-Diniyah al-Gonuniyah 
merupakan amanah dari pengurus PBNU dan warga Nahdliyyin terhadap panitia dan seluruh 
peserta. Setelah melakukan diskusi panjang yang cukup melelahkan, serta susah payah seluruh 
anggota tim perumus untuk bisa merumuskan pokok-pokok pikiran dari para peserta selama proses 
bahtsul masail berlangsung, maka akhirnya Komisi Bahtsul Masail ad-Diniyah al-Gonuniyah 
dalam Muktamar NU ke-33, berhasil menyelesaikan pembahasan beberapa persoalan peraturan 
perundangan yang terkait dengan masalah sosial keagamaan yang kemudian berhasil dituangkan 
dalam laporan sebagaimana di bawah ini. 

Tentu segenap Panitia dan peserta menyadari bahwa hasil rumusan ini belum memberikan 
makna apa-apa kecuali apabila sudah dilanjutkan dengan upaya semua pihak guna mewujudkannya 
menjadi kenyataan. Semoga Allah SWT menganugerahkan hidayah dan taufikNya semoga upaya 
yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi Jam'iyah NU, Umat Islam serta bangsa Indonesia secara 


keseluruhan. 
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Jombang, 4 Agustus 2015 
KOMISI BAHTSUL MASAIL DINIYAH OONUNIYAH 


Ketua Sekretaris, 

Prof. Dr. H.M. Ridwan Lubis Drs. H. Salahuddin Al Ayyubi, MSi 
Anggota: 

1. Dr. Zaki Mubarak, MA 

2. Abdul Jamil Wahab, M.Si 

3. K.H. Najib Hasan 

4. Drs. Anwar Saadi 

5. Musthafa Hilmi 

6. Drs. H. Saifullah Ma'shum, M.Si 

7. Masykuruddin Hafiz 

8. Hasyim Asy'ari 

9. Abdulghoffar Rozien 

10. H. Otong Abdurrahman 

11. H. Zaini Rahman 

12. Abdul Malik Haramain 

13. Idris Sholeh 

14. Masyhuri Malik 

15. Imam Mukhlis Afandi 

16. Zaimul Umam 


I. PERLINDUNGAN UMAT BERAGAMA MELALUI UNDANG-UNDANG 


A. 


Latar Belakang 


Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, agama dan 
ras, tetapi dikenal sebagai bangsa yang ramah dan toleran, termasuk dalam hal kehidupan 
beragama. Hal ini berarti masyarakat Indonesia telah lama melaksanakan pluralisme (faham 
yang memandang kemajemukan sebagai hal yang positif dan oleh karenanya faham ini 
mendukung adanya toleransi dalam kehidupan sosial dan politik) atau multikulturalisme 
(faham yang menerima keberadaan keragamaan budaya dalam kehidupan masyarakat). 
Hanya saja, dalam beberapa tahun terakhir ini media telah banyak melaporkan prilaku 


keagamaan sebagian masyarakat Indonesia yang menunjukkan sikap intoleran. 


Secara sosiologis hal ini merupakan ekses dari mobilitas sosial yang sangat dinamis 
sejalan dengan proses globalisasi, sehingga para pendatang dan penduduk asli dengan 


berbagai macam latar belakang kebudayaan dan keyakinan mereka berinteraksi di suatu 
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tempat. Dalam interaksi ini bisa terjadi hubungan integrasi dan kerjasama, tetapi bisa juga 


terjadi prasangka, persaingan dan konflik. 


Interaksi tersebut menimbulkan perselisihan atau konflik dalam masyarakat jika yang 
ditonjolkan adalah politik identitas (identity politics) secara eksklusif. Dalam kondisi yang 
demikian ini, persaingan dan penonjolan faktor pembeda (diferensiasi) di antara kelompok- 


kelompok keagamaan lebih mengemuka dibandingkan dengan kerjasama di antara mereka. 


Dalam kondisi seperti itu dibutuhkan kerukunan antar masyarakat. Kerukunan adalah 
keadaaan hubungan antarumat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling 
menghormati dan menghargai dalam pengamalan ajaran agama dan kerjasama dalam 
kehidupan bermasyarakat. Jadi kerukunan itu tidak hanya sekedar toleransi, dimana 
seseorang hanya sekedar membiarkan orang atau kelompok lain untuk mengamalkan 


ajaran agamanya serta tidak menyakitinya. 


Eksistensi kerukunan (social harmony) ini sangat penting karena hal ini menjadi 
prasyarat bagi terwujudnya integrasi sosial dan nasional, sementara integrasi ini menjadi 
prasyarat bagi pembangunan nasional.Kerukunan umat beragama itu ditentukan oleh dua 
faktor, yakni: a) sikap dan prilaku umat beragama, serta b) kebijakan negara/pemerintah 


yang kondusif bagi kerukunan. 


Bangsa Indonesia mempunyai komitmen yang kuat menjadikan agama sebagai 
bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila pertama Pancasila berbunyi: 
“Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 
29 ayat (1) berbunyi: “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sebagai dasar 
pertama, ketuhanan Yang Maha Esa bukan saja meletakkan dasar moral di atas negara dan 
pemerintah, tetapi juga memastikan adanya kesatuan nasional yang berasas keagamaan. 
Pengakuan sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) tidak dapat dipisah-pisahkan dengan 
agama, karena adalah salah satu tiang pokok daripada perikehidupan manusia dan bagi 
bangsa Indonesia adalah juga sebagai sendi perikehidupan negara dan unsur mutlak dalam 


usaha nation building. 


Karena itu bangsa Indonesia juga berkomitmen kuat untuk terwujudnya jaminan 
kebebasan beragama. Hal itu bisa dilihat dari Konstitusi dan peraturan perundangan yang 


ada, yaitu: 
1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 29 ayat (2), 


2. Penjelasan Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ 


atau Penodaan Agama, 
3. Pasal 22 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, 
4. Pasal 42, 43, 37 dan 39 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 


5. Pasal 12 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 
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6. Pasal 13UU No. 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan 
Budaya, 


7. Pasal 18 UU No. 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil 
dan Politik PBB, 


8. Pasal 64 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 


9. Pasal 81 PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 


10. Pasal-pasal 5 dan 6UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial 
dan Etnik. 


Indonesia menganut faham kebebasan tidak mutlak. Artinya, berdasarkan 
pertimbangan politik, sosial, ekonomi, budaya, khususnya kesejahteraan publik, negara 
punya diskresi mengatur pelaksanaan hak dan kebebasan tersebut yang dapat berakibat 
pada pembatasan dan pengaturan. Hal itu bisa dilihat pada Pasal 28 J (2) UUD Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pasal 70 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. 


Pembatasan kebebasan boleh diberlakukan oleh negara sesuai koridor Konstitusi, 
yaitu (1) pembatasan HAM harus ditetapkan dengan UU, (ii) semata-mata guna 
menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, (iii) dengan 
mempertimbangkan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu 
masyarakat demokratis, dan (iv) tidak mengesampingkan HAM yang bersifat non-derogible 
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 I (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun1945. 


Berlandaskan ketentuan itu lahir sejumlah peraturan perundangan yang isinya 


mengatur tentang pelaksanaan kebebasan beragama, di antaranya: 
l. UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, 


2. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 01/BER/mdn- 
mag/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan 


Kelencaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya, 


3. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun1979 
tentang Tata caraPelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negari kepada Lembaga 


Keagamaan di Indonesia, 


4. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No. 9 tahun 2006 dan 
No. 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah 
dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat 


Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. 


Namun dalam dua dasawarsa terakhir konflik horizontal antar-masyarakat yang 


berlatar belakang agama masih sering terjadi. Hal itu ditengarai karena aturan yang terkait 
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dengan perlindungan dan kerukunan umat beragama dirasa masih belum efektif. Karenanya 
diperlukan aturan baru berupa undang-undang yang khusus mengatur tentang perlindungan 


dan kerukunan umat beragama. 


Permasalahan 


Sesuai amanat UUDNegara Republik Indonesia Tahun 1945, perlindungan terhadap 
kebebasan beragama beserta seluruh ketentuan terkait dengan itu harus dijalankan oleh 
negara. Untuk menjalankan amanat tersebut dibutuhkan peraturan perundangan yang lebih 
applicable dan operasional. Telah ada aturan yang menjadi payung hukum bagi negara 
dalam melaksanakan amanat tersebut. Hanya saja, dalam pelaksanaannya belum sepe- 
nuhnya efektif disebabkan oleh setidaknya hal-hal berikut: 


1. Peraturan perundangan yang ada terserak di berbagai undang-undang dan peraturan di bawah 


undang-undang, sehingga tidak fokus pada pengaturan atas perlindungan kebebasan beragama. 


2. Peraturan perundangan yang telah ada dipandang belum cukup sebagai landasan bagi negara 
untuk melakukan eksekusi terhadap konflik horizontal antar-masyarakat yang berlatar belakang 


agama. 


3. Hasil penelitian Litbang Kementerian Agama RI menyebutkan ada tujuh faktor yg sering 
menjadi pemicu konflik, yaitu: (1) Pendirian rumah ibadah: (2) Penyiaran agama, (3) Bantuan 
luar negeri, (4) Perkawinan beda agama, (5) Perayaan hari besar keagamaan, (6) Penodaan 
agama, yakni perbuatan yang bersifat melecehkan atau menodai doktrin dan keyakinan suatu 
agama tertentu, baik yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok orang, (7) Kegiatan 


aliran sempalan. 


4. Beberapa peraturan di bawah undang-undang terkait perlindungan kebebasan beragama 
dinilai tidak mempunyai kedudukan yang kuat, karena tidak masuk dalam hierarki perundang- 
undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 


Perundang-undangan. 


Berdasarkan alasan-alasan di atas, adanya undang-undang yang khusus mengatur 
tentang perlindungan umat beragama merupakan suatu kebutuhan nyata dalam kehidupan 
kebangsaan saat ini dan ke depan. Muktamar Nahdlatul Ulama sebagai forum tertinggi di 
lingkungan NU berkepentingan untuk memberikan dorongan kepada pihak-pihak terkait 
untuk dengan sungguh-sungguh mengupayakan diterbitkannya Undang-Undang tentang 
Perlindungan Umat Beragama. 


Tujuan 


1. Untuk memperjelas sikap dan peran negara terhadap agama dan keyakinan yang 


berkembang di Indonesia. Selain itu regulasi ini penting sebagai panduan bagi umat 
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beragama dalam mengekspresikan agama atau keyakinannya, sehingga tercipta suasana 
keberagamaan yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati dan 
menghargai dalam pengamalan ajaran agama dan kerjasama dalam kehidupan berma- 


syarakat. 


2. Berkembangnya wawasan Islam nusantara yang berprinsip ahlussunnah wal- 
jama'ah, dan mengedepankan ciri Islam yang rahmatan lil-alamin. Implementasi dari 
hal itu adalah terciptanya kehidupan keagamaan yang harmonis walaupun berbeda 
agama, keyakinan dan pemahaman. Dengan adanya regulasi diharapkan dapat lebih 


memperkokoh tradisi saling menghargai tersebut. 


D. Analisis 


Regulasi tentang perlindungan umat beragama dirasa penting karena secara ideal, 
agama semestinya berfungsi sebagai sumber nilai, sumber moral, sumber perekat atau 
integrasi sosial dan sebagai alat kontrol sosial. Namun agama juga potensial sebagai sumber 
konflik antara pemeluk agama atau aliran yang berbeda. Potensi konflik berlatarbelakang 
agama ini semakin besar dalam iklim yang memberi ruang kebebasan lebih besar, seperti 
era reformasi ini. Agar ekspresi kebebasan ini bisa terkendali untuk hal-hal yang positif 
dengan tetap menunjukkan ketertiban sosial, diperlukan etika sosial yang dipatuhi oleh 


semua kelompok masyarakat. Namun, sering kali penegakan etika tersebut sulit dilakukan. 


Diperlukan norma-norma hukum (regulasi) yang bisa mengikat dan memaksa. 
Kebebasan beragama memang merupakan hak yang tidak bisa dikurangi (non derogible 
right), tetapi ekspresi keluar (forum externum) yang notabene melibatkan warga 
masyarakat lain, hak ini merupakan hak yang bisa dibatasi atau dikurangi (derogible right). 
Termasuk ekspresi ke luar ini adalah palaksanaan ritual secara terbuka, pendirian rumah 
ibadat, penyiaran agama, dan sebagainya. Tentu saja, filosofi pembatasan ini adalah untuk 


melindungi hak-hak umat beragama, baik kelompok mayoritas maupun minoritas. 


Regulasi itu tidak menyalahi demokrasi, karena demokrasi pada hakikatnya merupakan 
keseimbangan antara kebebasan (freedom) dan keteraturan (law and order). Regulasi ini 
juga tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia (HAM), karena baik Konstitusi 
Indonesia maupun International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang 
diratifikasi melalui UU No. 12/2005, membenarkan regulasi ini, yakni pasal 28 J ayat (2) 
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan pasal 18 ayat (3) ICCPR. Pembatasan 
dalam bentuk regulasi ini merupakan “margin of appreciation” dalam pelaksanaan HAM, 


sebuah konsep yang dimunculkan oleh the European Court of Human Rights. 


Regulasi tentang perlindungan umat beragama sangat diperlukan, untuk mengatur hal- 
hal yang bisa mewujudkan keteraturan dan hal-hal yang bisa mengakibatkan perselisihan, 


konflik dalam masyarakat, yang berlatar belakang agama. misalnya persoalan pendirian 
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rumah ibadah, penyiaran agama dan penodaan (penghinaan) agama. 


Oleh karena itu, diperlukan regulasi dalam bentuk undang-undang tentang 
perlindungan kehidupan beragama, yang idealnya mengatur seluruh hal penting dalam 
kehidupan beragama. Hal-hal ini terutama meliputi: (1) definisi atau kriteria agama, (2) 
kebebasan beragama, (3) organisasi majelis agama, (4) aliran keagamaan, (5) pendidikan 
agama, (6) penyiaran agama, (7) pendirian rumah ibadah, (8) hari libur keagamaan, (9) 
bantuan luar negeri, (10) kerukunan umat beragama, (11) forum kerukunan, dan (12) 


penodaan agama. 


Namun, jika regulasi secara menyeluruh itu masih sulit diwujudkan atau memerlukan 
waktu panjang, regulasi itu bisa mencakup sebagian saja, terutama tentang hal-hal yang 
selama ini menjadi faktor utama terjadinya perselisihan atau konflik. Jadi bentuk regulasinya 
cukup “undang-undang tentang pendirian rumah ibadah dan penyiaran agama”, yang materi 
hukumnya berasal dari kedua SKB tersebut di atas, dengan penambahan fokus pada upaya- 
upaya penyelesaian perselisihan secara damai. Sedangkan ketentuan hukum anti-penodaan 
agama cukup dimasukkan dalam KUHP yang RUU-nya sudah masuk dalam pembahasan 
di DPR periode 2009-2014. 


. Kesimpulan/Rekomendasi 


Berdasarkan pertimbangan di atas, Muktamar Nahdlatul Ulama ke-33 tahun 2015, 
merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut: 


1. Konflik horizontal yang bernuansa agama masih sering terjadi. Hal itu mengindikasikan 
peraturan perundangan terkait dengan hal itu dirasakan tidak memadai lagi. Bila hal ini 
tidak segera dicegah bisa menimbulkan madharrat yang lebih serius lagi. Kondisi ini 
masuk kategori kebutuhan mendesak (al-hajah as-syar 'iyah), sehingga perlu segera 


dibuat undang-undang tentang Perlindungan Umat Beragama. 


2. UU NO 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial (PKS) menyebutkan 
pentingnya upaya pencegahan bagi terjadinya konflik, untuk itu keberadaan UU 
perlindungan Umat Beragama yang bersifat preventif dalam rangka untuk pencegahan 


konflik sosial menjadi sesuatu yang penting. 


3. Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi keyakinan setiap warganya. Namun 
negara berwenang untuk mengatur hal-hal terkait dengan cara mengekspresikan 
keyakinan tersebut, termasuk dalam hal pemberian layanan. Karena itu RUU PUB 
selayaknya bersifat akomodatif-proporsional. Akomodatif terhadap semua keyakinan 


yang ada dan proporsional dalam pemberian layanan. 


4. Selama ini telah ada sejumlah peraturan perundangan, baik berupa undang-undang 
ataupun peraturan di bawah undang-undang, yang mengatur kehidupan beragama di 


Indonesia. Sejumlah peraturan perundangan itu bagaimanapun merupakan hasil dari 
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kesepakatan bangsa ini melalui proses yang panjang. Karena itu, hal-hal yang telah 


ada norma hukumnya diakomodir penuh dalam RUU PUB yang akan disahkan nanti. 


Namun demikian RUU PUB juga perlu mengatur hal-hal baru yang belum ada norma 


hukumnya. 


. Muktamar NU ke-33 mengusulkan kembali muatan dan ruang lingkup RUU PUB 


sebagaimana yang telah diusulkan pada Muktamar NU ke-32 di Makassar, yakni: 


ls 


8. 


9. 


Pengertian umum: 
a. Pengertian agama, 
b. Kehidupan beragama, 
c. Pengertian kebebasan beragama, 
- Batasan kebebasan beragama, 
- Hak dan kewajiban umat beragama. 
d. Pengertian kerukunan hidup umat beragama, 
e. Pengertian pemurnian agama, 
f. Pengertian pembaruan agama, 
g. Pelayanan terhadap masyarakat umat beragama, 
-  Formalistik, 
- Substansial, 
- Esensial. 
Tujuan kehidupan beragama, 
Hubungan agama dengan negara, 


Integrasi nilai dan hukum agama kepada hukum negara, 


. Integrasi nilai kebangsaan dalam keberagamaan, 


Peningkatan pemahaman agama, 
Peningkatan penghayatan agama, 
Peningkatan pelayanan bagi pengamalan ajaran agama, 


Peningkatan pengamalan ajaran agama, 


10. Peranan pemerintah dalam pemeliharaan kehidupan beragama, 


11. Peranan umat beragama terhadap negara, 


- 134 - 


12. 


13. 


14. 


IS: 


16. 
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Kewajiban setiap penganut agama terhadap penganut lainnya, 
Ketentuan Penetapan Hari-hari Besar Keagamaan, 
Kedudukan aliran sempalan agama: 

a. Pengembangan pemikiran, 

b. Gerakan keagamaan, 

c.  Penodaan/penistaan agama. 
Kodeetik penyiaran agama/kode etik simbol agama, 
Pendirian rumah ibadat, 
Kedudukan organisasi majelis keagamaan, 
Ketentuan tentang bantuan luar negeri keagamaan, 
Penyumpahan terhadap pejabat pemerintahan, 


Tugas dan tanggungjawab lembaga kerukunan dalam pemeliharaan keserasian 
sosial umat beragama, 


Tugas dan tanggungjawab Pemerintahan Daerah dalam pemeliharan kehidupan 
beragama, 


Sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana terhadap pelanggaran 
undang-undang. 


KE. Dalil/Dasar Hukum 


o Pendapat para ulama sbb: 


BAN Haa Al Kao 3 FPI SE Keyenga Kay 


“kepemimpinan nasional merupakan tema tentang pengganti fungsi kenabian dalam 
menjaga kelangsungan agama dan siasat dunia” (Al-Mawardi dalam kitab al-ahkam 
as-sulthaniyah, juz 1 hal. 3:.) 


IN Anda Ae Yl3 EL ea ke ALAN 


“menjaga hal lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik” 


“menolak kerusakan didahulukan dari menarik kemslahatan” 


OP JL ng Lala Ung —eant Kong Ig tAngong USU lag play 1g Is) 


—3 Ole Di SD 3S Anle doelyga Ad TS 


“Jika pemimpin mewajibkan sesuatu yang wajib, maka sesuatu itu hukumnya wajib. 
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Jika mewajibkan sesuatu yang sunnah maka menjadi wajib, dan jika mewajibkan 
sesuatu yang boleh (jaiz) jika ada kemaslahatan umum padanya seperti larangan 
merokok, maka menjadi wajib”. (Syaikh Nawawi al-Bantani) 


Hadis-hadis sbb: 


A3 All BG Bytabaiy :JG calag sala An pra KAA) DE 
KAP 3 AE 33 V3 A3 Sai EL YAI detik cat » 1 Abe di EA 


“dari Ali ra, sesungguhnya Nabi saw bersabda: “Darah Kaum Mukminin itu 
sederajat (tidak dibedakan antara darah orang kaya dan miskin), mereka adalah 
pelindung terhadap orang selain mereka. orang-orang yang dipandang rendah 
dari mereka boleh memberikan perlindungan (pada orang kafir yang minta 
perlindungan). Ingatlah tidak boleh seorang mukmin dibunuh sebab (membunuh) 
orang kafir dan (tidak boleh dibunuh) orang (kafir) yang telah mengikat janji selama 
masa perjanjiannya”. (HR. an-Nasai) 


Kby de Ugal? 2 elu Ale BI la Bl Jay JB 2 AI ey Ipa al ye 
(SH 2g sil ola) 


“dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw bersabda: setiap muslim terikat dengan janji 
yang dipersyaratkannya”. (HR. Abu Dawud dan al-Hakim) 


IS Sm» 1G alas uda ala D 1G US LES UN G5 ah oh Ke 3 
3 Gd! ola) We Crot Tsamd Aja Sbs kz, 513 2 Ih, €, PAN MENE, 

(0nP3 #raprag 
“dari Abdullah Ibnu Amr ra, dari Nabi saw, ia bersabda: barangsiapa membunuh 


orang (kafir) yang mengikatkan janji perdamaian, maka ia tidak mencium bau surga, 
walaupun baunya tercium dalam jarak perjalan empat puluh hari”. (HR. al-Bukhari) 


Ayat-ayat sbb: 
AKAN Ali Xie cp AN SI 


“Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam”. (OS. Ali 
Imran: 19) 


Sapa BN Sya SAN 3 5AG Aa Ja 3G Un NYI P3 


“Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, Maka sekali-kali tidaklah akan 
diterima (agama itu) daripadanya, dan Dia di akhirat Termasuk orang-orang yang 
rugi”. (OS. Ali Imran: 85) 


Dekmktaah JA NY Sg 9 SE JAS ah GAN ga AAA G3 pa 355) Y 
IE Aa NG CO Puas Y BG 3 


“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), Sesungguhnya telah jelas 
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jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar 
kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang 
kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar 
lagi Maha mengetahui. (OS. al-Bagarah: 256) 


ana R93 Si S9 Ip SE 3 pl 8) Sae 1 Sa yA AN aa Y 

Enlowniai “2 Al ol au) 
“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang- 
orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari 


negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil”. (OS. Al- 
Mumtahanah: 8) 


23 . 
2 G3 


“ Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku.” (OS. Al-Kafirun: 6) 


Is SAT DI ie Jas Gk 123 sh SS ep Ss ee & 

SS bi 
“ Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki 
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku- 
suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia 


diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling tagwa diantara kamu”. (OS. 
Al-Hujurat: 13) 


aka SAN 3 Legong Uegali YG Is yg DS KUA Je Sita Os 


“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang 
tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, 
dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik”. (OS. Lugman: 15). 


iga 


“ 
:CX 


adat Ip kala Ha Gia Has KU aan Ma. 


“Jika ia (Si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka 
dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan 
kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. 
(OS. An-Nisa: 92) 


ana Aksi/Tindak Lanjut 


Berdasarkan pada telaah analisis dan catatan rekomendasi sebagaimana disebutkan di atas, 


Muktamar NU ke-33 merumuskan langkah strategis dalam bentuk rencana aksi atau langkah 


tindak lanjut 


1. 


sebagai berikut: 


Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada periode mendatang perlu membentuk 
tim perundang-undangan (Oonuniyah) yang bertugas dan berperan merumuskan 
pokok-pokok pikiran tentang Undang-undang Perlindungan Umat Beragama, 
mengawal pembahasan di DPR RI, mencermati dinamika yang terjadi dalam 


forum pembahasan di DPR RI, dan melakukan kegiatan strategis bersama ormas 
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keagamaan lain untuk suksesnya pembahasan UU tersebut. 


2. Dalam rangka menjalankan tugasnya tim perundang-undangan yang dibentuk 
PBNU diberi wewenang untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan penyerapan 


aspirasi masyarakat yang ada di daerah-daerah. 


II. PELAKSANAAN PENDIDIKAN AGAMA DI SEKOLAH (PERBAIKAN PP NO. 55 
TAHUN 2007) 


A. Latar Belakang 


Di antara misi pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 17 
Tahun 2007 tentang Rancana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2005-2025 adalah 
terwujudnya “masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab 
berdasarkan falsafah Pancasila”. 


RPJPN juga menempatkan pembinaan akhlak sebagai salah satu arah pembangunan 
agama. Fungsi dan peran agama didorong agar semakin mantap sebagai landasan moral 
dan etika dalam pembangunan. Agenda pembinaan akhlak ditempatkan sejajar dengan 
agenda memupuk etos kerja, dan menghargai prestasi. Ketiga agenda itu diperlukan 


sebagai kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan. 


Upaya itu ditempuh melalui pendidikan, yang diharapkan menjadi sebuah upaya 
yang terencana untuk mengembangkan potensi diri anak didik agar memiliki kekuatan 
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 


keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 


Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peningkatan akhlak mulia 
berdampingan dengan peningkatan iman dan takwa, diposisikan sebagai bagian integral 
penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang diusahakan pemerintah dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa. Pentingnya posisi akhlak mulia dalam kebijakan 
pendidikan nasional, lebih lanjut dijabaran dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional. Dan kemudian dijabarkan lebih detail dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. 


Kedua aturan tersebut mempunyai semangat mewajibkan kepada satuan pendidikan 
untuk mengajarkan pendidikan agama sesuai dengan agama anak didik, dan diajarkan 
oleh guru yang seagama. Namun pada tataran implementasi, amanat undang-undang 
tersebut belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Ditemukan banyak satuan pendidikan 
yang tidak mengajarkan pendidikan agama kepada anak didiknya. Dalam kasus lain anak 
didik mengikuti pelajaran agama yang tidak sesuai dengan agama yang dianutnya, atau 


pendidikan agama diajarkan oleh guru yang tidak seagama. 


Ada beberapa alasan kenapa hal itu bisa terjadi, di antaranya ialah adanya celah 
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hukum yang bisa digunakan agar tidak mengadakan pendidikan agama sesuai dengan 
agama anak didik. Misalnya, pasal 4 ayat (2) dinyatakan “setiap peserta didik pada satuan 
pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan 
agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama”. 
Kalimat “berhak” dalam pasal tersebut dipahami sebagai sebuah pilihan, bukan sebagai 
sebuah kewajiban. Dalam pemahaman ini, hak boleh diambil dan boleh tidak. Untuk 
memperkuat dalih ini, setiap anak dan walinya di masa awal akan masuk di sekolah 
tersebut diminta persetujuannya untuk tunduk dan mengikuti semua peraturan sekolah. 
Padahal dalam peraturan itu disebutkan hanya mengajarkan pelajaran agama tertentu 
saja. Persetujuan wali murid terhadap perjanjian tersebut diartikan sebagai “penyerahan 
hak” untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dipeluk peserta didik. 
Sehingga di kemudian hari tidak punya kekuatan untuk menggugat pihak sekolah ketika 
tidak diselenggarakan pelajaran agama yang sesuai dengan agama yang dianut oleh 


peserta didik. 


Peraturan pemerintah tersebut juga mengatur tentang batas umur minimal seorang 
anak didik boleh masuk sekolah diniyah dasar, sebagaimana pasal 17 ayat (1) dan (2). 
Namun aturan itu dianggap kurang tegas, karena di satu sisi mensyaratkan umur tujuh 


tahun tapi di ayat lain membolehkan umur enam tahun. 


Peraturan Pemerintah itu juga mengatur tentang lembaga pendidikan pesantren. 
Pada pasal 26 ayat (2) dinyatakan “pesantren menyelenggarakan pendidikan diniyah 
atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya pada jenjang pendidikan usia 
dini, pendidikan dasar, menengah, dan/atau perguruan tinggi”. Pasal tersebut dipahami 
bahwa pesantren hanya boleh menyelenggarakan pendidikan diniyah di semua jenjang 
pendidikan. Kenyataan di kapangan, tidak sedikit pesantren yang menyelenggarakan pen- 
didikan umum, baik di tingkat dasar, mengengah, atau perguruan tinggi. Karena itu untuk 
mengakomodasi praktek tersebut aturan yang ada dalam Peraturan Pemerintah tersebut 


harus diselaraskan, atau dibuat pasal baru yang bisa mengakomodir praktek tersebut. 
Permasalahan 


Dari uraian di atas tampak betapa Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 
tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan berpotensi menimbulkan masalah 


di lapangan. Permasalahan tersebut di antaranya adalah sebagai berikut: 


1. Kalimat “berhak” dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 
tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan memberikan ruang adanya 
penafsiran yang membolehkan bagi satuan pendidikan untuk tidak mengajarkan 
pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik, atau pendidikan 
agama yang diajarkan oleh guru yang tidak seagama. Karena sebagai hak, maka 
anak didik bisa menggunakan atau tidak menggunakan haknya untuk mendapatkan 


pendidikan agama di sekolah. 
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2. Penentuan batas umur minimal seorang anak didik bisa mengikuti sekolah dasar 
sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 
Tahun 2007 dianggap kurang tegas karena masih ada perbedaan. Pada pasal 17 ayat 
(1) disebutkan tujuh tahun, dan di ayat (2) dibolehkan usia enam tahun. 


3. Praktek yang terjadi di lapangan dimana pesantren membuka sekolah umum dianggap 
belum terwadahi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tersebut. Pasal 


26 ayat (2) bisa dipahami bahwa pesantren hanya boleh membuka pendidikan diniyah. 


Tujuan 


o Mewujudkan kesesuaian antara pelaksanaan pendidikan oleh lembaga atau unit 
pendidikan dengan semangat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 
UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, yaitupendidikan dilaksanakan untuk 


meningkatkan akhlak mulia, iman dan takwa bagi setiap peserta didik. 


o Menciptakan kesetaraan perlakuan dan kebijakanPemerintah terhadap semua lembaga 
pendidikan yang eksis di Indonesia, melalui regulasi yang secara prinsip membenarkan 
praktek yang selama ini telah berlangsung, khususnya terkait pendidikan umum yang 


diselenggarakan oleh pesantren. 
Analisis 


Semangat dari UUDNegara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 20 
Tahun 2003 tentang Sisdiknas adalah terbentuknya akhlak mulia serta iman dan takwa 
terhadap peserta didik. Hal itu diwujudkan dengan diwajibkannya pendidikan agama di 
sekolah. Karena itu peraturan di bawah undang-undang harus sesuai dan senafas dengan 
ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun1945 dan UU Tentang Sisdiknas ter- 
sebut. Bila ada aturan yang tidak sesuai, atau bisa ditafsirkan lain, maka harus diubah dan 
disesuaikan sesuai dengan ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun1945 dan 
UU Tentang Sisdiknas. 


Kalimat “berhak” dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 
2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan memberikan ruang adanya 
penafsiran lain, yaitu penafsiran tidak wajibnya menyelenggarakan pendidikan agama 
di sekolah. Atau dilaksanakan pendidikan agama tapi tidak sesuai dengan agama yang 
dipeluk peserta didik. Atau menyelenggarakan pendidikan agama sesuai dengan agama 
yang dipeluk anak didik tapi diajarkan oleh guru yang tidak seagama. Tentu saja hal 
tersebut melanggar hak peserta didik untuk bisa mendapatkan pendidikan agama sesuai 
dengan agama yang dipeluknya dan diajarkan oleh guru yang seagama. Kalimat “berhak” 
juga membuka peluang peserta didik menolak mengikuti pendidikan agama. Karena 


dipahami bahwa mengikuti pendidikan agama merupakan hak bukan kewajiban. 


Di dalam ajaran Islam, selain orang tua, guru termasuk yang mempunyai peran 
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penting dalam menanamkan dan membentuk pemahaman agama, keimanan dan ketakwaan, 
serta nilai-nilai akhlakul karimah kepada peserta didik. Apapun yang diajarkan oleh guru 
kepada anak didik akan membekas dengan kuat di dalam pemahamannya. Karena anak 


didik laksana kertas kosong yang akan menerima coretan apapun dari guru. 


Terkait dengan batas umur minimal dibolehkannya mengikuti sekolah diniyah 
sebaiknya ditetapkan menjadi enam tahun, karena sudah menyebarnya pendidikan dini, 
seperti PAUD, TK, BIMBEL. Umumnya anak yang berusia enam tahun sudah pandai 


baca menulis dan keterampilan lainnya, karena itu sudah bisa masuk ke pendidikan dasar. 


Terkait perlunya aturan tentang diperbolehkannya pesantren mendirikan lembaga 
pendidikan umum, hal itu dimaksudkan untuk mengakomodir praktek yang selama ini 
telah banyak berlaku. Di beberapa pesantren dibuka sekolah umum. Hal itu dipandang 
mempunyai nilai positif. Pesantren merupakan tempat pengajaran dan pendidikan yang 
sangat kondusif, karena itu sangat disayangkan, bila hanya difokuskan untuk melahirkan 
ahli-ahli agama saja. Pesantren juga bisa melahirkan calon ilmuwan umum dan para 


ilmuwan yang tetap berbudaya santri. 


Kesimpulan/Rekomendasi 


Oo  Frase “berhak mendapat” dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 
Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan agar diganti 
dengan kalimat “wajib mengikuti”. Sehingga berbunyi: “Setiap peserta didik pada 
satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib mengikuti 
pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik 


yang seagama”. 


o Perlu dibuat diktum baru dalam Peraturan Pemerintah tersebut yang mengatur agar 
setiap satuan pendidikan wajib mengajarkan pendidikan agama sesuai dengan agama 


yang dianut peserta didik dan diajar oleh pendidik yang seagama. 


o Ayat (1) dan ayat (2) pasal 17 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 
agar digabung menjadi satu, dengan ketentuan peserta didik sekurang-kurangnya 


berusia 6 (enam tahun). 


o  Perluditambah diktum baru dalam Peraturan Pemerintah tersebut yang memungkinkan 
pesantren bisa melaksanakan pendidikan umum yang setaraf dengan sekolah-sekolah 


umum, dengan tetap melestarikan budaya pesantren. 


Dalil/Dasar Hukum 


Pendapat para ulama sbb: 
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Lila Lean Hilg pel SU le ag Lal Ob Ce Oi daa SIA JI Jala 

SEA Al It OX ola 
“(pendidikan) merupakan prioritas perkara yang penting untuk diperhatikan, karena 
sesungguhnya anak kecil pada dasarnya diciptakan menerima semua kebaikan dan 


keburukan, dan sesungguhnya kedua orang tuanyalah yang condong kepada salah 
satu di antara keduanya” Ihya Ulumuddin, jus: 2, hal, 274) 


Hadis-hadis sbb: 


ARA yanti Mg Ad Ag oya 9 5 pelag dala ABI eko AI Jgaay JB: JB oebee unt Us 
(Ae ola) Kasal 


“dari Ibnu Abbas ra, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: barangsiapa melahirkan 
seorang anak maka berilah nama yang baik dan mendidiknya” (HR. al-Baihagi) 


sai Je ily ata AS alas »3 de lo 4 J6 EA 5 SA 


(See Gia) A SA 3 PyaTa HE: 41533 Sg 


“Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: Nabi saw bersabda: setiap anak terlahir dalam 
keadaan bersih (fitrah), kedua orang tuanya yang menjadikannya yahudi, nasrani, 
atau majusi” (HR. al-Bukhari dan Muslim) 


NG JA IA plg de Io Is His pe IP ea LA 
(SELAI JA Op) Lea 3 Ia JI JA Se Ig 


“Dari Abu Ayyub bin Musa dari bapaknya dari kakeknya, bahwa sesungguhnya 
Rasulullah saw bersabda: “Tidaklah ada pemberian yang lebih baik dari seorang 
ayah kepada anaknya daripada akhlak yang baik” (HR. Ahmad dan at-Tirmizi) 


Ayat-ayat sbb: 


OI Wo Fee JB SAN Oya IE Yg 4 ang 3A9 A3 SUS JG 33 


: 


25 pad gb Up 3 AM DI GAS 9 Was gAs Ja Uap AA HA Sp 


5 6 Ha AI 9 Klo Ulil Sale oU yA L35 Of Je Atate 
ua 2 jas SU) B6 bala pi KU Kana IE OUT 3 Jai 


aa Ld dn ah ok pg Daun yaaa g ska Yaa ba 


- 


ig & UB Oh Il La He A3 SBI e w Apa SANG NE al BN 


A3 JI PELYA Se PPN NG - Iis RS Yg NI 
Ka anA Pa Bip Ipa PA Iba 3 Aa 


“Dan (ingatlah) ketika Lugman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi 
pelajaran kepadanya: “Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, 
Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar. 
Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya, 
ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan 
menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu 
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bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk 
mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, 
Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan 
baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada- 
Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. 
(Lugman berkata): “Hai anakku, Sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat 
biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah 
akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha 
mengetahui. Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang 
baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap 
apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang 
diwajibkan (oleh Allah). Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia 
(karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan 
diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya 
seburuk-buruk suara ialah suara keledai”. (OS. Lugman: 13-19) 


G. Rencana Aksi/Tindak Lanjut 


Untuk mewujudkan rekomendasi tersebut, maka sebagai langkah aksi dan 
tindaklanjut, PBNU periode mendatang perlu secara khusus melakukan komunikasi 
dan membangun lobi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk 


menyerahkan usulan perbaikan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007. 


TI. PENYELENGGARAAN PEMILU KEPALA DAERAH YANG MURAH DAN 
BERKUALITAS 


A. Latar Belakang 


Salah satu amanat yang terkandung dalam amandemen Konstitusi kita adalah 
dikembalikannya kedaulatan ke tangan rakyat untuk menentukan arah dan rencana 
pembangunan, setelah selama beberapa dasa warsa kedaulatan berada di tangan 
pemerintah. Sebagai implementasi dari spirit mengembalikan kedaulatan di tangan 
rakyat, diterapkanlah pemilihan umum kepala daerah secara langsung oleh rakyat, 
seperti halnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. 


Sejak era reformasi, telah dilakukan tiga kali periode putaran pilkada langsung. 
Pilkada langsung pertama kali dilakukan bulan Juni 2005, berdasarkan Undang-undang 
No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pengaturan Pilkada langsung telah 
mengalami beberapa kali perubahan dan penyempurnaan, melalui perubahan undang- 
undang Pemerintahan Daerah dan pembentukan undang-undang baru, yaitu UU No. 8 
tahun 2012. Undang-undang baru yang diterbitkan kemudian ialah Undang-undang No. 
22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, terakhir diubah dengan UU 


No. 15 Tahun 2011, yang menetapkan pemilihan kepala daerah dalam rezim pemilu dan 
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memperbaiki kelembagaan dan kinerja Komisi Pemilihan Umum. Kemudian diterbitkan 
Undang-undang No. 22 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, 
yang dilaksanakan tidak secara langsung, yaitu dipilih oleh DPRD, selanjutnya UU 
tersebut diubah menggunakan Perppu No. 1 Tahun 2014 yang materinya mengatur 
tentang kembali kepada pilkada langsung, dan dikukuhkan menjadi Undang-undang 
No. 1 tahun 2015. Terakhir pengaturan tentang pilkada langsung diatur dalam UU No. 
8 Tahun 2015. 


Setelah sekian kali dilakukan perubahan terhadap ketentuan tentang pilkada, 
sering muncul pertanyaan, apakah pilkada langsung yang dilaksanakan selama ini telah 
memenuhi harapan masyarakat, yaitu berkembangnya demokrasi lokal yang baik, sistem 
pilkada yang murah, lahirnya kepala daerah yang berkualitas, dan terjaganya stabilitas 


politik dan integrasi masyarakat di daerah? 


Yang terjadi ternyata tidak demikian. Dalam dua kali putaran pelaksanaan pilkada 
langsung sejak tahun 2005 sampai 2014 ini publik mencatat banyaknya muncul persoalan 
yang disebabkan oleh penyelenggaraan pilkada. Persoalan yang paling dominan muncul 
adalah banyaknya kepala daerah hasil pilkada langsung yang terjerat tindak pidana 
korupsi akibat pelaksanaan pilkada langsung yang berbiaya besar. Selain melahirkan 
fenomena perilaku korupsi di daerah, besarnya biaya pilkada juga telah menutup akses 
figur-figur yang memiliki kapasitas dan integritas kepemimpinan untuk ikut berkompetisi 
dalam pilkada langsung. Akibat biaya yang besar yang harus disiapkan oleh pasangan 
calon kepala daerah, juga muncul persoalan lain, yaitu berupa kerasnya rivalitas dalam 
pilkada, merebaknya kecurangan, dan ujung-ujungnya adalah terbelahnya masyarakat 
yang mengusung pasangan calon kepala daerah yang berbeda. Kondisi ini akhirnya 
mengganggu stabilitas politik di daerah dan menimbulkan kerawanan sosial di tengah 
masyarakat. Demokrasi yang semestinya hanyalah suatu cara dan sarana atau washilah 
untuk mencapai tujuan bersama, sering diposisikan sebagai tujuan itu sendiri, sehingga 
proses pilkada dilakukan dengan berbagai cara, termasuk dengan melakukan tindak 


kecurangan dan melanggar peraturan perundang-undangan. 


Melihat kecenderungan dan ekses yang muncul mengiringi penyelenggaraan 
pilkada langsung, masyarakat mulai mempertanyakan secara kritis, sejauh mana nilai 
atau asas manfaat yang dihasilkan dari pilkada langsung, baik dilihat dari perspektif 
tujuan dari penerapan sistem demokrasi maupun dilihat dari kepentingan membangun 


kesejahteraan masyarakat? 


Substansi perubahan yang ditetapkan dalam undang-undang yang baru antara lain 
menyangkut pembatasan politik dinasti, pelaksanaan pilkada secara serentak, efisiensi 
anggaran pilkada melalui sistem satu putaran dan penghapusan uang “mahar” bagi 
pasangan calon, penyederhanaan kampanye melalui pengelolaan kegiatan kampanye 


dan publikasi oleh KPU, serta sejumlah ketentuan yang baru. 
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Pada tahun 2015 ini akan dilaksanakan pilkada secara serentak di 269 daerah 
(provinsi, kabupaten dan kota). Karena itu, Muktamar NU ke-33 mencermati dinamika 
yang terjadi menjelang pilkada secara serentak yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 
2015. Secara norma dan ketentuan regulasi, pilkada di masa mendatang semestinya 
bisa berlangsung secaralebih baik dan melahirkan kepala daerah yang lebih berkualitas. 
Namun bagaimana hasilnya nanti, sangat tergantung pada implementasinya di lapangan. 
Tergantung pada kemampuan KPU untuk menjaga integritasnya sebagai lembaga 
penyelenggara pemilu yang mandiri dan profesional. Tergantung pada kedewasaan 
partai politik dan/atau perseorangan yang menjadi peserta Pilkada, dan tergantung pada 
kesadaran politik masyarakat untuk menggunakan hak memilihnya secara cerdas dan 


bertanggung jawab. 


B. Permasalahan 


Perubahan ketentuan perundang-undangan dalam pelaksanaan pilkada masih 
menyisakan sejumlah persoalan dan menyimpan potensi konflik yang memerlukan 


antisipasi secara cermat dari semua pihak. Beberapa permasalahan tersebut antara lain: 


o Masih belum berubahnya perilaku pada umumnya pemilih yang berdampak pada 
tumbuh suburnya praktek money politics dan politik transaksional. Ketentuan 
perundang-undangan yang mengatur dan menciptakan pilkada yang bersih memang 
sudah ditetapkan, termasuk ancaman sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar 
ketentuan tersebut. Namun ketentuan perundang-undangan yang ada bisa tidak 
berjalan efektif jika tidak ada langkah-langkah strategis dan mendasar untuk 
mencegah terjadinya praktek money politics pilkada dan menciptakan pilkada yang 


berbiaya murah. 


o Pilkada secara serentak yang menampilkan konfigurasi politik pasangan calon yang 
sangat beragam antara satu daerah dengan daerah yang lain rawan menimbulkan 
konflik dan banyaknya sengketa hasil pilkada. Setiap konflik yang menyertai 
pelaksanaan pilkada banyak mengorbankan masyarakat di daerah, termasuk warga 


Nahdlatul Ulama, yang mendukung pasangan calon yang berbeda. 
o 
C. Tujuan 


1. Mengawal implementasi ketentuan perundang-undangan dalam pelaksanaan 
pilkada secara serentak, sehingga dihasilkan pilkada yang berkualitas, murah dan 


melahirkan kepala daerah yang amanah. 


2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak memilihnya secara 
bertanggung jawab dan cerdas sehingga praktek money politics dalam pilkada dapat 


diminimalisir. 
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D. Analisa 


Pelaksanaan pilkada secara serentak di 269 daerah (provinsi, kabupaten dan kota) 
merupakan pengalaman pertama dalam sejarah politik kepemiluan di Indonesia. Sebagai 
pengalaman baru, maka suksesnya pilkada secara serentak menuntut kemampuan dan 
kemandirian KPU, terutama KPU di daerah, serta partisipasi aktif banyak pihak, 
termasuk kekuatan masyarakat sipil seperti warga Nahdlatul Ulama, melalui kegiatan 
pengawalan dan pengawasan. Jika tidak demikian, dikhawatirkan pilkada serentak 
justru akan menghasilkan kekacauan politik dalam negeri. Potensi terjadinya konflik di 


tengah masyarakat juga bisa bersumber dari konflik internal partai yang belum tuntas. 


Pilkada secara serentak menampilkan konfigurasi politik pasangan calon yang 
sangat beragam antara satu daerah dengan daerah yang lain. Koalisi partai pengusung 
pasangan calon tidak bersifat permanen dan seragam antara koalisi yang dibangun di 
pusat dengan di daerah, atau antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Hal ini 
mengandung kerawanan dan potensi konflik yang berujung pada banyaknya sengketa 
hasil pilkada. 


Meski peraturan perundang-undangan yang baru telah memuat ketentuan yang 
melarang penyalahgunaan jabatan (bagi incumbent), pemberian uang mahar kepada 
partai pengusung, pembelanjaan kebutuhan kampanye secara berlebihan, dalam pilkada 
serentak nanti dikhawatirkan praktek money politics dan politik transaksional akan 
semakin menjadi-jadi. Kondisi ini dipicu oleh pelaksanaan pilkada yang hanya satu 
putaran, yang mendorong setiap pasangan calon untuk “bermain” habis-habisan untuk 
memenangkan kompetisi, karena selisih berapa pun suara yang diperoleh, dan berapa 
pun persentase dukungan dari pemilih, pasangan calon yang meraih suara terbanyak 


itulah yang menang. 


E. Kesimpulan/Rekomendasi 


Sebagai kesimpulan dari penjelasan tersebut di atas, Muktamar NU ke-33 
merekomendasikan hal-hal sebagai berikut: 


1. Untuk mencapai tujuan efisiensi penyelenggaraan pemilu, maka diperlukan : (a) 
penataan jadwal pemilu menjadi pemilu nasional untuk memilih presiden dan wakil 
presiden, anggota DPR dan DPD, dan pemilu daerah untuk memilih Kepala daerah 
dan Wakil kepala daerah, dan Anggota DPRD. (b) Pembiayaan penyelenggaraan 


semua jenis pemilu, baik pemilu nasional maupun daerah, dibebankan kepada APBN. 


2. Pilkada serentak yang akan diselenggarakan tahun 2015 merupakan peristiwa 
politik kepemiluan pertama di Tanah Air yang bertujuan untuk mengefisiensikan 


penyelenggaraan pilkada yang selama ini berlangsung secara sporadis dan berbiaya 
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besar, serta menimbulkan kejenuhan politik di kalangan masyarakat. Tujuan untuk 
mencapai efisiensi tersebut jangan sampai mengorbankan prinsip dan asas dari 


pemilu itu sendiri, yaitu jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia. 


3. Sebagai penyelenggaraan yang pertama kali, pilkada secara serentak berpotensi atau 
dikhawatirkan menimbulkan persoalan dan konflik di tengah masyarakat jika tidak 
dikelola dengan baik dan terencana. Karena itu Muktamar NU ke-3 


4. mengharapkan kepada penyelanggara pemilu (KPU dan Bawaslu) agar merencanakan 
dan melaksanakan pilkada serentak ini secara profesional, menjaga kemandirian, dan 


menekan terjadinya tindak kecurangan. 


5. Muktamar NU ke-33 meminta kepada semua pihak yang terlibat dalam pilkada 
serentak (Pemerintah, KPU, Bawaslu, partai politik, pasangan calon beserta tim 
suksesnya, pemantau dan pemilih) untuk mematuhi segala ketentuan peraturan 


perundang-undangan dalam kegiatan pilkada. 


6. Suksesnyapenyelenggaraan pilkada serentak menuntut adanya partisipasi masyarakat, 
terutama dalam bentuk pengawalan dan pengawasan setiap tahapan pilkada, sehingga 
peluang terjadinya kecurangan yang berdampak pada timbulnya konflik bisa dicegah. 


7. Muktamar NU ke-33 meminta kepada jajaran struktural Nahdlatul Ulama dari pusat 
sampai bawah untuk tidak melibatkan secara struktural dan formal dalam kegiatan 
pilkada di daerah. Keterlibatan orang perorang jajaran pengurus Nahdlatul Ulama 
sifatnya personal, dan tidak mewakili institusi Nahdlatul Ulama. 


F. Dalil/Dasar Hukum 
o Pendapat para ulama sbb: 


1. Pendapat Al-Mawardi dalam “Al-Ahkam as-Sulthaniyah, h. 3” 


ka ai Il ANA A83 ASAM Kala sal kal Gasa Eun kaga 
AA 3 Is aAYI 


Ab: 
ee) 
P3 


uYI 
3 


“Kepemimpinan (al-imamah) merupakan tempat pengganti kenabian dalam 
menjaga agama dan mengatur dunia, dan memilih orang yang menduduki 
kepemimpinan tersebut hukumnya adalah wajib menurut ijma'” 


2. Pendapat Al-Mawardi dalam “Al-Ahkam as-Sulthaniyah, h. 4” 


US BE la iba MA Ie te 3 BUY Lg 5 KP 
Aa al Dam Kan da ui yA 


SE BEN IA GE . KU GUI IL la 2 MIS: OK 


Lo BAL oa 
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“Jika menetapkan imamah adalah wajib, maka (tingkatan) kewajibannya 
adalah fardhu kifayah seperti jihad dan menuntut ilmu, di mana jika ada orang 
yang ahli (pantas dan layak) menegakkan imamah, maka gugurlah kewajiban 
terhadap yang lainnya. Jika tidak ada seorangpun yang menegakkanya, maka 
dipilih di antara manusia dua golongan, yakni golongan legislatif hingga 
mereka memilih untuk umat seorang pimpinan, dan golongan (calon) pemimpin 
hingga di antara mereka dipilih untuk menjadi pemimpin” 


3. Pendapat Ibnu Taimiyah dalam “As-Siyasah as-Syar'iyah” 


Heb oa Fla Mu ab Yg « 
“Penting untuk diketahui bahwa adanya kekuasaan untuk mengatur urusan 
manusia adalah termasuk kewajiban besar dalam agama, bahkan tidak akan 
tegak agama ataupun dunia tanpa adanya kekuasaan. Maka sesungguhnya 
anak adam tidak akan sempurna kemaslahatannya tanpa berkumpul karena 


di antara mereka saling membutuhkan, dan tidak bisa dihindari ketika mereka 
berkumpul adanya seorang pemimpin” 


4. Pendapat dalam “Mawahib as-Shomad, h 8” 


tao AI la al 39 Ao Telo FLY ena ole leyd Geli le ph 
IS SI IP da A39 de agad3g Dlarlall CAN agkaon G- Anal de bug 
“Secara syar'i, diwajibkan atas manusia mengangkat seorang imam/ 
pemimpin, berdasarkan consensus/ijma' para sahabat setelah wafatnya 
Nabi SAW untuk langsung mengangkat pemimpin, sehingga menjadikannya 
kewajiban yang paling penting, mendahulukan untuk mengangkat pemimpin 


daripada memakamkan Nabi SAW. Dan manusia sepanjang zaman juga akan 
selalu begitu (menegakkan fardhu mendahulukan memilih imam ” 


o Kaedah Fighiyyah: 


“Menolak  kemafsadatan (kerusakan) didahulukan daripada — menarik 
kemaslahatan”. 


Jp UM Sb Jilagk 


“Hukum sesuatu yang menjadi perantara sama dengan hukum tujuan akhir”. 


Las 9 13 y2xg ala & yak SH 
"Penetapan hukum tergantung ada-tidaknya 'illat” 


Ag NA Ye 
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"Apabila suatu kewajiban tidak dapat dilaksanakan secara sempurna tanpa adanya 
sesuatu yang lain, maka pelaksanaan sesuatu yang lain tersebut hukumnya juga 
wajib” 


ASN el siy Ie adl Sp 


"dipilih yang berimplikasi kerugian yang lebih ringan untuk menghindari kerugian 
yang lebih besar” 


AS Ip YA Ip YL 


“Sesuatu yang tidak didapatkan semua (sesuai dengan idealisasi dan kehendak 
kita), seyogyanya tidak ditinggalkan semuanya”. 


Hadis-hadis sbb: 


B3 BAN HE IS) - J6 As BU ba Sata Na 


Pn 


(Gl alay) JS eh 2 Lab AA SAN LA AG KAN O 


“dari Abu Hurairah ra, dari Nabi Sam. 6 beliau bersabda: sesungguhnya kalian 
akan selalu menginginkan kekuasaan/jabatan dan karena hal itu akan menjadi 
penyesalanmu di hari kiamat. ” (HR. al-Bukhari) 


2 dag ade! lo Al Jpn J Je SIB Aa Dl en 3 3 YA Ae ye 
25 ba - alun og ag Ol Yuk p Ly Na y sa Ka se ul) 


Mena ama 


“dari Abdurrahman bin Sanurah ra, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda kepadaku: 
wahai Abdurrahman bin Samurah, jangan kamu meminta-minta jabatan/kekuasaan. 
Karena sesungguhnya jika kamu meminta jabatan maka bagimu bebannya, dan 
Jika diberikan tanpa meminta maka kamu akan dibantu. Dan jika kamu bersumpah 
(untuk suatu jabatan) kemudian kamu melihat orang lain yang lebih baik darimu, 
maka serahkan padanya, dan bayarlah denda melanggar sumpahmu”. (HR. al- 
Bukhari dan Muslim) 


aa SY SA Sara Je dag ala Ia AT) Ip 5 SA 3 ea 
Sg Rela Ne S3 Gol us Ae Ioi - | gxenla aa pad “Sy sa 
(ala JA Bln Ol) “Aegilag AS Nita DG (3 AK as 


"Dari Abu Hurarah RA., sesungguhnya rasulullah saw. bersabda: "akan memimpin 
kalian setelahku para pimpinan yang baik karena kebaikannya, dan ada pula yang 
buruk karena keburukannya, maka dengarkanlah dan taatilah mereka terhadap 
setiap perkara yang sesuai dengan kebenaran, dan shalatlah kalian di belakangnya, 
Jika mereka baik maka (pahala) bagi kalian dan bagi mereka, sedangkan jika mereka 
buruk maka (pahala) bagi kalian dan tidak bagi mereka” (HR. At-Thabrani dan 
Ad-Daru Outhni) 


4 
s 


dh GA das BI LI ab as lean Io AN ut) J6 GA dl 2E 


- 
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S3 Gak L 2 PNP dag: Para NN) na AI “0 SA MAN Bi : 
8 Pa ag Ta Tai KL "aa G3 NP 
KE B3 Nun 25 SB 298 all Iss Lk ji CAN: PE 


(SI ea) LELAI smu at 3 API NI 15 II JB Segala UE 


“Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: ketika Rasulullah SAW duduk di suatu majelis 
berbicara dengan orang banyak, dating seorang dari pedalaman yang jauh, 
kemudian bertanya: kapan hari kiamat? Rasulullah meneruskan berbicara dengan 
orang banyak. Sebagian orang berkata: rasul mendengar apa yang ditanyakan 
dan Beliau tidak menyukainya. Dan sebagian lain berkata: rasul tidak mendengar 
pertanyaan tersebut. Hingga Rasul selesai berbicara dengan orang banyak, dan 
beliau bertanya: mana tadi orang yang bertanya tentang hari kiamat?. Ini saya 
ya Rasulullah!. Berliau bersabda: jika disia-siakan amanah, maka tunggulah hari 
kiamat. Ia bertanya: bagaimana menyia-nyiakannya? Beliau menjawab: Jika suatu 
perkara diserahkan kepada selain ahlinya maka tunggulah waktunya kiamat” (HR. 
al-Bukhari) 


3 Aa un Ie Jaten C3 Ine Daan dp 333 
ola) (email H3 Uabag AI DE AB cabang Ring Al SE Kia It SA, 
(Bo 


“Barangsiapa memilih seorang pemimpin padahal ia tahu ada orang lain yang 
lebih pantas untuk dijadikan pemimpin dan lebih faham terhadap kitab Allah dan 
sunnah rasulNya, maka ia telah mengkhianati Allah, rasulNya, dan semua orang 
beriman” (HR. At-Thabrani) 


Ayat-ayat sbb: 


28 la sp V3 3 PU 5g SG AN 9 ika Its Uj 2336 
ad G3 Id Ue Sah LASA pdh Fata 58 Ooo pdl Sy IN Ja 


“Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka 
bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan 
Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan 
Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan mendapat 
azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”. OS. Shad: 16 


By Jadi YASE ST MIN Ht FAK Als Wa Jl oouS 13 SI Ta dn 5 

Pa aka DAN Bl 3 5 em AN 
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak 
menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia 
supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran 


yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi 
Maha melihat” 9.8. An-Nisa|4|: 58 


AN 3 Bts 
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“dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu”. 9S. Ali Imran: 159 


G. Rencana Aksi/Tindak Lanjut 


Sebagai upaya untuk mewujudkan rekomendasi tersebut, dan sebagai langkah aksi 
dan tindak lanjut, PBNU periode mendatang perlu melakukan hal-hal sebagai berikut: 


1. Membentuk tim khusus yang bertugas memantau pelaksanaan pilkada dan menjaga 
netralitas kelembagaan Nahdlatul Ulama dalam pelaksanaan pilkada. 


2. PBNU bersama komponen masyarakat lain, khususnya ormas keagamaan, untuk 
terus melakukan dakwah yang bertujuan memberikan pendidikan politik rakyat agar 
menggunakan hak memilih secara benar, bertanggung jawab dan cerdas, sehingga 


bisa terpilih calon kepala daerah yang memiliki kapasitas dan integritas yang baik. 


IV. SUMBER DAYA ALAM UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT 


A. Latar Belakang 


Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bab X A mengenai 
hak asasi manusia (HAM) dalam pasal 28 H, ayat (1) menyatakan: “setiap orang berhak 
hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup 
yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Kemudian dalam 
bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, diuraikan dalam 
pasal 33, yaitu ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 
kekeluargaan. (2) Cabang cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai 
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar besar 
kemakmuran rakyat. (4)Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi 
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, berwawasan 
lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan 


ekonomi nasional. 


UU No. 32 tahun 2009 pasal 65 ayat (1) menegaskan: setiap orang berhak atas 
lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari HAM. Jadi setiap orang/warga 
Negara Indonesia dilindungi oleh hukum, dengan demikian setiap orang yang merasa 
haknya terlanggar karena kegiatan pembangunan ataupun kegiatan yang lainnya yang 


mencemari dan merusak lingkungan maka orang itu dapat melakukan tuntutan hukum. 


Untuk yang kesekian kalinya Muktamar NU memberikan perhatian mengenai 


sumberdaya alam (SDA), karena masalah SDA masih menjadi isu yang terus aktual. 


Sumber daya alam pada dasarnya ada dua kategori.Pertama, SDA yang dapat 
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diperbarui, seperti hutan, air, air danau, kualitas tanah, dan lain-lain. Dan kedua, SDA 
yang tidak dapat diperbarui, seperti minyak bumi, batubara, logam, hasil tambang lain. 
Dalam pelaksanaannya di lapangan, ada beberapa kasus pengelolaan SDA yang sangat 
tidak sejalan dengan amanat Konstitusi.Telah terjadi interaksi manusia dan alam yang 
berdampak negatif. Hal itu terutama terkait dengan kebijakan di daerah (Galian C), 
eksplorasi, eksploitasi yang melebihi kapasitas, yang mengakibatkan rusaknya sistem 
ekologis di sekitar pertambangan, atau karena penggalian yang tidak terkendali yang 
telah mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sangat parah, seperti pencemaran air, 
pencemaran udara, kerusakan infrastruktur, dan terganggunya kesehatan seperti penyakit 
pernafasan, bahkan konflik sosial. Hal itu terjadi di lokasi-lokasi pertambangan di daerah. 
Ditambah lagi dengan telah terjadinya konflik kepentingan untuk memperbesar perolehan 
PAD (pendapatan asli daerah) yang didapat dari pengelolaan tambang yang bersifat legal. 
Juga adanya konflik kelembagaan, koordinasi yang belum baik, dan egoisme sektoral 


yang belum bisa dihilangkan. 


Tujuan pengelolaan SDA adalah dalam rangka mencegah pengaruh negatif terhadap 
lingkungan dan mengupayakan kelestariannya supaya dapat digunakan terus menerus 


untuk mendukung keberlangsungan kehidupan umat manusia. 


B. Permasalahan 
1. Terkait dengan sumberdaya alam: 


a. Penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam ada di tangan orang per orang 
atau oleh sekelompok orang. Telah terjadi monopoli, oligopoli dan praktek kartel 
dan hal ini bertentangan dengan pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 


b. Hak menguasai oleh Negara selama ini telah didelegasikan kepada pihak swasta 


yang bermodal besar. 


(9 


c. Pengertian “untuk sebesar besar kemakmuran rakyat” diartikulasikan secara 
sempit, yaitu hanya dalam bentuk pengenaan pajak dan royalti yang ditarik oleh 
Pemerintah. Sedangkan keterlibatan rakyat dalam mengelola sumber daya alam 


hanya dalam bentuk dan sebatas sebagai tenaga kerja. 


d. Hak pengusahaan hutan hanya diberikan pada kelompok pengusaha kelas atas dan 
kelompok bermodal kuat, sementara hak masyarakat lokal/hak rakyat untuk turut 


mengelola hutan tidak diberikan sebagaimana mestinya. 
2. Terkait dengan tambang/migas dan pertambangan umum: 


a. Pertamina melakukan kontrak bagi hasil dari eksploitasi dan pemasaran diberikan 


kepada perusahan-perusahaan besar. 
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b. Dalam pertambangan umum, misalnya pertambangan emas rakyat,usaha 
penambangan yang dilakukan oleh rakyat lokal tergusur oleh penambang besar 
dengan modal besar, dengan alasan penambang rakyat tidak mempunyai teknologi 


dan manajemen yang baik serta tidak mempunyai ijin. 
3. Terkait dengan MP3EI: 


Dalam rangka mewujudkan master plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan 
Ekonomi Indonesia (MP3EI), telah terjadi pengambilalihan tanah warga secara 


sewenang wenang oleh Pemerintah. 


C. Tujuan 


l. Memastikan terjaminnya penguasaan sumber daya alam benar-benar untuk 
kepentingan dan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Industri migas dan mineral 
adalah sektor industri padat modal yang seharusnya dikelola dan didanai oleh negara, 


bukan dilepaskan kepada para pemodal asing. 


2.  Meneguhkan kembali komitmen pada pembangunansektor kelautan dan kemaritiman, 
sekaligus memberikan appeal kepada Pemerintah agar sektor SDA tidak dilupakan 
dan dikuasai oleh para pemodal asing. Pengelolaan SDA harus dikembalikan sesuai 


amanat Konstitusi, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat banyak. 


D. Analisa 


Sumber daya alam merupakan sektor strategis yang akan selalu menjadi isu strategis 
dalam pembangunan yang dijalankan oleh setiap rezim pemerintahan. Selama sektor SDA 
masih menjadi tumpuan utama pemasukan keuangan negara, bisa dipastikan pengelolaan 
SDA akan menjadi isu krusial dan memerlukan penanganan yang penuh kehati-hatian. 
Apalagi dalam kondisi negara yang sedang mengalami krisis perekonomian, maka 
godaan untuk melakukan eksploitasi SDA dalam waktu yang secepat-cepatnya dan hasil 
yang sebesar-besarnya selalu dihadapi oleh Pemerintah. Dalam konteks ini Pemerintah 
dihadapkan pada pilihan untuk lebih memprioritaskan pengelolaan SDA pada perusahaan 
yang memiliki modal besar, mengingat usaha sektor ini memerlukan investasi dan modal 


yang besar. 


E. Kesimpulan/Rekomendasi 


Sebagai wujud kepedulian Nahdlatul Ulama terhadap keberlangsungan dan 
kelestarian sumber daya alam untuk menopang kehidupan umat manusia di masa-masa 


mendatang, maka Muktamar NU ke-33 menyimpulkan dan membuat catatan rekomendasi 
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yang ditujukan kepada Pemerintah sebagai berikut: 


1. Melakukan moratorium terhadap semua izin perusahaan berskala besar di bidang 
perkebunan, kehutanan, pertambangan dan pesisir, serta meninjau ulang semua 
kebijakan dan izin yang diterbitkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dalam 
bidang SDA. 


2. Menghentikan segala bentuk penanganan konflik yang disebabkan oleh persoalan 
pengelolaan sumber daya alam dengan cara kekerasan dan mengutamakan proses 


dan cara-cara dialogis. 


3. Membentuk lembaga khusus yang berfungsi menyelesaikan konflik agraria 
yang memiliki wewenang untuk membuat rekomendasi untuk dilaksanakan oleh 


Pemerintah. 


4. Mengembalikan tanah dan sumber daya air milik rakyat yang dikuasai oleh perusahaan 


ataupun pemerintah kepada pemiliknya semula. 


EF. Dalil/Dasar Hukum 


o Pendapat para ulama sbb: 


1. Pendapat Imam Ibnu Nujaim al-Hanafi dalam al-Asybah wa al-Nazhair, halaman 


124: 
253 BA A1 AAL BAYU Sin K3 talas! 2 £ Ea euy 3 SSI 
ks ca LE — 3 BLN JG Nia ae 9 Se 36 ng (SIN) 


o3 o£ 


Ba cab 2 Y s1 IG ya 3 ag ol Tn Fara, Tara se —G 


“Jika kebijakan pemimpin tentang segara sesuatu terkait perkara umum berdasar 
atas kemaslahatan, kebijakan tersebut secara syar'i tidak dijalankan kecuali 
Jika sesuai dengan kemaslahatan. Dan jika menyelisihi kemaslahatan maka 
tidak dijalankan. Karena itu imam Abu Yusuf berkata dalam kitab al-Kharaj 
(pajak) bab menghidupkan lahan tidur: pemimpin tidak berwenang sama sekali 
merampas hak seseorang kecuali dengan hak yang pasti dan diketahui”. 


2. Pendapat Imam al-“1zz Ibn Abd al-Salam al-Syafi'1 dalam Oawd 'id al-Ahkam” 
21735 


PU Obnadl ya V3 Le Elaig IV Benang IV Ana 3 uas 
Haa ati Ng OLAJ ai Ulry tolidly ppi) lega Ale Spali ale 
Dag Yg Welas Ala Jl sat OT VI Fake Je AI aa PIL ls 
AK Ja Tata ol Jia emil si Sai aa Sr 3 

OS OA Ga al Ya Juga B3 Ilat AI Jai Clis aj 
1 Mm 5 ol dab AI Isi— 3 lia 
Uh ilusi ya ASI jig Aalall ELalu 2 skasl UY #aaldl JlsaYI «pa 
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m3 JW AsLSIS tang ati gi NS aan Ialah pe Api IS CU 
sila 


“Pasal tentang kebijakan pemimpin dan menterinya. Para pemimpin dan 
menterinya harus menetapkan kebijakan yang lebih maslahah bagi rakyat yang 
dipimpinnya dengan menolak kerugian dan kerusakan dan menarik kemanfaatan 
dan petunjuk. Mereka tidak cukup mengerjakan yang baik padahal mampu yang 
lebih baik, kecuali jika dalam pelaksanaannya menimbulkan masyaggah yang 
lebih hebat, dan mereka tidak boleh memilih ketika menetapkan kebijakan sesuai 
dengan hak-haknya mereka saja, misalnya menjual dirham dengan dirham, atau 
sejumlah kismis dengan semisalnya, sesuai Firman Allah SWT: #Dan janganlah 
kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat?. Jika 
hal itu terkait dengan hak-hak anak yatim maka apalagi jika terkait dengan hak- 
hak kaum muslimin dalam kebijakan pengalokasian anggaran umum. Karena 
perhatian syara ' terhadap kemaslahatan umum itu lebih cepat dan lebih banyak 
daripada perhatiannya terhadap kemaslahatan khusus. Dan setiap kebijakan 
yang menimbulkan kerusakan atau menolak kebaikan maka terlarang, seperti 
menyia-nyiakan harta tanpa faedah” 


3. Pendapat Imam al-Garafi al-Maliki dalam Kitab Al-Furug (4/76): 


ILY S2 old JL Y SI Lego Lag 23YULI d Ya Joe ISO Ash 
LEAN Ii Yg) JW Jai Bada sy gl 4 Koala 
ba Muat ta aa an ana Na tea Aa 

Al. Dal ads 
“ketahuilah, sesungguhnya setiap pemimpin tidak boleh menetapkan kebijakan 
kecuali dengan menarik kemaslahatan atau menolak kerusakan, sesuai Firman 
Allah SWT: /Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara 
yang lebih bermanfaatj. Dan sesuai sabdaNya SAW: “barangsiapa memimpin 


dari urusan umatku kemudian tidak bersungguh-sungguh untuk mereka, dan 
tidak menasehati maka surga haram baginya”. 


4. Pendapat Imam al-Zarkasyi al-Syafi'1 dalam kitab al-Mantsur fi al-Oawaid juz 
1/309: 

Hd Os B wl JB ade ai Aonlalh bau As Naa 2LYI DS mai 

HE Kei oa Us aa 1 RE ya Siji Hay 2 dl aa). asli JI 


“kebijakan pemimpin atas rakyatnya mengikuti kemaslahatan. Menuliskan hal 
tersebut: al-Farisi berkata di kitab Uyun al-Masail: as-Syafi'i rahimahullah 
berkata: kedudukan pemimpin kepada rakyatnya seperti kedudukan wali 
terhadap anak yatim”. 


Oo Hadis sbb: 
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BK IAI DA) selag le AN Kia dl Its - JB JG gal 3g 
(GL 43) asela Gal aja tag gala aan alay (OLI star si 
“Dri Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: semua muslim bersekutu 


dalam tiga hal: dalam kepemilikan air, hutan dan api (energi) ” HR. ahmad, dan Abu 
Daud. Ibnu Majah menambah: “dan harganya haram”. 


o Ayat-ayat sbb: 


Pn Ta 5 Da3 2 Y Pa an 


“Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara 
kamu...” OS. Al-Hasyr: 7 


G. Rencana Aksi/Tindak Lanjut 


Untuk mewujudkan harapan tersebut di atas, PBNU periode mendatang diharapkan 
bisa melakukan komunikasi, koordinasi dan membangun lobi dengan Kementerian 
ESDM, Komisi VII DPR RI dan DPD RI. 


PBNU perlu merumuskan usulan dan pokok-pokok pikiran tentang perlunya 
dilakukan moratorium terhadap semua izin perusahaan berskala besar di bidang 
perkebunan, kehutanan, pertambangan dan pesisir, meninjau ulang semua kebijakan dan 
ijin yang diterbitkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dalam bidang SDA, serta 
usulan tentang formula penanganan konflik yang disebabkan oleh persoalan pengelolaan 


sumber daya alam. 


V.  MEMPERPENDEK MASA TUNGGU CALON JAMAAH HAJI DAN 
PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI 


A. Latar Belakang 


Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penetapan 
Kuota Haji 1435H/2014 M, jumlah haji Indonesia sebanyak 168.800 orang. Kuota untuk 
jamaah haji itu terbagi dua, untuk haji reguler sebanyak 155.200 orang dan kuota haji 
khusus 13.600 orang. Jumlah kuota tersebut lebih sedikit dibandingkan jumlah kuota 
pada tahun 2012, yang jumlahnya masih sekitar 210.000 orang jamaah. Pengurangan 
jumlah guota itu adalah berdasarkan keputusan pemerintah Saudi Arabia, mengingat 
kondisi Masjidil Haram yang hingga saat ini masih dalam proses rehabilitasi (perbaikan 


bangunan). 


Saat ini calon jamaah haji yang sudah mendaftar jumlahnya mencapai lebih dari 2 
juta orang, dan jumlah antrian calon jamaah haji tersebut semakin tahun akan semakin 


panjang. Bagi calon jamaah haji yang mendaftar tahun ini diperkirakan akan bisa 
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menunaikan ibadah haji sekitar 15 sampai 20 tahun lagi. Konsep pelayanan pendaftaran 
haji adalah first come first serve, artinya siapa yang datang dulu, dialah yang dilayani dulu. 
Prinsip ini sebenarnya telah memenuhi keadilan dan transparansi yang dikehendaki 
masyarakat luas. Namun demikian, karena keterbatasan kuota dan banyaknya calon 
jamaah yang mendaftar prinsip ini menimbulkan banyak permasalahan dalam 


implementasinya. 


Melihat kondisi tersebut, upaya yang perlu dilakukan dapat disederhanakan 
menjadi dua cara, yaitu: pertama, perlu menambah kuota jamaah haji. Kementerian 
Agama melobi Arab Saudi untuk mengembalikan kuota haji sebanyak 211 ribu setiap 
tahunnya, seperti sebelum tahun 2012 atau jika dimungkinkan bisa lebih lagi (di atas 
211 ribu). Keberhasilan upaya tersebut, sangat tergantung pada kebijakan Arab Saudi. 
Cara ini kemungkinannyasangat tipis. Kedua, dengan cara mengurangi daftar antrian ja- 


maah haji. 


Hal ini bisa dimungkinkan melalui beberapa alternatif, yaitu: pertama, Kemenag 
perlu menerapkan ketentuan yang lebih selektif bagi para calon jamaah haji. Misalnya 
dengan memperketat syarat istitha'ah dari segi kesehatan, tidak hanya istitha'ah pada 
kemampuan finansial (az-zad), transportasi dan akomodasi (ar-rahilah), serta keamanan 
saja. Saat ini ketentuan bagi siapa bisa berangkat haji masih longgar, larangan hanya 
dibatasi bagi seseorang yang mempunyai penyakit menular dan mereka yang termasuk 
dalam kondisi dilarang oleh pihak penerbangan. Pengetatan syarat istita'ah dari segi 
kesehatan sangat urgen, sebab jumlah jemaah haji lanjut usia yang meninggal di Tanah 
Suci meningkat. Tahun ini, jumlah jemaah haji Indonesia yang meninggal di Tanah Suci 


mencapai 275 jiwa. Angka ini meningkat dari tahun 2013yang hanya 266 jiwa. 


Kedua, membatasi frekuensi jamaah yang berangkat haji, yaitu seumur hidup 
hanya satu kali, sehingga membatasi bagi jamaah yang ingin berangkat kesekian 
kalinya. Saat ini banyak jamaah yang beberapa kali berangkat haji, hal ini menyebabkan 
tertutupnya peluangbagi mereka yang belum pernah berhaji sama sekali, sesuai Peraturan 
Menteri Agama No. 29 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan ibadah haji reguler. Ketiga, 
memberikan ketentuan khusus bagi para calon jamaah yang masuk kategori lanjut usia 
(di atas 60 tahun). Pemberian kesempatan khusus tersebut dimaksudkan agar mereka 
(para lansia), jikapun harus menunggu namun tetap masih dalam usia dimana mereka 


mampu melaksanakan ibadat haji dengan baik (tidak masuk kategori usia rentan). 


Hal yang sudah disebutkan di atas, membutuhkan pemikiran dari segenap 
pihak termasuk Nahdlatul Ulama (NU). Sebagai organisasi keagamaan NU sangat 
berkepentingan untuk dapat memberikan solusi bagi persoalan di atas, apalagi sebagai 
organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, maka bisa dipastikan para calon jamaah haji 


yang sedang mengantri itu adalah mayoritas warga NU. 


Di samping persoalan antrian calon jamaah haji, terdapat sejumlah persoalan terkait 
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pengelolaan keuangan haji. Saat ini terdapat UU No. 34 Th 2014 tentang Pengelolaan 
Keuangan Haji. Dengan hadirnya UU tersebut, saat ini pemerintah hanya memiliki 
kewenangan pelaksanaan haji saja, sementara pengelolaan keuangan haji bukan lagi 
menjadi tugas pemerintah tetapi oleh sebuah badan sebagaiamana diatur dalam UU ter- 
sebut. Dalam Pasal 2 disebutkan: “Pengelolaan Keuangan Haji berasaskan: a. prinsip 


syariah: b. prinsip kehati-hatian, c. manfaat, d. nirlaba, e. transparan, dan f. akuntabel.” 


Pasal lainnya yaitu Pasal 3 menyebutkan: “Pengelolaan Keuangan Haji bertujuan 
meningkatkan: a. kualitas penyelenggaraan ibadah haji, b. rasionalitas dan efisiensi 
penggunaan BPIH, dan c. manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.” Dalam UU tersebut 
dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan haji ditangani oleh Badan Pengelolaan 
Keuangan Haji (BPKH). Beberapa pasal dalam UU tersebut menjelaskan tentang 
kedudukan dan peran BPKH yaitu, Pasal 20 menyebutkan:(1) Pengelolaan Keuangan 
Haji dilakukan oleh BPKH. (2) BPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meru- 
pakan badan hukum publik berdasarkan Undang-Undang ini. (3) BPKH sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui 
Menteri. (4) Pengelolaan Keuangan Haji oleh BPKH dilakukan secara korporatif dan 
nirlaba. Pasal 24 menyebutkan: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 22, BPKH berwenang: a. menempatkan dan menginvestasikan keuangan 
haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat, dan b. 


melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan Keuangan Haji. 


Undang-undang Pengelolaan Keuangan Haji tersebut belum dapat 
diimplementasikan karena belum ada Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan 
UU tersebut. Saat ini pemerintah sedang menyiapkan PP untuk implementasi UU 
Pengelolaan Keuangan Haji tersebut. Namun demikian NU sebagai jam 'iyah diniyah 
ijtima'iyah secara proaktif perlu melakukan pengkajian yang menyeluruh terhadap 
undang-undang yang sudah ada dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahannya, 
termasuk mencoba mengusulkan pembuatan peraturan-peraturan (termasuk PP dan 
Peraturan Menteri) dalam rangka implementasi UU tersebut. Bagi NU seluruh undang- 
undang dan peraturan yang ada di Indonesia hendaklah membawa kemaslahatan bagi 


seluruh kepentingan bangsa. 


Permasalahan 


Dari uraian di atas, terdapat beberapa persoalan yang dihadapi terkait dengan 


penyelenggaraan ibadah haji. 
1. Permasalahan yang terkait panjangnya antrian calon jamaah haji, yaitu: 


a. Jika saat ini calon jamaah haji usia 60 tahun mendaftar, maka ia akan berangkat pada usia 


75 atau 80 tahun. Pada usia tersebut calon jamaah haji berada pada kelompok jamaah haji 
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yang berisiko tinggi. 


. Kurs (nilai rupiah) saat berangkat (setelah 20 tahun) nanti dapat mengalami inflasi, 


sehingga calon jamaah harus menambah uang jauh lebih besar dari uang pendaftaran 


yang disetorkan saat ini. 


. Antrian calon jamaah haji semakin bertambah panjang, dan masa keberangkatan semakin 


jauh, jika yang mendaftar pada 2015 saja bisa antri 15 sampai 20 tahun, maka masa yang 


akan datang, antrian bisa lebih lama lagi. 


. Permasalahan yang terkaitdengan pengelolaan keuangan haji, yaitu: 


Peran Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang sangat besar dalam pengelolaan 
keuangan haji, belum jelas apa kriteria dan kompetensi orang-orang yang akan duduk 


sebagai anggota BPKH tersebut. 


. Meski berprinsip nirlaba, namun dalam UU tersebut ada kewenangan BPKH melakukan 


investasi. Saat ini sudah banyak badan hukum publik seperti BUMN yang didirikan 
pemerintah namun ternyata sebagian besar keuangannya bermasalah.Karena itu 
sejauhmana ketentuan ini menjamin bahwa uang jamaah haji aman jika diinvestasikan 


ke sektor lain. 


Dalam perspektif figh, bagaimana status uang setoran jamaah haji tersebut?Bagaimana 
transaksi (akad)nya? Apakah termasuk ijaroh (pembelian jasa) atau wadi'ah (uang 


investasi)? Keduanya tentu memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. 


. Jamaah haji belum mengetahui untuk apa sajakah manfaat dari keuangan haji yang 


telah diinvestasikan itu? Apakah jamaah haji juga menerima manfaat dari investasi yang 


dilakukan pihak pengelola keuangan haji? 


C. Tujuan 


IL 


Mencari solusi terkait panjangnya antrian calon jamaah haji. Perlu ketegasan sikap 


pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan menyangkut seleksi yang diperketat 


bagi para calon jamaah dengan memperhatikan ketentuan (pengertian) istitho 'ah 


dalam Islam, sehingga daftar antrian dapat diperpendek dan khususnya bagi paraca- 


lon jamaah haji yang lanjut usia mendapat kepastian berangkat haji terlebih dahulu. 


Memastikan adanya jaminan keamanan keuangan haji yang dikelola oleh BPKH, dan 


menyadarkan jamaah haji agar memiliki informasi tentang hak-hak yang dimiliki 


dan manfaat keuangan haji yang dikelola oleh BPKH. 


Mendorong percepatan terbitnya Peraturan Pemerintah yang merupakan aturan 


pelaksana dari UU Pengelolaan Keuangan Haji, sehingga pemanfatan keuangan 


haji, termasuk untuk kegiatan investasi, dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. 
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Analisa 


Panjangnya antrian calon jamaah haji sehingga diperkirakan masa tunggu mencapai 
15-20 tahun lambat laun akan menimbulkan dampak sosial yang tidak diinginkan. 
Beberapa dampak tersebut di antaranya ialah godaan terjadinya kolusi antara petugas 
yang mengelola penyelenggaraan ibadah haji dengan calon jamaah haji yang memiliki 


“backing” kekuatan tertentu yang berkehendak besar untuk segera bisa berangkat haji. 


Praktek negatif lain yang disebabkan terlalu panjangnya antrian ialah banyaknya 
orang yang memaksakan diri berangkat ke Tanah Suci dengan visa umroh atau visa 


nonhaji. 


Untuk mengurangi panjangnya antrian (waiting list), Pemerintah bisa 
memperjuangkan penambahan kuota jamaah haji, dengan melobi Pemerintah Arab 
Saudi untuk mengembalikan kuota haji sebanyak 211 ribu setiap tahunnya, seperti 
sebelum tahun 2012. Tapi keberhasilan upaya tersebut sangat tergantung pada kebijakan 
Arab Saudi. Lobi harus dilakukan secara intensif dan dengan berbagai cara. Cara lain 
yang feasible dilakukan ialah memperketat seleksi calon haji. Keberangkatan haji hanya 
diberikan kepada calon jamah yang sama sekali belum pernah berhaji, dan memperketat 
pengertian istitho 'ah. 


Pengelolaan keuangan haji juga menjadi isu yang krusial, karena pengalaman 
di masa-masa lalu seringkali pengelolaan dana haji menjadi persoalan dan tidak bisa 
dipertanggungjawabkan oleh pihak pengelola. Prinsip transparansi, akuntabel, kejujuran 
dan kehati-hatian menjadi syarat mutlak yang harus bisa dipenuhi oleh Badan Pengelola 
Keuangan Haji (BPKH). Badan ini harus diisi oleh figur yang benar-benar terpercaya, 


dan melalui proses seleksi yang juga terpercaya. 


E. Kesimpulan/Rekomendasi 


Sebagai bentuk komitmen Nahdlatul Ulama terhadap perbaikan pelaksanaan ibadah haji dan 


pemberian kesempatan kepada umat Islam yang belum berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji, 


maka Muktamar NU ke-33 menyampaikan catatan dan rekomendasi sebagai berikut: 


1. 


Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, diharapkan untuk terus menerus 
mencari solusi dan merumuskan kebijakan yang bisa memperpendek daftar tunggu 
(waiting list) bagi calon jamaah haji yang belum pernah menunaikan ibadah haji. 
Nahdlatul Ulama akan mendukung kebijakan yang memperketat seleksi calon jamaah 
haji, termasuk melakukan pembatasan kesempatan beribadah haji bagi umat Islam yang 
sudah lebih dari sekali menunaikan ibadah haji sesuai data base Kementerian Agama 
RI, dan memperketat syarat istitha'ah dari segi kesehatan. 
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2. Nahdlatul Ulama meminta kepada Pemerintah agar benar-benar menerapkan prinsip 
kehati-hatian, kejujuran, keterbukaan, dan profesionalitas dalam merekrut calon anggota 
yang duduk di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan dalam mendayagunakan 
dana haji. 


3. Nahdlatul Ulama berpandangan perlunya pemerintah segera membuat peraturan dan 
kebijakan tentang pengelolaan keuangan haji sebagai turunan dari UU Penegelolaaan 
Keuangan Haji 2014, dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri 
Agama (PMA) dan lainnya yang memuat aturan tentang system pengelolaan keuangan 
haji, baik dari aspek kelembagaan, manajemen pengelolaan, dan pemanfaatannya yang 
memenuhi asas keadilan, kemanfaatan, dan accuntabel. Peraturan-peraturan tersebut 


harus memperhatikan aspek yang telah disebutkan dalam ketentuan-ketentuan figh. 


F. Dalil/Dasar Hukum 
o Pendapat para Ulama sbb: 


1. Pendapat Abdul Wahhab asy-Sya'rani, al-Mizanul Kubra, (Beirut: Darul Fikr, t. 
th.), Juz Il, h. 92 


GEA 3 Jaka SSI Ia EN JS Slag HE Ia Ka lal Ia ST IE WI 


“para ulama sepakat bahwa sesungguhnya orang yang telah wajib berhaji 
kemudian belum berhaji dan mati sebelum memungkinkan untuk mengerjakannya 
maka gugur darinya kewajiban haji” 


2. Pendapat Abu Abdillah Ibn Abdurrahman ad-Dimasygi, Rahmatul Ummah fi 
Ikhtilafil A'immah pada Hamisy Abdul Wahhab asy-Sya'rani, al-Mizanul Kubra, 
(Beirut: Darul Fikr, t. th.), Juz I, h. 125. 


“SSL Ssi is bata asi ta XX Da ol Lah ZA Raj 233 (Jha) 


“pasal, dan orang yang telah wajib atasnya berhaji kemudian belum berhaji 
hingga mati sebelum memungkinkan untuk mengerjakannya maka gugur darinya 
kewajiban haji menurut kesepakatan para ulama” 


o Soal UU Pengelolaan Keuangan Haji 
1. Sayyidina Umar berkata: 
KALA Ag AI Alah dis Yguna AInlorgh DB Jnty (Sao Ca j) 


“Seandainyaada kambing mati ditepi sungai Furat, saya yakin bahwa saya akan 
dimintai pertanggungjawabannya dihadapan Allah nanti dihari kiamat.” 


Ini berarti bahwa pemimpin tidak boleh membuat kebijakan yang salah, yang 
merugikan rakyat yang dipimpinnya, bukan hanya rakyat yang berupa manusia 
tetapi juga yang lain seperti hewan.. 
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2. Al-Mawardi, dalam Al-Hawi Kubro Jilid 8 hal 190 : 

SNI V3 MMI SD Yy AU Ka BAM JG NI Jb an 
LS Iikag 2snng Ul JB (RS Nada OLI IbM IE Yg Ensoall IE Ng 
SEE J3 Hee ag kiah Ang Cita Ap Tali BD pdl Ilaal 3 SNI JB 
Cagkukla 6 yentmlg cma Ad Italia AJI LG Siual gi Aula DA da ia 
Sa OS Ol ceaduk La La Ulang meajk SNYia JS9 cpat spa 
Ad dia YI AI Lal sdh GL da ajaa gd Ona Dai LK ya BY CERIA ak 
Le ale Ulas Y AS 2 Yga3 tg Pelicula pagkla Slapadly Sala SI 

pda YAA Ng Con Anin ta Uma SY oyiy Nyala | 


“al-Muzani berkata: as-Syafi 'i rahimahullah berkata: fdan tidak ada tanggungan 
atas para wakil, para pemegang wasiat, para yang dititipi, orang yang dihutangi, 
kecuali jika mereka melewati batas, maka mereka harus menanggung). Al- 
Mawardi berkata: ini seperti yang dikatakannya: tanggungjawab terhadap harta 
orang lain ada tiga bagian: tanggungjawab dengan kewajiban menanggung, dan 
tanggungjawab amanah, dan tanggungjawab yang imam pendapat imam as-syafi 'I 
berbeda apakah masuk tanggungan atau amanah. Sedangkan tanggungjawab 
tanggungan adalah tanggungjawab orang yang ghashab, peminjam, pembeli, 
penghutang, wajib bagi semuanya untuk menanggung apa yang rusak dalam 
tanggungannya, walaupun rusaknya tanpa kesengajaan mereka, karena mereka 
di antara kesalahan ketika dalam tanggugjawabnya atau bertentangan terhadap 
apa yang ada dalam tanggungannya. Sedangkan tanggungjawab amanah 
seperti tanggungjawab wakil, pengelola mudharabah, pengelola kerjasama 
(musyarakah), orang yang dititipi, orang yang menyewa, dan orang yang 
penerima gadai. Mereka semua tidak menanggung selagi tidak kelewat batas dan 
tidak lalai, karena dia tidak kelewat atas tanggungjawabnya dan tidak mengganti 
atas lainnya.” 


3. Al-Mausu'at Al-Fighiyyah Jilid 7 hal. 67-68 : 


SAB, ISI Hg BUg saga IIS ASI 099 JUL 3 Sad Ula 3 
Ia H3 Slgaiy mail gatal Sya oya digla Lagh Ogdneat 2 Vga .OUnLI 
BA AG OS Leah alaig Ilya NYI ola Je elial eAg ejA USh JW camg 
AA 2. JB OT Il Uap SY Isa NI la elel ab jt MU, LN 

CN, ik JUN eng II mona ad Ja 


“seorang yang memiliki kewenangan menashorufkan harta selain budak 
seperti wali, penerima wasiat, nadzir wagaf, wakil, gadhi, dan sulthan, mereka 
mentashorufkan terhadap tanggungjawabnya dari harta anak yatim, harta wakaf, 
orang yang mewakilkan, baitul mal, dengan izin syar”I, mereka bertanggungjawab 
atas harta-harta ini dan pandangannya atasnya sesuai dengan kewenangannya dari 
pemiliknya. Karena itu boleh baginya untuk menginvestasikan harta tersebut, 
karena hal itu tanggungjawab utamanya... dan bagi imam boleh menetapkan 
kebijakan terhadap harta yang kembali ke baitul mal dengan mengembangkan 
dan memperbaiki.” 
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o Tentang Istitho'ah : 


ABE aja ai da AN Ji al UN SES oa pa AA LT S3 
AJI gp IP AN II HS ag Dlagan ) 


“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) magam Ibrahim, 
Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia, mengerjakan 
haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup 
Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban 
haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari 
semesta alam”. 9S. Ali Imran: 97 


Syekh Abu Bakr Muhammad ibn “Abdillah al-Ma'afiry al-Isybily al-Maliky al- 
Ma'ruf bi Ibn “Araby, juz 1, 2001:309 


Oa dl pia oh Kg dgpngg OluUYI Zonn2 pg LS KS La Ae Vs) 
(Hal D grgg9 Oa Ap Naa sal, HL AI Na yana 4 3 

“dan mampu adalah apa yang diperoleh dari perilakunya, yaitu sehat badan, 
ada biaya/perbekalan bagi orang yang bisa berjalan, dan orang yang tidak bias 


berjalan maka memakai kendaraan, sebagai tambahan atas sehat badan dan 
adanya biaya/perbekalan ”. 


Menanggapi Asyhab, apakah maksud istitha'ah adalah bekal dan perjalanan? Ibn 


“Araby mengatakan, “ 

mel de jai Yg Akellla SI AL A89 6 pdl IBUS 08 YI SUS Lag « dhly Y JB 

Ola 3 dl Iikag dl Jl US omah S3 Ch ko Yg 6 Alor Gde obat Ol ja Plh 
» AA 


“dia berkata: tidak, demi Allah. Hal tersebut tidaklah kecuali sesuai kemampuan 
manusia, terkadang telah mempunyai harta dan kendaraan dan tidak mampu 
untuk bepergian, dan yang lain mampu berjalan dengan dua kakinya, dan tidak 
ada penjelasan yang lebih baik dari apa yang dijelaskan dalam ayat al-guran”. 


G. Rencana Aksi/Tindak Lanjut 


1. 


PBNU periode mendatang perlu secara proaktif merumuskan gagasan-gaga- 
san solutif untuk mengatasi daftar antrian calon jamaah haji yang sangat panjang 
dan menyampaikannya ke Kementerian Agama sebagai bahan untuk pembuatan 


kebijakan. 


PBNU juga perlu menginventarisasi nama-nama tokoh yang memiliki reputasi dan 


integritas yang layak untuk diusulkan duduk di BPKH. 
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VI. PERLINDUNGAN TKI DAN PENCATATAN NIKAH BAGI TKI BERAGAMA 
ISLAM DI LUAR NEGERI 


A. Latar Belakang 


Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah sebutan bagi Warga Negara Indonesia yang 
bekerja di luar negeri (seperti Malaysia, Singapura, Jepang, Korea, Cina, Arab Saudi, 
Oman, Gatar, Uni Emirat Arab, dan lainnya) dalam hubungan kerja untuk jangka waktu 
tertentu dengan menerima upah. Namun, istilah TKI seringkali dikonotasikan dengan 
pekerja kasar. Adapun untuk TKI perempuan seringkali disebut sebagai Tenaga Kerja 
Wanita (TKW). 


TKI sering disebut sebagai pahlawan devisa, karena penghasilan (upah) yang 
mereka terima kemudian banyak yang dikirim keTanah Air untuk menghidupi keluarga 


mereka. Jumlah TKI setiap tahunnya terus meningkat. Berikut jumlah TKI berdasarkan 


data dari BNP2TKI. 
NO TAHUN JUMLAH TKI 
1 2011 586.802 orang 
2 20k 494.609 orang 
3 2013 512.168 orang 
4 2014 429.872 orang 
5 2015 (s.d 28 Februari) 47.957 orang 


Banyak persoalan terkait keberadaan TKI di luar negeri akhir-akhir ini, terutama 
mengenai belum maksimalnya Negara memberikan perlindungan bagi tenaga kerja 
yang menghadapi masalah, dan hak-hak TKI yang beragama Islam dalam mendapatkan 
pelayanan pencatatan sipil di luar negeri. Di samping itu, kebijakan menghapuskan untuk 
sementara waktu pengiriman TKW sebagai pekerja rumah tangga di luar negeri juga 
menimbulkan persoalan tersendiri. Kini banyak keluarga di daerah yang menjadi basis 
pengiriman TKW yang bekerja di sektor rumah tangga khawatir tidak bisa memenuhi 
kebutuhan vital rumah tangganya, terutama untuk biaya pendidikan dan mencukupi 
kebutuhan sehari-hari. Selama belum ada pekerjaan lain yang menjadi alternatif di daerah 
tempat tinggalnya, penghapusan pengiriman TKW ke luar negeri akan menimbulkan 


masalah sosial baru. 


Ketentuan yang mengatur tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar 
negeri diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Dalam berbagai kesempatan 
Pemerintah menyampaikan bahwa Negara belum mampu memberikan perlindungan 


yang menyeluruh. Undang-Undang tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 
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Indonesia mengandung ketidakpastian hukum, pembagian tugas dan wewenang yang 
tidak proporsional antara pemerintah dan swasta, sehingga menimbulkan ketidakefektifan 
hukum, dan sistem perlindungan dan pengelolaan yang kurang berpihak kepada pekerja 


Indonesia di luar negeri. 


Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu dilakukan perubahan mendasar 
terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan 
Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yakni dibentuknya suatu undang-undang 
yangbaru yang menitikberatkan pengaturan pada perlindungan pekerja Indonesia di 
luar negeri. Dalam undang-undang ini, peran perlindungan pekerja Indonesia di luar 
negeri diserahkan kepada Pemerintah baik pusat maupun Daerah, dimulai dari masa 
prapenempatan, penempatan dan pascapenempatan. Pihak swasta hanya diberi peran 
sebagai pelaksana penempatan pekerja Indonesia di luar negeri, kecuali untuk pekerja 


Indonesia di luar negeri yang bekerja di sektor domestik. 


Sementara itu, persoalan lain yang dihadapi oleh pekerja Indonesia di luar 
negeri ialah mengenai hak-hak pelayanan dokumen pencatatan sipil dalam peristiwa 
perkawinan, khususnya bagi TKI muslim. Layanan pencatatan perkawinan bagi WNI di 
luar negeri masih belum memenuhi keinginan masyarakat. Sesuai PP 9 tahun 1975 tentang 
Pelaksanaan UU Perkawinan, pasal 2 ayat (1)dinyatakan bahwa pencatatan perkawinan 
bagi WNI yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud 
UU No. 32 tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah Talak dan Rujuk. 


Pemerintah telah menetapkan sejumlah peraturan tentang layanan pencatatan 


nikah WNI di luar negeri. Regulasi yang ada adalah: 


l. Keputusan Bersama Menag dan Menlu No. 589 tahun 1999, Tentang Pe- 


tunjuk Pelaksanaan Perkawinan WNI di Luar Negeri. 


2. Keputusan Menag No. 463 tahun 2000, Tentang Pendelegasian wewenang 
pengangkatan Pegawai Pencatat Nikah di Luar Negeri 


Berdasarkan aturan tersebut di atas, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang ada di 
Kantor Perwakilan RI diangkat oleh Kepala Perwakilan RI LN atas mandatataupelimpahan 
wewenang dari Menteri Agama, yang diambil dari pegawai Konsuler perwakilan tersebut. 
Namun demikian, harus diakui bahwa terdapat berbagai keterbatasan kondisi PPN di luar 
negeri seperti kompetensi dan penguasaan ilmu munakahat dan administrasi pencatatan 
nikah. 


Untuk itu Nahdlatul Ulama sebagai organisasi sosial keagamaan terbesar di 
Indonesia, memiliki kepentingan untuk memperjuangkan terlayaninya pencatatan 
perkawinan TKI di luar negeri, melalui adanya peraturan perundangan yang ditetapkan 
pemerintah yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak warga Negara, khususnya terkait 


pencatatan sipil di luar negeri. Para TKI tersebut sebagian besar adalah warga NU. 


- 165 - 


HASIL-HASIL MUKTAMAR NU KE-33 


B. Permasalahan 


Ip 


Peraturan perundang-undangan yang mengatur penempatan dan perlindungan tenaga 
kerja di luar negeri masih mengandung banyak kelemahan sehingga posisi tenaga 
kerja sering dirugikan dan Negara kurang bisa memberikan perlindungan secara 
maksimal kepada TKI yang bermasalah. Undang-undang yang ada tidak mengatur 
keberadaan TKI yang bekerja di sektor informal, seperti pekerja rumah tangga. 


Terdapat berbagai keterbatasan kondisi PPN di luar negeri seperti kompetensi dan 
penguasaan ilmu munakahat dan administrasi pencatatan nikah, karena Pegawai 
Pencatat Nikah (PPN) yang ada di Kantor Perwakilan RI selama ini adalah diangkat 
oleh Kepala Perwakilan RI LN atas mandat atau pelimpahan wewenang dari Menteri 


Agama, yang diambil dari pegawai Konsuler perwakilan tersebut. 


WNI yang membutuhkan layanan pencatatan perkawinan di luar negeri belum 


mendapatkan pelayanan yang maksimal dari Kantor Perwakilan RI di luar negeri. 


Banyak WNI yang menjadi tenaga kerja dan belajar di luar negeri belum men- 
dapatkan pelayanan Negara secara maksimal seperti halnya bimbingan dan pelayanan 


keagamaan. 


C. Tujuan 


1 


Mendorong dilakukannya perubahan dan penyempurnaan UU No. 39 tahun 2004 
tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, agar 
perlindungan kepada TKI bisa diberikan negara secara maksimal, serta ada pengaturan 


terhadap pekerja rumah tangga di luar negeri. 


Mendorong adanya kebijakan pemerintah yang didukung regulasi sebagai landasan 
untuk menunjuk atau menugaskan PPN yang memiliki kualifikasi dan kompetensi 


yang baik untuk melaksanakan pelayanan pencatatan nikah di Kantor Perwakilan RI. 


D. Analisa 


Seiring dengan makin kompleks dan berkembangnya kebutuhan ketenagakerjaan 


di luar negeri, maka sering terjadi kasus-kasus yang dialami TKI di luar negeri. Persoalan 


tersebut terjadi baik disebabkan faktor personal dari TKI maupun yang disebabkan oleh 


kurang maksimalnya perlidungan yang diberikan oleh Negara kepada TKI di luar negeri 


yang diakibatkan oleh lemahnya regulasi yang ada. 


Kebijakan penghapusan pengiriman TKI pekerja rumah tangga ke luar negeri 


diperkirakan berlangsung untuk sementara waktu. Artinya, di waktu-waktu mendatang 
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Indonesia masih akan menangani dan menghadapi persoalan pengiriman pekerja rumah 
tangga ke luar negeri dengan segala problemnya. Selama lapangan kerja di dalam negeri 
tidak dipersiapkan dengan baik oleh Negara, kebijakan melarang pengiriman TKI ke 
luar negeri di sektor informal tidak akan berjalan efektif. Karena itu, kondisi ini perlu 
diantisipasi melalui penyempurnaan regulasi, termasuk adanya ketentuan yang mengatur 
pekerja sektor informal di luar negeri seperti pekerja rumah tangga, karena jumlahnya 


sangat besar. 


Penghargaan Negara kepada para “pahlawan devisa” bisa diwujudkan dengan 
memberikan perlindungan secara maksimal, terutama ketika TKI yang berada di luar 


negeri menghadapi masalah. 


Selain masalah sebagaimana yang sering terungkap di media massa, para TKI juga 
menghadapi persoalan yang berkaitan dengan pencatatan sipil, yaitu soal administrasi 
pencatatan nikah bagi TKI yang beragama Islam. Selama ini Pegawai Pencatat Nikah 
(PPN) yang ada di Kantor Perwakilan RI diangkat oleh Kepala Perwakilan RI LN atas 
mandat atau pelimpahan wewenang dari Menteri Agama, yang diambil dari pegawai 
Konsuler perwakilan tersebut. Karena tidak dipersiapkan khusus untuk menangani bidang 
ini sering dijumpai berbagai keterbatasan kondisi PPN di luar negeri, seperti lemahnya 
kompetensi dan penguasaan ilmu munakahat serta administrasi pencatatan nikah. Jika 
kondisi seperti ini tidak dicarikan jalan keluarnya, dikhawatirkan akan menimbulkan 
keraguan di kalangan TKI yang akan melangsungkan peristiwa penting dalam hal ini 
pernikahan di luar negeri. Dan hal itu akan berimplikasi pada kegiatan up-date database 


kependudukan kita. 


. Kesimpulan/Rekomendasi 


Dalam rangka menunjukkan kepedulian Nahdlatul Ulama terhadap perbaikan nasib 
kaum pekerja, terutama TKI di luar negeri, maka Muktamar NU ke-33 menyimpulkan 


dan membuat catatan rekomendasi yang ditujukan kepada Pemerintah sebagai berikut: 


1. Perlu dilakukan perubahan Undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang Penem- 
patan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri untuk lebih 
memperkuat pemberian perlindungan kepada TKI di luar negeri, termasuk dalam 


bentuk pelayanan pencatatan perkawinan bagi TKI di luar negeri. 


2. Perlu dibuat regulasi atau kebijakan dalam penugasan petugas pencatat nikah 
(PPN) yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang baik untuk melaksanakan 
pelayanan pencatatan nikah di Kantor Perwakilan RI. Dalam kerangka ini juga 
diharapkan Pemerintah bisa membentuk Atase Agama di Kantor Perwakilan RI, 
terutama di negara-negara yang menjadi kantong-kantong Tenaga Kerja Indonesia 


seperti di Malaysia, Saudi Arabia, Hongkong dan negara-negara lainnya. 
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F. Dalil/Dasar Hukum 


o Kaidah Fikih dalam Gawaid al-AHkam fi Mashalih al-Anam karya Izzuddin Abd 
al-Salam jilid I halaman 51 : 


Abg upah Lana. illgll Jati 8 duolaM Judi II Ang doolal ale Pilu 
bosu2ia ojo Lelo Se ella oi le Sia 

“untuk perantara hukum-hukum tujuan, maka perantara pada tujuan terbaik adalah 
perantara terbaik. Barangsiapa diberikan pertolongan oleh Allah untuk memegang 


kewenangan mengurutkan kemashlahatan maka ia mengerti mana kemashlahatan 
yang lebih utama daripada kemashlahatan di bawahnya” 


ear Ah ba te Je ENI S3 


“kebijakan pemimpin atas rakyatnya harus selaras dengan kemaslahatan” 


G. Rencana Aksi/Tindak Lanjut 


Untuk merealisasikan catatan rekomendasi bidang ketenagakerjaan seperti 
tersebut di atas, maka PBNU periode mendatang diharapkan bisa menjalin kerjasama 
dengan sejumlah LSM yang selama ini memiliki concern dalam masalah perlindungan 
tenaga kerja Indonesia di luar negeri, untuk merumuskan pokok-pokok pikiran strategis 


yang diperlukan bagi penyusunan materi perubahan UU No. 39 tahun 2004. 


Di sampingitu, PBNU jugasecara khusus perlu berkomunikasi dengan Kementerian 
Luar Negeri dan Kementerian Agama untuk mengakomodasi usulan Muktamar NU ke-33 
tentang pengadaan tenaga PPN di luar negeri yang punya kompetensi dan kemampuan 


keilmuan (bidang munakahat) yang standar. 


VI. PERBAIKAN PENGELOLAAN BPJS KESEHATAN 
A. Latar Belakang 


Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagai sebuah sistem jaminan sosial 
ditetapkan melalui Undang-Undang nomor 40 tahun 2004. Jaminan sosial adalah salah 
satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara untuk menjamin warga 


negaranya memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak. 


Dasar hukum SJSN adalah UUD 1945 dan perubahannya tahun 2002, pasal 5, pasal 
20, pasal 28, pasal 34, serta TAP MPR RI No. X/MPR/2001 yang menugaskan kepada 


Presiden RI untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional. 
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UU No.40 tahun 2004 tentang SJSN serta UU nomor 24 tahun 2011 mengamanatkan 


pemerintah untuk menggantikan program-program jaminan sosial yang ada sebelumnya 


(Askes, Jamsostek, Taspen, dan Asabri) yang dinilai kurang berhasil memberikan manfaat 


yang berarti kepada penggunanya, karena jumlah pesertanya, nilai manfaat program yang 


kurang memadai serta persoalan manajemen. 


Manfaat program Jamsos tersebut cukup komprehensif: meliputi jaminan hari tua, 


asuransi kesehatan nasional, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Program 


ini akan mencakup seluruh warga negara Indonesia, baik pekerja sektor formal, informal, 


atau wira swastawan. SJSN dibuat sesuai dengan “paradigma tiga pilar”: 


- Program bantuan sosial untuk anggota masyarakat yang tidak mempunyai sumber 


keuangan atau akses terhadap pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan pokok 


mereka. 


- Program asuransi sosial yang bersifat wajib, dibiayai oleh iuran yang ditarik 


dari perusahaan dan pekerja. Iuran yang harus dibayar oleh peserta ditetapkan 


berdasarkan tingkat pendapatan/gaji, dan berdasarkan suatu standar hidup 


minimum yang berlaku di masyarakat. 


- Asuransi yang ditawarkan oleh sektor swasta secara sukarela, yang dapat dibeli 


oleh peserta apabila mereka ingin mendapat perlindungan sosial lebih tinggi 


daripada jaminan sosial yang mereka peroleh dari iuran program asuransi sosial 


wajib. 


Program Jamsos diselenggarakan menurut asas: 


Saling menolong (gotong royong): peserta yang lebih kaya akan membantu 
peserta yang kurang mampu, peserta yang mempunyai risiko kecil akan 
membantu peserta yang mempunyai risiko lebih besar, dan mereka yang 


sehat akan membantu mereka yang sakit. 


Kepesertaan wajib: seluruh penduduk Indonesia secara bertahap akan 


diwajibkan untuk berpartisipasi dalam program Jamsosnas. 


Dana amanah (trust fund): dana yang dikumpulkan dari peserta akan dikelola 
oleh beberapa Badan Pengelola Jamsosnas dalam sebuah dana amanah yang 
akan dipergunakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan 


seluruh peserta. 


Nirlaba: dana amanah ini harus bersifat nirlaba dan dipergunakan untuk 


memenuhi kebutuhan jaminan sosial seluruh peserta. 


Keterbukaan, pengurangan risiko, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas: 
dasar pengelolaan ini akan digunakan sebagai dasar pengelolaan program 


Jamsosnas. 
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Program Jaminan Kesehatan Sosial Nasional (JKSN) ditujukan untuk memberikan 
manfaat pelayanan kesehatan yang cukup komprehensif, mulai dari pelayanan preventif 
seperti imunisasi dan Keluarga Berencana hingga pelayanan penyakit katastropik seperti 
penyakit jantung dan gagal ginjal. Baik institusi pelayanan kesehatan pemerintah maupun 
swasta dapat memberikan pelayanan untuk program tersebut selama mereka menan- 


datangani sebuah kontrak kerja sama dengan pemerintah. 


Dari sisi kepesertaan, hingga akhir April 2015 peserta BPJS Kesehatan mencapai 
142.711.701 orang, peserta BPJS Ketenagakerjaan 16,2 juta, dengan dana terhimpun 
sebesar Rp 177 Triliun lebih. Data BPJS Kesehatan mencatat, terjadi defisit pada laporan 
tahun lalu. Total ruran yang dikumpulkan BPJS Kesehatan sebanyak Rp 41,06 triliun. Se- 
dangkan, total manfaat dan klaim yang dibayar sebesar Rp 42,6 triliun. Akibatnya, rasio 
klaimnya tembus hingga 103,88 persen. Defisit itu ditutup dengan menggunakan dana 
cadangan teknis sebesar Rp 6 triliun.BPJS mengalami kendala keuangan yang berimbas 
pada beberapa rumah sakit mitra yang mulai terancam tutup tak memiliki dana karena 


menunggu pencairan. 


. Permasalahan 


Untuk BPJS Kesehatan terdapat dua permasalahan, yaitu permasalahan teknis dan 


operasional, dan permasalahan menyangkut landasan hukum (syari'ah). 
Permasalahan Teknis 
1. Belum imbangnya fasilitas pendukung kesehatan dengan jumlah peserta. 


2. Tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan sehingga dalam waktu 


singkat jumlahnya meningkat pesat. 


3. Sebagian besar peserta adalah masyarakat awam terutama kalangan PBI 


(Peserta Bebas Iuran) yang iurannya dibayar pemerintah. 
4. Masih tergagapnya manajemen menangani jutaan peserta. 
5. Belum siapnya kordinasi antara penyelenggara dengan sejumlah rumah sakit. 


6. Pembayaran yang terlalu murah untuk jasa pelayanan di rumah sakit sehingga 
banyak rumah sakit swasta yang belum bisa dan sanggup melayani pasien 
BPJS. 


7. Belum sinkronnyakebijakan pusat dengan sejumlah kebijakan daerah tentang 
kesehatan warganya. Misalnya, di sejumlah daerah masih diberlakukan 
dengan anggaran sendiri untuk pelayanan kesehaan warganya (Tangerang, 


misalnya). 


8. Belum terpadunya program ini dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS). 
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Permasalahan yang terkait dengan Syariah 


1. Selama ini setoran BPJS hanya bisa dilakukan di bank-bank negara kon- 
vensional. Apakah tidak dimungkinkan setoran iuran BPJS dilakukan melalui 


bank syariah sebagai alternatif dua pintu (sebagaimana usulan dari MUI). 


2. Belum ada penjelasan detil dan akad baru bagi peserta yang menjelaskan 
bahwa iuran yang dibayarkan merupakan iuran kegotongroyongan yang 
hanya memberi nilai manfaat jika yang bersangkutan sakit. Bagi yang tidak 


sakit diniatkan sebagai sedekah kepada yang sakit. 


3. Belum ada fatwa tentang asuransi (takmin) berkaitan dengan BPJS, karena 
BPJS Ketenagakerjaan dan juga BPJS Kesehatan keduanya sebenarnya 


mengambil pola asuransi. 


4. Perlupenjelasan lebih detil tentang peran Pemerintah dalam memberi layanan 
kesehatan rakyatnya (tinjauan figh siyasi), apakah termasuk wajib sehingga 


akan menekan pemerintah untuk mengucurkan anggaran. 


C. Tujuan 


1. Mendorong terjadinya perbaikan pengelolaan program BPJS sehingga masyarakat 
tidak dirugikan dan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan bidang 


kesehatan oleh Negara bisa dipenuhi sebagaimana mestinya. 


2. Memastikan bahwa penyelenggaraan program BPJS tidak bertentangan dengan 
prinsip dan ketentuan syar 'iy, dan mewujudkan adanya kepastian dan landasan 


hukum pengelolaan program BPJS secara syar 'iy. 


D. Analisa 


Program BPJS merupakan program nasional yang menghimpun dana dari 
masyarakat yang sangat besar dan karena itu program ini sangat rentan dengan berbagai 
persoalan. Sebagai program yang mengelola dana masyarakat, pada masa-masa awal 
penyelenggaraan program BPJS masih menghadapi banyak kendala, dan masyarakat 


merasa dirugikan. 


Dalam implementasinya di lapangan, sampai saat ini masih sering dijumpai 
keluhan masyarakat yang menjadi peserta BPJS yang merasa dinomorduakan dalam 
mendapatkan hak pelayanan kesehatan dibanding masyarakat yang menggunakan fasilitas 
umum non-BPJS. Sementara itu juga muncul banyak keluhan dari pihak rumah sakit dan 


tenaga medis yang melaksanakan program BPJS. Karena itu, Pemerintah sebagai pihak 
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yang punya otoritas dalam mengelola program BPJS harus segera melakukan perbaikan 
pelaksanaan program BPJS di lapangan. Jika tidak dilakukan perbaikan, dikhawatirkan 


akan menimbulkan masalah dalam pelayanan bidang kesehatan. 


Meski jumlah masyarakat yang menjadi peserta program ini relatif besar 
(akhir April 2015 peserta BPJS Kesehatan mencapai 142.711.701 orang, peserta BPJS 
Ketenagakerjaan 16,2 juta, dengan dana terhimpun sebesar Rp 177 Triliun lebih), masih 
banyak kelompok masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi. Hal itu disebabkan sejumlah 
alasan, termasuk di antaranya alasan landasan syar 'iy yang tidak jelas dari sistem BPJS 
yang diterapkan. Perihal kejelasan landasan syar 'iy ini juga perlu mendapatkan perhatian 


Pemerintah. 


E. Kesimpulan/Rekomendasi 


Untuk memperbaiki pengelolaan program BPJS dan mencegah terjadinya praktek 
yang bisa merugikan hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan, 


Muktamar NU ke-33 membuat catatan rekomendasi sebagai berikut: 


1. Pemerintah perlu secara serius memperhatikan pelaksanaan program BPJS di 
lapangan termasuk pengawasan dan mencermati faktor-faktor yang menjadi 
penyebab kurang lancarnya pelaksanaan program BPJS selama ini, diikuti dengan 
pembuatan kebijakan yang tepat untuk menjamin terlaksananya program BPJS 


dengan baik. 


2. Muktamar NU mengusulkan agar pemerintah memberikan alternative 
penyelenggaraan program BPJS dengan prinsip dan ketentuan syar 'iy dalam segala 
aspek, dan mewujudkan adanya kepastian dan landasan hukum pengelolaan 
program BPJS secara syar 'iy, dengan melibatkan ulama atau pihak-pihak yang 


berkompeten dalam bidang ini. 


EF. Dalil/Dasar Hukum 
Pada dasarnya, BPJS berjalan dengan prinsip asuransi. 


1. Muktamar NU ke 32 di Makassar telah menetapkan bahwa SJSN tidak masalah 
dan dianggap memberi manfaat, terutama bagi kalangan lemah ekonomi. Putusan 
Muktamar ke 32 juga menganjurkan agar pekerja sektor informal, cacat mental 


dan fisik, bisa dimaksukkan dalam mereka yang dibiayai pemerintah. 


2. Keputusan Konferensi Besar NU tahun 1960 yang memutuskan hukum asuransi 
jiwa sebagai sesuatu yang haram karena dianggap judi, bebeda dengan prinsip 


BPJS yang saling menanggung dan saling membantu (takaful dan ta? awun). 
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3. Konsep dengan nama asuransi mutual, kerja sama (ta' awuni), atau takmin ta'awuni 
merupakan rekomendasi fatwa Muktamar Ekonomi Islam yang bersidang pertama 
tahun 1976 M di Mekah yang dikuatkan lagi dalam sidang Majma' Figh Islami 
“Alami (Lembaga Figih Dunia) pada 21 Desember 1985 di Jeddah. Majma' Figih 
secara ijma' mengharuskan pengorasian asuransi jenis kerja sama (ta'awuni) 
menggantikan jenis asuransi konvensional serta menyerukan umat Islam dunia 


menggunakan asuransi ta'awuni. 


4. Masih menjadi khilaf dalam menghukumi asuransi di kalangan ulama mutakhir. 
Sayyid Sabig dalam Figh al-Sunnah, Abdullah al-Galgili, Muhammad Yusuf 
al-Gardhawi, dan Muhammad Bakhit al-Muth'i mengangap asuransi sebagai 
haram karena sama dengan judi dan mengandung gharar. Sedangkan Syaikh Abd. 
Wahab Khalaf, Mustafa Akhmad Zarga (guru besar Hukum Islam pada fakultas 
Syari“ah Universitas Suriah), Muhammad Yusuf Musa (guru besar Hukum Islam 
Universitas Cairo Mesir), dan Abd. Rakhman Isa (penulis al-Muamalah al- 
Haditsah wa Ahkamuha)membolehkan sepanjang ada kerelaan kedua belah pihak 
dan kedua belah pihak diuntungkan. 


5. Perlu penjelasan detil dan akad baru bagi peserta bahwa iuran yang dibayarkan 
merupakan iuran kegotongroyongan yang hanya memberi nilai manfaat jika yang 


bersangkutan sakit. Bagi yang tidak sakit bersedekah kepada yang sakit. 


6. Perlu lebih jelas fatwa tentang asuransi (takmin) karena hal ini menyangkut BPJS 
Ketenagakerjaan dan juga BPJS Kesehatan yang keduanya sebenarnya mengambil 


pola asuransi. 


7. Perlu penjelasan lebih detil tentang peran pemerintah dalam memberi layanan 
kesehatan rakyatnya (tinjauan fikih siyasi), apakah termasuk wajib sehingga akan 


menekan pemerintah untuk mengucurkan anggaran. 


G. Rencana Aksi/Tindak Lanjut 


Sebagai langkah tindak lanjut, PBNU periode mendatang perlu segera menyusun 
fatwa hukum atau menjelaskan landasan syar 'iy program BPJS, melalui pembahasan 
dalam forum bahsul masail diniyah wagi 'iyah, sehingga tidak menimbulkan keraguan di 


sebagian kalangan. 
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1. HUKUMAN MATI DAN HAM 
Deskripsi 


Islam secara tegas mensyariatkan hukuman mati sebagai hukuman atas tindak kejahatan 
pembunuhan, dan berbagai tindak kejahatan berat yang menimbulkan kerusakan besar di tengah 
masyarakat luas. Hukuman mati dalam Islam merupakan bukti upaya serius untuk memberantas 
kejahatan berat yang menjadi bencana kemanusiaan. 

Beberapa negara menerapkan hukuman mati untuk tindak kejahatan tertentu. Namun, 
banyak pula Negara yang menolaknya dengan dalih hukuman mati bagian dari pelanggaran Hak 
Asasi Manusi (HAM). Hukuman mati bagi masyarakat dunia sampai sekarang masih menjadi 


perdebatan yang tidak berujung, dan tetap menjadi kontroversi. 

Pertanyaan 

1. Apakah hukuman mati tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM)? 
Jawaban 


Islam sangat menghargai kemanusiaan. Dalam Islam hak-hak manusia yang paling asasi 
disimpulkan dalam apa yang dikenal dengan istilah al-kulliyat al-khams atau al-dlaruriyat al- 
khams (lima prinsip pokok), yaitu hif£ al-din, hif£ al- 'agl, hifz al-nafs, hif£ al-mal, dan hif£ al- 
nasl/ hif al- 'irdl. Jadi hak hidup dan perlindungan terhadap jiwa manusia merupakan salah satu 
persoalan yang sangat urgen dalam Islam. Setiap upaya yang bertujuan melindungi keselamatan 
jiwa harus didukung, dan setiap tindakan yang mengarah pada terancamnya keselamatan jiwa 
harus dicegah. 

Alangkah kejam tindak pidana pembunuhan sehingga di dalam Alguran, orang yang 
membunuh satu jiwa saja digambarkan seolah-olah membunuh manusia seluruhnya.' Akan tetapi 
dalam waktu yang sama, Alguran mengabaikan perlindungan terhadap keselamatan jiwa orang yang 
melakukan pembunuhan tanpa alasan yang dibenarkan, sehingga Alguran membolehkan bahkan 
mewajibkan membunuh orang tersebut sebagai hukuman pembalasan (gishash). Hikmahnya dapat 
kita pahami dari pernyataan Alguran berikut, 

MA 3 

Bahwa di balik hukuman gishish pada hakikatnya di situ ada kehidupan, karena apabila 
orang tahu bahwa kalau membunuh akan dibunuh, ia tidak akan jadi melakukan pembunuhan 
sehingga terjagalah kehidupan. 

Alguran juga mengabaikan perlindungan terhadap orang yang melakukan kerusakan di atas 
bumi karena kerusakan yang dia ciptakan merugikan kemaslahatan publik, sementara pembunuhan 
terhadap dirinya bersifat privat. 

Di kalangan fugaha' dan ushuliyyun terjadi perbincangan tentang skala prioritas atau urut- 
urutan hirarkis menyangkut lima pokok dasar di atas (al-dlaruriyat al-khams). Misalnya, ada 
pertanyaan manakah yang harus diprioritaskan bila terjadi ta 'arudl antara hifz al-din dan hif al- 


nafs? Pertanyaan ini terjawab dengan pernyataan Alguran, 
JI ga ST Ta 


Ini berarti bahwa pembunuhan bisa dilakukan dalam rangka menghindarkan diri dari fitnah, 
yaitu setiap perbuatan yang mengancam/merugikan Islam dan kaum muslimin.? 

Pertanyaan juga terjadi ketika terjadi pertentangan antara hifz al-nafs dan hifz al-nasl, mana 
yang dimenangkan? Pertanyaan ini meski tidak bersifat mutlak terjawab dengan disyariatkannya 


“Arus 1 
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hukuman rajam atas pelaku zina muhshan. Artinya, pembunuhan dengan cara rajam yang 
diharapkan menciptakan efek jera dikenakan kepada pelaku zina muhshan. Pertanyaannya, mengapa 
pembunuhan semacan itu harus dilakukan? Jawabannya, karena kerugian dan mafsadat yang 
ditimbulkannya bersifat individual, sedangkan mafsadat yang timbul dari zina muhshan bersifat 
sosial serta bau busuknya diwariskan sampai anak cucu, dan itu bertentangan dengan karamah 
insiniyyah sebagai anugerah Allah paling besar kepada bani Adam, sebagaimana difirmankan, 


Ken 21 Ga 25 Usir 9 

Maka sesungguhnya kehidupan jiwa yang harus dilindungi adalah kehidupan Ya Yang memiliki 
karamah insaniyyah. 

Dari keterangan tersebut, pertanyaan di atas bisa dijawab, bahwa hak-hak asasi manusia, 
termasuk di dalamnya perlindungan terhadap hak hidup, merupakan prinsip yang sangat mendasar 
dalam syariat Islam. Dan ajaran Islam dalam hal ini telah hadir lebih seribu tahun sebelum 
Declaration of The Human Rights yang digelar oleh PBB pada 10 Desember 1948. Akan tetapi 
ini tidak berarti bahwa Islam menutup ruang untuk diterapkannya hukuman mati. Hukuman mati 
bisa diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang merusak harkat dan martabat manusia 
dengan beberapa syarat yang ketat, di antaranya dibuktikan dengan alat bukti yang kuat dan 
meyakinkan. Dan hal ini tidak dianggap bertentangan dengan HAM dalam konsep Islam. 


A. Dasar Penetapan 


Al-Our'an 
ANN 23) Ad 3 Sea (KE Sae gai El 


ON ah G3 Kid yh Yi oiee yaaa gp 


PEN GS tata as KR WN IS CS 2 asi ab Ru gua 
(OT BAU bek 


Al-Sunnah 

PA AA) alang Aas Al do Al Jaan JE BJB AI 3 Serma ran un 

al 5 Lu aU emil TE) abu "LNG CALL Y an de 38 P1 Y Jd Y Sat 
“bd boally anda jata EK SUN 


Agwalul Ulama: 
SSI meemdi | Jap daa 
pt ca JA AT de 61 JAR at ST ON Ba ie al el Ya ws 
Natan ata AE GA Ga BU BU ad KG IE 
Ai Rab (AI SL el ol engan AI BL es AI AI OLAN oh AS 
CM pai 


1 | 


si — o s 


GI IBAN IE ES Udit UB Ai asi 3 J3 gal ba see 


u3 


BE 21 Us,5 “& 
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(Pa 


sa Ga 5 bata 345 Lesi £ js Ea AN Gps Hi pa Ka lak J3 Ia 


Ca 


Hn Ng aa Laga anita 9 dah Il Ai 3 yu Lb AS atuh 
3 21 usa & bear (BI 3 Go Sis - 2 saja at 


Aa Kn ta aa PU WI KG Je tag YES Ia Aa ta Sa da 35 
al 3 Ia dh ko ENYA dong Udi JG Sa Ga tag yA ya B3 
Haa 33 S3 GAS MA AN Alan JALAN KIS pki 85 JSLA ga ipb Pa Gi Len JG, WA 
SAN gal on al peendi | padan OLI seni) ASI ghs Jas Ia GA ai ala #3 Cs 
bab tagala ASI Oa tata tak ya Uo MAL LAN ORA HS U yaS Uya aster 
(GAYA PE BU AA 


PAI GUI ds or AA S3 al COLA AS 

Jala OLS Olg Andal BALEL Aye ralat ya de Wiguna AAA Li BSI me A8, 
SEL La 18 Sa Nila al) DUA oa pas Ob dal 2 pekan ya Aaj Ly La dala Jalla CAM 
AN jk ARA sal Sale yag Ba LI oya panel) 1Ug3 poling dala Al aan Al Jgany can” JU 
Al eU laa yed Ala Jol e Lakuma Kake yag Sajh Sila dg RA el mela GALUR 
CIA LI el ld egga COP bad SI de pa S0 al OT Ay Uh Jl 
SPBU 


: Ph ARA € CU 

AN GE ab yh tab Jaa SI Ist 2 BEKU Ja on dd dg 3 
har BII GUI ayo oa YY RV) Tua ank ui eks pap KR yA J3 CK 
HS mara AE 5 Ula «Jana dls GA ds SY dan YI dna dl la 3 Tn al Jl Anlag 
PU aa ol Lele La up OLS (59 daI 2 Kesg Aa Gaia (A3 yana JAS 9 ALA Ea Psi uY 
Ata Y Oaig SY ma ya daya 070 H lekas Jani SI elsa Yi land A3 3 al 
AI 3 bla) La JS SI belas Asl2 3 Ula comel ola BSE) dl sap W Jas dl 
kakak MOP PA 3 Y dab Aa Aa SSI j5 «JS aa Ye (AYI 
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2. HUTANG LUAR NEGERI 


Deskripsi 


Sejarah bangsa Indonesia ternyata sangat lekat dengan utang luar negeri. Sejak Indonesia 
merdeka pada tahun 1945, utang luar negeri tidak pernah terlepas dari kita. Bank Indonesia (BI) 
mencatat, posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir triwulan I-2015 mencapai 298,1 
miliar dollar AS. Utang tersebut terdiri dari utang luar negeri pemerintah sebesar 132,8 miliar 
dollar AS (44,590) dan utang sektor swasta sebesar 165,3 miliar dollar AS (55,590). Posisi ini 
tumbuh melambat yakni 7,6 Yo (year of year) dibandingkan triwulan sebelumnya, yakni 10,2 Yo 
(year of year). 

Jika dibandingkan dengan data kekayaan sumber daya alam, kondisi tersebut sangat ironis 
dan mengkhawatirkan, walau pemerintah dengan indikator ekonomi makro masih menyatakan 
aman. Akumulasi hutang yang menumpuk membuat pertumbuhan ekonomi tidak bergerak, rawan 
resiko, dan menimbulkan disinsentif bagi pengelola ekonomi untuk mencapai kinerja baik akibat 
terlalu besarnya transfer keluar untuk memenuhi kewajiban hutang luar negeri. 

Sebagai bangsa yang mendambakan kemandirian dan bermartabat di mata dunia, kita 
menginginkan negara yang bebas utang. Walau tidak mudah, sudah saatnya kita merenungkan 
kembali kebijakan defisit anggaran yang digunakan untuk mendukung ekspansi fiskal dalam 
rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Kita tidak boleh selamanya terjebak pada skema 
pembiayaan utang untuk membiayai pembangunan. Oleh karena itu, dibutuhkan formulasi baru 


agar pembiayaan pembangunan tidak lagi mengandalkan utang. 


Pertanyaan : 
1. Dalam situasi apa negara boleh utang? 
2. Untuk kepentingan apa uang hasil utang bisa digunakan? 


3. Apa yang perlu dilakukan agar negara terbebas dari hutang? 


Jawaban : 
1. Dalam situasi apa negara boleh utang 


Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja dan mengelola hidupnya secara mandiri 
tanpa lilitan utang. Jika terpaksa dilakukan, maka Islam telah menentukan rambu-rambunya. Pihak 
debitur harus berkomitmen untuk membayar sesuai dengan syarat yang diperjanjikan. Sementara 
bagi kreditur, ia tidak boleh menarik keuntungan dari pinjaman tersebut. Jika sudah jatuh tempo, 
tapi pihak debitur benar-benar dalam kondisi tidak mampu, dianjurkan untuk memberi tenggang 
waktu dengan rescheduling (penjadwalan kembali) atau membebaskannya. 

Dalam konteks negara, pada dasarnya Pemerintah harus mandiri dalam menghidupi 
kehidupan rakyatnya. Pemerintah tidak boleh mengambil utang, kecuali benar-benar dalam kondisi 
darurat agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dan menjadi beban 


bagi generasi mendatang. 
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2. Untuk kepentingan apa uang hasil utang bisa digunakan 


Sesuai dengan magamnya, utang hanya diperkenankan untuk membiayai hal-hal yang 
sifatnya mendesak (hajiyyat), dan diprioritaskan untuk pendanaan hal-hal yang berimplikasi 
pada hajat hidup rakyat, seperti pengembangan sumber daya energi dan infrastruktur. Hal ini 
karena tugas negara pada hakikatnya adalah menegakkan keadilan dan kesejahteraan bagi 
semua, terutama bagi kalangan rakyat lemah, tanpa membeda-bedakan latar belakang keyakinan 
agama dan kesukuan mereka. Rakyat kecil dan lemah itulah yang senantiasa harus menjadi 
prioritas kerja negara, baik dengan uang sendiri atau uang pinjaman. Dana utang sama sekali 
tidak diperkenankan untuk membiayai pos-pos yang menguntungkan sebagian kecil rakyat, 
apalagi dengan cara-cara yang tidak halal. 

Me Ia as AI Jl ya ed Hit ab Har AI eh ee JB IE le ella £ 
Keaknanl Cjinal OM A39) Lo pal Ni ata dal mel OI 

Ki ya Jali aa ee ya play Haa 1 aed JB, & 

doelahl Jb yin kj Na LI Sani Sis 

— BNI NI NI at JW ma Ile Spa Ola 3S Y ail ilang 
Salad! Of YA dongg 1JU bali Aly al UI Uihp #egaoe ya SS ebatanla 
Lila Lah AS La Y) lal Ela Of pLAYU gal ,alaYI oa Y Jl AI oya ga UI s Use) 
CPI eng JA Lebay yag "JAdIL OISI OL ag Y Rawdlly “Lamndll PLAY! Riba 
(GA YA 1 JUL OLS 0 dgn) Al co lee lb (alan Cu Tagaaly 


3. Apa yang perlu dilakukan agar negara terbebas dari hutang? 


Secara prinsip, negara harus berkomitment untuk segera melunasi semua hutangnya. 
Postur APBN harus ditata sedemikian rupa agar pembangunan tetap berjalan, namun pada saat 
yang sama hutang juga terbayar. Untuk kepentingan ini, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 
Pertama, pada dasarnya yang wajib kita bayar adalah utang-utang pokok, bukan beban 
bunga. Oleh karena itu sah apabila Pemerintah RI menuntut pembebasan bunga dari negara- 


negara kreditor. 
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Kedua, Pemerintah harus secara tegas mengontrol anggaran agar tidak bocor, dan 
menarik kembali uang negara yang telah dijarah oleh para koruptor, baik dari kalangan pejabat 
atau pengusaha. 

Ketiga, pemerintah sedapat mungkin melakukan efisiensi dengan menggunakan barang 
dan jasa dalam negeri yang dibarengi dengan kebijakan pro growth, pro job, pro poor, dan pro 
environment. 

Keempat, Pemerintah dianjurkan melakukan optimalisasi dana penerimaan pajak, 
cukai dan pembiayaan non utang dari keuntungan pengelolaan aset negara, Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN), pembiayaan dari saldo rekening Pemerintah dari penerimaan Rekening 
Dana Investasi (RDI), Rekening Pembangunan Daerah (RPD), Rekening Pembangunan Hutan 
(RPH), Saldo Anggaran Lebih (SAL), dan rekening lainnya. “““ 
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3. PASAR BEBAS (FREE TRADE) 


Sebagai bagian dari warga dunia, Indonesia tidak bisa menghindar dari sistem 
perdagangan global yang mempertukarkan barang dan jasa dengan mekanisme tertentu. 
Ada banyak mekanisme perdagangan global, salah satunya adalah diberlakukannya 


pasar bebas, dimana penjualan produk antar negara tidak lagi dikenakan pajak, bea masuk atau 
hambatan perdagangan lainnya. Peran pemerintah kurang lebih seperti wasit yang memastikan tidak 


ada kecurangan, sementara aturan mainnya ditentukan oleh regulasi internasional seperti GATT 
(General Agreement on Tariffs and Trade), WTO (World Trade Organisation), GATS (General 
Agreement on Trade in Services), TRIPS (Trade Related Intellectual Property Right), TRIMs 
(Trade Related Invesment Measures), Ao0A (Agreement on Agriculture) dan sebagainya. 

Dalam konteks Asia Tenggara, negara-negara yang tergabung di dalam ASEAN 
telah sepakat untuk memberlakukan pasar bebas yang disebut AFTA (Asean Free Trade 
Area) pada bulan Desember 2015. Beberapa poin kesepakatan AFTA antara lain adalah 
penghapusan pembatasan komoditas dan penghapusan bea masuk impor komoditas 
yang berada dalam kategori General Exception (GE). Di luar GE, diberlakukan CEPT- 
AFTA (Common Effective Preferential Tariffs For ASEAN Free Trade Area), yakni tahapan 
penurunan tarif dan penghapusan hambatan non-tarif. Komoditas CEPT-AFTA umumnya 
adalah komoditas yang terkait dengan keamanan nasional, keselamatan atau kesehatan 
manusia, binatang dan tumbuhan, serta komoditas yang berkaitan dengan pelestarian 
obyek-obyek arkeologi dan budaya. 

Dengan diberlakukannya AFTA, arus barang, jasa, investasi, tenaga terampil dan 
modal akan berputar secara bebas di antara negara-negara ASEAN. Mereka yang memiliki 
daya saing tinggi akan meraup keuntungan besar, sementara yang tidak memiliki daya 
saing akan menjadi pasar bagi pihak lain. Berdasarkan data, Indeks Daya Saing Global 
(Global Competitiveness Index/GCI) Indonesia tahun 2014 berada di peringkat 34, sementara 
Singapura berada di peringkat 2, Malaysia di peringkat 20, dan Thailand yang berada 
di peringkat ke-31. Sementara Filipina berada di peringkat 52, Vietnam di peringkat 68, 
Laos di peringkat 93, Kamboja di peringkat 95, dan Myanmar di peringkat 134. 

Dengan posisi ini, dapat dikatakan bahwa posisi Indonesia belum terlalu siap. 
Namun sekarang bukan waktunya mempertanyakan kesiapan Indonesia menjelang 
diberlakukannya AFTA. Pada tingkat ini, NU perlu ambil bagian secara aktif. Sebagai 
ormas keagamaan terbesar, NU diharapkan mampu memberikan landasasan syar'i agar 
penanganan pasar bebas (free trade) tetap mengacu kepada fitrah kemanusiaan. Sementera 
di level praksis, NU diharapkan dapat memberi konsep yang mampu mengayomi warga 
dari serangan modal yang kian merata. 


Pertanyaan: 
1. Bagaimana pandangan Islam tentang pasar bebas? 
2. Bagaimana keberpihakan negara kepada rakyat dan ekonomi nasional? 


3. Apa yang perlu dilakukan oleh NU sebagai jam'iyyah? 
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Jawaban : 
1. Pandangan Islam Tentang Pasar Bebas 
Pada dasarnya setiap orang diperintahkan untuk hidup seimbang antara 

dunia dan akhirat, ibadah dan ma'isyah, masjid dan pasar. Perintah keseimbangan 
ini berarti kita tidak hanya fokus pada masalah akhirat, ibadah dan masjid, tapi juga 
fokus pada masalah-masalah duniawi. Di era global kini, masalah duniawi ini adalah 
antara lain keharusan kita untuk memperhatikan pengaturan pasar, masalah supply 
dan demand karena pasar pada masa kini memiliki kecenderungan untuk bebas dari 
segala bentuk intervensi, termasuk intervensi negara, atau dalam bahasa ekonomi- 
politik disebut dengan istilah pasar bebas (free market). 

Pada prinsipnya, Islam menghendaki pasar yang adil (fair market) dimana 
masing-masing pihak -konsumen dan produsen--—- bisa melakukan transaksi secara 
fair, tidak ada pihak yang memaksa dan dipaksa, tidak ada pihak yang memonopoli, 
tidak ada pihak yang memanipulasi, dan tidak boleh ada pihak yang menimbun 
barang. Dalam posisi pasar yang ideal ini, pelbagai pihak termasuk negara tidak 
boleh mencampuri urusan pasar yang bisa berakibat pada kerugian masyarakat. 
Kondisi pasar yang sebaliknya adalah pasar yang tidak ideal dimana terjadi distorsi 
(penyimpangan) oleh pihak-pihak tertentu karena adanya mopoli modal, regulasi 
dan kekuatan politik yang tidak berpihak pada mashlahah 'ammah., Di dalam keadaan 
dimana pasar itu tidak ideal, negara wajib melakukan pengaturan pasar. Negara 
harus memastikan tidak boleh ada mekanisme pasar yang melakukan ketidakadilan, 
sehingga mengganggu terpenuhinya hak-hakdasar seseorang, baik yang individual 
(private goods) maupun yang publik (public goods). 
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. Keberpihakan Negara Kepada Rakyat dan Perekonomian Nasional 

Dalam pandangan Islam, negara harus memastikan bahwa sumber daya (resources) 
yang ada dikelola untuk sebesar-besarnya memberikan kemakmuran bagi rakyatnya. Negara 
harus mendistribusikan kekayaan nya secara merata kepada seluruh rakyat, sehingga tidak 
terjadi konsentrasi perputaran modal di antara mereka yang kaya saja. Rakyat harus diberi 
akses yang sama untuk mengolah sumber daya, memproduksi, mendistribusi, dan mengambil 
keuntungan dari modal tersebut, asal dilakukan secara fair, adil, dan tidak menimbulkan 
mafsadah, baik secara mikro ataupun makro. 

Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah harus berkomitmen tinggi untuk bersih, jujur, 
adil serta konsisten memerangi segala tindakan yang menjadi virus bagi penyehatan ekonomi 
nasional. Pada saat yang bersamaan, rakyat harus meningkatkan kreativitas dan kapasitasnya. 
Negara harus turun tangan mendampingi mereka, melindungi, mendidik, meningkatkan 


keterampilan dan memberikan akses yang luas terhadap permodalan. 
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3. Yang perlu dilakukan oleh NU sebagai jam'iyyah 

Pada umumnya, ekonomi warga NU tumbuh secara alamiah karena adanya dukungan dan potensi 
ekonomi di sekeliling mereka. Ekonomi mereka tumbuh tanpa dukungan negara ataupun modal 
asing. Mereka rata-rata mengandalkan naluri usaha dan kelimpahan sumber daya alam, sumber 
daya manusia, serta peluang pasar. 

Kehidupan ekonomi yang demikian itu tidak memiliki daya saing dalam era global 
seperti sekarang. Karenanya, NU perlu meningkatkan daya saing global jama'ahnya agar 
tidak hanya mampu bertahan akan tetapi bersaing di pasar bebas. Beberapa tindakan yang 
cukup mendesak untuk dilakukan antara lain adalah: 

1. Peningkatan jaringan pasar bagi para pelaku pasar NU: pengusaha-pengusaha, pedagang 
kecil dan menengah dan juga pemodal NU. 

2. Pengingkatan kualitas SDM masyarakat NU, 

3. Mendorong terciptanya perluasan lapangan kerja dengan meningkatkan produktifitas dan nilai 
tambah usaha pertanian dan penumbuhan aktivitas ekonomi non pertanian, 

4. Peningkatan jaringan pasar bagi para pelaku pasar NU, pengusaha-pengusaha, pedagang kecil 
dan menengah dan juga pemodal NU. 

5. Peningkatan kualitas pelayanan-pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan, permukiman, 
infrastruktur ekonomi, dll), 
Peningkatan partisipasi masyarakat NU dalam proses pengambilan keputusan nNegara, 
Pemantapan kelembagaan dan organisasi ekonomi berbasis masyarakat NU, 


Peningkatan koordinasi lintas bidang, baik dalam internal NU, maupun dengan pihak terkait. 
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4. KHASHAISH AHLUS SUNNAH WAL JAMA'AH AL-NAHDLIYAH 
mag! As lamdlg Ate! Jl jailas 


Islam sebagai agama samawi terakhir memiliki banyak ciri khas (khashaish) yang 
membedakannya dari agama lain. Ciri khas Islam yang paling menonjol adalah tawassuth, ta 'adul, 
dan tawazun. Ini adalah beberapa ungkapan yang memiliki arti yang sangat berdekatan atau 
bahkan sama. Oleh karena itu, tiga ungkapan tersebut bisa disatukan menjadi “wasathiyah”. Watak 
wasathiyah Islam ini dinyatakan sendiri oleh Allah SWT di dalam Algur'an, 


res ASIP Kug3 #KAE IAIN 23 AI Je ng KO Uang CI Stas yig 


“Dan demikian(pula) kami menjadikan kamu (Umat Islam), umat penengah (adil dan 
pilihan), agar kamu menjadi saksi atas seluruh manusia dan agar Rasul (Muhammad) 
menjadi saksi atas kamu.” (OS. al-Bagarah:143) 


Nabi Muhammad SAW sendiri menafsirkan kata s«&! dalam firman Allah di atas 
dengan adil, yang berarti fair dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Perubahan fatwa karena 
perubahan situasi dan kondisi, dan perbedaan penetapan hukum karena perbedaan kondisi dan 
psikologi seseorang adalah adil. 


Selain ayat di atas, ada beberapa ayat dan hadits yang menunjukkan watak wasathiyah 
dalam Islam, misalnya firman Allah: 


(AW ebay) Gob Laga Saka bad Agan Yg Da JI) Uh 3 JS Yg 


“Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu 
terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.” (OS. al-Isra': 29) 


Dalam firman-Nya yang lain, 
PA ebay aa DS aa La IE Il HA, 


“Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan janganlah pula 
merendahkannya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu.” (OS. al-Isra”: 110) 


Sementara dalam hadits dikatakan, 


“Sebaik-baik persoalan adalah sikap-sikap moderat.” 
Mirip dengan hadits di atas adalah riwayat, 
INTI soolil Gp AI ajag al JURI 25 


“Dan sebaik-baik amal perbuatan adalah yang pertengahan, dan agama Allah itu berada di 
antara yang beku dan yang mendidih.” 


57 
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Wasathiyyah yang sering diterjemahkan dengan moderasi itu memiliki beberapa pengertian 
sebagai berikut: Pertama, keadilan di antara dua kezhaliman (& 2 LS Edu J0) atau 
kebenaran di antara dua kebatilan (as S0 Abs J), seperti wasathiyah antara atheisme 
dan poletheisme. Islam ada di antara atheisme yang mengingkari adanya Tuhan dan poletheisme 
yang memercayai adanya banyak Tuhan. Artinya, Islam tidak mengambil faham atheisme dan 
tidak pula faham poletheisme, melainkan faham monotheisme, yakni faham yang memercayai 
Tuhan Yang Esa. Begitu juga wasathiyyah antara boros dan kikir yang menunjuk pada pengertian 
tidak boros dan tidak kikir. Artinya, Islam mengajarkan agar seseorang di dalam memberi nafkah 
tidak kikir dan tidak pula boros, melainkan ada di antara keduanya, yaitu al-karam dan al-jud. 
Allah berfirman, 


On soal) ta AL aa 2 A5 AA WAN) sal 
“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak 
(pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.” (OS. 
al-Furgan: 67) 


Kedua, pemaduan antara dua hal yang berbeda/berlawanan. Misalnya, (a). wasathiyyah 
antara ruhani dan jasmani yang berarti bahwa Islam bukan hanya memperhatikan aspek ruhani 
saja atau jasmanai saja, melainkan memperhatikan keduanya. Wasathiyyah antara nushus dan 
magashid. Itu berarti Islam tak hanya fokus pada nushuis saja atau magishid saja, melainkan 
memadukan antara keduanya. (b). Islam pun merupakan agama yang menyeimbangkan antara 
'agl dan nagl. Bagi Islam, akal dan wahyu merupakan dua hal yang sama-sama memiliki peranan 
penting yang sifatnya komplementer (saling mendukung antara satu sama lain). Kalau diibaratkan 
dengan pengadilan, akal berfungsi sebagai syahid (saksi) sementara wahyu sebagai hakim, atau 
sebaliknya, yakni akal sebagai hakim sementara wahyu sebagai syahid. (c). Islam menjaga 
keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara individu dan masyarakat, antara ilmu dan amal, 
antara ushul dan furu', antara sarana (wasilah) dan tujuan (ghayah), antara optimis dan pesimis, 
dan seterusnya. 


Ketiga, realistis (wdgi 'iyyah). Islam adalah agama yang realistis, tidak selalu idealistis. 
Islam mempunyai cita-cita tinggi dan semangat yang menggelora untuk mengaplikasikan 
ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan hukumnya, tapi Islam tidak menutup mata dari realitas 
kehidupan yang--justru--lebih banyak diwarnai hal-hal yang sangat tidak ideal. Untuk itu, Islam 
turun ke bumi realitas daripada terus menggantung di langit idealitas yang hampa. Ini tidak berarti 
bahwa Islam menyerah pada pada realitas yang terjadi, melainkan justru memperhatikan realitas 
sambil tetap berusaha untuk tercapainya idealitas. Contoh wasathiyyah dalam arti wagi 'iyyah ini 
adalah pemberlakuan hukum “azimah dalam kondisi normal dan hukum rukhshah dalam kondisi 
dharurat atau hajat. 


Watak wasathiyyah dalam Islam Ahlussunnah wal Jama'ah tercermin dalam semua aspek 
ajarannya, yaitu akidah, syariah, dan akhlag/tasawwuf serta dalam manhaj. Dalam jam'iyyah 
Nahdlatul Ulama sebagai bagian dari golongan Ahlussunnah wal Jama'ah, watak wasathiyyah 
tersebut antara lain terjadi dalam hal-hal sebagai berikut: 


1. Melandaskan ajaran Islam kepada al-Gur'an dan as-Sunnah sebagai sumber pokok dan juga 
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kepada sumber-sumber sekunder yang mengacu kepada al-Gur'an dan al-Sunnah seperti ijma' 
dan giyas. 


Menjadikan ijtihad sebagai otoritas dan aktifitas khusus bagi orang-orang yang memenuhi 
syarat-syarat tertentu yang tidak mudah untuk dipenuhi. Sedangkan bagi yang tidak memenuhi 
syarat-syarat ijtihad tidak ada jalan lain kecuali harus bermazhab dengan mengikuti salah 
satu dari mazhab-mazhab yang diyakini penisbatannya kepada ashabu al-madzahib. Namun, 
Nahdlatul Ulama membuka ruang untuk bermadzhab secara manhaji dalam persoalan- 
persoalan yang tidak mungkin dipecahkan dengan bermadzhab secara gauli. 


Pola bermadzhab dalam NU berlaku dalam semua aspek ajaran Islam: agidah, syariah/figh, 
dan akhlag/tasawwuf, seperti dalam rincian berikut: (a). Di bidang syariah/figh, Nahdlatul 
Ulama mengikuti salah satu dari madzhab empat, yaitu madzhab Imam Abu Hanifah, Madzhab 
Imam Malik ibn Anas, madzhab Imam Muhammad bin Idris as-Syafii dan madzhab Imam 
Ahmad bin Hanbal. (b). Di bidang agidah mengikuti madzhab Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari 
dan madzhab Imam Abu Manshur al-Maturidi. (c). Di bidang akhlag/tasawwuf mengikuti 
madzhab Imam al-Junaid al-Baghdadi dan madzhab Imam Abu Hamid al-Ghazali. 


Berpegang teguh pada petunjuk al-OGur'an di dalam melakukan dakwah dan amar makruf 
nahi mungkar, yaitu dakwah dengan hikmah/kearifan, mau 'idhah hasanah, dan mujadalah bil 
husna. 


Sebagai salah satu wujud dari watak wasathiyyah dengan pengertian al-wagi 'iyyah (realistis), 
Nahdlatul Ulama menghukumi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dengan 
Pancasila sebagai dasarnya sebagai sebuah negara yang sah menurut pandangan Islam dan 
tetap berusaha secara terus menerus melakukan perbaikan sehingga menjadi negara adil 
makmur berketuhanan Yang Maha Esa. 


Mengakui keutamaan dan keadilan para shahabat Nabi, mencintai dan menghormati mereka 
serta menolak dengan tegas segala bentuk penghinaan dan penistaan terhadap mereka apalagi 
menuduh mereka kafir. 


Tidak menganggap siapapun setelah Nabi Muhammad saw sebagai pribadi yang ma shum 
(terjaga dari kesalahan dan dosa). 


Perbedaan yang terjadi di kalangan kaum muslimin merupakan salah satu dari fitrah 
kemanusiaan. Karena itu, menghormati perbedaan pendapat dalam masal furu 'iyyah- 
ijtihadiyah adalah keharusan. Nahdhatul Ulama tak perlu melakukan klaim kebenaran dalam 
masalah furu 'iyah-ijtihadiyyah tersebut. 


Menghindari hal-hal yang menimbulkan permusuhan seperti tuduhan kafir kepada sesama 
muslim (ahlu al-giblah). 


Menjaga ukhuwwah islamiyyah di kalangan kaum muslimin, ukhuwwah wathaniyyah 
terhadap sesama warga negara, dan ukhuwwah insaniyyah terhadap sesama umat manusia. 
Dalam konteks NU, menjaga ukhuwwah nahdliyah adalah keharusan terutama untuk menjaga 
persatuan dan keharmonisan seluruh warga NU. 
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10. Menjaga keseimbangan aspek ruhani dan jasmani dengan mengembangkan tasawwuf mali, 
majelis-majelis dzikir dan shalawat sebagai sarana tagarrub ila Allah di samping mendorong 
umat Islam agar melakukan kerja keras untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. 


Dasar Penetapan : 
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5. METODE ISTINBATH AL-AHKAM DALAM NU 
Diskripsi 


Tersedianya metode istinbath hukum dan yang siap pakai adalah niscaya. Ini karena menurut NU 
dimungkinkan bermunculannya kasus-kasus fikih baru yang tak ditemukan jawabannya melalui “ibaratul 
kutub, baik dalam bentuk gaul maupun wajh. Untuk menangani kasus-kasus fikih baru tersebut, melalui 
Munas Lampung 1992, NU sudah membuat prosedur demikian, “Dalam hal ketika suatu masalah/kasus 
belum dipecahkan dalam kitab, maka masalah /kasus tersebut diselesaikan dengan prosedur ilhagul- 
masail bi nadha 'iriha secara jama'i. Ilhag dilakukan dengan mempertimbangkan mulhag, mulhag bihi 
oleh mulhig yang ahli. Dalam proses ilhagul-masail bi nadha 'iriha ini, gawa 'id fighiyyah bisa digunakan 
sebagai kerangka metodologinya. 

Namun, jika kasus fikih tersebut tak bisa dipecahkan dengan prosedur ilhag, maka NU memutuskan: 
“Dalam hal ketika tak mungkin dilakukan ilhag karena tidak adanya mulhag bih sama sekali di dalam 
kitab, maka dilakukan instinbath secara jama'i. Pertanyaannya, bagaimana istinbath jama'i dengan 
mempraktekkan gawa 'id ushuliyyah itu diselenggarakan di lingkungan Nahdhatul Ulama. Dengan tetap 
mengacu pada kitab-kitab ushul fikih, maka dalam penyelengaraan istinbath jama 'i tersebut, NU membuat 
metode istinbath al-ahkam sederhana, yaitu metode bayani, metode giyasi, dan metode istishlahi atau 


magashidi.! 


I. Metode Bayani 

Yang dimaksud dengan metode bayani adalah metode pengambilan hukum dari nash (al- 
Our'an dan al-Sunnah).? Istilah lain dari metode ini adalah manhaj istinbath al-ahkam min al- 
nushuush. Nash dimaksud dapat berupa nash juz 'i-tafshili, nash kulli-ijmali, dan nash yang berupa 
kaidah umum. Dalam rangka istinbath hukum dari nash dengan metode bayani, ditempuh langkah- 
langkah sebagai berikut. Pertama, mengkaji sabab al-nuzul/wurud, baik yang makro atau yang 
mikro. Yang dimaksud asbab al-nuzul mikro adalah sebab khusus (asbab al-nuzul al-khoshshoh) 
yang melatarbelakangi turunnya suatu ayat atau hadits. Sedangkan yang dimaksud asbab al-nuzul 
makro adalah sebab umum (asbab al-nuzul al-'ammah) yang menjadi konteks sosial-politik, 
sosial-budaya, dan sosial-ekonomi dari proses tanzil al-Our 'an dan wurud al-hadits. 

Kedua, mengkaji teks ayat/hadits dari perspektif kaedah bahasa (al-gawa 'id al-ushuliyyah 
al-lughawiyah). Kajian teks dari perspektif kaedah bahasa ini meliputi tiga kajian secara simultan, 
yaitu analisis kata (al-tahlil al-lafdhi), analisis makna (al-tahlil al-ma'na), dan analisis dalalah 
(al-tahlil al-dalali), yang secara rinci akan dijelaskan pada beberapa paragraf berikutnya. 

Ketiga, mengaitkan nash yang sedang dikaji dengan nash lain yang berkaitan (rabth al- 
nushush ba'dlu'ha bi ba'dlin). Nash yang sedang dikaji harus dihubungkan dengan nash yang 
lain, karena nushush al-syari'ah (Al-@Gur'an dan Hadis) merupakan satu kesatuan yang tidak bisa 
dipisahkan satu dengan yang lain, ayat yang satu terkait dengan ayat yang lain, hadis yang satu 
terkait dengan hadis yang lain, ayat terkait dengan hadis dan hadis terkait dengan ayat. Suatu nash 
terhadap nash yang lain dapat berfungsi sebagai taukid (penguat), bayan al-mujmal (menjelaskan 
nash yang bersifat garis besar), tagyid al-muthlag (membatasi lafal muthlag), takhshish al- “amm 
(membatasi keumuman lafal '@mm), atau taudlih al-musykil (menjelaskan lafal musykil/ambigu). 


1 'Atha' al-Rahman al-Nadawiy, “al-Ijtihad wa Dauruhu fi Tajdid al-Figh al-Islami”, dalam Dirasat 
al-Jami'ah al-Islamiyyah al-Alamiyyah, Desember 2006, Jilid III, h. 82. 
2 'Atha' al-Rahman al-Nadawi, “al-Ijtihad wa Dauruhu fi Tajdid al-Figh al-Islami”, Jilid III, h. 82. 
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Keempat, mengaitkan nash yang sedang dikaji dengan magashid al-syari 'ah (rabth al- 
nushush bi al-magaashid). Magashid al-syari ah (tujuan umum syariat) yang sekaligus merupakan 
kulliyah al-syari'ah (totalitas syari'ah) memiliki hubungan saling terkait dengan nushrush al- 
syari ah. Magashid al-syari ah lahir dan mengacu pada nushiish al-syari ah, sementara nushiish 
al-syari ah dalam menafsirinya harus mempertimbangkan magashid al-syari ah. Ini masuk dalam 
kategori mengaitkan yang juz '7 (partikular) dengan yang kullr (universal)? Konkretnya, syariat 
Islam dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia zhdhir-bathin dan dunia-akhirat. 
Maka, perumusan hukum dari nash hendaknya sejalan dengan kemaslahatan manusia yang menjadi 
tujuan syariat itu, dengan syarat apa yang diasumsikan sebagai maslahat tidak bertentangan dengan 
nash itu sendiri. 

Dengan mengaitkan nushiish dengan magashid, maka rumusan-rumusan hukum yang 
ditarik dari nushuish tidak sepenuhnya tekstual, tapi juga kontekstual. Maka kita menjadi maklum, 
mengapa fugaha' membolehkan mengeluarkan gimah (harga) pada zakat biji-bijian, kambing 
dan unta, padahal instruksi Nabi pada sahabat Mu az bin Jabal menjelang keberangkatannya ke 
daerah Yaman jelas mengatakan: 

LAN a2 SAN AK JUS yA II ta alay ala AI Ala AI Igi5 ST Ja op Ia Ia 

| PAN Ga BEI II oa Ja HAN Ga BAAI, 

“Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal bahwa Rasulullah mengutusnya ke Yaman lalu beliau 

bersabda, Ambillah (zakat berupa) biji-bijian dari biji-bijian, seekor kambing dari kambing, 

seeokor unta ba'1r dari unta, dan seekor sapi dari sapi.” 

Ini karena mereka (fugaha”) paham bahwa tujuan dari sabda Nabi tersebut adalah 
memberikan kemudahan kepada muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) dan mustahig (yang 
berhak menerima zakat). Oleh sebab itu, bila suatu ketika zakat dengan mengeluarkan gimah lebih 
mudah, tidak ada alasan untuk tidak membolehkannya. 

Dan tanpa memperhatikan magashid di dalam menafsirkan nushiish, kita tidak akan dapat 
memahami adanya larangan buang air besar di atas air yang tidak mengalir, dari sabda Nabi: 


AM AI 3 SA F2 9 
“Janganlah salah satu dari kalian kencing di air yang diam” 


Bahwa maksud dari hadits di atas tidak hanya melarang seseorang buang air kencing di air 
yang menggenang sebagaimana pendapat Ahlu al-Zhahir, tapi juga melarang orang itu mengotori 
(menajisi) air dengan cara apapun. 

Kelima, mentakwil nash (ta wil al-nushush) bila diperlukan. Pada prinsipnya, setiap lafal/ 
nash yang multi makna atau interpretable harus dibawa pada makna dasarnya, yaitu makna yang 
jelas, hakiki dan rajih. Akan tetapi, kajian yang komprehensip terhadap nash bisa menggiring kita 
untuk melakukan ta wil, yakni memalingkan lafal/nash dari makna dasarnya yang jelas, hakiki 
dan rajih kepada makna lain yang tersembunyi, majazi atau marjiih.' Ta wil tidak boleh dipahami 


3 Al-Jizani, Manhaj al-Salaf fi al-Jam'i bayn al-Nushush wa al-Magashid wa Tathbigatuha al- 
Mua'ashirah, Riyadl: al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Sa'udiyyah Wizarah al-Ta'lim al-Ali, 2010, h. 42-43. 

4 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul al-Figh, h. 165 

5 Al-Baihagi, Sunan al-Baihagi, Beirut: Dar al-Kutub al-Tlmiyyah, 2003, Juz IV, h. 189. 

6 Al-Jizani, Manhaj al-Salaf fi al-Jam'i.., h. 41. 

7 Al-Suyuthi, al-Kaukab al-Sathi' Nazhm Jam'i al-jawami', Maktabah Ibn Taymiyyah, 1998, h. 212. 
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sebagai upaya menundukkan nash kepada kemauan hawa nafsu atau menyesuaikan syariat dengan 
situasi, karena ta wil hanya bisa dilakukan ketika ada dalil yang memicunya. 

Ulama ushul membagi ta 'wil kepada dua bagian: ti Pertama, ta wil garib (dekat/dangkal), 
seperti men-ta wil SAI Si $ Sx)4 dengan sg as ae AA. Men-ta wil ayat ini dengan 
disandangkan kepada perbuatan amalan sebagai mahkium fi A (obyek hukum), sedangkan ayat 
tersebut menyandarkan hukum haram pada zat, yaitu ibu. Maka, tanpa ta wil, ayat tersebut tidak bisa 
dipahami dengan benar. Termasuk bagian ta wil ini adalah takshish al- amm, tagyid al-muthlag, 
dan mengartikan lafal zhahir dengan makna marjiih-nya. 

Kedua, adalah ta wil ba'id (jauh/dalam). 7a wil macam ini tidak sembarang orang dapat 
melakukannya. Inilah yang dimaksud dengan pernyataan Ibnu Abbas (4 &5Xx3 Alai E ya Ala 
dal (ada bagian tafsir yang hanya diketahui oleh para ulama yang dalam ilmunya). Ta wil tidak 
bisa dipisahkan dari tafsir, karena ta wil terhadap suatu nash harus dilakukan setelah mengetahui 
tafsiran nash itu. Jadi, ta wil setelah tafsir ( dil S5 Ja Fa) 

Selanjutnya, sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa kajian teks ayat/hadits dari 
perspektif kaedah bahasa (al-gawa'id al-ushuliyyah al-lughawiyyah) harus bertumpu pada kajian 
lafazh, makna, dan dalalah, maka demikian penjelasannya. 

1) Analisis Kata (SW Jatah) 
Kajian lafal berkisar pada hal-hal sebagai berikut: (a). antara 'amm dan khashsh. (b). antara 
muthlag dan mugayyad, (c). antara hagigah dan majaz, (d). antara muhkam, mujmal dan 
mutasyabih, (e). antara zhdhir dan nash, (f). antara musytarak dan mutaradif, dan (g). antara 
amr dan nahy. 
Setiap lafal dapat memiliki lebih dari satu kategori, misalnya lafal xxe. Lafal ini dari satu 
sisi masuk katagori khashsh karena tidak memiliki cakupan makna yang luas, sementara dari 
sisi yang lain masuk kategori nash sebab tidak ada kemungkinan untuk diartikan dengan 
makna yang lain. Contoh lain yaitu lafal 4S wi. Lafal ini dari satu sisi masuk katagori 
mugayyad karena lafal as! ber-gayyid (dibatasi) dengan lafal »:S, sedangkan dari sisi yang 
lain masuk kategori zhGhir karena lafal xi tampak dalam makna singa dan ada kemungkinan 
untuk bermakna seorang pemberani, dan lafal ini ketika dimaknai singa, masuk kategori 
hagigah, dan bila dimaknai pemberani masuk kategori majaz. 
Contoh konkrit dalam al-Gur'an adalah firman Allah Jan pd. (bangunlah pada waktu malam). 
Lafal & dari satu sisi termasuk kategori khashsh karena cakupan maknanya terbatas, dan dari 
satu sisi disebut amr sebab berisi tuntutan untuk melakukan sesuatu (bangun). Sementara dari 
sisi yang lain, disebut zhahir karena Shighatul-amri tampak dalam makna wujib (kewajiban) 
dan mungkin untuk ditarik pada selain makna wujiib. Yang pasti, lafal 'amm bukan khashsh, 
muthlag bukan mugayyad, muhkam bukan mutasyabih, hagigah bukan majaz, zhahir bukan 
nash, amr bukan nahy, dan musytarak bukan mutaradif. 

2) Analisis Makna («sd Jali) 
Kajian makna dimaksudkan untuk bisa memastikan, apakah: (a). lafal dimaksud dimaknai 
secara hagigi ataukah dipalingkan pada makna majaznya? (b). Lafal zhdhir dimaksud tetap 
pada makna rajih-nya ataukah dipalingkan kepada makna marjiih-nya? (c). Makna dimaksud 
adalah makna lughawi, syar T ataukah “urfi? (d). Yang manakah diantara makna-makna lafal 


8 Zakariya al-Anshari, Ghayah al-Wushul, h. 83. 
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musytarak yang diambil, atau semuanya diambil? (e). Lafal dimaksud, disamping memiliki 
makna lughawi, apakah memiliki makna syar 7 atau 'urfi, dan makna yang manakah yang 
dipakai? (?). Shighatul-amri dimaksud tetap padamaknaprimernya (— s2 5) ataukah dipalingkan 
pada makna sekundernya (selain —s25)? (8). Shighatun-nahyi dimaksud tetap pada makna 
primernya (@55) atau dipalingkan pada makna sekundernya (selain 25)? 


3) Analisis Dalalah (“AV Jas3y) 

Kajian ini menyangkut ketentuan hukum yang dapat ditarik dari nash. Dalam hal ini ada 
dua metode: Pertama, metode jumhur al-ushuliyyun. Menurut jumhur ushuliyyin, makna 
(hukum) suatu nash, disamping bisa diambil dari manthug-nya, kadang bisa diambil dari 
mafhum-nya. Manthug sendiri ada dua : (1) sharih, dan (2) ghairu sharih. Sedangkan 
Manthug ghairu sharih itu sendiri ada tiga : (1) isyarah, (2) igtidla', dan (3) ima '. Sementara 
mafhum itu ada dua : (1) mafhim muwafagah, dan (2) mafhum mukhalafah. Kedua, metode 
Hanafiyah. Menurut Hanafiyah, makna (hukum) nash dapat diambil dari empat pendekatan: 
(1) “ibarah al-nash, (2) isyarah al-nash, (3) igtidla" al-nash, dan (4) dalalah al-nash 
(mafhiim muwafagah dalam istilah Jumhur). 

Sesungguhnya tidak ada perbedaan substansial antara pendekatan Jumhur dan pendekatan 
Hanafiyyah, kecuali dalam soal mafhiim mukhalafah. Menurut Jumhur, mafhium mukhalafah 
menjadi salah satu jalan untuk mengambil makna dari nash, sedangkan menurut Hanafiyyah 
tidak. 


TI. Metode Oiyasi 
Yang dimaksud dengan metode giyasi adalah ijtihad melalui pendekatan giyas.'” Dalam 
konteks ini, ada baiknya saya kemukakan pernyataan Imam Syafi'i yaitu: Pa 
Mai Ie Jani 3 Ia NI SY MK 5 


“Hukum (Islam) itu hanya bisa diambil dari nash atau dari penggabungan pada nash.” 


| 


Salah satu isi surat Umar ibn al-Khatthab kepada Abu Musa al -Asy'ari adalah: 
NU Jis NI 33 JS 


PA 


BA 


“Hendaklah kamu tahu tentang persoalan-persoalan yang serupa dan persoalan-persoalan 
yang sama, dan ketika itu lakukan giyas menyangkut berbagai persoalan.” 


Terkait pernyataan tersebut, ada dua hal yang perlu dikemukakan. Pertama, dua pernyataan 
tersebut bukanlah dalil yang berposisi sebagai hujjah atas keabsahan giyas, karena dalil yang 
sesungguhnya adalah nash kulli. Kedua, bahwa dua pernyataan tersebut mengandung makna bahwa 
hukum-hukum yang diambil secara langsung dari nash bisa diperluas jangkauannya pada kasus- 
kasus lain yang tidak manshush, salah satunya dengan cara giyas. Namun, perlu digarisbawahi 
bahwa hukum-hukum yang bisa diperluas jangkauannya melalui giyas hanyalah hukum-hukum 
yang ma 'gul al-ma 'na yang ditandai dengan adanya “illat sebagai landasan perluasan tersebut. 


9 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul al-Figh, h. 143-152. 
10 Al-Baihagi, Sunan al-Baihagi, Juz IV, h. 189. 
11 Sayyid Mubarak, Mashadir al-Figh al-Islami, (16 Maret 2012). 


12 Khudlariy Bik, Thaarikh al-Tasyrii' al-Islaamiy, h. 116. 
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1. Pengertian Otyas 

Oiyas bisa dijelaskan dengan definisi sebagai berikut: menyamakan kasus yang tidak 
memiliki acuan nash dengan kasus lain yang memiliki acuan nash dalam hal ketentuan hukumnya, 
ketika keduanya memiliki “/lat yang sama." Sebagai contoh, minum khamr adalah kasus yang 
memiliki acuan nash tentang hukumnya yaitu haram. Sedangkan minum bir adalah kasus lain yang 
tidak memiliki acuan nash tentang hukumnya. Berhubung khamr dan bir memiliki illat yang sama 
yaitu memabukkan, maka minum bir disamakan dengan minum khamr dalam hukumnya, yaitu 
haram. 


2. Rukun Oiyas 

Oiyas terdiri dari empat unsur (rukun) sebagai berikut, yaitu: Pertama, adalah al-ashlu, 
yaitu kasus yang memiliki ketentuan hukum berdasar nash. Al-Ashlu disebut al-magis 'alaih (yang 
di-giyas-i) atau al-musyabbah bih (yang diserupai) seperti khamr dalam contoh di atas. Kedua, 
adalah al-far u, yaitu kasus yang tidak memiliki ketentuan hukum berdasar nash. Al-Far 'u disebut 
dengan al-magis (yang di-giyas-kan) atau al-musyabbah (yang diserupakan), semisal masalah 
minuman keras (bir dalam contoh di atas). Ketiga, adalah hukm al-ashli, yaitu hukum yang 
terdapat pada ash! yang ditetapkan berdasarkan nash, misalnya hukum haramnya khamr dalam 
contoh di atas. Keempat, adalah Illat (al- 'illah), yaitu sifat yang menjadi titik persamaan (al-jami ) 
antara al-ashlu dan al-far 'u, seperti sifat memabukkan (al-iskar) dalam contoh di atas. Rukun ini 
merupakan unsur paling mendasar dalam giyas. Sebab, dengan illat inilah hukum-hukum yang 
terdapat dalam nash dapat ditularkan pada kasus baru yang muncul kemudian. " 


3. Syarat-syarat Oiyas 

Tiap-tiap rukun giyas memiliki syarat. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut: 
Pertama, adalah al-ashlu harus memiliki ketentuan hukum berdasarkan nash. Kedua, al-far u 
harus tidak memiliki ketentuan hukum berdasarkan nash. Ketiga, hukm al-ashl harus memenuhi 
syarat: (a). berupa hukum syar 7 amali yang ditetapkan berdasar nash. (b). Berupa hukum yang 
ma gul al-ma na atau ta agguli. (c). Berupa hukum yang tidak hanya berlaku pada ashl. Sebab 
itulah, tidak boleh meng-giyas-kan umat Muhammad dengan kanjeng Nabi Muhammad dalam 
soal bolehnya mengawini perempuan lebih dari empat. ' 


4. Illat 

Illat adalah sifat yang menjadi titik persamaan (al-jami ') antara al-ashl dan al-far u. Tidak 
semua sifat yang melekat pada al-ashl dapat dijadikan illat hukum, melainkan harus memenuhi 
syarat-syarat tertentu. Pertama, harus berupa sifat yang zhdhir seperti ijab dan gabril yang menjadi 
indikasi adanya kerelaan kedua belah pihak (mazhinnah al-taradli) merupakan illat bagi keabsahan 
transaksi. Sedangkan al-taradIi sendiri sebagai hikmah al-hukmi tidak dapat dijadikan illat karena 
tidak zhdhir. 

Kedua, harus berupa sifat yang mundlabith (terukur), seperti al-safar yang menjadi indikasi 


13 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul al-Figh, h. 52. 


14 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul al-Figh, h. 60. 
15 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul al-Figh, h. 60-61. 
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adanya masyaggah merupakan illat bagi bolehnya meng-gashar salat. Sedangkan masyaggah 
sendiri tidak dapat dijadikan illat karena tidak mundlabith. Masyaggah di sini tidak mundlabith 
karena dapat berbeda-beda intensitasnya dan berat-ringannya tergantung pada kondisi alam dan 
setiap indivividu yang menjalaninya. 

Ketiga, harus berupa sifat munasib (memiliki relevansi dengan hukum). Artinya 
menyandarkan hukum terhadap illat itu pada umumnya dapat mewujudkan maslahat. Misalnya, 
diharamkannya khamr, karena illat memabukkan dapat melahirkan kemaslahatan, yaitu hifzh al- agl. 
Dengan demikian, al-iskar adalah sifat munasib.' 


5. Macam-macam Oiyas 

Illat sebagai unsur terpenting dalam mekanisme giyas ada dua, yaitu manshiishah (diketahui 
melalui nash) dan mustanbathah (diketahui melalui upaya penggalian). Illat manshiishah lebih 
jelas daripada illat yang mustanbathah. Oiyas dilihat dari segi illat ini dibagai kepada jali dan khafi. 
Oiyas jali adalah giyas yang didasarkan atas illat yang manshiishah (jelas karena ada nash-nya) 
seperti meng-giyas-kan nifas kepada haid dalam hal tidak bolehnya seorang wanita digauli oleh 
suaminya, dengan illat aza, atau didasarkan atas illat mustanbathah, tetapi antara al-ashl dan al- 

Jar 'u dipastikan tidak adanya farig (hal yang membedakan), atau ada farig tapi tidak signifikan." 

Contoh giyas jali pertama yaitu meng-giyas-kan memukul orang tua kepada berkata “uff” 
dengan illat al-iza' (meyakiti). Dengan illat ini diyakini tidak ada perbedaan antara perkataan 
“uff” dan memukul karena keduanya sama-sama menyakitkan orang tua. Contoh giyas jali yang 
kedua ialah meng-giyas-kan budak perempuan kepada budak laki-laki dalam hal al-sirayah 
(menjalarnya kemerdekaan sebagian kepada seluruhnya). Perbedaan jenis kelamin, secara syar 17 
tidak memiliki pengaruh dalam ahkam al- 'itgi (pemerdekaan). Oiyas jali mencakup giyas awlawi 
dan giyas musawi. 

Sedangkan giyas khafi adalah giyas yang didasarkan pada illat yang mustanbathah (illat 
yang digali dari al-ashl) ketika antara al-ashl dan al-far 'u terdapat farig yang signifikan." Seperti 
men-giyas-kan pembunuhan dengan menggunakan benda tumpul kepada pembunuhan yang 
menggunakan benda tajam dalam kewajiban adanya gishash dengan illat al-gatl al- “amdu al- 
udwan (pembunuhan sengaja dan melanggar hukum). Dan sangat mungkin perbedaan antara al- 
ashl dan al-far 'u memiliki pengaruh. Sebab itu, menurut Abu Hanifah, pembunuhan dengan benda 
tumpul tidak dikenakan gishash. Oiyas khafi semakna dengan al-giyas al-adna. 


6. Mekanisme Oiyas 

Oiyas merupakan salah satu sumber hukum yang paling subur untuk menyelesaikan 
persoalan-persoalan yang ketentuan hukumnya tidak termaktub secara eksplisit dalam al-OGur”?an 
dan al-Sunnah, tetapi memiliki al-ashl (induk) di dalam nash dan atau ijma' ulama. Contohnya 
yaitu pemberian kepada pejabat adalah kasus yang sudah ada ketentuan hukumnya yaitu haram 
berdasarkan nash hadis, 


MS AGS JL Giaa 


16 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul al-Figh, h. 68-70. 

17 Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Figh al-Islamiy, Dimisyga: Dar al-Fikr, 1986, Juz I, h. 703. 
18 Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Figh al-Islami, h. 704. 

19 Al-Munawi, Faidl al-@adir, Beirut: Dar al-Ma'rifah, Tanpa Tahun, Juz VI, h. 353. 
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“Seluruh hadiah atau pemberian terhadap pejabat adalah haram.” 


Keharaman ini didasarkan pada illat (alasan hukum), yaitu khauf al-mail (tidak fair) 
(pemberian tersebut dapat memengaruhi penerima untuk memberikan perlakuan khusus terhadap 
pemberi, mengikuti keinginan pemberi, dan memberikan kebijakan yang tidak adil). Illat khauf 
al-mail itu tentu tak hanya ada pada hadaya al- ummal melainkan juga pada kasus-kasus lain. 
Dengan demikian, membawa illat khauf al-mail pada kasus baru, maka banyak hal yang bisa 
ditangani. 

Money Politic adalah kasus baru (al-far 'u) yang tidak ditemukan ketentuan hukumnya 
secara eksplisit dalam nash atau ijma'. Akan tetapi, kasus ini dapat disamakan dengan hadaya 
al- ummal karena keduanya memiliki illat yang sama, yaitu khauf al-mail (dikhawatirkan terjadi 
kecenderungan pada salah satu pihak). Dengan demikian, hukum money politic adalah haram. 
Terlebih dalam negara demokrasi yang menerapkan sistem pemilihan pemimpin secara langsung, 
setiap warga negara yang punya hak pilih memiliki kedudukan yang sangat strategis (al-siyadah fi 
yadi al-sya bi), tidak kalah strategis dengan pejabat negara atau hakim dalam menentukan putusan 
hukum. 

Oiyas dinilai benar secara metodologis bila memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat 
sebagaimana tersebut di atas. Oiyas yang tidak memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat tersebut 
adalah sebuah kekeliruan. Mekanisme inilah yang membedakan antara giyas dengan dalil-dalil 
sekunder lainnya. 


III. Metode Istishlahi 

Ijtihad dengan metode istishlahi ialah ijtihad yang mengacu pada magashid al-syariah, 
yaitu tujuan umum dari pensyariatan hukum Islam. Karena itu ia juga bisa disebut jijtihad 
magashidi. Para fugaha' menyimpulkan bahwa syariat Islam dimaksudkan untuk mewujudkan 
kemaslahatan (mashlahah) manusia lahir dan batin, dunia dan akhirat. Kesimpulan ini mereka 
peroleh dari hasil penelitian (istigra”) yang mereka lakukan terhadap nash-nash tasyri” (al-Guran 
dan al-Sunnah), hukum-hukum syar'iy, illat-illatnya dan hikmah-hikmahnya.? Dengan demikian 
magashid al-syariah tidak bisa dipisahkan dari nushush al-syariah, bahkan magashid al-syariah 
tidak terwujud tanpa nushush al-syariah. Di pihak lain, nushush al-syariah dalam penafsiran dan 
penjelasan maknanya perlu/harus memperhatikan magashid al-syariah sehingga ketentuan hukum 
yang digali daripadanya tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual. 

Magashid al-syariah tidak hanya penting diperhatikan dalam menafsirkan nash, tetapi juga 
sangat dibutuhkan untuk menggali hukum syar'i yang tidak memiliki acuan nash secara langsung. 
Dalil-dalil sekunder semacam istihsan, mashlahah mursalah, dan “urf pada hakikatnya merujuk 
pada magashid al-syariah. 


1) Istihsan 

Istihsan dalam pengertian sederhana ialah kebijakan mujtahid yang menyimpang dari 
ketentuan al-giyas yang lebih jelas atau dari ketentuan hukum umum. Secara lebih bagus, syeikh 
Abdul Wahhab al-Khallaf mengatakan: istihsan ialah kebijakan mujtahid dengan berpegang kepada 
giyas khafi dengan meninggalkan giyas jali: atau meninggalkan hukum kulli dengan berpegang pada 


20 Abdul Wahhab Khallaf, Ilm Ushul al-Figh, h. 173. 
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hukum juz 1-istitsnd 7 (hukum pengecualian) karena ada dalil yang menghendaki demikian.” 

Jika seorang mujtahid dihadapkan pada dua dalil giyas yang satu jali dan yang lain khafi, 
maka pada dasarnya mujtahid harus berpegang pada dalil yang rajih, yaitu giyas jali. Namun, atas 
pertimbangan-pertimbangan (dalil) tertentu, mujtahid bisa meninggalkan giyas jali yang rajih 
dengan mengambil giyas khafi yang marjiih. Cara kerja inilah yang dikenal dengan istihsan. 

Begitu juga, jika seorang mujtahid dihadapkan pada dua ketentuan hukum, yang satu 
hukum kulli dan yang lain hukum juz I-istitsna '1, kemudian mujtahid mengambil hukum yang 
Juz Tistitsna 1 dan meninggalkan hukum kulli atas dasar pertimbangan kebutuhan (dlariirah atau 
hajah), ini juga disebut istihsan. Contoh, dalam hukum (ketentuan) umum ditetapkan bahwa obyek 
transaksi (ma gid 'alaih) harus berupa sesuatu yang telah nyata ada. Akan tetapi, dari ketentuan 
hukum ini ada beberapa transaksi yang dikecualikan atas dasar kebutuhan masyarakat, seperti 
ijarah, salam, istishna' (mirip akad salam), dan lain-lain. 

Kedudukan istihsan sebagai salah satu pertimbangan penetapan hukum adalah masalah 
khilafiyyah (kontroversial), sebagian menerima dan sebagian lain menolak. Imam Syafi'i merupakan 
salah seorang yang menolak istihsan, dengan ungkapannya yang sangat terkenal an Sat GASLL Ya 
«barang siapa menggunakan istihsan sebagai dalil, berarti ia telah membuat-buat syariat baru». 
Walau demikian, istihsan dengan pengertian di atas sesungguhnya secara de facto diamalkan oleh 
hampir semua fugaha ', termasuk Imam Syafi'1 sendiri. Sedangkan istihsan yang ditolak al-Syafi 7 
bukan istihsan dengan pengertian di atas melainkan istihsan yang didasarkan atas keinginan subjektif 
seseorang tanpa pijakan dalil yang dapat dipertanggungjawabkan.” 

Istihsan sesungguhnya bukanlah keinginan nafsu seseorang dalam proses penetapan 
hukum. Sebaliknya, istihsan mempunyai pijakan dalil yang muaranya tak lain untuk memelihara 
kepentingan dan kemaslahatan umat manusia. Pada kenyataannya, dalam berbagai kasus hukum, 
penggunaan istihsan tidak dapat dihindari. 


2) Al-Mashlahah al-Mursalah 

Mashlahah berarti setiap hal yang baik dan bermanfaat. Mashlahah dan manfaat adalah 
dua kata yang se-wazan dan semakna. Mashlahah juga diartikan sebagai tindakan yang membawa 
manfaat. Seperti menuntut ilmu adalah mashlahah karena dapat mendatangkan manfaat, 
berdagang adalah mashlahah karena membawa manfaat, dan seterusnya. Sedangkan dalam 
terminologi ushul figh, mashlahah adalah setiap hal yang menjamin terwujud dan terpeliharanya 
maksud tujuan syari (magashid al-syari'ah), yaitu hifzh al-din, hifzh al-nafs, hifzh al- 'agl, hifzh 
al-nasl/hifzh al-'irdl, dan hifzh al-mal.2 

Para ulama membagi mashlahah ke dalam tiga bagian, yaitu“: Pertama, adalah mashlahah 
mu 'tabarah, yaitu mashlahah yang diapresiasi syari ' melalui nash al-Gur'an atau Sunah, seperti 
diharamkannya setiap minuman yang memabukkan. Kedua, adalah mashlahah Mulgha, yaitu 
mashlahah yang dinafikan oleh syari' melalu nash Algur'an atau Sunah, seperti penyamaan 
pembagian harta waris antara anak laki-laki dan anak perempuan yang dianggap sebagai mashlahah. 
Ketiga, adalah mashlahah Mursalah, yaitu mashlahah yang tidak memiliki acuan nash, baik nash 

21 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul al-Figh, h. 79-80. 

22 Abdul Wahhab Khallaf, 1lmu Ushul al-Figh, h. 83. 


23 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul al-Figh, h. 197-205. 
24 Abdul Karim Zaidan, al-Wajiz ft Ushul al-Figh, Mw'assasah Ourthubiyyah, Tanpa Tahun, h. 236- 
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yang mengakui (i tibar) ataupun yang menafikannya (ilgha '), seperti merayakan maulid Nabi 
Muhammad saw., penulisan dan penyatuan al-Gur' an dalam satu mushhaf, pencatatan pernikahan, 
dan lain-lain. 

Namun, para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan berhujjah dengan mashlahah 
mursalah. Walau begitu, sebagaimana dikemukakan sebelumnya, syariat Islam terdiri dari dua 
dimensi, yaitu dimensi “ibadah dan dimensi mu amalah. Ulama sepakat bahwa mashlahah 
mursalah tidak dapat dijadikan acuan hukum dalam wilayah “ibadah. Sebab, “ibadah berbasis 
pada ketundukan dan kepasrahan secara total, karena nilai mashlahah-nya tidak dapat dinalar akal 
pikiran manusia.” 

Sedangkan dalam wilayah mu dmalah, ulama berbeda pendapat tentang kehujjahan 
mashlahah mursalah. Ulama yangmenerima mashlahah mursalah sebagai acuan hukum menetapkan 
syarat-syarat sebagai berikut: (a). harus berupa mashlahah hagigiyyah-gath 'iyyah (faktual), bukan 
mashlahah wahmiyyah (semu). (b). harus berupa mashlahah “ammah-kulliyah (kemaslahatan 
umum), bukan mashlahah fardiyyah-khashshah (personal-subjektif). (c). harus tidak berlawanan 
dengan hukum atau prinsip-prinsip yang ditetapkan berdasar nash atau ijma'? (d). Al-Ghazali 
menambahkan satu syarat, yaitu: mashlahah dimaksud bersifat dlaruriyyah (keharusan).” 


3) “vrf 

'Urf adalah sesuatu yang sudah dikenal bersama dan dijalani oleh masyarakat, baik berupa 
perbuatan ('amali) ataupun perkataan (gaw!!).2 'Urf dan "adah adalah dua kata yang mafhium- 
nya berbeda tetapi ma shadag-nya sama. Artinya, dua kata tersebut memiliki akar yang berbeda. 
Akan tetapi sesuatu yang disebut 'urf sekaligus juga disebut 'adah dan sesuatu yang bisa disebut 
dah sekaligus juga bisa disebut 'urf. Dengan demikian, 'urf dan “adah merupakan kata yang 
sinonim yang dalam bahasa indonesia disebut tradisi.” 

Para ulama membagi 'urf dari segi wilayah berlakunya ke dalam dua bagian. Pertama, 
adalah 'urf @amm, yaitu 'urf yang berlaku pada seluruh atau mayoritas umat manusia pada masa 
tertentu. Kedua, adalah urf khashsh, yaitu 'urf yang berlaku pada masyarakat, komunitas atau 
daerah tertentu pada masa tertentu.” Sementara dari segi kesesuaiannya dengan nash dan prinsip- 
prinsip syariat, 'urf dibagi menjadi dua macam, yaitu: Pertama, 'urf shahih, yaitu 'urf yang tidak 
bertentangan dengan nash al-Gur'an atau Sunah dan tidak menghalalkan sesuatu yang haram atau 
mengharamkan yang halal. Kedua, adalah “urf fasid, yaitu 'urf yang bertentangan dengan nash 
sharih Algur”'an atau Sunah, menghalalkan yang haram, atau mengharamkan yang halal.' 

Namun, ada pandangan tunggal tentang kebolehan berhujjah dengan “urf. Walau demikian, 
paraulamasepakat bahwa 'urffasid tidak dapat dijadikan acuan dalam penetapan hukum. Sedangkan 


25 Abdul Karim Zaidan, al-Wajiz ft Ushul al-Figh, h. 238. 
26 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul al-Figh, h. 86-87. 


27 Abd al-Hayy al-Farmawi, “Syuruth al-'Amal bi al-Mashlahah al-Mursalah” dalam Hadyu al- 
Islam, (Selasa, 6 Juli 2010). 


28 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul al-Figh, h. 89. 
29 Abd al-Jalil Mabrur, Mabahits fi al-'Urf, Tanpa Penerbit, Tanpa Tahun, h. 86-87. 


30 Muhammad Gharayibah, “Takhshihs 'Aamm al-Nash al-Syar'iy bi al-'Urf”, dalam al-Majallah 
al-Urduniyyah fi al-Dirasat al-Islamiyyah, (2005), ke-1. 
31 Muhammad Gharayibah, “Takhshihs Aamm al-Nash al-Syar'iy bi al-'Urf”, dalam al-Majallah 


al-Urduniyyah fi al-Dirasat al-Islamiyyah. Lihat juga Mahmud 'Abud Harmusy, al- Urf, Beirut: Jami'ah al-Jinan, 
Tanpa Tahun,, h. 5. 
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'urf shahih diperselisihkan di kalangan mereka. Aimmah al-mazdhib al-arba 'ah menjadikan “urf 


Shahih sebagai acuan penetapan hukum, tapi dengan kadar berbeda. Imam Mazhab yang dikenal 


paling banyak menggunakan 'urf adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin 


Hanbal dan Imam Syafi'i.” 


Contoh-contoh “urf. (a). Perempuan yang haid dengan teratur, dalam menentukan kadar 


haid dapat berpedoman pada 'urf-nya. (b). Pemberian pranikah terhadap calon istri tidak dipandang 


sebagai bagian dari maskawin berdasarkan 'urf yang berlaku di sebagian daerah di Indonesia. 


(c). kata “al-marhiim” dalam 'urf Indonesia hanya digunakan untuk orang yang meninggal dunia. 


Padahal arti asalnya (yang dirahmati Allah) bisa digunakan untuk orang hidup atau orang mati. 


Ada beberapa kaidah terkait dengan peranan 'urf sebagai acuan hukum, di antaranya : 


33 9 NN: £. Ba ogoi 
La bip bere Sia 


“Sesuatu yang telah dikenal sebagai suatu kebiasaan, sama halnya dengan sesuatu yang 
dianggap sebagai syarat” 


APA SBS SAI LI 


“Sesuatu yang telah ditetapkan oleh 'urf sama halnya dengan sesuatu yang telah ditetapkan 
oleh nash” 


Di samping sebagai acuan hukum, sesungguhnya 'urf dapat dijadikan sebagai pertimbangan 


dalam menjabarkan (tafsir) ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat ijmali dan tidak memiliki 
standar praktis. Dalam kitab al-Asybah Wa al-Nazha 'ir dikatakan: 


PA Il Ha HAN 3 Yg ca Sao Yg dil PAN 0 53 LIS 


“Setiap sesuatu yang datang dari syari' secara muthlak dan tidak ada batasan baginya, baik 
dalam syari'at maupun dalam kebahasaan, maka sesuatu tersebut dikembalikan pada 'urf 
(kebiasaan)” 


Dengan menjadikan 'urf sebagai salah satu acuan hukum maka hukum Islam menjadi 


sangat dinamis. Sebab, hukum dapat berubah karena berubahnya 'urf. Dalam kaidah ushul figh 


dikatakan 


Be iaag Tlah ank AK SBN AE Kaali AS3 2 Yi 


“Hukum-hukum yang didasarkan pada tradisi bisa berubah sebab perubahan waktu dan 
tempat keberadaan tradisi tersebut.” 


Istinbath hukum berdasarkan “urf masuk dalam lingkup ijtihad istishlahi. Ini artinya, 


menjadikan maslahah sebagai tujuan syariat berkonsekuensi logis pada keharusan memperhatikan 


32 
h.5. 

23 
h. 237. 

34 

25 

36 


Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul al-Figh, h. 90. Lihat juga: Mahmud Abud Harmusy, al- Urf, 
Ahmad bin Muhammad al-Zarga, Syarh al-Gawaid al-Fighiyyah, Dimisyga: Dar al-Galam, 1989, 


Abdul Aziz Muhammad Azzam, al-Gawaid al-Fighiyyah, Kairo: Dar al-Hadits, 2005, h. 196. 
Al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nadlair fi al-Furu ', Semarang: Toha Putra, Tanpa Tahun, h. 69. 
Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul al-Figh, h. 91. 
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urf manusia, selama tidak bertentangan dengan syariat. 


Penutup 

Akhirnya, penting dinyatakan sekali lagi bahwa metode istinbath ini harus dilakukan oleh 
orang yang ahli yang telah memenuhi persyaratan untuk melakukan istinbath. Istinbath pun harus 
dilakukan secara jama ' (kolektif) bukan secara fardi (individual). Ini dilakukan untuk menghindari 
kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan istinbath al-ahkam. 

Sekiranya disebutkan bahwa metode istinbath ini terdiri dari metode bayani, metode giyasi, 
dan metode istishlahi-magashidi yang mencakup istihsan, mashlahah mursalah, dan “urf, maka tak 
menutup kemungkinan metode magashidi ini untuk diperlebar cakupannya pada istishhab dan 
sadd al-dzari 'ah seperti telah diuraikan di dalam kitab-kitab ushul fikih. |(....|. Wallahu A'lam bis 
Shawab. 
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HASIL SIDANG 
KOMISI REKOMENDASI 


MUKTAMAR NU KE-33 DI JOMBANG JAWA TIMUR 


PENGANTAR 


Nahdlatul Ulama adalah perkumpulan/jam'iyyah diniyyah islamiyah ijtima'iyyah 
(organisasi sosial keagamaan Islam) yang didirikan dengan tujuanberlakunya ajaran Islam 
Ahlusunnah wal-Jama'ah untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi 
kemaslahatan, kesejahteraan umat, dan demi terciptanya rahmat bagi semesta. Tujuan NU 
merangkum aspek keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan lintas bangsa. Dewasa ketiga aspek 
tersebut belum sepenuhnya mencerminkan dan sesuai dengan tujuan pendirian NU. 


Menyebarnya ajaran-ajaran radikal telah menjadi ancaman nyata bagi kelangsungan 
bangunan NKRI yang bersifat final. Radikalisme tidak hanya monopoli agama tertentu, tetapi 
potensial di semua agama dan berdimensi transnasional. Kasus Tolikara di Papua menunjukkan 
wajah radikalisme dan intoleransi bisa terjadi di semua agama dan semua tempat. Ajaran, gerakan, 
dan praktek keberagamaan kelompok radikal ekstremis(mutatharrif)telah mencederai prinsip- 
prinsip kebangsaan dan menyalahi ajaran luhur agama. Realitas ini menyiratkan belum optimal 
dan efektifnya kerja-kerja ormas keagamaan moderat di satu sisi dan semakin massif dan kuatnya 
instrumen gerakan kelompok mutatharrif di sisi lain. 


Realitas kebangsaan juga memperlihatkan kompleksitas masalah yang menuntut 
kesungguhan negara dan peran serta masyarakat untuk menyelesaikannya. Permasalahan 
kebangsaan mencakup isu ekonomi, politik, hukum, dan sosial. 


Persoalan utama isu ekonomi adalah masalah keadilan dan ketimpangan. Pembangunan 
ekonomi yang dijalankan pemerintah sejak Indonesia merdeka hingga kini belum sepenuhnya 
memenuhi salah satu amanat konstitusi, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Ekonomi memang 
tumbuh, tetapi belum merata. Kue ekonomi membesar, tetapi baru dihasilkan dan dinikmati oleh 
segelintir orang. Terjadilahtrilogi ketimpangan, yaitu ketimpangan pendapatan antarpenduduk, 
kesenjangan pembangunan antarkawasan, dan diskrepansi pertumbuhan antarsektor ekonomi. 
Belum tercapainya maksud pembangunan ekonomi tersebut adalah terutama karena penyimpangan 
kiblat yang dilakukan pemerintah terhadap roh dan jiwa konstitusi. Ekonomi liberal berbasis 
fundamentalisme pasar telah nyata-nyata menjadi ancaman terhadap rakyat dan kedaulatan 
ekonomi nasional. Pembelokan roh konstitusi berlangsung baik dalam bentuk liberalisasi undang- 
undang, kebijakan fiskal, dan fungsi moneter yang terlepas dari amanat konstitusi. 


Persoalan politik masih berkisar pada ekses demokrasi prosedural yang menimbulkan 
politik biaya tinggi yang berujung korupsi. Politik tidak menjelma sebagai instrumen untuk 
memperjuangkan kebajikan umum (public virtue), tetapi arena perburuan rente untuk mengeruk 
sumber daya dan keuangan publik. Indonesia memang berhasil membuktikan kompatibilitas 
Islam dan demokrasi, tetapi pematangan dan pendewasaan demokrasi mutlak dilakukan agar 
demokrasimenjadi wasilah mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional. 
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Persoalan hukum berkisar pada substansi dan penegakannya. Substansi hukum masih 
bermasalah terbukti dari banyaknya produk perundangan-undangan yang dimohonkan uji materi ke 
Mahkamah Konstitusi dan kemudian dibatalkan. Sejumlah UU di bidang ekonomi dan pengelolaan 
sumber daya alam masih lebih banyak melayani kepentingan modal dan akibatnya melanggengkan 
dominasi asing dalam struktur perekonomian nasional. Penegakan hukum sedang berada di titik 
nadir dengan serangkaian gerakan pelumpuhan KPK dan kriminalisasi terhadap para pegiat anti- 
korupsi oleh Bareskrim Polri. Akibatnya, gerakan pemberantasan korupsi akan melemah dan 
koruptor kembali merajalela. Indonesia akan semakin terpuruk ke zona darurat korupsi. Putusan 
Mahkamah Konstitusi yang membolehkan mantan terpidana korupsi untuk kembali meraih jabatan 
publik menunjukkan politik hukum nasional telah kehilangan arah. Hukum dan institusi hukum 
dikendalikan oleh agenda politik partisan. 


Persoalan sosial meliputi masalah orientasi pendidikan, kependudukan dan bonus 
demografi, serta rekonsiliasi nasional. Konsep knowledge economy yang menjadikan pendidikan 
sebagai salah satu bidang jasa komersial telah mendistrosi prinsip pendidikan sebagai pelayanan hak 
rakyat untuk tujuan pencerdasan kehidupan bangsa menjadi jasa yang diperjualbelikan. Orientasi 
bisnis telah membentuk mindset bahwa pendidikan bermutu harus dibeli dengan biaya mahal. 
Akibatnya, terjadi elitisasi pendidikan yang mempersempit akses pendidikan bagi masyarakat luas 
dan melahirkan kesenjangan mutu yang memilah-milah kelompok masyarakat berdasarkan daya 
belinya terhadap pendidikan. 


Isu kependudukan menjadi salah fokus perhatian menyusul peluang bonus demografi dan 
kesiapan Indonesia menyongsong MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) pada akhir 2015. Bonus 
demografi adalah istilah yang menunjukkan pesatnya ekonomi negara karena banyaknya penduduk 
usia kerja (15-64 tahun) dan sedikitnya usia tanggungan (0-14 dan 64-4). Bonus demografi di 
Indonesia akan mencapai puncak pada 2028-2031, dengan komposisi 70 persen usia kerja, dan 30 
persen anak dan lansia. Pemerintah dituntut untuk menyiapkan kebijakan yang komprehensif dari 
hulu hingga hilir. 


Hal-hal yang harus disiapkan adalah peningkatan kualitas SDM: struktur ekonomi yang 
memberikan ruang dan insentif kepada penduduk usia produktif untuk bekerja dan berinvestasi, 
pengendalian arus urbanisasi dengan menghidupkan sektor ekonomi agraria di perdesaan yang 
menjanjikan kesejahteraan, kebijakan perlindungan terhadap buruh migran, serta pengendalian 
fertilitas dengan menyukseskan kembali program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. 
Bila tidak dipersiapkan dengan baik, peluang bonus demografi akan berubah menjadi bencana 
demografi, di mana negara akan menanggung banyak penduduk usia kerja yang miskin dan 
menganggur. Pada sisi lain, sumber daya ekonomi, peluang, akses, dan partisipasi akan direbut 
dan dikuasai oleh bangsa lain yang lebih siap dalam konteks MEA. 


Masalah rekonsiliasi terkait dengan luka-luka masa silam harus disembuhkan untuk menatap 
masa depan nasional yang lebih baik. Penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu merupakan 
prasyarat bagi berlangsungnya rekonsiliasi nasional. Unsur penting dalam rekonsiliasi adalah 
semangat persatuan dan saling memaafkan dalam koridor trilogi ukhuwwah yaitu ukhuwwah 
Islamiyyah (persaudaraan sesama muslim), ukhuwwah wathaniyyah (persaudaraan sebangsa) dan 
ukhuwwah insaniyyah (persaudaraan sesama umat manusia). 


Melihat keluar, konfigurasi internasional belum sepenuhnya merefleksikan tata dunia 
yang adil dan beradab. Perampasan hak hidup bangsa masih terjadi dalam tata dunia modern. 
Palestina hingga kini masih tertindas oleh Israel dan belum menikmati hak hidup sebagai bangsa 
yang berdaulat dan bermartabat.Suku Rohingnya, minoritas Muslim Myanmar, hidup dalam 
diskriminasi, sebagian lain terusir, hidup dalam pengasingan, terdampar, dan terlunta-lunta. Umat 
Islam Uighur di Provinsi Xinjiang, Cina, mengalami diskriminasi dalam menjalankan ajaran agama 
dan kegiatan keagamaan lainnya. Umat Islam di Timur Tengah, Asia Tengah, dan Afrika tidak 
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menikmati hak atas keamanan dan ketenteraman hidup karena perang, konflik, dan pertumpahan 
darah. Keberadaan ekstrem militan ISIS menambah bahan bakar berlangsungnya pergolakan dan 
perang saudara. Alhasil, situasi internasional dewasa ini belum mencerminkan ideal tentang tata 
dunia yang adil, beradab, dan bermartabat. 


Terhadap berbagai gambaran realitas sebagaimana diuraikan di atas, Nahdlatul Ulama 


merekomendasikan berbagai hal terkait dengan persoalan keumatan, kebangsaan, dan internasional 
sebagai berikut: 


REKOMENDASI 
I. KEUMATAN 


1. 


NU di semua tingkatan baik Jamiyah maupun Jamaah harus menjadi pelopor dalam 
mewujudkan masyarakat yang toleran, moderat, ramah, mengarifi budaya, dan terbuka 
terhadap gagasan-gagasan baru yang selaras dengan karakter Islam Nusantara. 


Pemerintah harus tegas mencegah dan menindak berbagai kelompok yang bertujuan 
merongrong dan mengubah konsensus nasional (Muahadah Wathaniyah) yang menjadi 
landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. NU mengingatkan bahwa ancaman yang 
merongrong dan mengubah konsensus nasional (Pancasila dan NKRI) bisa terdapat 
disetiap agama. NU mengajak seluruh lembaga-lembaga keagamaan untuk bekerjasama 
menangkal radikalisme berbasis agama. 


Umat Islam perlu melakukan strategi dakwah yang produktif dan memperkuat eksistensi 
NKRI, bukan dakwah yang menimbulkan reaksi negatif agama lain yang justru merugikan 
umat Islam sendiri. Prinsip Mabadi Khairu Ummah (As Shidgu, al Amanah wal Wafa Bil 
Ahd, al Adalah, at Ata'awun, al Istigomah) harus menjadi landasan dalam pelaksanaan 
Dakwah Islam. 


Terkait kasus intoleransi dan kekerasan yang terjadi di berbagai daerah termasuk di Tolikara 
Papua, beberapa waktu lalu, NU mengecam dan tidak dapat membenarkan dengan alasan 
apapun. Pemerintah harus memeberikan jaminan rasa aman kepada semua warga Negara 
Indonesia untuk menjalankan Ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Pemerintah 
harus menyelesaikan secara tuntas akar persoalan tersebut dengan melakukan penegakan 
hukum kepada semua pihak yang bersalah dan menfasilitasi resolusi konflik agar terjadi 
penyelesaian secara menyeluruh. Seiring dengan hal itu pemerintah pusat dan daerah 
harus segera melakukan kajian ulang terhadap regulasi diskriminatif yang menjadi sumber 
tindakan intoleransi, konflik dan kekerasan. 


NU mengharapkan relasi mayoritas-minoritas sebagai fakta sosial hendaknya tidak 
digunakan sebagai alat menghegemoni, mendiskriminasi dan mengontrol kelompok lain. 
Harus disadari, tindakan keagamaan yang mengancam eksistensi kelompok lain di sebuah 
wilayah akan cepat menyebar dan menimbulkan aksi balasan di tempat lain. 


NU mengusulkan kepada pemerintah untuk menjadikan tanggal 22 Oktober sebagai Hari 
Santri Nasional. 
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II. KEBANGSAAN 


» Bidang Politik 


1. 


Partai politik harus menjadi pilar untuk menyehatkan demokrasi, bukan justru menjadi 
benalu yang menghambat proses pematangan dan pendewasaan demokrasi. Keberadaan 
parpol sebagai benalu demokrasi telah melahirkan gejala antiparpol yang justru mengancam 
kehidupan demokrasi. Menguatnya gejala anti-partai politik di masyarakat harus dicegah 
dengan melakukan reideologisasi partai, kaderisasi, dan kemandirian dana partai. Insentif 
pendanaan dari APBN dimungkinkan dengan syarat adanya tata kelola keuangan parpol 
yang transparan, akuntabel, partisipatif, adil, efektif, dan efisien. 


Penguatan dan pendewasaan demokrasi mengandaikan sistem keparlemenan yang 
menuntut representasi politik (political representation) dan representasi kedaerahan 
(regional representation) sama-sama kuat, baik dalam fungsi legislasi, anggaran, maupun 
pengawasan. UUD 1945 memberikan kewenangan kepada DPD jauh lebih terbatas 
dibanding DPR, sehingga sistem bikameral tidak berjalan dengan semestinya. Karena 
itu, NU mendorong kepada MPR melakukan amandemen terbatas untuk memperkuat 
fungsi dan kewenangan DPD sehingga keberadaannya optimal sebagai penyangga sistem 
ketatanegaraan yang kuat dan efektif. 


Putusan MK yang membatalkan pencegahan politik dinasti dan memberikan ruang kembali 
bagi mantan narapidana korupsi untuk meraih jabatan publik telah menghambat tegaknya 
moral dan etika politik. NU meminta kepada pemerintah dan DPR untuk merumuskan 
kembali norma hukum guna mencegah praktek politik yang tidak ber-akhlakul karimah. 


» Bidang Hukum 


Ik 


Tindak pidana korupsi dan pencucian uang adalah kejahatan luar biasa terhadap 
kemanusiaan yang menimbulkan mudharat dalam jangka panjang. NU harus memperkuat 
garis perjuangan anti-korupsi untuk melindungi ulama, jamaah dan organisasnya, 
melindungi hak rakyat dari kezaliaman koruptor, dan mendidik para calon pejabat untuk 
tidak berdamai dengan korupsi dan pencucian uang. 


Sanksi untuk pelaku tindak pidana korupsi dan pencucian uang meliputi sanksi moral, 
sanksi sosial, pemiskinan, ta'zir, dan hukuman mati sebagai hukuman maksimal. 
Pemberlakuan hukuman mati sebagai hukuman maksimal mengikuti ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 


Penyelenggara negara, terutama aparat penegak hukum, yang terlibat tindak pidana 
korupsi harus diperberat hukumannya. 


Negara harus melindungi dan memperkuat semua pihak yang melaksanakan jihad 
melawan korupsi.NU menolak praktek kriminalisasi terhadap seluruh pegiat anti-korupsi 
oleh aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum harus dapat menegakkan keadilan 
dan tidak berlaku sewenang-wenang. 


Penegak hukum yang melakukan penanganan terhadap kasus hukum, termasuk kasus 
korupsi dan tindak pidana pencucian uang, harus melakukannya secara tepat dan cepat, 
berkeadilan dan mempunyai kepastian hukum. 


Alim ulama serta seluruh pemuka agama dan tokoh masyarakat wajib menjadi teladan dan 
penjaga moral melalui pendekatan nilai-nilai dan perilaku anti-korupsi. 
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NU juga prihatin terhadap keajahatan narkoba yang mengancam kelangsungan masa depan 
bangsa dan generasi mudanya. NU mendukung hukuman seberat-beratnya, termasuk 
hukuman mati, kepada para Bandar dan pengedar narkoba. 


e Bidang Ekonomi 


Ii: 


Merekomendasikan kepada penyelenggara negara untuk menghidupkan kembali GBHN 
sebagai kompas pembangunan yang berumur panjang, sehingga haluan pembangunan 
tidak berubah setiap kali ganti pemerintahan. GBHN disahkan oleh Tap MPR, yang 
kedudukan hukumnya, menurut UU No. 12 Tahun 2011, di bawah konstitusi dan di atas 
undang-undang. 


. Merekomendasikan kepada PBNU untuk menyusun platform ekonomi keumatan sesuai 


dengan khittah konstitusi dan khittah NU sebagai organisasi diniyyah ijtima'iyyah. Platfom 
ini harus menggambarkan pandangan dan sikap NU terhadap pembangunan nasional, haluan 
pembangunan nasional, dan rencana kerja NU dalam menggerakan kegiatan ekonomi umat 
dan organisasi. 


. Merekomendasikan kepada penyelenggara negara untuk mengarusutamakan kooperasi 


dalam pembangunan nasional sebagai soko guru perekonomian. 


. NU mendesak pemerintah untuk mengambil langkah-langkah antisipatif terhadap dampak 


pemberlakuan MEA pada 2015 terkait persaingan lapangan kerja, daya saing produk-produk 
lokal, dan keseimbangan ekspor-impor. NU mendesak pemerintah untuk melindungi sektor 
ekonomi kecil, tenaga kerja, dan sektor okupasi strategis dari serbuan tenaga kerja asing. 


. NU mendesak kepada pemerintah untuk segera manjalankan kebijakan strategis sebagai 


berikut: 


a. Memprioritaskan pemerataan pendapatan. Ketimpangan yang semakin tajam dalam 10 
tahun terakhir harus dikurangi secara cepat dan bertahap. Pemerintah harus mengambil 
kebijakan yang tepat untuk mengembalikan gini rasio 0,41 (data 2013 dan 2014) 
menjadi 0,32 sebagaimana pada 2004. Pemerataan ini juga mencakup antarsektor dan 
antarwilayah. 


b. Mempercepat pendalaman sektor ekonomi. Ekonomi jangan dibiarkan mengandalkan 
bahan baku yang nilai tambahnya amat kecil. Sumbangan sektor industri terhadap 
PDB melorot dari semula 28”o (2004) menjadi 23,540 (2014) akibat terjadinya 
fenomena deindustrialisasi. Pemerintah harus melakukan langkah-langkah strategis 
untuk membangkitkan kegiatan industri dalam negeri karena sektor ini menjadi 
tumpuan penyerapan tenaga kerja yang cukup besar, di samping sektor pertanian dan 
perdagangan. 


c. Melakukan pengurangan impor dan meningkatkan ekspor untuk mengatasi defisit neraca 
perdagangan. Pemerintah harus melakukan pengurangan impor dengan membangun 
industri yang berbahan baku domestik. Pada 2004 neraca perdagangan surplus US$ 
25,06 miliar, tapi pada 2014 defisit US$ 1,8 miliar. Pertama kali defisit perdagangan 
terjadi pada 2012. 


d. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pertumbuhan ekonomi selama 
ini tidak memproduksi banyak lapangan kerja akibat pertumbuhan yang rendah di sektor 
pertanian dan industri. Pada 2008 tiap 1Yo pertumbuhan ekonomi membuka lapangan 
kerja 181 ribu, kemudian 436 ribu (2008), tapi pada 2013 tinggal 164 ribu. Oleh karena 
itu pemerintah harus memperbaiki kebijakan pertumbuhan yang lebih terfokus kepada 
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sektor pertanian dan industri dalam negeri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. 


Memperbaiki kebijakan investasi menjadi lebih berkualitas dan efisien. Efisiensi 
investasi/ekonomi selama ini makin buruk yang ditunjukkan oleh kenaikan ICOR 
(incremental capital output ratio) dari 4,17 (2005) menjadi 4,5 (2013). Sumber dari 
inefisiensi ini bisa bermacam-macam, namun jika dilihat dari publikasi beberapa lembaga 
internasional faktor inefisiensi birokrasi, korupsi, dan keterbatasan infrastruktur bisa 
disebut sebagai pemicu utama. Sehingga pemerintah harus mempercepat pembangunan 
infrastruktur dan logistik secara efisien. 


Meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Akibat terjadinya kebocoran, 
rasio penerimaan pajak terhadap PDB (tax ratio) tak mengalami perbaikan, bahkan 
cenderung turun. Pada 2004 tax ratio masih 12,2 persen, namun pada 2014 menjadi 
hanya 11 pajak yaitu lebih rendah dari rata-rata tax ratio negara miskin. Oleh karena 
itu pemerintah harus berani menetapkan kebijakan rasio pajak setiap tahun rata-rata 14 
persen dari PDB, dan meningkatkan penerimaan Negara bukan pajak dari sektor SDA 
sebesar rata-rata 25 persen melalui pencegahan kebocoran dan korupsi. 


Meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi pertanian 
(swasembada). Selama ini nilai tukar petani (NTP) terus menurun dari 102,88 (2004) 
menjadi 101,96 (2013). Secara umum nyaris tidak ada perbaikan NTP selama 10 tahun 
terakhir. Bahkan upah riil sempat mengalami pertumbuhan negatif (pertumbuhan 
pendapatan dikurangi inflasi). Sehingga pemerintah harus memfasilitasi akses lahan 
pertanian bagi warga, memberikan subsidi pertanian dan menjamin stabilisasi harga 
jual produksi pertanian. 


Memprioritaskan pembangunan kemandirian ekonomi desa dari pinggiran dan 
perbatasan. — Pemerintah harus memfokuskan kebijakan kemandirian ekonomi 
khususnya pangan, energi, dan keuangan, sehingga dapat berkontribusi terhadap upaya 
penguatan rumah tangga miskin dan menjadi sumber kekuatan ekonomi domestik. 


Mempercepat dan memperbesar skala ekonomi berbasis sektor kelautan (ekonomi 
maritim) berbasis partisipasi masyarakat. Langkah ini akan menjadi penambah daya 
dorong pembangunan dalam jangka panjang. 


Melakukan reformasi agraria dan membatasi pelepasan lahan pertanian untuk kegiatan 
industri, pemukiman, dan pertambangan. 


6. NU merekomendasikan kepada PBNU untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: 


a. 


Cc. 


Menetapkan peta jalan (roadmap) pengembangan ekonomi berbasis data. Pengurus 
Besar NU seyogyanya menetapkan tim khusus untuk merumuskan roadmap yang 
komprehensif dari level desa sampai pusat. Hasil rumusan tersebut kemudian ditetapkan 
menjadi keputusan mengikat dalam Rakernas dan didiseminasikan di seluruh cabang. 


Melaksanakan program pemberdayaan ekonomi warga nahdliyin berbasis pesantren. 
Berdasarkan pemetaan pengurus pusat Rabithah Ma'ahid Indonesia, terdapat 25.214 
pesantren yang beraviliasi dengan NU yang tersebar sebagian besar di wilayah 
pedesaan (tepi hutan) dan pesisir. Sehingga Pengurus Besar, Pengurus Wilayah dan 
Pengurus Cabang NU dapat mendorong revitalisasi fungsi pesantren sebagai economic 
resources center atau pusat sumberdaya ekonomi nahdliyin. Peran utamanya antara 
lain: (1) menjadi pusat belajar pertanian, kelautan, dan perniagaan, (ii) menjadi lembaga 
keuangan alternatif, dan (iii) memfasilitasi pengembangan jaringan lintas pihak. 


membangun sinergi dan kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan 
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pemerintah desa dalam pengembangan pusat sumberdaya ekonomi nahdliyin. Pengurus 
Besar, Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang NU harus menjalin kerjasama formal 
dengan pemerintah dan pemerintah daerah melalui nota kesepahaman bersama tentang 
sinergi program kerja bidang ekonomi selama satu periode di masing-masing tingkatan. 


Membantu warga Nahdliyin melakukan sertifikasi aset, termasuk tanah, sehingga 
berdaya guna untuk menggerakkan permodalan. 


4. Bidang Sosial 


e Masalah Pendidikan 


1. 


Pendidikan berkualitas adalah hak dasar setiap warganegara, karena itu negara wajib 
menyediakan sarana dan prasarana pendidikan bermutu yang bisa diakses oleh 
semua lapisan masyarakt, tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang yang memiliki 
kemampuan finansial. 


Kesenjangan akses dan sarana pendidikan antara kota-desa, Jawa-Luar Jawa dan 
pendidikan umum, pendidikan agama harus segera dikoreksi melalui kebijakan 
afirmatif. 


. Negara harus tetap istigomah menjadikan pendidikan sebagai kegiatan nirlaba 


dan mencegah praktek pendidikan yang murni berorientasi bisnis, dengan berbagai 
peraturan dan kebijakan. 


NU mendorong negara untuk melibatkan secara optimal kelompok-kelompok 
keagamaan dan kebudayaan dalam pengembangan pendidikan karakter sebagai tolak 
ukur utama standar pendidikan nasional dalam rangka peningkatan daya saing dan 
penguatan jati diri keagamaan dan kebangsaan. 


NU mendorong pemerintah untuk meningkatkan pelayanan dan dukungan terhadap 
lembaga pendidikan pesantren. Affirmative action ini sangat penting karena pesantren 
merupakan lembaga pendidikan ideal yang sangat strategis bagi pendidikan bangsa 
dimasa depan. 


NU mendorong pemerintah untuk menyediakan layanan pendidikan dasar bagi anak- 
anak warga Negara Indonesia yang menjadi pekerja migran diluar negeri, yang dari 
waktu kewaktu terus meningkat. 


» Masalah Demografi dan Kependudukan 


1. 


Menghadapi peluang bonus demografi, negara harus menjalankan kebijakan 
pembangunan yang lebih berpihak kepada rakyat kecil, kebijakan ekonomi dan 
ketenagakerjaan yang memperkuat ekonomi agraria, dan kebijakan kependudukan 
yang mendukung pelayanan pendidikan, kesehatan, dan keluarga berencana, terutama 
pada masyarakat desa. 


NU secara organisatoris harus menyiapkan warga NU untuk menghadapi dan 
memanfaatkan peluang bonus demografi untuk kemaslahatan umat. 


NU secara organisatoris memberikan mandat kepada banom dan lembaga NU yang 
terkait untuk secara sistematis dan terfokus mengelola program-program terkait 
peluang bonus demografi. 


- 213 - 


10. 


HASIL-HASIL MUKTAMAR NU KE-33 


NU perlu menyiapkan program-program untuk mengelola dampak arus migrasi 
Nahdliyin dari desa dan kota. 


Dalam hal pendidikan dan kesehatan, NU perlu menyusun langkah strategis untuk 
meningkatkan kualitas warga NU, agar dapat mencetak angkatan kerja yang sehat, 
terdidik, dan terampil serta memiliki daya saing. 


Dalam hal kesejahteraan keluarga, NU perlu menyusun program komprehensif 
untuk mencetak keluarga maslahah. Karakter keluarga, penguatan ekonomi keluarga, 
perencanaan keluarga, dan kesehatan reproduksi menjadi prioritas program. Begitu juga 
perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT) 
dan pemiskinan terhadap perempuan harus dicegah dengan kebijakan penegakan 
hukum, keterbukaan dan solidaritas sosial, dan mempermudah akses pelayanan kepada 
perempuan untuk melaporkan tindak KDRT. 


Banyaknya kekerasan terhadap anak baik yang dilakukan di dalam keluarga, di 
lingkungan lembaga pendidikan, maupun di lingkungan sosial lainnya menuntut 
komitmen pemerintah dalam bentuk regulasi dan kebijakan perlindungan anak 
serta memperberat sanksi dan hukuman kepada pelaku kekerasan terhadap anak 
sehingga menimbulkan efek jera. NU menuntut pemerintah untuk lebih efektif dalam 
menegakkan peraturan di bidang perlindungan anak. 


Untuk mengantisipasi ledakan jumlah penduduk pada saat terjadinya puncak bonus 
demografi, negara harus mengendalikan angka fertilitas melalui kebijakan program- 
program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. 


Negara harus memperkuat kebijakan perlindungan terhadap TKI, mengingat pada 
2014 saja terdapat lebih dari 1 juta TKI yang mengalami berbagai bentuk pelanggaran 
HAM seperti penyiksaan, gaji tidak dibayar, dan perkosaan. 


Negara harus membuat kebijakan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja informal 
yang jumlahnya sangat besar. 


Masalah Rekonsiliasi 


IP 


Mendorong berbagai upaya rekonsiliasi yang berlangsung secara sosial, kultural dan 
keagamaan di tengah-tengah masyarakat. Rekonsiliasi berbasis masyarakat ini menjadi 
tulang punggung rekonsiliasi yang sejati dan berjangka panjang. 


Mengapresiasi komitmen pemerintah untuk menempuh jalan penyelesaian pelanggaran 
HAM masa lalu melalui jalan yang paling mungkin danmaslahat bagi Indonesia. 


. Ikhtiar untuk keluar dari beban masalalu ini harus senantiasa mempertimbangkan 


kepentingan bangsa secara keseluruhan. 


TI. INTERNASIONAL 


» Masalah Palestina 


a. Internal NU 


1. 


Mendesak agar pengurus PBNU yang akan datang membentuk tim secara khusus untuk 
menangani masalah-masalah internasional, khususnya masalah Palestina, agar keterlibatan 
NU dalam masalah tersebut lebih berkesinambungan. 


Mendesak agar pengurus PBNU yag akan datang secara intensif memberikan dukungan 
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kongkret berupa diplomasi, mempererat hubungan people to people dan dukungan dana 
bagi perjuangan Palestina, dengan tetap berpegang teguh pada pendekatan dialog dan 
damai. 


b. Kepada Pemerintah Indonesia: 


1. Mendesak pemerintah Indonesia agar secara sistematis melakukan langkah kongkrit untuk 
mendukung kemerdekaan Palestina, baik melalui diplomasi antar negara, memperkuat 
hubungan people to people maupun keterlibatan dalam pasukan keamanan internasional. 


2. Jika Israel tetap melakukan pendudukan terhadap Palestina maka hendaknya pemerintah 
Indonesia mengambil langkah tegas, jika perlu tidak lagi berhubungan dengan negara 
Israel. 


c. Kepada masyarakat di palestina 


Menghimbau agar kelompok-kelompok masyarakat di Palestina, khususnya kelompok- 
kelompok Muslim, untuk bersatu bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan negara 
Palestina dan pembebasan rakyat Palestina dari penjajahan. 


d. Kepada lembaga-lembaga internasional 


1. PBNU mendukung kemerdekaan Palestina. Dukungan bagi kemerdekaan rakyat dan negara 
Palestina tidak bisa ditangguhkan. Oleh karena itu, PBNU mendesak agar PBB segera 
memberikan dan mengesahkan keanggota negara Palestina menjadi anggota resmi PBB 
dan memberikan hak yang setara dengan rakyat dan negara yang merdeka manapun. PBNU 
juga mengimbau bagi bangsa dan negara yang cinta kepada perdamaian, tanpa penindasan 
dan diskriminasi, untuk mendukung bagi diakuinya negara Pelestina sebagai anggota PBB 
yang sah dan resmi untuk memperoleh hak yang setara dengan bangsa-bangsa merdeka 
yang lain. 


2. NU mendesak PBB untuk memberikan sanksi, baik politik maupun ekonomi, kepada Israel 
jika tidak bersedia mengakhiri pendudukan terhadap tanah Palestina. 


3. Menyerukan agar negara-negara di Timur Tengah khususnya yang mayoritas Islam untuk 
bersatu mendukung kemerdekaan Palestina. 


4. Mendesak agar OKI (Organisasi Kerjasama Islam) untuk secara intensif mengorganisir 
anggotanya untuk mendukung kemerdekaan palestina. 


“Masalah Rohingnya 
a. Internal NU 


1. Mendesak agar pengurus PBNU memperhatikan secara intensif nasib yang menimpa 
Rohingya baik di negara asalnya Myanmar maupun di negara-negara lain sebagai 
pengungsi. 


2. PBNU perlu membentuk tim khusus untuk memantau dan menangani masalah Rohingya. 
b. Kepada pemerintah Indonesia 


NU mendesak Pemerintah Indonesia menjadi inisiator dalam menghentikan penindasan dan 
pengusiran terhadap Rohingya. NU juga mendesak negara-negara besar di dunia dan PBB 
untuk segera mengambil peran melindungi Rohingya dan mendesak pemerintah Myanmar 
untuk menghentikan diskriminasi, penindasan dan pengusiran terhadap Rohingya. 


c. Kepada Lembaga-lembaga Internasional 


Jika pemerintah Myanmar tidak juga menghentikan diskriminasi, penindasan dan pengusiran 
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serta tetap menolak memberikan status warganegara kepada Rohingya maka NU mendesak 
agar AS dan PBB memberikan sangsi ekonomi dan politik kepada pemerintah Myanmar 
dengan segera. 


d. Kepada Pemerintah Myanmar 


NU mendesak kepada Pemerintah Myanmar memulihkan hak warga Rohignya yang terusir 
untuk kembali sebagai warga negara yang setara. 


“Masalah ISIS (Islamic State of Irag and Syria) 
a. Internal PBNU 


1. Mendesak pengurus PBNU yang akan datang untuk mengefektifkan pencegahan pengaruh 
ideologi kekerasan dan radikalisme baik melalui agama maupun yang lain seperti ISIS. 


2. PBNU perlu menyusun kurikulum pendidikan baik formal maupun non-formal yang 
secara sistematis mencegah masuknya ideologi kekerasan dan radikalisme. 


b. Pemerintah Indonesia 


NU melihat ISIS dan ideologi ekstrem transnasional lainnya sebagai ancaman serius terhadap 
perdamaian dunia dan eksistensi NKRI. Karena itu, NU mendesak pemerintah untuk bertindak 
tegas dan mencegah penyebaran ideologi dan gerakan ISIS dan sejenisnya di Indonesia. 


c. Pihak-pihak Internasional 


1. NU mendesak masyarakat Islam internasional untuk menolak klaim Islam dari ideologi 
dan gerakan ISIS. NU melihat ISIS sama sekali tidak mencerminkan gerakan dan 
pemahaman Islam yang benar dan merusak karakter Islam sebagai agama rahmatan lil 
alamin. Keberadaan ISIS justru melahirkan spiral islamophobia. 


2. NU mendesak masyarakat internasional untuk memerangi ISIS dan mencegah 
transnasionalisasi ideologi kekerasan di seluruh dunia. 
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Me ag ga, NAN ANA Menag 


PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA 


